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KATA PENGANTAR

Bismi Allahi al-Rahman al-Rahim,

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt., disertasi ini dipersembahkan dengan
harapan kiranya membawa manfaat, tidak hanya untuk penulisnya, tetapi juga masyarakat
banyak; tidak hanya untuk keperluan praktis, tetapi juga kepentingan perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya, dan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

Tidak disangka, selama kurang lebih 4 tahun usaha penulisan dan penyelesaian disertasi
ini ternyata telah memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Beban psikologis yang
ditimbulkan oleh kaharusan menyelesaikan disertasi ini, [uar biasa besarnya. Di satu pihak
terasa dikejar waktu, tetapi di pihak lain, karena adanya kesan umum seolah-olah disertasi
merupakan karya ‘puncak’, penulis dibebani pula oleh tuntutan untuk menulis secara bermutu.
Setelah menyelesaikan program perkuliahan yang diwajibkan, penulis dituntut untuk melakukan
riset dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, penulis merasa beruntung dapat memanfaatkan
kesempatan untuk melakukan riset dan sekaligus menulis di University of Washington‘s
library, Seattle; Universiteit Bibliotheck, Rijks-Universiteit, Leiden; KITLV Leiden; Van
Vollenhoven Instituut Bibliotheek, Leiden; Perpustakaan Nasional Jakarta; Perpustakaan
DPR-RI, Jakarta; Arsip Nasional, Jakarta; Perpustakaan Sekretariat Negara, Jakarta; Per
pustakaan Departemen Koperasi, Jakarta; dan lain sebagainya. -

Dalam proses penelitian dan penulisan maupun proses persiapan sebelumnya, banyak
sekali pihak yang membantu, yang penulis sendiri tidak mungkin lupakan. Kepada
beliau-beliau itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, semoga
Allah swt. membalasnya dengan ganjaran berlipat ganda. Secara khusus, penulis merasa perlu
menyampaikan rasa terima kasih itu antara lain kepada Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,
almarhum Prof. Padmo Wahyono, SH., almarhum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA.,
almarhum Prof. Dr. Omar Seno Adji, SH., almarhum Drs. Mahfudi Mangkudilaga, Prof.
Pumadi Purbacaraka, SH., Prof.Dr. Chares Himawan, Prof. Dr. A. Hamid Saleh Attamimi,
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SH., Dr. Muhammad Tahir Azhary, SH., Mardjono Reksodiputro,” SH. MA., Dr. Erman
Rajagukguk, SH. LLM., H. Azhary, SH.,.Prof. Dr. Daniel S. Lev (Seattle; USA dan Léiden),
Dr. Jan Michel Otto (Leiden), Drs. Jan van -Olden (Leiden), Drs: Marjanne Thermohuizen
(Leiden), dan banyak lagi yang lain. Penulis sangat berkesan, misalnya, dengan perhatian
Prof.Dr. Daniel S. Lev, yang dengan rajin mengirim surat yang mendorong agar penulis segera
menyelesaikan disertasi ini.

Di samping itu semua, kegiatan riset dan penulisan di atas juga tidak mungkin dapat
dilepaskan dari bantuan Prof.Dr.-Ing. B.J. Habibie dan Dr.-Ing.Wardiman Djojonegore, H.
Alamsyah Ratu Perwiranegara, H. Abdurrahim Alamsyah (Rektor UIA), H. Achmad
Tirtosudiro, Dr.Ir. Muslimin Nasution (Kepala Litbang Departemen Koperasi), Dr.Jr.M. Amin
Aziz, Dra. H. Tutty Alawiyah, AS, Utomo Dananjaya dan Dr. Gordon R. Hein (mantan Kepala
Perwakilan) serta Robert Carroll dari Asia Foundation Jakarta.

Namun demikian, terlepas dari semua nama yang perlu saya sebut di atas, berkenaan |
dengan materi disertasi ini, penulis hams harus menyebut empat nama yang paling berpengaruh
terhadap pikiran penulis sehubungan dengan materi disertasi ini. Yang pertama harus saya
sebut adalah Prof.Dr.Ismail Suny, SH.MCL. Sebagai Promotor, beliau sangat banyak membantu
dan mendorong sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Bahkan, di luar disertasi
ini beliau juga banyak sekali memberikan dukungan dalam berbagai kesempatan agar penulis
lebih maju. Selain beliau, harus pula saya sebutkan disini nama almarhum Prof.Padmo
Wahyono,SH. dan Prof. Dr. Sd Soemantri,SH. serta Prof.Dr.Sri Edi Swasoﬁo, yang
masing-masing berkenan menjadi Ko-Promotor.

Prof Dr. Ismail Suny, SH.-MC'L. dan Prof. Padmo Wahyono, SH. adalah guru dan - -
sekaligus atasan saya di Fakultas Hukum UI, yang cenderung dianggap mewakili dua aliran
pikiran dalam studi Hukum Tata Negara Indonesia. Yang pertama lebih sering dianggap
mewakili aliran liberal, yang lain sering dianggap mewakili aliran yang cenderung sangat
kolektivistis. Kebetulan, keduanya berkenan menjadi Promotor dan Ko-Promotor penulisan
disertasi ini. Saya beranggapan bahwa usaha mempertentangkan jalan pikiran kedua guru besar

ini tidaklah terlalu tepat. Bahkan aliran pikiran individualisme dan kolektivisme itu sendixi,
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meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan dikotomi perbedaan pikiran mereka, pada
dasarnya memang mengandung cukup banyak hal yang dapat disesuaikan satu sama lain.
karena itu, saya sangat terdorong untuk melakukan sintesis terhadap perbedaan kedua
aliran pikiran individualisme versus kolektivisme itu, yang alhamdullilah dapat dibuktikan
kebenarannya sejauh hasil penelitian yang saya lakukan terhadap latar-belakang historis
perumusan UUD 1945,

Sayang, Profesor Padmo Wahyono tidak dapat menerima langsung laporan studi
ini, karena beliau telah dipanggil Allah SWT sebelum disertasi ini terselesaikan. Semoga
arwah beliau diterima di sisi Allah SWT. Tetapi, penulis sangat beruntuk ketika
kemudian profesor Sri Soemantrd Martosoewignjo berkenan menggantikan beliau dan
meneruskan bimbingan terhadap penulis. Penulis merasa lebih beruntung lagi ketika
kemudian menyadari bahwa Profesor Sri Soemantri mempunyai kedudukan intelektiil
tersendiri dalam dinamika pemikiran Profesor Suny dan Profesor Padmo. Dalam banyak
hal beliau mempunyai pandangan yang mirip dengan Profesor Suny, tetapi dalam banyak
hal yang lain beliau tidak berbeda dengan Profesor Padmo Wahyono.

Sedangkan pengaruh Profesor Sri-Edi Swasono, penulis peroleh dari berbagat
tulisannya mengenai gagasan kedaulatan rakyat. Tulisan-tulisan beliau, baik sebelum
maupun setelah menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), banyak
sekali menyinggung soal ini, dan bahkan beliau dapat dianggap berjasa telah
mempopulerkan kembali pikiran-pikitan Hatta, khususnya yang berkenaan dengan
gagasan kedaulatan rakyat di lapangan perekonomian. Dari tulisan dan berbagai artikel
Prof. Sri-Edi Swasono inilah saya terdorong untuk memilih gagasan kedaulatan rakyat
ini menjadi topik disertasi.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan staf
Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan segenap
pimpinan Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) Jakarta, atas segala dorongan dan
~ bantuannya sehingga keikut-sertaan penulis dalam Program Strata 3 Universitas Indonesia
ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada

Bapak KH. Hasan Basri. Ketua-Umum Majelis Ulama Indonesia beserta semua Pengurus
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MUT atas segala bantuan dan nasehatnya. Karena itu, kepada semua beliau-beliau tersebut
penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam. Semoga Allah swt
membalas semua jasa baik mereka. Mudah-mudahan pula disertasi ini berguna dan
membawa manfaat bagi usaha pengembangan demokrasi dan paham kedaulatan rakyat di
Indonesia, baik dalam teori maupun dalam kenyataan praktek.

Akhirnya, disertasi ini juga penulis persembahkan sebagai laporan untuk Ny.
Tutty Amalia Jimly dan putera-puteri tercinta di rumah, Fadz Robby Ferliansyah, Sheera
Maulidya dan Afida Nurulfajria, yang dengan rela mendukung dan membantu semua
usaha penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, meskipun harus menyisihkan sebagian
hak mereka, baik dari segi perhatian (waktu) maupun materiel. Wassalam.

Jakarta, Agustus 1992

Jimly Asshiddigie
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Lembaran Negara,
Lembaga Swadaya Masyarakat.
Lembaga Pengembangan Swadaya Masyaraka.

Majelis al-Islam A‘la Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Majelis Rakyat Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia.
Musyawarah-Mufakat.

Crde Baru.

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Pemilihan Umum.

Perusahaan Jawatan,

Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Persatuan Sarjana Hukum Indonesia.
Perusahaan Perseroan.

Perusahaan Umum.

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia.
Peraturan Pemerintah.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
Partai Demokrasi Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan.

Persaluan Wartawan Indonesia.

Republik Indonesia.
Republik Indonesia Serikat.
Rancangan Undang-Undang,

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
Surat Keputusan

Ketetapan.

Tata Tertib.

Tambahan Berita Negara.
Tambahan Lembaran Negara.

Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar.
Undang-Undang Dasar Sementara.
Undang-Undang Darurat.
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Verenigde Oost-Indische Compagnie.
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Warga Negara Indonesia.

YME

Yang Maha Esa.
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Bab 1
PENDAHULUAN

A. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAIL

1. Latar Belakang Permasalahan.

Masalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan
kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia
pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering
dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Démokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi
Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang)’. Dalam ketiga periode ini,
Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD
1945)%, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS)’, dan
Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950)*,

Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedautatan
rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang
tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri,
mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan
dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang.

Apalagi gagasan kedaulalan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yﬁng di zaman

1

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Hmu Polittk, Gramedia, Yakarta, 1980, hal.69-73 dan 104-1035.
3 Scbagai Konstitusi Proklamasi, UUD ini pertama kali diundangkan dalam Berita Repocblik, Taloen Il No. 7, Percetakan
Republik Indonesia, tanggal 15 Februari 1946, Bandingkan dengan LN-RI 1959 No.75. Lihat juga footnote No.4 di bawalc

¥ Diberlakukan deagan Keputusan Presiden RIS No.48 talun 1950, tertanggal 31 Yanuari 1950. LN. Tahun 1950 No.3, di-

wnumkan tanggal 6 Februari 1950,
*  Diberlakukan sejak tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU No.7/1950, LN.1950 No.56. TLN No.37, sampai dikeluarkannya
Keputusan Presiden No.150/1959 mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, LN-RI 1959 No.73, yang menetapkan bﬂf!ﬂkﬂf’lyﬂ
kembali UUD 1945. Bandingkan dengan Kementerian Penerangan 1., Kembali Ke Undang- Undang Dasar 1945, Penerbitan

Chusus No.48; juga Mulammad Yanin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 11f, Jajasan Prapantja, Jakarta,
1960, hal 86-87.
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moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi
ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan
demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak
politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama
jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang
cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah.
Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam
pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi
semakin aktual untuk dikembangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik®.

Di kalangan ilmuwan barat, upaya mempertemukan kedua gagasan demokrasi ini
sebenarnya masih dapat dikatakan relatif baru. Tetapi, di kalangan tokoh-tokoh pergerakan hal
ini justeru mendapat porsi yang menonjol dalam perdebatan-perdebatan yang mereka
kembangkan jauh sejak sebelum kemerdekaan. Gagasan kedaulatan rakyat yang melipuii
gagasan demokrasi politik dan ekonomi ini dapat dikatakan merupakan satu di antara konsep
yang perlama-tama mereka kembangkan dalam rangka persiapan menuju Indonesia merdeka.
Konsep kedaulatan rakyat ini sudah menjadi polemik intelektual di antara para pejuang
kemerdekaan sejak tahun 1930-an®, jauh sebelum konsep-konsep moderen seperti ‘Negara

Hukum’ (Rechtsstaat)’, "Hak Asasi Manusia’ (HAM) dan lain-lain diperdebatkan dalam rangka

% Hal ini tercermin, misalnya, dalam tulisan-tulisan ekonom seperii Sri Edi Swasono sejak lama. Lihat misalnya artikel

dan pidato Ketua Umum DEKOPIN selama tahun 1990]1991 yang dilimpun dan diperbanyak oleh Dewan Koperasi Indonesia
(DEKOPIN), "Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan Partisipatif”, DEKOQPIN, Jakarta, 1991. Juga ceramah Sri Edi Swasono

di Universitas Bung Hatta, Padung, 1990, yang ditcrbitkan dengan judul "Pembangunan Berwawasan Sejarah: Xedaulatan
Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Palitik®, Ul-Press, Yakarta, 1990.

S Baik Soekarno, melalui majalah yang dipimpinnya yaitu *Fikiran Rakyat® dan "Socloch Indonesia (Moeda)™ maupun

Haita melalui majalah "Daoelat Ra‘jat”, sejok talun 1930 sudah terlibat polemik mengenai gagasan kedaulatan rakyat yang
meliputi demokrasi palitik dan demokrasi ekonomi ini. "Saeloch Indanesia Moeda”, Indonesische Studicclub Socrabaja, 1928;
*Fikiran Ra‘jar", sejak edisi 15 Juni 1932; "Daoelat Ra'jat”, terbitan tahun 1931, 1932, 1933, dan tahun 1934.

7 Seperii pernah dikemukakan oleh Hamid SAttamimi, kata ‘rechtsstaat’ dalam bahasa Jerman berarti negara yang
berdasar atas hulum. Karena itu kurang tepat untuk diterjemalikan dengan ‘Negara Hukum’. Dalam bahasa Inggerispun,
seperti dikatakan olelt B.A.Hepple, tidak ada padanan kata yang tepat untuk dapat menerjemalikan kata ‘rechissiaat’ iu.
Malahan, menurut Franz Neumann, dalam disertasinya ralun 1936 yang baru diterbitkan di Inggeris 50 taluin kemudion,
dalam konsep ‘Rechtsstaal’ itu terkandung prinsip mengenai "supremacy of parliament™ dan "The Rule of Law” menurut
tradisi Inggeris. B.A.Hepple, "Deregulation and the Rule of Law: An English View”, dalam Bovens, Derksen, dan Witteveen
(eds.), Rechisstaat en Sturing, W.EJ Tjeenk Willink, Zwolle, 1987, hal.161. Juga Franz Neumann, The Rule of Law: Political

2
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penyusunan UUD 1945, Karepa itu, untuk memahami gagasan kedaulatan rakyat yang

dirumuskan dalam UUD 1945 yang berlaku sekarang, pembahasan juga tidak dapat dilepaskan
dari perspektif historis sejak sebelum kemerdekaan.

Namun demikian, sebelum telaah historis dilakukan, ada pertanyaan kunci yang harus
dijawab terlebih dahulu, yaitu bagaimanakah konsep kedaulatan rakyat itu sendiri harus
dipahami. Konsep-konsep seperti ’rechisstaat’, *demokrasi’ dan ‘Kedaulatan Rakyat’ dapat
dikatakan merupakan konsep-konsep moderen yang diadopsi ke dalam pemikiran kenegaraan
Indonesia melalui perkenalan dengan gagasan-gagasan serupa yang sudah berkembang Iebih
dahulu dalam pemikiran maupun prakiek di negara-negara barat. Karena itu, perlu dipersoalkan
bagaimana gagasan kedaulatan rakyat itu diadopsi ke dalam pemikiran Indonesia moderen
menjelang kemerdekaan dan kemudian dijadikan pokok pikiran dalam menyusun UUD.
Sejauhmana tradisi budaya masyarakat Indonesia sendiri turut mempengaruhi, baik proses
perumusan konsep-konsep moderen itu ke dalam konslitusi maupun proses pelaksanaannya
setelah masa kemerdekaan.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa dan beragama
Islam, sarat dengan ajaran tentang kehidupan bermasyarakat. Hal ini secara hipotetis tentu
menyebabkan berkembangnya corak budaya politik yang khas. Di antara prinsip-prinsip yang
dikenal sangat diutamakan dalam budaya politik Indonesia sejak dulu ialah keserasian dan

keseimbangan®. Baik dalam tradisi budaya Jawa® maupun Islam, individu tidaklah dipandang

Theory and the Legal System of Modern Socicty, Leaminglon Spa & Heidelberg, 1986, hal179-185. Akan fetapi, sejauh
dipahami dalam arti demikian itu, menurut pendapat penulis tidak ada salalinya uniuk terus menggunakan istilah ‘Negara
Hulum’ ini sebagaimana sudal lazim dipergunakan dalam berbagai kepustakaan hukum dan politik.

8 Keserasian dan keseimbangan dalam konsep kekuasaan Jawe merupakan konsep hubungan antara kawula dan gusii
maupun antara kekuasaan materiel (dunia) dan kekuasaan spiritual. Keseimbangan dan keserasian ini harus di-pelihara dan
apa saja dapat dilakukan untuk memecliharanya. Soemarsaid Moertono, Negara dan Usalia Nina-Negara Di Jawa Masa
Lompau (Studi tentang Masa Mataram I, Abad XVI Sampai XIX, (judul asti "State and Statecraft in Old Java: A Study of
the Later Mataram Period, 16th to 19t Century), Yayasan Obor, Jakarta, 1985, hal. 17-32. Me-ngenai keseimbangan dan
keserasian kawula-gusti, lilat juga Savitri Prastiti Scherer, Keserasian dan Kejanggalan: Pemikirgn-Pemikiran Priayi
Nasionalis Jawa Awal Abad XX, Sinar Harapan, Jakaria, 1985, hal.17; dan Benedict R.O‘G. Anderson, The Jdea of Power

in Javanese Culture, dalam Claire Holi, (ed ), Culture and Politics in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca-London,
1972, hal. 47-52,

*  Menurut Benedict R.O'GAnderson, misainya, "There is thus no inherent coniradiction between the accunu-lation of

central Power and the well-being of the collectivity, indedd the two are interrelated”. 1bid, hal. 52.
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sebagai unsur yang mutlak otonom dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kolektivitas
masyarakat juga tidak meniadakan otonomi individu'®, Terlepas dari kelemahan-kelemahan
perspektif kebudayaan mengenai kekuasaan'!, yang jelas pendekalan ini dapat dipergunakan
sebagai alat bantu dalam memahami pergulatan pemikiran mengenai kedudukan individu dan
kolektivitas dalam politik dan hukum Indonesia sekarang. Dapat diduga bahwa sebenarnya
gagasan kedaulatan rakyat yang berkembang di sini tidaklah bersifat individualistis seperti
dalam paham liberalisme ataupun kolektivistis seperti dalam komunisme. Bahkan dapat
dikatakan, gagasan kedaulatan rakyat Indonesia itu bersifat campuran atau kombinasi antara
berbagai pemikiran yang telah berkembang sebelumnya mengenai soal ini.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang gayul (relevan) untuk diajukan.
Misalnya, apakah yang dimaksud dengan gagasan kedaulatan rakyat itu? Apakah gagasan ini
identik dengan gagasan demokrasi baral? Samakah gagasan kedaulatan rakyat yang
dirumuskan dalam ketiga konstitusi Indonesia itu dengan gagasan 'volks-sonvereiniteit’ sepenti
yang dikembangkan dalam sistem liberal barat yang secara inheren memuat kandungan
pemikiran individualisme dan liberalisme? Sejauhmana gagasan demokrasi politik dan
demokrasi ekonomi tercakup dalam pengertian mengenai kedaulatan rakyat? Sejauhmana tradisi
kultural masyarakat Indonesia sendiri mengenai kekuasaan itu, mempengaruhi corak rumusan
gagasan kedaulatan rakyat dalam ketiga konstitusi Indonesia itu? Bagaimana pula gagasan

konseptual yang dirumuskan dalam konstitusi itu dijabarkan dan dilaksanakan dalam praktek

demokrasi setelah Indonesia merdeka?

Y Mengenai keseimbangan di antara kedua hal ini, lihat C.T}. Beerling, Gemeenschap en Individu; G Kolff & Co., Batavia,

1941; Sunario, Individu dan Kolektiviteit dalam VD Sementara Rl, Pusiaka & Penerbit Endang, Jakaria, tanpa tahun,

W Perspektif kebudayaan ini sering dianggap tidak mampu menjelaskan realitas politik karena cenderung meng-abaikan
faktor kekuasaan itu sendiri schagai konsep yang bersama-sama dengan kondisi sesial-ekonomi sangat ber-pengarub terhadap
struktur kehidupan masyarakat. Alivan seperti ini merawarkan perspeltif yang bersifat struktural yang mengaitkan realitas
dengan steuktur kekuasaan dan ekonomi yang deierministis. Pemikiran seperti ini, dewasa ini, cenderung semakin populer

seperti terlilat dalam pikiran Daniel 5. Lev untuk bidang politik, dan tokoh-takoh seperti Arif Budiman dan lain-lain mengenai
perkembangan ckonomi Indonesia.
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2.

Perumusan Masalah.

Pertanyaan-perianyaan di atas, jika dititikberatkan kepada pembahasan mengenai UUD

1945, pada pokoknya dapat dirumuskan dalam tiga permasalahan pokok sebagai berikut:-

a.

Bagaimanakah corak dan cakupan pengertian konseptual gagasan kedaulatan rakyat yang
dirumuskan dalam UUD 1945. .

Sejauhmana perumusan gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia itu
mencerminkan kombinasi yang seimbang anlara aliran-aliran pikiran individualisme dan
kolektivisme sebagaimana berkembang dalam pemikiran barat?

Bagaimanakah keseimbangan antar aliran pikiran itu dijabarkan dalam rumusan kebijakan

perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 itu seielah kemerdekaan?

Lingkup dan Batasan Penelitian.

Konsep kedaulatan rakyat yang akan dibahas dalam disertasi ini dibatasi pada kedaulatan
intenal dalam hubungan antara rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan dengan
penyelenggara negara. Artinya, konsep kedaulatan yang bersifat eksternal, dalam hubungan
antara negara Republik Indonesia yang berdaulat dengan negara berdaulat lainnya tidak
akan disinggung di sini, karena merupakan objek ilmu Hukum Intemnasional,

Karena luasnya cakupan informasi yang mempunyai kaitan dengan objek studi ini, maka
sejauh menyangkut peraturan perundang-undangan yang dijadikan sasaran penyelidikan,
peneliti hanya akan memusatkan perhatian kepada informasi perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan persoalan demokrasi, baik di bidang polilik maupun ekonomi.
Di bidang politik, peraturan demikian itu, misalnya, peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu, mengenai DPR/MPR dan sebagainya. Sedangkan di bidang ekonomi,
misalnya, peraturan perundang-undangan mengenai Koperasi, Badan Usaha Milik Negara,

dan peraturan-peraturan lainnya yang dimaksudkan sebagai penjabaran atau pelaksanaan
Pasal 33 UUD 1945.

12

C.F. Strong, Modern Political Constitntion, The English Language Society, London, 1966, hal, 80-81.
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Kurun waktu yang dipilih juga sangat luas. Karena it, informasi yang dijadikan objek
penelitian dibatasi sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1980-an saja. Artinya, meskipun
dalam pembahasan, UU tentang Perbankan'®, UU tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera', RUU dan UU Perkoperasian 1992% serta
lain-lain terpaksa harus dibahas, hal itu dimaksudkan hanya sebagai tambahan, mengingat
pentingnya beberapa Undang-Undang yang terakhir ini.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian dan penulisan disertasi ini ditujukan untuk mémpelajari sejauhmana:-
Gagasan kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 merupakan kombinasi yang
seimbang antar berbagai paham kedaulatan rakyat yang bersifat individualistis dan paham
yang bersifat kolektivistis seperti yang berkembang di barat maupun seperli yang pernah
berkembang dalam tradisi budaya Indonesia sendiri di masa lalu.

Gagasan kedaulatan rakyat Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 itu meliputi
pengertian demokrasi politik seperti dalam tradisi negara-negara liberal barat dan sekaligus
demokrasi ekonomi seperti dalam tradisi negara-negara sosialis.

Dalam pelaksanaannya seperti yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan setelah
kemerdekaan, keseimbangan antara gagasan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dan
antara paham individualisme dan kolektivisme itu telah mengalami pergeseran. Kebijakan
demokrasi politik berkembang dari corak yang bersifat individualistis ke arah corak yang

kolektivistis, sedangkan kebijakan demokrasi ekonomi berkembang dari corak yang

kolektivistis ke arah corak yang sangat individualistis.

13

M

DU No.7[1992, LN.1992 No.31, TLN.No.3472.

UU No.10{1992 LN. 1992 No.35, TLN. No.34735,

¥ RUU ini diajukan oleh Pemerintah ke DPR tanggal 7 Marei 1992 dan mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR

untuk ditetapkan menjadi UU pada tanggal 21 Oktober 1992 seria diundangkan menjadi UU No.25/1992 tcntang
Perkoperasian, LN-RI 1992 No.116.
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Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat:
a. Menyumbangkan pikiran dalam rangka pemahaman konseptual mengenai pgagasan

kedaulatan rakyat yang meliputi gagasan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam

UUD 1945 sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

b. Memberikan gambaran tentang bagaimana gagasan kedaulatan rakyat itu seharusnya

dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka pengembangan Demokrasi Pancasila.

B. METODOLOGI.
1. Pendekatan Keilmuan dan Cara Penelahaan.

Titik tolak studi ini adalah ilmu hukum'¢, khususnya Hukum Tata Negara'’. Tetapi,
pendekatan yang digunakan tidak bersifat dogmatis (normatif). Hukum dalam arli peraturan

perundang-undangan di sini akan diperlakukan sebagai fakta sosial dan politik, dan karena itu

% Gagasan kedaulatan merupakan konsep yang penting dalam filsafat politik dan hukum, Balkan konsep ke-daulatan inilah

yang membedakan organisasi negara dari organisasi lainnya. Kedaulatan adalah jiwa dari lembaga politik yang disebut
negara yang olel Hobbes disimbalkan sebagai monster kebal dan tak terkalahkan bernama "Leviathan®. Alexonder Passerin
d'Entreves, The Notion of The State: An Iniraduciion fo Poli- tical Theory, The Clarendon Press, Oxford, 1967, hal. 102-105.

¥ Meskipun negara juga merupakan objek ilmu politik, pendekatan yang digunakan dalam studi ini tidak berolak dari imu

politik, tetapi ilmu Hukum Tata Negara (ITTN) yang merupakan cabang itmu hukum yang khusus menelaak aspek kelembagaan
(organisasi) dari negara. Scholten, "het recht dal regelt de staats-organisatie™ dalam Algemeen Deel, 2e druk, 1934, hal. 42,
atau Logemann, Over de thearie van ecn stellig Staatsrecht, Saksama, Jakarta, 1954, hal 81; juga Wirjona Prodjodikera,
Azas-Azas Hukum Tata Negara di indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, J970-1989, hal.9. Dilthat dari sistematike ilmu hekum,
disertasi ini dapat dikatakan berpanghal tolak dari HITN Indonesia {"besondere staatsrechtslehre’). Hmu pengetahuan ke-
negaraan dalam arti luas (stasiswissen-schaften im wieteren sinne) menurut Georg Jellineck meliputi ilmu kenegaraan dalam
arfi sempit (Staaiswissenschaften im engeren sinne} dan ilmu pengetahuan hukum (kenegaraan), yaitu Rechtswissenschaften.
Algemeine Staats-lelire (Bad Hamburg v.d. Hone, Berlin, Zurich: Max Gehlen, 1900; Dritte Auflage), hal.3 dst. Hamid §. Ata-
mimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelengearaan Pemerintahan Negara, Fakultes Pasca Sarja-
na U], Jakarta, 1990, hal. 20-21; Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Hlmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988,
hal, 37. HITN itu sendiri menurut Jellineck ada yang bersifat umum (allgemeine staatsrechtslelire) dan ada pula yang bersifat
khusus (besondere staotsrechislehre). Bidang studi ini dapat dikategorikan sebagai "Besondere Staatsrechtslelire’, yaitu HTN
Indonesia. Dalam bukunya Over de theorie van een stellig Staatsrecht dan Het Siaatsrechi van Indonesie (van Hoeve-'s-
Gravenhage-Bandung, 1954), Logemann membedakan pengeriian HTN yang menyanghut bentuk formil dari asas yang ber-
kaitan dengan isinya HTN yang relatif bersifat dinamis. Pengertion dan asas ini, juga dibedokan oleh Ter Haar ketika mem-
bahas mengenai hukum adat dalam bukunya Beginselen an Stelsel van het Adatrecht. Demikian pula van Vollenhaven membe-
dakan mengenai "vorm en inhoud van het Internationaal Rechi” dalam bukunya "Omirek en Inhoud van het Internationaal
Rechit. LihaiMolammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Stuedi Hulum Tara
Negara FRUI, Jakarta, 1983, hal.17. Karena itu, IfIN yang dimaksud itupun adalah HIN dalam arti jormil {formeel
stelselmatigheid) maupun dalam arii materiel (matericele Stelselmarigheid). Iiu sebabnya, selain pendekatan juridis-historis,
pembahasan juga dilokukan dengan dengan pendekatan yang bersifut juridis-filosofts.
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akan ditelaah dengan pendekatan politik. UUD dan TAP MPR/S sebagai produk polilik, UU
sebagai produk legislalif maupun peraturan di bawal UU sebagai produk eksekutif, akan dilihat
sebagai proses kebijakan (politik) hukum. Artinya, pembahasan dalam disertasi ini akan
dipusatkan pada politik hukum Indonesia (legislative policy)'® sejak kemerdekaan (tahun
1945) sampai tahun 1980-an'®. Peraturan perundang-undangan ini akan ditelaah secara
juridis-historis dengan cara menelaah ulang latar-belakang perumusan gagasan kedaulatan
rakyat dalam keliga UUD Indonesia dan produk perundang-undangan yang dimaksudkan
sebagai penjabaran gagasan kedaulatan rakyat itu, baik di bidang politik maupun ekonomi.
Di samping itu, karena yang menjadi titik tolak disertasi ini adalah Hukum Tata Negara,
maka pembahasan akan dikaitkan dengan masalah-masalah politis dan filosofis. Karena itu,
selain dari kedua pendekatan di atas, pembahasan juga akan dilakukan dengan pendekatan yang

bersifat juridis-politis dan bahkan juridis-filosafis. Dengan demikian, dalam ini studi ini, yang

akan dilihat adalah hukum dalam geraknya (law in action), bukan hukum di atas kertas (law
in the books)™.

Pendekatan hukum dalam geraknya ini perlu terutama karena hukum tata-negara dari
negara baru seperti Indonesia, tidak mungkin diharapkan ‘reliable’ untuk menggambarkan
kebijakan riel selama kurun waktu yang diteliti. Terlib ketatanegaraan negara bam biasanya
memang belum stabil dan masih terdapat jurang yang tajam antara hukum tertulis dengan
kenyataan praktek. Karena itu, menerangkan masalah-masalah ketlatanegaraan di Indonesia
dengan hanya menyandarkan diri pada teks peraturan tertulis, tidak akan memuaskan karena
dinamika perkembangan yang terjadi dalam praktek tidak turut dipertimbangkan. Apalagi
hukum tatanegara itu sendiri berkaitan pula dengan politik yang menyangkut kekuatan-kekuatan

sosial (social forces) yang menjadi pendukung riel gagasan ketatanegaraan yang yang

18 Lihat Robert R. Mayer dan Emest Greemwood, The Design of Social Policy diterjemaitkan oleh Sutan Zanti Arbi dan
Wayan Ardhana, Rencangan Penclitian Kebijakan Sosial, Pustekom Depdikbud dan Rajawali, Jakarta, 1934.

¥ Mengenai ‘policy-centered approach’ ini dalam siudi kenegaraan lihat, misalnya, studi yang dilakukan Rod Hague dan
Martin Harrop, Comparaiive Government and Politics: An Intraduction, Second Edition, Humanilies Press International Inc,,
Atlantic Highland, 1987, hal 26-27.

#  Roscoe Pound, liltat Satjipto Rahardjo, Hukur dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal.7].
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dirumuskan. Karena itu, pembahasan mengenai politik hukum kedaulatan rakyat, mau tidak
mau harus juga turul mempertimbangkan social forces dari gagasan demokrasi itu dalam
kenyataan.

Di samping itu, karena gagasan kedaulatan rakyat yang dibahas disini menyangkut
perumusannya dalam naskah konstitusi yang dalam sejarah ketata-negaraan Indonesia pernah
diberlakukan tiga naskah konstitusi, penelaahan juga akan dilakukan secara dengan pendekatan
perbandingan. Bahkan, untuk lebih memahami corak khas gagasan kedaulatan rakyat itu dalam
rumusan UUD 1945 yang berlaku dewasa ini, telaah perbandingan juga akan dilakukan
terhadap konstitusi-konstitusi berbagai negara lain yang diduga mencerminkan aliran-aliran

pikiran yang berbeda dari falsafah yang dianut dalam UUD 1945.

2. Konseptualisasi.

a. Konsep Kedaulatan.

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam
setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti dikatakan oleh Jack H.Nagel, ada dua hal

penting yang terkait, yaitu lingkup (scope of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of
power)?!. Pendekatan Nage! itu, dalam hubungan ini, dapat juga dipergunakan untuk

menganalisis mengenai gagasah kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi.
Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktifilas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi
kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkailan dengan siapa yang menjadi subjek dan
pemegang kedaulatan (sovereign). Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kedaulatan, gagasan
kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan terlinggi meliputi proses peng-ambilan
keputusan. Misalnya dapat dipersoalkan sampai seberapa besar kekuatan ke-putusan-keputusan
yang ditetapkan itu, baik di lapangan legislatif maupun eksekutif (the administration of law).

Sedangkan jangkauan kedaulatan {domain of sovereignty), melalui analisis relasional (relational

M Mengenai analisis Jack H. Nagel tentang *scope and domain of power” ini, lilat The Descriptive Analysis of Power, Yale
University Press, New Haven, 1975, hal 14; juga dibahas dalam Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan
Wibawa, Sinar Ifarapan, Jakarta, 1986, hal 14.
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analysis) anlara ’Sovereign’ dan ’subject’”?, terkait soal siapa atau apa yang memegang
kekuasaan tertinggi ilu dalam suvatu negara, dan apa atau siapakah yang menjadi subjek dalam
arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu.

Dalam hubungannya dengan kedua konsep itu (lingkup dan jangkau kedaulatan},
disertasi ini ingin menitik-beratkan perhatian pada yang kedua, yaitu konsep mengenai
jangkauan kedaulatan, terutama yang menyangkut apa atau siapa yang dikuasai. Dalam konsep
mengenai jangkauan (domain) ini, ada dua hal yang penling, yaitu (a) siapa yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam pegara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan
tertinggi itu. Meskipun kedua-duanya sama-sama akan disinggung, perhatian utama dalam studi
ini diarahkan kepada soa! yang terakhir, yaitu apa yang dikuasai.

Adapun mengenai soal siapa atau apa yang menguasai, kedaulatan itu dapat dipegang
oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan atau sekelompok badan yang melakukan
legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan®. Mengenai siapa yang berdaulat itu

dikenal pula adanya 5 (lima) teori atau ajaran yang dikenal datam ilmu hukum, yaitu®:

1) Teori Kedaulatan Tuhan.
2) Teori Kedaulatan Raja.

3) Teori Kedaulatan Negara,
4) Teori Kedaulatan Rakyat.

¥ HLA. Han, The Concept of Law, The Clarendon Press, London, 1979, hal 49-76. Subjek di sini adalah rakyat yang
harus tunduk sebagai objek kekuasaan ‘Sovereign'.

¥ Dalam Encyclopaedia of Social Sciences, hal. 267 dan dalam Encyclopedic Internasional, hal. 242, disebuikan balwa
kedaulatan itu adalah seseorang atau sekelompok orang, suatu badan atau sekelompok badan yang melegislasi-kan dan

mengadminisirasikan fungsi pemerintahan (an individual or group of people, an organ or a group of organs legislates and
administers the function of government).

¥ Hamid S, Atiamimi, dalam diserfasinya, juga menycbut lima ajaran kedaulalan. Akan tetapi, ajaran Kedaulatan Tuhan

ini tidak disebut. Sebagat gantinya, oleh Hamid Aitamimi dikemukakan adanya ajaran yang disebut "ajaran kedaulaten dalam
linghungan sendiri” dengan tokohnya Doayeweerd. Dalam judul pidato Abraham Kuyper talun 1880 pada pembukaan Vrif
Universiteit Amsterdam, "Socvereiniteit in Eigen Kring”, hal ini terlihat. Lilat Hamid S Attamimi, Qp.Cit,, hal. 129-130. Lain
lagi, Wirjono Prodjodikore dalam Azas-Azas Hukum Tala Negara di Indonesia, Op.Cit, hal5.6. Wirjono hanya
mengemukakan adanya empat feori kedaulatan, yaitu Kedaulatan Negara, Tuhan, Rakyat dan Hukum.
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5) Teori Kedaulatan Hukum?®.

Pertaina, ajaran Kedaulatan Tuhan yang menganggap Tuhan sebapai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan Tuhan ini dalam praktek dapat menjelma dalam
hukum yang harus dipatuhi oleh Kepala Negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan
Raja sebagai Kepala Negara yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama
Tuhan. Kedua, ajaran Kedaulatan Raja yang memandang bahwa Rajalah yang memegang
kekuasaan fertinggi dalam suatu negara®. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah
periode sekularisasi negara dan hukum di Eropah. Ketiga, ajaran Kedaulatan Negara yang
merupakan reaksi terhadap kesewenangan Raja yang muncul bersamaan dengan timbuinya
konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah di Eropah. Masing-masing kerajaan di Eropah
melepaskan din dar ikatan negara dunia yang diperintah oleh Raja yang sekaligus memegang
kekuasaan sebagai Kepala Gereja?. Setelah itu, muncul pula ajaran Kedaulatan Hukum yang
beranggapan bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan® Sumber
kekuasaan tertinggi adalah Hukum dan setiap Kepala Negara harus tunduk kepada hukum.
Kemudian muncul pula ajaran Kedaulatan Rakyat yang menganggap bahwa yang sesungguhnya
berdaulat dalam setiap negara itu adalah rakyat®®. Kehendak rakyatlah yang merupakan
sumber kekuasaan setiap Pemerintah.

Kelima teori kedaulatan itu, di satu pihak merupakan perkembangan aksi-reaksi dalam

prakiek, tetapi di pihak lain menggambarkan pula perbedaan pemikiran mengenai konsep

¥ Ada perbedaan di antara beberapa ahli mengenai urutan musculnya teori kedoulatan ini, Miususnya berkenaan dengan

teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rokyat. Hamid Attamimi menyebuc kedaalatan rakyat dalam vrutan nomer 2
setelah kedaulatan Raja, sedangkan kedaulatan hukum yang terakhir. Op.Cit, Mohammad Koesnardi dan Bintan Saragih

dalam lmu Negara menyebut kedaulatan rakyst pada nomer 3 (setelah kedaulatan Tuhan dan Rafa} disusul oleh kedaulatan
negara dan kedaulatan hukum. Op.Cit, hal 118,

% Raja balkan dianggap sebagai Pemimpin suci yang dipilih atan, seperti pandangan Romawi kuno, pemegang kedaulatan

uriuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya. Gaetano Mosca, The Ruling Class, MeGraw- Hill, NY-Lonrdon,
1939, hal.375. :

7 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Il 58

¥ Lihat pandangan tokoh-tokoh seperti Hugo Krabbe dalam dalam Mol Keesnardi dan Bintan R.Saragih, Op.Cit,, hal.123.

¥ Doldrin kedaulatan rakyat inilah yang menurut d'Entreves merupakan dasar dari negara demokrasi moderen, lihat The

Notion of the State, Op.Cit., hal.92,
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kenegaraan dalam sejarah. Sebagai teori, tidak satupun dari kelima ajaran itu yang dapat
disebut paling moderen. Bahkan dinamika pemikiran mengenai konsep negara yang berdasar
atas hukum dan negara kerakyatan sudah berlangsung sejak dari zaman Yunani dan Romawi
kuno®. Jika sejarah kedua negara kuno ini dipelajari, akan terlihat bahwa akar perkembangan
gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dari tradisi Romawi, sedangkan gagasan kedaulatan hukum
tumbuh dari tradisi Yunani kuno®'. Hanya saja harus diakui, hampir semua negara moderen
dewasa ini, secara formil mengaku menganut asas kedaulatan rakyat. Menurut penelitian Amos
J. Peaslee tahun 1950, 90 persen negara di dunia dengan tegas mencantumkan dalam
konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan kekuasaan
Pemerintah bersumber kepada kehendak rakyat®’. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal
sebagai konsep demokrasi. Secara formal, demokrasi menjadi sesuatu yang diidealkan di tiap
negara, meskipun implementasinya di satu negara dengan negara lain berbeda-beda®. Inilah
dilemma demokrasi di zaman sekarang.

Sedangkan dari sepi yang kedua, yaitu sasaran yang dikuasai pemegang kedaulatan ada
dua hal yang penting. Pemegang kekuasaan itu dapat menguasai orang dan dapat pula
menguasai kekayaan. Kedua objek kekuasaan inilah yang oleh Montesquiev dibedakan dan
bahkan dipisahkan secara tegas atas dasar perbedaan antara konsep 'imperium’ versus

’dominium’. Menurut, Montesquieu, imperium merupakan konsep mengenai "rule over

individuals by the prince", sedangkan 'dominium’ merupakan konsep mengenai "rule over

things by the individuals"*, Tetapi, terlepas dari perbedaan kedua konsep ini, batk orang

®  Pelajari, misalnya, perbedaan pemikiran aniara Plato dan Aristoteles mengenai hukum dan rakyat, Themas R. Martin,

Savereignty and Coinage in Classical Greeee, Princeton, New Yersey, 1985; juga dalam Bhandari, History of European
Political Philosophy, Evernew Book, Lalore, 1969, hal I-39.

3 Martin Osiwald, From Popular Sovereignty io the Savereign- ty of Law: Law, Seciety and Politics in_Fifth Century
Athens, University of California Press, Berkeley, 1986, hal 79-33.

7 74 di antara 83 konstitusi yang ditelitinya (90%) menganut ajaran kedasulatan rakyat. Constitutions o Nations, voll,
Concord.,, The Rupford Press, New flaven, 1950, hal.8,

¥ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Hlmu Politik, Gramedia, Jakaria, 1980, hal.69-73.

¥ Baron de Montesquicu, L'Esprit des Lois, Book XXVi, Chap.15, 1748, dalam Morris R.Cohen, Law and the Social Order:
Essays in Legal Philosophy, Transactional Books, New Brunswick (USA) and London (UK), 1982, hal.41-49,
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(individuals) maupun kekayaan (things) secara teorilis, sama-sama dapat menjadi objek
kekuasaan. Karena itu, pembahasan mengenai soal akan dikaitkan dengan kedua objek
kekuasaan itu secara bersamaan. Kedaulatan Rakyat merupakan antitesis terhadap gagasan
Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara ataupun gagasan kekuasaan lainnya yang memungkinkan
segelintir orang menguasai rakyat banyak (individuals) di bidang politik (demokrasi politik),

dan yang menguasai sumber-sumber penghidupan di bidang ekonomi (demokrasi ekonomi).

b. Konsep Antinomis antara Individu dan Kolektivitas.

*

Sehubungan dengan dilema di atas, studi ini akan mempergunakan prinsip keseimbangan
antara individu dengan kolektivitas sebagai alat pengukur sejauhmana konsep formil dari
demokrasi (Kedaulatan Rakyat) diimplementasikan dalam praktek. Perbedaan pandangan
mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam praktek berkaitan dengan aliran pikiran yang
mendasari gagasan itu di tiap negara. Kedudukan individualitas rakyat yang tercermin dalam
hak-hak mereka untuk menentukan jalannya negara berhadapan dengan kedudukan kolektivitas
yang tercermin dalam kekuasaan negara menjadi alat ukur yang jelas untuk menilai
pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat itu dalam prakiek.

Perbedaan di antara kedua paham ini terus menerus berlangsung dan melahirkan gagasan
kenegaraan yang berbeda pula di sepanjang sejarah. Dalam paham pertama yang dikenal
dengan individualisme, hak rakyat sebagai individulah yang diutamakan. Sedangkan dalam
kolektivisme, yang ditekankan adalah keﬁrajiban kolektif negara atas rakyat. Antinomi di antara
keduanya tidak pernah hilang dar sejarah sejak ummat manusia mengenal kehidupan
bernegara®, Nilai mana di antara keduanya yang dianggap “ullimate’, merupakan pertanyaan
yang selalu dicoba untuk dijawab oleh para filosof, jurist dan ahli politik sejak dari zaman
Yunani kuno sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa antinomi di antara keduanya bukanlah
persoalan baru dalam sejarah ummat manusia. Kadang-kadang dalam kurun waktu tertentu,

nilai individu lebih menonjol dalam pemikiran umat manusia. Tetapi, pada kurun wakiu yang

% Dalam sejarah barat, hal ini digkui misalnya oleh W. Friednann dengan mengatakan: "The fundamental controversy of

political thought in the history of wesiern civilization has been that between collectivist and individualist ideals”, Legal Theory,
Stevens and Sons, London, 1967, hal 32.
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lain, nilai kolektif lebih diutamakan. Karena itu, kedua aliran pikiran ini pada pokoknya
bukanlah soal pilihan ideologis yang bersifat statis®. Apresiasi terhadap individualisme
versus kolektivisme ini berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang muncul
dalam kenyataan hidup ummat manusia sejak dulu sampai kapanpun juga®’. Karena itu, dapat
dikemukakan bahwa sejauh menyangkut pemikiran di lapangan ilmu hukum, sejak dulu telah
berkembang tiga pilihan sikap di kalangan para ahli mengenai soal ini. Dalam pandangan
pertama, nilai dan kepentingan individu disubordinasikan di bawah kolektivitas. Kedua, nilai
dan kepentingan kolektivitas ditundukkan di bawah individu. Ketiga, percobaan meng-
akomodasikan ‘klaim’ kedua nilai dan kepentingan itu dalam satu harmoni®. Ketiganya dapat

digambarkan dalam 3 model hubungan antara individu dan kolektivitas seperti berikut ini.

Gambar 1 Gambar 2

/g 2
Lo/

Gambar 3

¥ Pendekatan demikian ini olch Rart Hessel disebut sebagai pendekatan deideologis, lihat Rechisstaat en Economische
Politiek, W.EJ.Tjeenk Willink & NISSER, Zwolle, 19587, hal 578.

¥ Ervin Laszlo, Individualism, Collectivism and Political Power: A Relational Analysis of ldeological Conflict, Mariirnus
Nijhoff, The Hague, 1963, hal L.

B Menurut Muhammad Muslehuddin, "Legal theories assume one of three attitudes: Either they subordinate the individual
fo the community, or they subordinate the community fo the individual, or they attempt to blend the two rival claims",

Philosophy of Islamic Law and the Orientalists (A Comparative Study of Islamic Legal System), Jslamic Publication Lid,
Lahore, 1980, hal, 120,
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Pandangan yang secara ekstrim menekankan supremasi kolektivitas atas individu seperti
pada Gambar 1, sudah terlihat sejak zaman Yunani kuno dalam konsep ‘negara ideal’ yang

dikemukakan Plato® dalam ‘Republic’ ataupun konsep Aristoteles mengenai ‘the best possible

state’®® dalam ‘Politics’®. Dalam konsep negara ideal Plato, bukan saja individu rakyat
tetapi kelompok privaat seperti keluarga pun dianggap tidak berhak atas hak milik. Individu
diangap sebagai bagian tak terpisahkan dalam konsep Plato mengenai Republik, sehingga
individualitas hak milik tidak lagi perlu dipersoalkan. Pandangan yang mengutamakan
kolektivitas serupa ini juga terlihat dalam konsep teokrasi di kalangan Katolik pada abad
pertengahan dan dalam paham sosialisme ekstrim yang dimotori oleh Marx yang berpengaruh
di Eropah sampai menjelang akhir abad ke-20. Aliran pikiran ini mensubordinasikan
individualitas di bawah kolektivitas. Sebaliknya, kaum Stoics yang berpengaruh di Romawi®
justeru lebih mengembangkan pemikiran mengenai supremasi individu® (Gambar 2). Dalam
perkembangan selanjutnya, filsafat hukum yang didasari oleh individualisme ini misalnya

muncul dalam doktrin hak mutlak (inalienable rights} yang kemudian menjadi basis teori

hukum dan politik John Locke, dan filsafat moral dan hukum Emmanue! Kant, teori sosial

Rousseau dan sebagainya*. Dalam perspektif kedua ini, individulah yang justeru diutamakan,

sedangkan koleklivitas dinomor-duakan.

Dalam perkembangan sejarah, masing-masing aliran pikirano itu, tidak sunyi dari kritik

¥ ARM. Murray, An Introduction to Political Philosephy, Colien and West, London, 1953, hal.36-37.

®  Menurut Aristoleles, negara merupakan organisme yang tidak hanya menghimpun individu, melainkan meng-gabungkan
himpunan individu menjadi satu organisme. Karena itu, teori Aristoteles ini kemudian dikenal dengan teori negara organik.
Ibid., hal 57-58. Lihat juga Ernest Darker, The Politics of Aristatle, Oxford University Press, London- New York, 1984,

' Baca misalnya, F.M, Cornford, Plato: The Republic, New York, 1943.

A RN. Berki, The History of Political Thouglt. A Short Introduction, J.M.Dent and Sons, Everyman's University Library,
London, 1988, hal 73,

9 Wolfgang Friedmann, Op.Cit,, hal.89.

#  Misalnya George H.Sabine, Teari-Teori Politik: Sejaral Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jilid 2, (judul asli: "A
Hisiory of Political Theory, 1937-1950, terf. Soewarno Hadiatmodfo), Binacipta, Bdg., 1981, hal. 167-243; Huntingion Cairns,

Legal Philosophy From Plato (o Hegel The Jolns Hopkins Press, Baltimore, 1949, hal335-465; dan A RMMurray,
Introduction to Political Philosophy, Op.Cit., hal 108-134.
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dan kelemahan. Karena itu, usaha untuk melakukan kombinasi juga muncul dan bahkan
cenderung populer manakala bandul sejarah sedang bergerak dari satu ekstrim pandangan ke
ekstrim yang {ain. Salah satu tokoh utama yang berminat besar untuk menyelesaikan dikotomi
ini dengan melakukan kombinasi di antara keduanya adalah Hegel (1770-1831)* yang
mencoba untuk mengkombinasikan gagasan otonomi individu dengan kekuasaan superior
msyarakat kolektif yang menututnya tercermin dalam ‘negara’ (Gambar 3). Hege! sendiri
dikenal sebagai tokoh yang berusaha mengatasi dikolomi pikiran dan kehendak (thought and
will), antara ‘matter’ dan ‘jdea’. Karena ilu ia berpendapat, dualisme antara individu dan
masyarakat juga hatus dihilangkan dengan merumuskan konsep mengenai negara®,
Sayangnya, konsepsi Hegel mengenai negara itu sendiri sangat menekankan unsur kekuatan

atau kekuasaan, ‘force’ atau ‘power’ (macht or gewalt) sebagai prasyarat yang diperlukan

dalam setiap negara*’, Pandangan Hegel ini secara tegas menganut model ‘organicist state’,
Negara pertama-tama merupakan suatu organisme yang tunggal dan mengintegrasikan semua
komponen unsur rakyat dalam hubungan yang bersifat fungsional. Ia menghubungkan konsep
mengenai negara dengan konsep mengenai keluarga yang berasal dari dua pribadi yang otonom
yang kemudian membentuk satu kesatuan organisme (keluarga)®. Menurutnya, dengan

perkawinan, individu otonom menjadi lebur dalam keluarga sebagai satu kesatuan yang baru.

% Nama lengkapnya adalal Georg Willelm Friedrich Hegel (1770-1831), A.R.M.Murray, ibid, hal.147-159;

#  Semula, Hegel sendiri memisaltkan konsep negara dengan ‘civil society’. Dalam bukunya "The German Constitution”,
Hegel mengemukakan bahwa di satu piliak ada rakyal, bangsa, dan masyarakat dengan segala ciri- cirinya, dan di pihak lain
ada organisasi politik. Dalam "The German Constitution" ini, menurut Pelczynski, Hegel tampil seperti umumnya para teoritisi
politik dan balkan banyak merujuk kepada teori-teori koniemporer mengenai negara. Akan tetapi, dalam karyanya kemudian
yaitu "The Philosaphy of Rights”, Hegel tampil lebilt ‘genuine’ dan 'khas" dengan mencoba mengkombinasiken kedua konsep
masyarakat sipil dar organisasi politik itu dalam konsepnya mengenai negara. lilat Z. A. Pelezynski (ed.), Hegel's Political
Philgsophy: Problems and Perspeiives. A_Collection of New Essays, Cambridge University Press, London, 1971, hal4-5,

7 Bagi Hegel, yang menjadi esensi (kekuasaan) negara itu lebil merupakan kekuatan daripada hukum alau dalam istilah
Jerman yang digambarkannya lebih merupakan konsep *machtstaar” daripada 'rechtsstaat’. ™... for Hegel force rather than
law is the essence of the state (in German terminology that he describes to a Maclistaat rather than a Rechistaat conception

of the state)”. Ibid., hal. 3. Tuduhan seperti ini juga dilakukan oleh H. Heller, Hegel und der Nationale Macltstaais gedarke
in Deutschland, Leipzig, Derlin, 1921, Ihid.

#  Peter J Steinberger, Logic and Palitics: Hegel's Philo- sophy of Righi, Yale University Press, New Haven and London,
1988, hal 198 (“In our treatment of marriage, we saw (wo distinet and autonomous individuals, each having a free will come
together on the basis of a joint rational decision to create a new entity having, so to speak, a will of its own”).
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Pendapat Hege! ini, sejalan dengan pandangan gereja tenlang perkawinan yang tidak
dianggap sebagai ikatan kontraktuil (verbintennis). Tidak seperti hukum sekuler, lembaga
perkawinan dalam agama Kristen, bersifal ‘sakramental’®. Karena itu, Hegel sendiri
mengecam sistem hukum perkawinan sekuler di negara-negara Eropah yang mengikuti cara
berpikir Emmanuel Kant dengan menerima prinsip kontraktual®. Ia menolak cara berpikir
kontraktual dalam perkawinan seperti halnya ia menolak teori yang memperlakukan negara
sebagai hasi! dari kontrak sosial*’. Dalam sistem hukum Eropah, perkawinan umumnya
dianggap sebagai kontrak antara mempelai, di mana masing-masing pihak lebur menjadi satu
dalam konsep mengenai harta bersama. Harta bersama itu terjadi secara otomatis dalam setiap
perka winan, kecuali diperjanjikan lain®>. Pandangan mengenai lembaga perkawinan ini
mempengaruhi konsep kelvarga yang ditransformasikan oleh Hegel dalam pardangannya
mengenai negara yang dikenal dengan teori kekeluargaan atau integralislik mepurut istilah yang
diperkenatkan oleh Soepomo dalam UUD 1945%,

Pada hal, konsep ‘perkawinan’ dan ‘keluarga’ dalam pandangan Barat dan apama
Kristen itu tidak cocok dengan pandangan yang berkembang di masyarakat Indonesia sendiri,
baik dari segi tradisi budayanya yang asli (hukum adat) maupun dari segi agama (Istam). Di
salu pihak, berbeda dad hukum gereja yang menganggap perkawinan sebagai sakramen, baik

hukum adat maupun hukum Islam sama-sama menganut prinsip konirakiual dalam

®  Kontrak dalam perkawinan ferjadi antara para mempelai dengan gereja bukan di antara para mempelai itu sendiri,
seperli dalam perkowinan yang konirakiual. Sedangkan dalam Islam, perkawinan dilihat sebagai "mitseqgon gholizhon®
(perjanjian suci) yang bersifat vertikal antara kedua mempelai dengan Allah dan sekaligus bersifat horizontal antara kedua
belah pilak (kentraktual). Korena itu, salnya perkawinan ierjadi dengan berlangsungnya "aqad nikah”

®  Menuruinya "to subsume marriage under coniract, as Kant did, is shameful”. Huntington Cairns, Legal Philosophy From
Plato to Hegel, The Johns Hophkins, Baltimore, 1949, hal. 524.

51 Ibi.

2 Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook eks zaman Hindia Belanda) menyata-kan: "Mulai
saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlahuloh persatuan hulat antara harta-kekayaan suami dan isteri, sckedar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

8 Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I, Jajasan Prapantja, Jakarta, 1959, hal112.
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perkawinan®. Di pihak lain, berbeda dari hukum Barat yang bersifat sekuler, baik hukum
adat maupun hukum Islam memandang kontrak perkawinan bersifat hofizontal antara para
mempelai dan sekaligus vertikal dengan Tuhan (materiel dan sekaligus spirituil). Lagi pula,
dalam sistem hukum Barat, harta para pihak tercampur secara otomatis melalui perkawinan,
kecuali dipesjanjikan lain®™. Sedangkan dalam hukum adat maupun Islam, harta yang
diperoleh masing-masing suami isteri dalam perkawinan tidaklah tercampur kecuali
diperjanjikan sebaliknya. .

Selain itu, negara yang disebut Hegel ‘Monarch’, meskipun dapat saja bersifat
‘konstitusional’, tidaklah bekerja di bawah pembatasan-pembatasan konstitusional dalam arti '
yang lazim. Negara tidak mempunyai kewajiban-kewajiban kontrakivil yang menjadi acuan
dari tindakan yang harus dilaksanakan®. Bagaimana jika Raja berubah menjadi *despot’, tidak
dapat dijawab oleh Hegel. Ia sangat menghindari pembicaraan mengenai kemungkinan adanya
‘revolusi’ menentang Raja. Karena, dengan kemungkinan hak untuk mengadakan revolusi itu
sama sekali bertentangan dengan pandangannya yang berlawanan dengan teori kontrak sosial
sebagai landasan hukum untuk terjadinya penggantian Raja, apabila sang Raja melanggar

kontrak™. Baginya, "guarantees against despotism to lie rather in the objective arganicism of

the state itself"™®. (Jaminan dari despotisme terletak lebih pada organisme objektif negara itu
sendiri). Apa yang ia maksudkan dengan ini tidaklah tedalu jelas. Agaknya ia ingin
mengatakan bahwa apabila penguasa negara berkembang menjadi tiran, dengan sendirinya
kesatuan organisme itu akan sakit dan akhirnya bubar, lalu kemudian akan terbentuk sebuah

organisme baru®. Tetapi, bagaimana proses terbentuknya organisme baru itu, ia tidak

M Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoinis® dalam The American Journal of Comparative
Law, vol 26 No.2, 1978, hal213.

% Bandingkan Pasal 119 KUHPerdata dengan (35.4:32 dan 5.4:128 (al-Nisa').

% Peter J.Steinberger, Op.Cit,, hal. 194.
Peter J.Steinberger, Op.Cit,, hal, 227.
% Ibid, hal 228

59 M
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jelaskan. Karena pandangannya sendiri tidak memungkinkannya menawarkan revolusi dalam
proses peralihan ke arah organisme baru ilu. Karena itu, dalam hubungannya dengan percobaan

kombinasi antara individualisme versus kolektivisme itu --seperti dikatakan oleh Friedmann--

"Hege! has disguised, not overcome, the choice belween alternatives"®. Hegel sendiri, tidak

berhasil melakukan kombinasi antara individualisme wversus kolekvisme seperti yang
dikehendakinya. Menurutnya, apa yang dilakukan Hegel tidaklah menyelesaikan masalah kedua
kuteb antinomis antara nilai dan kepentingan individualisme dan kolektivisme, melainkan
justeru meﬁgaburkan keduanya dalam konsepnya mengenai negara organis. Apa lagi, seperii
dinyatakan oleh Steinberger, salah satu kesulitan yang dihadapi dalam pemikiran Hegel itu

adalah "The problem of translating philosophically derived standards into actual practice..."®!

(problem penerjemahan standar-standar filosofis ke dalam praklek aktual). Dalam praktek, apa
yang Hegel bayangkan sebagai kombinasi antara individualisme dan kolektivisme itu,
sebenamya tidak lebih daripada kolektivisme juga. Namun begitu, terlepas dari
kelemahan-kelemahan yang dikemukakan di atas, idealisme Hegel ini patut dipuji karena
komitmennya yang kuat uniuk untuk menyelesaikan problem akut dalam sejarah ummat
manusia dalam kehidupan kenegaraan. Terlepas dari kegagalannya, sumbangan Hegel ini
penting tidak saja karena prakarsanya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem
individualisme seperti yang dikemukakan Sabine®™, tetapi juga uniuk menyelesaikan
pertentangan antara individualisme versus kolektivisme dengan cara menghilangkan kelemahan
dari keduanya. Karena itu, menurut Sabine, sistem filsafat Hegel ini akan tetap memegang
peranan penting, terutama dalam abad industrialisasi di masa kini dan mendatang, yang tumbuh

pesat dalam konteks sistem individualisme®.

Kedua unsur individualisme dan kolektivisme ilu, sebenarnya merupakan anlinomi yang

“®  Wolfgang Friedmann, Op.Cit,, hal.90.

%1 Peter I. Steinberger, Op.Cit., hal. 242.

®  George Sabine, Teori-Teori Politik: Sejarah Periumbuhan dan Perkembangannya, Binacipta, Bandung, 1981, hal 309.
a

Terlepas dari kelemahannya, idealisme dan sistem filsafat Hegel di masa sckarang menurut G.H. Sabine mempunyai arti
penting, terutama berkenaan dengan kritiknya terliadap individualisme di zaman moderen. thid
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niscaya dalam sejarah pemikiran umat manusia mengenai negara dan masyarakat. Otonomi
individu dan kekuasaan kolektivitas, merupakan dua sisi dari mata vang yang sama, sehingga
dalam setiap gagasan betapapun corak individualismenya, secara bersamaan selalu lerkandung
corak koleklivisme di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, dalam gagasan kolektivisme selalu
terkandung dimensi individualitas. Keduanya tidak perlu dipertentangkan sebagai pilihan
ideologis yang stalis®. Apresiasi terhadap individualisme versus koleklivisme ini sebaiknya
dikaitkan dengan perkembangan kebutuhan yang konkrit dalam setiap kurun sejarah, termasuk
perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, terlepas dari kelemahan dan kegagalan
percobaan yang dilakukan Hegel ini, penulis ingin mengambil semangatnya atau idealisme
keseimbangan® yang ditawarkannya untuk menilai dan mengukur sejauhmana perkembangan
gagasan kedaulatan rakyal yang dirumuskan dalam UUD dan kemudian dijabarkan dalam
prakiek yang tercermin dalam berbagai produk perundang-undangan setelah kemerdekaan.
Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah soal corak individualisme dan kolektivisme
yang terkandung dalam UUD dan perundang-undangan lainnya itu. Indi-vidualisme dipahami
sebagai aliran pikiran yang memandang hubungan antara individu dan masyarakat berpusat
pada individu. Individu bersifat primer, sedangkan masyarakat bersifat sekunder. Sebaliknya
dalam aliran kolektivisme, justeru masyarakatlah yang primer, sedangkan individu bersifat
sekunder. Kedua paham ini dikembangkan lebih lanjut dalam prakiek sebagai ideologi politik
dan ideologi ekonomi. Dalam hubungan ini kemudian dikenal adanya paham liberalisme,
otoritarianisme dan totalitarianisme, sebagai ideologi politik serta paham kapitalisme,

sostalisme dan komunisme sebagai ideologi ekonomi. Masing-masing mendasarkan diri pada

o Perspekiif yang hersifat deideologis dalam rangka usaha melakukan kombinasi antara kedua nilai int, secara menarik,
misalnya difakukan olelh Dart Hessel dalam kaitannya dengan konsep negara hukum (rechtsstaat). Dengan konsep yang
disebuinya ‘relationistic concept of reclusstaat and economic policy’, Hessel mengklaim berhasil me-nawarkan kombinasi itu.
"Our inierpretation of the substantive principles s, in contradiction to the individualistic and collectivist approacly not based

on ideology, but is derived from a non-positivist image of man...". lihat Rechisstaat en Economische Politick, W.EJ.Tjeenk
Willink & NISER, Zwolle, 1987, hal.578.

& Hegel sendiri menggunakan istilah sintesis yang dipinjamnya dari Aristoteles dalam memahami dialekitka per-kembangan
sejarah (tesis, aniitesis dan sintesis). Hukum sejarah ini dikembanghkan lebil lanjut oleh Hegel dalam konteks hukum logika.
Tetapi, dalar diseriasi ini kescimbangan itu lebils dipahami sebagai kombinasi, bukan sintesis seperti dalam pikiran Hegel.
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salah satu paham individualisme atau kolektivisme itu®,

c. Konsep Penelaahan.

Indikator kedudukan Individu dan Kolektivitas dalam perkembangan dua kutub ekstrim
individualisme dan kolektivisme itu, diukur dengan melihat dinamika peranan rakyat dan
negara selama tiga kurun periode demokrasi. Di bidang politik, dinamika peranan rakyat itu
tercermin dalam peranan parlemen atau badan permusyawaratan-perwakilan dan partai polilik,
berhadapan dengan Pemerintah. Sejauhmana produk-produk hukum yang ditetapkan dalam
kurun waktu yang bersangkutan mencerminkan berperannya lembaga-lembaga demokrasi itu
dalam berhadapan dengan Pemerintah, menentukan corak dinamis unsur-unsur individualisme
versus kolektivisme itu, Semakin besar peranan rakyat, makin besar pula penghargaan techadap
individualitas, dan ini mencerminkan kian meningkatnya penghargaan terhadap individualilas
rakyat dalam kebijakan demokrasi politik. Sedangkan di bidang ekonomi, dinamika peranan
rakyat diukur dari sejauhmana produk hukum yang ditetapkan selama periode itu
mempengaruhi pola hubungan aniara Pemerintah dan badan-badan usaha. Kian besar peranan
negara, kian besar corak intervensionisnya sebagai negara kesejahteraan, kian besar pula kadar
kolektivisme yang dianut dalam kebijaksanaan demokrasi ekonomi.

Di samping itu, dinamika individualisme-koleklivisme juga tercermin dalam hubungan
antara sesama badan usaha itu sendiri. Badan-badan usaha yang mencerminkan kedaulatan
rakyat adalah badan usaha milik negara dan koperasi. Karena itu, kian besar peranan badan
usaha milik swasta atas kedua jenis badan usaha lainnya, kian besar pula corak individualisme
dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia di bidang ekonomi itu. Sebaliknya, kian besar
peranan badan usaha negara dan koperasi rakyat di atas badan usaha swasta, kian besar pula
corak kolektivisme itu dalam kebijakan demokrasi ekonomi Indonesia. Tetapi, dalam hubungan

dengan peranan negara dan rakyat di bidang ekonomi, perlu dibedakan dua tipe kolekiivisme:

% Menurut Ervin Loszlo, "Organized society is built on the assumption that the individual and the collectivity have definite

muiual relations, and that mest individuals within the social group share a similar conception of this interrelation.” Op.Cit.,
hal ]
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kolektivisme negara dan kolektivisme rakyat. Dalam hal kolektivisme itu didominasi oleh kuat
peranan rakyat dibandingkan dengan pemerintali atau besarnya peranan koperasi di atas
peranan badan usaha negara maupun badan usaha swasta lainnya, maka tipenya dapat disebut
sebagai koleklivisme rakyat. Tetapi, jika koleklivisme yang dimaksud ditandai dengan

besarnya peranan negara atau seklor non-negara, maka tipe kolektivisme terakhir ini dapat

disebut sebagai kolektivisme negara.

3. Difinisi Kerja.

Karena luasnya lingkup materi yang dicakup dalam studi ini, untuk menghindari
kesalahpahaman, pengertian operasional beberapa istilah di bawah ini perlu diberikan batasan,
yaitu: ‘

a. Kedaulatan.

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi. Pengertiannya dapat bersifat
eksternal, dalam hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain, dan dapat pula bersifat
internal antara negara dengan rakyatnya. Dalam disedasi ini, konsep yang dipakai adalah
kedaulatan menurut konsep Hukum Tata Negara, yaitu kedaulatan dalam aspeknya yang

internal. Karena ilu pengertian yang bersifat eksternal yang menjadi objek Hukum

Internasional®”, tidak akan dipersoalkan.

b. Konstitusi dan Pelaksanaannya.

f
Hukum dan Konstitusi di sini dipahami baik dalam arti formil maupun materiel. Dalam

arti formil yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang meliputi 3

% C.F.Strong, Modern Political Constitution, The English Language Sociely, London, 1930-1966, hal 80-81. Selain
kedaculatan internal dan eksternal ini, dalam literaiur juga dikenal konsep ‘political sovereignty’ dan ‘legal sovereignty’. Term
kedaulatan politik disini berarti kedaulatan politis yang harus dibedakan dari kedaulatan di bidang politik yang dibahas disini
sebagai konsep demolkrasi politik. Begitu juga kedaulai- an hukum (legal sovereigniy) harus dibedakan dari kedautatan hukum
dalam arti ‘sovereignty of law’. Wakil-wakil rakyat di parlemen, seperti dikemuka-kan oleh Dicey, dianggap berdaulal secara
politis. Sedangkan Raiu (Raja) Inggeris, berdaulat secara hukum (legal). Lih. ulasan Harold J.Laski mengenai ini dafam A
Grammar of Palitics, George Allen & Unwin, London, 1951, hal 34; juga Sri Soemantri, "Masalah Kedaulstan Rakyat

Berdasarkan UUD 1945", dalam Padmo Walyono, Masalah Ketatanegaraan indonesta Dewasa ini, Ghalie, Jakarta, 1984,
finl.67.
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konslitusi yang pernah berlaku di Indonesia (yaite UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS
1950) dan peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaannya. Sedangkan dalam ardti
materiel, pengerliannya juga mencakup suasana kebatinan dan materi UUD maupun hukum
yang tidak terlulis®, sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan UUD dalam ilmu hukum
adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketenluan-ketenluan pokok dalam konsiitusi dalam
peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Untuk itu, perlu dilihat hirarki
peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966%.
Berdasarkan TAP ini, Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata
Urutan Peraturan Perundangan RI, 9 Juni 1966, diterima baik oleh MPRS dan diberlakukan
mulai tanggal 5 Juli 1966 bagi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen™. Tata

Urutan Peraturan Perundangan yang dimaksud adalah:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

4} Peraturan Pemerintah.

5) Keputusan Presiden.

6) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan
lain-lainnya.
Secara normatif, sesuai dengan hirarkinya, setiap peraturan perundang-undangan harus

tegas berdasar dan bersumber pada peraturan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya.

®  Dalam Penjelasan UUD 1945, juga dinyatakan bahwa UUD 1945 itu hanyalah merupakan konstitusi yang tertulis, Selain
konstitusi tertulis ada pula konstitusi yang tidak teriulis yang merupakan nilai-nilai yang hidup dalam kenyataan praktek

¥ TAP MPRS-RI No.XX{MPRS}I966 ini ditandatangani tanggal tanggal 5 Juli 1966.

®  Dalam Pasal 1 TAP ini dinyatakan bahwa MPRS "Menerima baik isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966,
khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata Urutan Peraturan Perundangon Republik Indonesia.”

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan "Sumber Tertib Hukum dan Tata Uratan Peraturan Perundang- Undangan RI tersebut
pada Pasal I berlaku bagi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.”

7 Memorandum DPR-GR, Rumawi Il A no. 3 sebagaimana terlampir pada TAP MPRS No XX/MPRS[1966. Hal ini scjalan

pula dengar dolarin hirarki norma Iukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Lih. Hamid S Astamimi,
Op.Cit., hal 287-288. Lihat juga hal 289-291.
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‘Tetapi, datam praktek tidak selalu suatu peraturan perundang-undangan yang berada di bawah
mernupakan pelaksanaan langsung dari peraturan di atasnya. Pelaksanaan ketentuan-ketentvan
yang tercanlum dalam pasal-pasal UUD, misalnya dapat dilakukan dengan TAP MPR, UU atau
dengan Keppres™. Demikian pula TAP MPR tidak selalu harus dilaksanakan dengan UU,
tetapi dapat pula langsung dilaksanakan dengan Keppres dan seterusnya. Yang secara tegas
harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut
Memorandum DPR-GR tersebut hanyalah peraturan-peraturan pelaksanaan seperli Peraturan
Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain™. Karena itu, yang dimaksud dengan ‘pelaksanaan’
di sini, bukanlah pelaksanaan dalam arti sempit sebagaimana diuraikan di atas. Yang
dimaksudkan dengan pelaksanaan di sini adalah penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan-ketentuan pokok mengenai dasar-dasar politik dan ekonomi yang terkandung di
dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 ilu™. Penjabaran ini dapat tercermin dalam
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, yaitu TAP MPR, UU, PP, Keppres,
Keputusan Menteri dan  seterusnya. Akan tetapi, untuk pembatasan, produk
perundang-undangan yang akan ditelaah di sini hanya sampai kepada Keppres dan peraturan
lain yang ditandatangani oleh Presiden atau oleh Menieri yang merupakan pembaniu Presiden.
Karena, keputusan-keputusan Menteri itu betapapun juga harus ditafsirkan sebagai keputusan
yang disetujui ataupun dengan sepengetahuan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi
dalam pelaksanaan pemerintahan.

Di samping itu, sebagai akibat dari pendekatan yang dipilib (juridis-filosofis dan
jundis-politis selain pendekatan normatif-dogmatis), maka yang dimaksud dengan
’pelaksanaan’ di sini juga akan meliputi kenyataan ketentuan perundang-undangan itu dalam
praktek. Meskipun telaah mengenai kenyataan praktek ini akan bersifat sangat terbatas, {etapi

pembahasan fakta-fakta di lapangan tidak mungkin dapat dihindari. Karena, dengan hanya

R Memorandurt DPR-GR, Rurawi Il B no. 1. Studi yang khusus mengenai soal Keppres ini dapat dililat datarm Hamid
A. Attamimi, Ibid

?  Memorandum DPR-GR, Op.Cit., Rumawi I B no. 6.

74 M
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memusatkan pembabasan kepada rumusan-rumusan ‘mati’ peraturan perundang-undangan

semata, studi ini akan gagal menangkap dinamika yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan

gagasan kedaulatan rakyat itu dalam kenyataan.

¢. Demokrasi Polilik dan Demokrasi Ekonomi.

‘Demos’ berarti rakyat, ‘kratien’ atau ‘kratos” berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah
kekuasaan oleh rakyat”. Arinya, dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan sebagai
kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan
rakyat itu dapat mencakup bidang politik atau bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu
berkenaan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu disebut demokrasi politik.
Jika kekuasaan rakyat itu di bidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian,
istilah demokrasi dalam disertasi ini, dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat
yang meliputi aspek politik dan ekonomi itu. Dengan perkataan lain, konsep demokrasi politik

dan demokrasi ekonomi ilu dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat di bidang
politik dan di bidang ekonomi.

d. Tiga Masa Demokrasi di Indonesia.

Biasanya para ahli membagi periode sejarah ketata-negaraan berdasarkan masa
berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 serta periode UUD 1945 ke-27.
Tetapi, penulis berpendapat bahwa pembabakan seperti itu terlalu formal sifatnya dan kurang
dapat menjelaskan dinamika yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat
(gagasan demokrasi) yang justeru merupakan bagian terpenting dalam studi ini. Karena itu,
tahapan perkembangan kedaulatan rakyat dalam disertasi ini didasarkan kepada corak

pelaksanaan demokrasi itu sendiri dalam praktek. Sejarah ketatanegaraan Indonesta sebagai

B Miriam Bud;'arrjjo, Dasar-Dasar Iimu Politik, Gramedia, Jakaria, 1980, hal. 69-73 dan 104-105.

% Oleh Muhammad Kusnardi dan Harmaily Iborahim, misalnya, sejarah UUD Indonesia dibagi dalam enipat periode, sesuat
dengan masa berlakunya konstitusi, yaitu: antara tanggal 18 Agusius 1945 - 27 Desember 1949 (UUD I945); antara 27
Desember 1949 - 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949); antara 17 Agusius 1950 - 5 Juli 1959 (UUDS 1950); dan sejak 5
Juli 1959 sampai dengan sckarang (UUD 1945). Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FHUY, Jakarta, 1983, hal. 86-100.
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negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu

periode Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan

Demokrasi Pancasila (1966-sekarang)”.

4. Prosedur Pengumpulan Informasi.

Pengumpulan informasi yang diperlukan akan dilakukan secara kualitatif dengan
mempergunakan sumber kepustakaan atau riset dokumenter (library research). Dala yang akan
dihimpun dan ditelaah, meliputi data primer dan data sekunder. Sebagai studi yang akan
bertitik tolak dari ilmu hukum yang melibatkan pendekalan sejarah, informasi yang dianggap
primer, akan terdiri atas data naskah peraturan perundang-undangan dan data sejarah. Data
primer perundang-undangan akan meliputi:

a. Naskah resmi UUD 1945, Konslitusi RIS dan UUDS 1950.
b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU,
c. Peraturan Pemerintah.
d. Keputusan Presiden atau yang sederajat.
Semua peraturan tersebut terutama akan dikumpulkan dari sumber yang besifat primer,

yaitu Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita

Negara sebagai sumber resmi. Sedangkan data sejarah akan meliputi:

a. Bahan rapat, persidangan atau pertemuan penyusunan dan perumusan peraturan
perundang-undangan yang diteliti,

b. Risalah dan notulen rapat, persidangan atau pertemuan-pertemuan yang ada hubungannya
dengan proses penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang diteliti.

c. Pidato-pidato atau ichtisar pembicaraan rapat, persidangan atau pertemuan yangdikeluarkan
atau diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah atau lembaga yang bersangkutan.

d. Dokumen-dokumen penting dan terpercaya lainnya, yang berkaitan dengan peruimusan
gagasan demokrasi polilik dan ekonomi sebagai penjabaran gagasan kedaulatan rakyat.

w

Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal. 69-73 dan 104-105.
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Penggunaan sumber-sumber informasi hukum yang tidak resmi seperti himpunan per-
aturan oleh perorangan atau lembaga tak resmi, sedapat mungkin dihindari, kecuali jika
terpaksa dilakukan. Di samping itu, informasi penunjang (data sekunder) juga akan dihimpun
dari sumber-sumber lainnya, seperti karya ilmiah hukum dan politik maupun publikasi-

publikasi lain yang dapat membantu pemahaman terhadap objek yang ditelaah.
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Bab II
PERKEMBANGAN PERUMUSAN KEDAULATAN RAKYAT
DALAM TIGA KONSTITUSI INDONESIA.,

A. GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT SEBELUM INDONESIA MERDEKA.

1. Tumbulll;ya Gagasan Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu pokok pikiran penting yang berkembang di
kalangan tokoh pergerakan kemerdekaan. Gagasan ini kemudian dimuat dalam UUD dengan
pernyataan bahwa negara Rl adalah negara yang berkedaulatan rakyat!. Gagasan ini bahkan
diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan sebagai pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 19452
Meskipun perumusan redaksi dan pasal-pasal UUD ini dilakukan dalam waktu yang singkat?,
tetapi gagasan kedaulatan rakyat itu sebagai cita kenegaraan, dapat dikatakan mempunyai latac
belakang sejarah yang panjang. Diskusi dan perdebatan mengenai hal ini sudah berkembang
di kalangan tokoh-tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan, jauh sebelum rancangan UUD 1945
itu sendiri distapkan®,

Untuk menyebarkan gagasan ini, kalangan pergerakan terutama dipimpin oleh Hatta dan

kawan-kawan, malah menerbitkan tabloid khusus bernama "Daulat Ra‘jat" yang terbit setiap

T Perumusan kedaulatan rakyat ini, dalam dokumen-dokurten yang bersifat resmi, pertama kali terdapat dalam Piagam

Jakarta, 22 Juni 1945 yang menyatakan: "... Negara Indonesia yang terbeniuk dalam suaiu susunan negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat”, yang kemudian menjadi rumusan Pembukaan UUD 1945 yang mempengarulii perumusan batang-
tubulinya

*  "Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam "Pembukaan” ialoh negara jang berkedaulatan Rakjat, berdasar afas

kerakjatan dan permusjowaratan perwakilan. Qlelt karena itu, sistem negara jang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar

harus berdasar atas kedaulatan raljat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat
masfa-rakat Indonesia " Liliat Penjelasan UUD 1945,

? Sockarno sendiri menyebut UUD 1945 sebagai 'revolutie grondwet’ atau *Undang-Undang Dasar kilat’. Lihat Pidato

Soekarno dalam Yamin, Naskal Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jitid I, Jajasan Prapantja, Yakarte, 1959, hal. 410.

¥ Setelah Indonesia merdeka, malah dibentuk partai yang menamakan dirinpa Partai Kedaulatan Rakyat dengan Ketua per-
tamanya A. Zainal Abidin. Pariai ini ketika awal berdirinya berasaskan Pancasila. Akan tetapi pada tahun 1952, asas ifu

malah diubali sesuai dengan namanya, yaitu menjadi "kedaulatan rakyat’. Lihat juga Anwar Arifin tentang L.EManuhua dalam
Kompas, Sabtu, 29 Februari 1992, hal. 16.
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10 hari sekali sejak tahun 1931°, Dalam edisi pertama majalah ini pada tahun 1931, oleh Hatta
telah dimajukan pikiran bahwa Indonesia Merdeka yang hendak dibangun haruslah mendasar-
kan diri pada kedaulatan rakyat®. Namun, gagasan kedaulatan rakyat yang dimaksud itu,
memang tidak sama dengan kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropah Barat ketika itu,
yang didasarkan atas paham individualisme dan liberalisme yang tumbuh dalam alam pikiran
abad 18 dan 19 yang sudah ketinggalan’. Dengan kata lain, jika kedaulatan rakyat sering
disebut dengan istilah demokrasi, maka yang dimaksudkan oleh Hatta dengan gagasan ke-
daulatan rakyat yang hendak dikembangkan itu adalah demokrasi politik dan sekaligus
ekonomi. Malah, menurut istilah Soekarno, demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi sosial
yang merupakan gabungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ini dikemukakan
oleh Soekamo dalam tulisan berjudul "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi" yang

dimuat berturut-turut dalam Fikiran Ra‘jat® (FR) No. 18 dan 19 tahun 1932°

*  Majalak Tabloid "Daulat Ra Jal” (selanjutnya disingkat DR} ini perfama kali terbit tanggal 20 September 1931,
dikemudikan olel Komisi Redaksi yang dipimpin olel Mohammad Hatu, Sutan Syahirir, dan Suparmarn.

®  Dalam kata pendaluluan untuk edisi perdana majalah ini, Hatta menyatakan: "Nama madjaliah kita soedah memberi
pengertian jang betoel, bagaimana sikap kita terhadap ra‘jat. "Daulat Ra'jat™ akan mempertahankan azas kera ‘fatan jang
sebenamnja dalam segala soesoenan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaoelan sosial,” "Bagi kita ra‘jal itoe
jang oclama, ra’jat oemoem jang mempoenjai kedaulatan, kekocasaan (souvereiniteif). Karena ra‘jat itoe djantoeng hati
Bangsa. Dan ra‘jat itoelah jang mendjadi ockoeran tinggi rendah deradjat kita. Dengan ra'jat itoe kita akan naik dan dengan
ra‘jat kita okan toeroen. Hidoep atau matinja Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat ra‘jat,

Pengandjoer-pengandjoer dan galongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalau dibelakangnja ada ra‘jat jang sadar dan
insjaf akan kedaulatan dirinja.” Lilat DR Talwn ke- No. 1, hal. 1.

7 Oleh Hatta dinyatakan: "... kalau kita perhatikan isi tjita-tjita Danlat Ra'jat jang ftemjata dalam riwajat Ranga-Bangsa

Barat, maka njatalah balwva bangoennja tidek senonoh. Demokrasi Barat pintjang, karena ia tjoema kelihatan dalam bagian
hak dan politik sadja. Dalam daerah perekonomian dan pergaaelan social ra‘jat... masil menderita kemegahan kaoem kapita-
list dan kaoem madjikan. Jang mendjadi pokok kepintjangan ini ialah didikan bangsa barat dengan azas-aras filsafat jang
dikemoekakan pada bagian jang kedoea dari abad jang ke-XVHI: sifat individualisme atay dalam bahasa kita sifat perse-
orangan. Sifat perseorangan inilah jang mendjadi Azas Liberalisme Barat dan membangoenkan kapitalisme modern dan
imperialisme perekonomian dan politik.” Ibid, hal 2.

¥ Fikiran Ra‘jat (selanjutnya disingkat FR) adalah majalah politik populer yang dipimpin Sockarno, terbit tiap-tiap minggu.
Selain majalah ini, Sockarno bersama Soenario juga memimpin majalah "Persatoean Indonesia” yang terbit sejak tahun 1928.
Malahan sebelum ini, Soekarno juga memimpin majalah *Soeloeh Indonesia Moeda® yang sejak lerbit sejak Desember 1927

setelah sebelumnya berjudul *Socloeh Indanesia” (juga dipimpin oleh Sockarno, ferbit sejak talun 1926). Lihat Soeloeh Indo-
nesia Moeda, No.1, edisi Desember 1927,

®  Dalam majalah ini, oleh Soekarno dikatakan: "... Demokrasi masyarakat -- socio-demokrasi -- adalak timboel karena

socio-nasionalisme. Socio-demokrasi adalak poela demokrasi jang berdiri dengan doca-doea kakinja di dalam masjarakat.
Socio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesoeatoe goendockan keijil sadja, tetapi kepentingan masjarakat, Socio-
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Munculnya gagasan kedaulatan rakyat dalam suasana perjuangan ini, didorong kuat oleh
semangat anii individualisme, liberalisme dan kapitalisme. Kritik dan kecaman kepada ketiga
aliran ini sangat menonjol ketika itu. Baik dalam pidato Bung Karno maupun Bung Hatta, soal
ini biasa dijadikan tema yang dikaitkan dengan kolonialisme dan imperialisme yang harus di-
tentang habis-habisan'®. Namun, kedaulatan sebagai asas pergerakan kemerdekaan ini tidak
pula diterima begitu saja oleh kalangan pergerakan. Dalam majalah Persatoean Indonesia
terbitan No. 109 tahun 1931, muncul tulisan seseorang yang menamakan diri "Si Rakjat" yang
mempersoalkan ‘demokrasi import’ yang terkandung dalam gagasan "volks-souvereiniteit"'!,

Untuk menjawab kritik ini, Hatta menyatakan bahwa kata demokrasi yang dipergunakan
Si Rakjat itu sendiripun tidak asli. "Perkataan itoe djoega import!", katanya'’. Tetapi, kata
Hatta, "si pemaboek ‘asli’ ini memakai sadja perkataan itoe. Kenapa tidak ditjari poela
‘aslinja’, soepaja djangan ragoe."’. Memang benar kedaulatan rakyat yang perlu .
dikembangkan untuk Indonesia Merdeka, haruslah berlainan dengan perkembangan gagasan
it di barat. Kedaulatan rakyat Indonesia haruslah bersendikan kebudayaan bangsa
Indonesia’. Namun demikian, menurutnya, demokrasi yang asli ity sebenarnya hanya ada

di tingkat desa. Selain itu, tidak ada demokrasi, sedangkan apa yang dinamakan sebagai

demokrasi boekanlah deniokrasi a la Revalutie Peranijis, bockan demokrasi a la Ameriko, o la Inggeris, a la Nederlond, o
la Djerman, d.l1 - tetapi adalah demokrasi sedjati jang mentjari keberesan politik DAN ekononti, keberesan negeri dan ke-

beresan rezeki. Socio-demokrasi adalalt demokrasi politik DAN demokrasi ekonomi.” Liltat "Demolrasi Politit dan Demokrasi
Ekonomi®, FR. No. 19, edisi 4 Nopember 1932, hal. 3.

¥ Dalam semangat para pejuang kemerdekaan, kolonialisme dan imperialisme ite, tidak sajo harus dikritk dan dikecam,
fetapi juga bahkan harus dimusnahkan. Ibid,

Y Menurutnya: "Kedemokrasian ada kejakinan keadilan segenap bangsa Indonesia, bockan kejakinan import ijap volks-

souvereinileit atau lain, melainkan kejakinan Indonesia sedjati. Kejokinan ini mesti merndjadi sembojan segala partai-pariai
Indonesia, dan mesti mendjadi dasar soesoenan Indonesia Merdcka jang akan datang.” PI., edisi Tahun ke-4{1931 No.109.

12

Hatta, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedoulatan Ra'jat”, DR, No.12{1932 No.12, edisi tanggal 10 Januari, 1932, hal
2.

1 .@!’

¥ Dalam tulisannya berjudul "Demokrasi Kita” pada tahun 1955, Hatta mencgaskan keyakinannya bahwa gagasan demo-

krasitidak akan pernali lenyap dari bumi Indonesia. Salah satu sebabnya ialah bahwa menurutnya pergaulan hidup Indonesia

yang asli berdesarkan demokrasi terus hidup di desa-desa Indonesia. Sri-Edi Swasono don Fauzie Ridjal (eds.), Mohammad
Haita: Beberapa Pokok Pikiran, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal.119.
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demokrasi seperti dalam budaya Minangkabau, menurut Hatta sama sekali bukanlah demokrasi.
Yang berdaulat adalah ninik mamak, bukan rakyat seluruhnya', Apa yang disebut oleh
pengeritiknya (Si Ra‘jat) sebagai demokrasi ala Minangkabau dengan menunjuk kepada tradisi
mufakat ninik-mamak di mana "kemanakan beradjo ka mamak, mamak baradjo ka penghoeloe,
dan penghoeloe beradjo ka moefakat", menurut Hatta bukaniah demokrasi‘®, Karena
"moefakat" tertinggi tidak berada di tangan rakyat. Mufakatnya bukaniah mufakat rakyat,
melainkan mufakatnya para penghulu. Karena itu, kedaulatan rakyat yang perlu dikembangkan
bukanah demokrasi berasal dari zaman Kerajaan Indonesia dan bukan pula kedaulatan rakyat
seperti dikembangkan di barat sejak' abad ke-19".

Begitulah antara lain perdebatan-perdebatan yang muncul sehubungan dengan gagasan
kedaulatan rakyat ini sebelum kemerdekaan. Umumnya semua kelompok dan go-longan
pergerakan sepakat bahwa kerakyatan itu harus sesuai dengan budaya Indonesia sendiri, yang
berbeda dengan demokrasi barat yang berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme.
Tetapi, krilik terhadap individualismne ini tidak serta-merta menempatkan mereka dalam posisi
Marxisme yang merupakan antitesis terhadap individualisme-liberalisme-kapitalisme itu. Baik
Soekarno, Hatta maupun tokoh-tokoh lain hampir semua menghendaki keaslian™.

Yang diidealkan oleh para pemimpio pergerakan ketika itu, sebagai antitesis terhadap
paham individualisme justeru adalah paham kolektivisme. Gagasan kolektif ini, sekaligus

dipandang sebagai kombinasi kreatif terhadap berbagai paham yang dikritik yaitu indivi-

5 Ibid.

1% Menurut Hatta: "... ditanah air kita berabad-abad lamanja, kedaulatan itoe direboet oleh kacem hartawan (dan bangsa-

wan?: pen.). Inilah jang d;ad: pokok timboelnja peratoeran feodalisme dan kemoedian mendjadi sebab hilangnja kemerdekaan
fanah-tanah Indonesia sampai mendjadi djadjahan Relanda.” 1bid,

7 Ibid,

1 Dalam uraiannya mengenai socio-nasionalisme dan socio-demokrasi, Seekarno berkata: "Socio-nasionalisme dan socio-

demokrasi bukanlah angan-angan koeminis. .... djoega Dr. Sun Yat Sen menijela demokrasi a la Revolutie Peranijis atau a
Ia Inggeris, Nederland, dil itoe. Poen pemimpin-pemimpin lain sebagai Gandhi, Neliru-moeda, dil. mentjela 'demokrasi’ jang
demikian itoe * "Memang orang 1a‘ oesah mendjadi koeminis, bocat melihat bahwa di dalam negeri-negeri ‘demokrasi’ itoe,
sebagian besar dari kacem ra‘jat adalal tcrtindas oleh kapitalisme, Orang ta’ oesah mendjadi koeminis, boeat melihat demo-
lrasi negeri-negeri itoe adalah ‘burgerlijke demokrasi sadja.” "Contra angan-angan burgerlijke demokrasi ini, kaoem Maria-

ent harpes bertjita-tjita dan menghidoep-hidoepkan socio-demokrasi, ja'ni demokrasi politik dar demokrasi ekonomi.”, "Demo-
krasi Polittk dan Demokrasi Ekonomi”, FR. No. 19{1932. Loc.Cit,
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dualisme, liberalisme, kapitalisme dan imperialisme di satu pihak versus gagasan komunisme
dan fascisme di pihak yang lain. Dalam Daulat Ra‘jat maupun dalam Fikiran Ra‘jat, dapat
ditemukan banyak tulisan yang mengulas dan mengeritik paham-paham seperii itu®,
Sebaliknya, paham kolektivisme justeru dianggap sebagai sesuai dengan sifat-sifat bangsa
Indonesia sendiri® dan diidealkan sebagai antitesis tethadap paham individualisme-
liberalisme?’. Namun, gagasan kolektivisme ini juga tidak bebas dari kritik. Gagasan ini
dianggap mirip dengan paham komunis dan bertenlangan dengan Islam yang merupakan agama
yang dianut oleh sebagian terbesar penduduk. Dalam "Daulat Ra‘jat" tahun 1933, terbit tulisan
dari penulis yang menamakan dirinya Ra‘jat dengan judul: "COLLECTIVISME dengan Islam
dan Kebiasaan (Adat) Ra‘jat"*. Dengan mengutip tulisan Hatta yang berjudul "Ke Arah

Indonesia Merdeka"?, si "Ra‘jal" menyatakan bahwa gagasan koleklivisme yang dilansic

Hatta itu sama dengan paham komunis, karena tidak mengakui hak milik individu.

Kritik ini tidak dijawab sendiri oleh Hatta, melainkan oleh seorang pengikutnya yaitu
Chatib Sulaiman®. Menurut Chatib, kolektivisme Hatla yang dijadikan dasar gerakan
Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) berlainan dengan kolektivisme komunis yang memang

bertentangan dengan prinsip Islam. Kolektivisme komunis tidak mengakui hak individu,

¥ Lihat misalnya DR No.20/32, hal 2-4; No42{32, IL1-3; No.43132, Ih.1-2; No.44{32, 1.6-7; No.52{33, h.33-39; No.53/33,

h47-48 No.54/33,1.52-53, dan lain-lain. Sedanghan dalar FR, misalnya No. Perdana 15/6/1932, h.4-6; No.1/32, h.9-12; dil.

®  Mnd (samaran/singkatan), "Collectivisme-Indonesia”, FR. No.26{1932, hal, 4-7; Cita-cita kolekiifis dalamn pergerakan,
dapat dibaca dalam tulisan Hatia "Kearah Indonesia Merdeka™ (K.IM.) No.1, hal. 30-31; Mengenai kritik atas gagasan Haita

in{ dan jawabannya, baca DR.N¢.59/1933, hal. 91-94; Lihat juga Soenario, Individu dan Kelektiviteit dalam UUD Sementara
RI, Pustaka dan Endang, Jakarta, 1951,

' Muncuinya gagasan mengenai koperasi, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari perspekiif seperti ini. Lihat Hatta, "Kearah
Indonesia Merdeka™ Loc.Cit., dan juga dalam "Ekonomi Indonesia di Masa Datang”, pidaio Wakil Presiden pada Konferensi
Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, "Menurut arahnja, dasar perekonomian di masa datang akan semakin djauh dari-
pada dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejaltera. Memang kolelktivismelal jang sestii
dengan tjita-ijita hidup Indonesia. Sudah sedjak dalulu kalo masjarakas Indonesia -- ... --- berdasar kepada kolekiivisme, jong

ferkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong rojong).” Juga dalam *Collectivisme Toca dan Baroe", DR, No.75{1933, hal,
221-222,

2 DR. No.59/1933, hal 91-92.
F1

"Ke Arah Indonesia Merdeka®™ (KIM), No.I, hal. 30-31.

*  Chatib Sulaiman adalah anggota Pengurus Pendidikan Nasional Indonesia dari Minangkabau, DR., Loc Cit., al.92-94.
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sedangkan kolekiivisme PNI (Hatta) tetap mengakui hak individu. Kolektivisme ekonomi PNI
hanya tertuju kepada perusahaan-perusahaan besar. Keperluan pribadi dan rumah tangga dan
hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan keluarga tetap menjadi milik pribadi. Dengan
kata lain, ménurul Chatib Scelaiman, kolektivisme PNI adalah "colleclivisme van
voortbrengse!"”, sedang kolektivisme komunis adalah ‘“collectivisme van bezit
(eigendom)"®. Artinya, yang diutamakan adalah produksi bersama alau usaha bersama,
bukan unsur pemilikan kolektif atau unsur pembagian kekayaan. Lagi pula, kolektivisme
ckonomi komunis diorganisasikan berdasarkan sentralisasi, sedangkan kolektivisme PNI bidang
ekonomi diorganisasikan berdasarkan decentralisasi®’.

Meskipun tidak langsung menyerang komunis, para tokoh pergerakan umumnya
memang tidak sejalan dengan paham marxis®. Pendekatan marxis sering hanya digunakan
sebagai alat analisis dalam memahami situasi sosial, ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh

kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Malah, Hatta sendiri dikecam dan dituduh

¥ Yang dimaksud dengan "collectivisme van voortbrengsel” adalah kolekiivisme produksi berintikan usaha bersama.
Sedanghkan unsur pembagian (distribusi) kekayaen dianggap nomer dua.

®  "Collectivisme van bezit (eigendom)™ adalah kolektivisme disiribusi yang menekankan unsur pembagian (distribusi)
pemilikan dan penguasaan kekayaan daripada proses produksi.

7 Ibid, hal 93.

#  Dalam tahun 1930-an, memang ada kecenderungan di antara tokoli-tokoh pergerakan bahwa kritik dan kecaran terutama
ditujukan terhadap kolonialisme, imperialisme dan kapitatisme. Sedangkan kecaman-kecaman terhadap komunisme, meskipun
terlilial juga disana-sini, tidak terlalu menonjol. Dalam banyak tulisan, hanya terlihat adanya usaha mengambil jarak terhadap
paham kormunis dan marxis ini tanpa mengecamnya seperti terhadap kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Lilat, Chatib
Soeleiman yang menerangkan perbedaan antara kolektivisme Hatta dengan kelektivisme Marxist-Komunis. DR, Loe.Cit. Juga
tulisan-tulisan lain dari Soekarno, Hatta dan lain-lain. FR . No.1{1932 hal9-12. Hal ini dapat dimaklumi karema suasana per-
juangan kemerdekaan ketika itu diliputi oleh semangat menentang holonialisme dan imperialisme penjajah yang mewakili
paham individualisme-liberalisme-kapitalisme. Apa lagi, dari sudut pandang 'ideologi’ anti imperialisme itu, Uni Soviet seadiri
dapal dianggap sebagai kampiunnya. Memong, sebelum Perang Dunia ke-2 dikotomi Barat-Timur yang mencerminkan perang
dingin antara AS dar US belum ferasa benar pengaruhnya, Apa lagi, menjelang menjelang PD-II, untuk menghadapi Jerman
di bawah Hitler yang kian agresif, pada fahun 1935 Uni Soviet sendiri masuk dalam barisan sekutu bersama Amerika Serikar.
Karena itu, sebelurm kemerdckaan banyak suara yang muncul agar Indonesia bersatu saja dalam front anti imperialisme ber-
sama Uni Soviet. Suara-suara seperti ini terus terdengar sampai setelah kemerdekaan. Tetapi, Hatta dan kawar-kawan tetap
konsister pada pendirian politik yang bebas-oktif dan didasarkan kepada kepercayaan pada diri sendiri (mandiri). Ini ter-

cermin, misalnya, dalam Pidato Haita tahun 1948 yang berjudul "Mendayung di antara Dua Karang®. Ibid., Kementerian
Pencrangan, Jakarta, 1948.
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menentang komunisme yang hanya berpura-pura sosialis-proletar®’. Adanya kritik demikian
ini menunjukkan bahwa meskipun gagasan koleklivisme-sosialisme dan sikap anti kapitalisine,
kolonialisme dan imperialisme ketika itu sangat populer, tokoh-tokoh pergerakan sendiri,
termasuk Hatta dan kawan-kawan tidak sepaham dan malah dibenci oleh kaum komunis
sendiri*®. Karena kolektivisme yang dimaksudkan Hatta, Soekarno dan kawan-kawan itu
memang berbeda dari kolektivisme kaum komunis®. Di samping itu, Hatta juga mengeritik
kolektivisme model lama, termasuk kolektivisme tradisiuni! Indonesia sendiri, yang berpretensi
untuk melakukan redistribusi kekayaan secara merata menjadi hak milik masing-masing
individu. Menurutnya kolektivisme seperti ini tetap terjebak dalam lingkaran individualisme.
Tradisi yang ada di desa, di mana orang-orang sedesa datang menolong seseorang karena rasa
solidaritas dalam desa tadi, menurut Haita, bukanlah kolektivisme yang sebenarnya. Yang
menjadi pangkal usaha tetap seorang, sedangkan yang lain hanya membantu. Menurutnya, ini
malah cocok dengan sistem individualisme. Meskipun Hatta sendiri tetap menggunakan istilah
kolektivisme sebagai dasar’, tetapi baginya yang diperlukan justeru kolektivisme yang baru

sama sekali, yang lidak perlu membagikan kekayaan secara sama rata dalam pemilikan setiap

®  Seperti dinyatakan oleh tokol: komunis Mr. de Teew dalar tulisannya di majalal "Tribune® 1934, yaitu: "Penangkapan
Mohammad Huite dan lain-lain pengandjoer PNI. tiada ketjil ertinja. Dari pariai-partai nasional-reformis dari kooem
bordjoeis Indonesia, partai PNI-lah jang selalu soeka poera-poera sosialistis proletaris dan keliwat banjak memakai per-
kataan-perkataan kosong (frases) jang 'kiri’. Tetapi, bersama-sama dengan itoe, partai ini memperlihathan segala kenjataan-
kenjataan bahwa ia adalzh socatoe agentaur dari bordjoeis boemipoetera jang lemaly, ta* berkoeasa dan conira revolusionzr.

Ia mengakoe dirinja ‘anti kapitalis', tetapi djpega ... melawan perdjuangan kelas " Tulisan ini dimuat sehar sesudah Hatta
ditanghap pada 25 Februari 1934. DR. No.98, 10 Juni 1934, hal. 116.

3 Meskipun bernada ‘depensif’, tulisan yang dapat dikatakan lebi jelas mengenai sikap anii kapitalis, komunis dan sosialis

barat dt kalangan kaum pergeraken dapat dilihat dalam tulisan Darwys Thaib, "Ke.. Persamaan { Socialis, Komunis, dan Ke-
daulatarn Ra‘fat", DR.No.48, 10 Januari 1933, hal.3-4. Dalam catatan redaksi dinyatakan: "Karangan saudsra Dar Tyb ini

penting menoceroet perhitoengan oedara sekarang di Minangkabau™. Karena pentingnya, tulisan ini kemudian diterbitkan da-
lam bentuk buku depgan judul "PNI dan Islam".

* Mengenai pitiran Soekarno tentang ini, baca "Colektivisme Indonesia”, FR.No.26, 23 Desember 1932, hal4-7.

 Menurut Hatla, "kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak
koleldivisme®, Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, Op.Cit., hal. 120.
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orang’>.

Semua perdebatan ini, baik mengenai kedaulalan maupun kolektivisme, menunjukkan
bahwa proses penggodokan pemikiran yang nantinya mempengaruhi pokok pikiran yang
dituangkan ke dalam UUD, sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka.
Dari uraian di atas, setidak-tidaknya dapat dikemukakan adanya dua antinomi pemikiran yang
diperdebatkan menjelang Indonesia merdeka. Perlama adalah antinomi antara individualisme
versus kolektivisme; Kedua, antinomi antara gagasan asing dengan keaslian budaya lokal.
Perumusan gagasan ini tidak dilakukan dengan cara mengadopsi pikiran yang diperoleh dari
luar, tetapi juga tidak mentah-mentah meneruskan tradisi budaya lokal yang tidak sesuai lagi
dengan tuntutan zaman.

Memang harus diakui bahwa baik dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan dengan tegas
bahwa UUD 1945 mengutamakan prinsip kolektivisme atas individualisme. Secara tersurat,
UUD 1945 lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan negara di atas kepentingan
individu ataupun golongan. Tetapi jika ditelaah lebih dalam, kecenderungan mengutamakan
kolektivitas di atas individualitas ini sebenamya hanya didorong oleh situasi yang ditafsitkan
oleh para perumus UUD 1945 sebagat keaadaan di mana paham individualisme dan liberal-
ismelah yang harus ditentang. Artinya, situasi zaman ketika UUD 1945 dirumuskan, memang
mengharuskan perumusan dibuat dengan semangat untuk menentang kedua paham ini. Karena
itu, yang diidealkan sebenarnya bukanlah kolektivisme itu sendiri. Pada hakikatnya, yang
ditdealkan oleh para perumus UUD 1945 tetaplah priosip keseimbangan di antara individual-
isme versus kolektivisme itu. Semangat keseimbangan inilah yang tercemmin dalam per-

debatan-perdebatan yang dikemukakan di alas. Menurut pendapat penulis, dalam semangat

Y mMilik kollektif atas satoe alat produksi {tanah) tidak ... didjalankan dengan pembagian, melainkan dengan ocsaha

bersoma | Berdasar kepada milik bersama atas tanah, moka haroeslah tanah itoe tidak dibagi-bagikan dihoelos kepada
tiap-tiap arang, melainkan teroes divesalakan bersama atas pimpinan mocfakat. Kalau collektivisme toea itoe dibaroei seperti
ini, baroelal sempoerna roepanja dan soesoenannja. Collectivisme loea itoe terpakai dan sesoeai dengan masjarakat kita di
zaman deliveloe berlioeboeng dengan persckoe-toean-produksi pada wakioe itoe. Dengan alat jang ada vesaha bersama tidak
perloe, sedangkan orang pada waktoe itoe lagi mempoenjai keijoekoepan oentoek dirimja sendiri. Dengan berobalnja
persekoetoean-produksi mestilah collectvism toea itoe mengambil pasangan barce. Oesaha individuec! dengan dibantoe oleh

orang lain mesti berobal mendjadi oesaha bersama.” Hatta, "Collectivisnre Toca dan Baroe”, DR. Neo. 75, 10 Oktober 1933,
hal. 221-222.
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keseimbangan inilah gagasan kedaulalan rakyat, baik di bidang politik maupun di bidang
ekonomi itu didiskusikan, diperdebatkan dan kemudian dirumuskan menjadi muwatan UUD
1945. Gagasan yang mencakup demokrasi politik dan ekonomi yang dikembangkan menjadi
rumusan pokok pikiran UUD 1945, merupakan usaha penyeimbangan yang dilakukan sejak
lama terhadap paham individualisme versus kolektivisme itu di satu pihak, dan paham asing
versus paham lokal (asli) di pihak lain. Kombinasi diusahakan sebegitu rupa, sehingga
keseimbangan antara paham yang menekankan individu dengan yang menekankan masyarakat,
terwujud baik di bidang politik maupun ekonomi. Arlinya, gagasan kedaulatan rakyat Indonesia
itu bersifat khas dengan mencakup gagasan demokrasi politik dan ekonomi sekaligus, dan
berada di antara kutub paham individualisme dan kolekiivisme.

Yang menjadi masalah kemudian bagaimanakah kombinasi kedua antinomi itu di-
rumuskan, dijabarkan dan kemudian dilaksanakan dalam praktek. Ini penting karena cita
kedaulatan rakyat itu ditcumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok pikiran ketiga,
yang tentunya mempengaruhi jiwa UUD 1945 secara keseluruhan. Bahkan, asas kerakyatan
juga merupakan salah satu sila Pancasila yang merupakan falsafah dan pedoman yang perlu
diwujudkan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa lagi,
Pancasila itu sendiri menjadi benang merah yang termuat dalam ketiga konstitusi yang pernah

berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman yang total ini, pelaksanaannya dalam praktek dapat
diharapkan bersifat total pula.

2. Selintas Mengenai Tradisi Kedaulatan Rakyat di Indonesia.

Di masa kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkenibang di sepanjang sejarah Nusantara
juga terdapat praktek-prakiek yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat, terutama
di daerah-daerah pedesaan. Seperti diakui oleh banyak penulis, masyarakat pedesaan sejak dulu
sudah mengenal kehidupan berdemokrasi seperli yang dipahami dalam pengertian moderen.
Tetapi, di tingkat supra-struktur kerajaan, yang umumnya berlaku dalam kenyataan adalah
praktek kedaulatan raja. Kedaulatan raja bahkan seringkali bercampur-baur dengan kedaulatan

Tuhan, sehingga kekuasaan raja menjadi tak terbatas.
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Seperti lazimnya, para Raja diangkat secara turun temurun. Kebiasaan turun temurun
ini juga terjadi pada jabatan Bupati yang menjadi alat bagi Raja untuk memerintah rakyat desa.
Hingga masa pendudukan Jepaﬁg, kedudukan para Bupati -- terutama di Jawa -- masih bersifat
turun temurun. Sebelumnya, yaitu Pemerintah Hindia Belanda yang menjajah selama
berabad-abad, sama sekali tidak mengubah watak aristokrasi dan feodalisme . kekuasaan di

negeri jajahannya ini. Malahan, para Bupati ini justeru dipelihara sebagai peranlara

(intermediate _structure) atau perpanjangan tangan Pemerintah Hindia Belanda untuk
kepentingan mereka sendid, seperti yang dilakukan oleh para Raja Kerajaan-Kerajaan yang
berkuasa sebelumnya. Kekuasaan raja-raja Mataram {1575-1755), misalnya bersifat absolut.
Mereka adalah pembuat UU, pelaksana dan sekaligus hakim. Di mata rakyat, kekuasaan
mereka ini terasa sangat besar, sehingga raja diakui sebagai pemilik segalanya, baik harta
benda maupun manusia®, Karena itu, terhadap keinginan taja, rakyat hanya dapat menjawab

"ndherek karsa dalem” (terserah kepada kehendak raja) dan raja dianggap "wenang wisesa ing

sanagari" (berwenang tertinggi di seluruh negeri)®. Hal yang sama juga terjadi dalam sejarah
kerajaan-kerajaan lain, seperti Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Karena itu, harus diakui
bahwa praktek yang berlaku di kerajaan memang tidak dapat disebut kedaulatan rakyat. Yang
berdaufat adalah para Raja atau Raja-Dewa seperti di Jawa®. Karena ilu, mirip dengan
analisis Boeke mengenai dualisme ekonomi Indonesia®’, keadaan politikpun dualistis. Yang
berdaulat di tingkat supra-struktur adalah Raja, tetapi di tingkat infrastruktur masyarakat desa

adalah rakyat. Kecenderungan di tingkat masyarakat desa ini, sama sekali bertentangan dengan
praktek di lingkungan istana.

¥ G. Moedjonto, Konsep Keluasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram, Kanisius, Jakaria, 1987, hal.77.

¥ Istilah iné terdapat dalam Nawaruei (1613 M), lilat Soemarsaid Mocrtans, Negara dan Usala Rina-Negora di Jawa Masa
Lampau, Studi lentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, Yayasan Obor indonesia, Jakarta, 1985, hal.43.

¥ Lihat uraian terdahuly mengenai Raja-Dewa di zaman Kerajaan Hindu-Jawa. Sartone Keriodirdjo, Op.Cit,, hal 4849,

¥ J.HBoeke, Economics and Economic Policy of Dual Socicties: As Exemplified by Indonesia, Tjeenk Willink & Zoon,
Haarlem, 1953.
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Di pedesaan Jawa, misalnya dikenal adanya lembaga pepe sebagai cara rakyal me-
nyatakan pendapat kepada raja dengan cara duduk bersimpuh di alun-alun depan istana sampai
ada pejabat istana yang menanggapi. Demikian pula di desa-desa di berbagai daerah lain
dikenal adanya ‘musyawarah desa’ (Sumatera), ‘rembug desa’ (Jawa), ‘sekehe desa’ (Bali)*
dan sebagainya sebagai cara warga desa untuk memutuskan masalah-masalah desa secara
bersama. Malah, prakiek kedaulatan rakyat ilu juga terlihat pada kebiasaan melakukan
pemilihan Kepala Desa, setiap kali terjadi lowongan dalam jabatan Kepala Desa. Oleh
Pemerintah Belanda, terutama di luar daerah-daerah swapraja yang langsung berada di bawah
jajahan, musyawarah desa dikembangkan sejalan dengan polilik kolonial, yaitu dijadikan
lembaga musyawarah bagi golongan elite persekuluan hukum adat yang diatur khusus. Di

antara ordonansi yang dikeluarkan sehubungan dengan ini adalah "Inlandsche Gemeente

Ordonantie _voor Java"* dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten’® yang

mengatur mengenai lembaga muasyawarah desa itu. Selain kedua ordonansi ini, ada pula

"Hoogere Inlandsche Verbanden Ordonantie Buiten-gewesten” yang mengatur kemungkinan

penggabungan, pemecahan, pembeniukan baru atau kerjasama persekutuan-persekutuan
musyawarah adat antar desa!, sehingga struktur masyarakat desa sedikit demi sedikit
mengalami perubahan. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak mempunyai lembaga sendiri,
dengan adanya ordonansi ini, didorong untuk mendirikan lembaga musyawarah. Kenyataan
inilah yang antara lain menyebabkan para sarjana Belanda beranggapan bahwa Pemerintah
Hindia Belanda berperan besar dalam menumbuhkan budaya demokrasi di Indonesia yang
sebelumnya dianggap tidak mengenal demokrasi. Bahkan disertasi B.J.Haga tahun 1924 yang

berjudul "Indonesische en Indische Democratie" dapat dianggap sebagai jenis karya demikian

¥ Oleh Bauke Jan Haga, misalnya, dikatakan: *... in de desa‘s van het oude als van het nieuwe type bestaat het demo-
cralische hierin, dat de hoogste macht berust bij het volk, bij de maandelijks bijeenkomende vergadering der volgerechtigde

leden der desavereeniging (sakehe desa)”. Lilat Indonesische en Indische Democratie, Handelsdrukkerij "DeSter”, Den Haag,
1924, hal 18,

¥ Dikenal dengan 1.G.O., Stb. 1906 No.33. Ibid., hal.12.

®  1.G.O.B., 5tb.1938 No.490. Juga Hilman Hadikusuma, Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni, Bandung 1981, hal.118.

4 Stb. 1931 No.507.

38

Gagasan kedaulatan rakyat..., Jimly Asshiddigle, PASCASARJANA-UI, 1993



itu”?, Padahal lembaga musyawarah desa yang dibina Pemerintah Belanda ini di satu pihak

malah menumbuhkan semangat kebangsawanan desa dan di pihak lain menimbulkan ke-
jengkelan rakyat desa disebabkan karena sikap diskriminatif Pemerintah Hindia Belanda yang
memperlakukan golongan pribumi sebagai warga kelas dua®.

Lembaga rembug desa dan musyawarah desa itu sebenarnya memang bersumber dari
tradisi budaya masyarakat Indonesia sendiri yang bercampur-baur dengan pengaruh ajaran
agama yang dianut penduduk. Corak demokratis lembaga rembug desa ini terutama kian
menonjol atas pengaruh agama Islam yang mengajarkan prinsip-prinsip musyawarah sebagai
ajaran pokok dalam hubungan kemasyarakatan. Bahkan istilah ‘musyawarah’ itu sendiri berasat
dari bahasa al-Quran, berkenaan dengan konsep ‘syuro’ yang menjadi konsekuensi logis dari
ajaran Tauhid yang tercermin dalam prinsip ‘Pemutlakan Tuhan’ dan ‘Persamaan Derajat’ antar
manusia®. Karena itu, dalam tradisi masyarakat pedesaan, dapat ditemukan dua pola
musyawarah seperti yang tercermin dalam perbedaan antara musyawarah pola Bodi Caniago
dan pola Koto Piliang®. Pola Bodi Caniago bersifat kerakyatan, sedang pola Koto Piliang
pola musyawarah terpimpin. Dalam pola pertama yang ada di masyarakat suku Bodi Caniago,
Kabupaten Agam, Minangkabau dan di kalangan adat suku Abung pedalaman Lampung, proses
musyawarah tidak banyak dipengaruhi oleh sistem kekuasaan yang terpusat di bawah pimpinan
raja. Susunan masyarakat suku Bodi-Caniago ini relatif homogin sehingga musyawarah antar
kerabat dihadiri oleh penghulu andhiko* yang masing-masing ‘duduk sama rendah dan berdiri

sama tinggi’. Di sini tak seorang penghulupun yang hak suara ataupun hak mengaturnya yang

?  Disertasi Bauke Jan Haga ini dipertahankan di Rijks-Universiteit te Leiden, 10 Desember 1924, kemudian diterbitkan
oleh "De Ster™ tahun 1924, Op.Cit,, misalnya, hal.141-157.

“  Hilman Hadikusuma, Qp.Cit.

“  (95.3:159 dan (5.42:38. Lihat juga Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Jslam: Pokok-Pokok Pikiran tenrang Islam dan
Ummatnya, Op.Cit., hal.14].

*  Hilman Hadilusuma, Op.Cit., hal 103-104.
*  Penghulu andhiko disini adalah penghulu yang berhak melaksanakan pemerintahan kerabatnya masing-masing di

lingkungan persekutuan kekerabaian laras suku Bodi-Caniago, Kabupaten Agam, Minangkabau.
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Jebih tinggi dari yang lain. Kekuasaan yang dianggap lertinggi adalah musyawarah dalam arti
‘kato mufakat’¥’, mulai dad musyawarah tingkat keluarga, tingkat kerabat dan yang paling
tinggi, yaitu di tingkat suku®®. Karena itu, dalam peri-bahasa Minang dikatakan "Kemenakan

berajo ke mamak, mamak berajo_ke penghulu, penghulu berajo ke kato mufakat mufakat;

sakato urang nan basamo, elok sepaham sehakikat, senlosa kito basamo-samo"*. Jadi,

musyawarah antar penghulu andhiko itu merupakan musyawarah yang bersifat tertinggi dan
para penghulu yang yang hadir dapat dianggap sebagai wakil dari kerabatnya masing-masing.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem musyawarah yang dijalankan di sini adalah
musyawarah-perwakilan seperti yang dirumuskan dalam sila keempat Pancasila.

Berbeda dengan pola Bodi-Caniago, musyawarah pola Koto Piliang selain ditentukan
oleh rapat gabungan antar para penghulu kekerabatan, juga ditentukan oleh kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh “‘urang ampek jinih’ (orang empat jenis), yaitu: Penghulu,
Manti (Administratur), Malim (pejabat agama) dan Hulubalang (Panglima). Ini terjadi karena,
susunan masyarakat di daerah-daerah seperti daerah kabupaten (luhak) Tanah Datar dan Lima
Puluh Koto, termasuk Payakumbuh, Batu Sangkar, sangat heterogin sifatnya. Karena itu, jika
lembaga musyawarah dalam pola Bodi-Caniago merupakan pemegang kekuasaan terlinggi,
maka lembaga musyawarah Koto Piliang lebih merupakan alat bagi Penghuliu dalam mea-
jalankan pemerintahan. Pola kedua ini mempunyai kemiripan dengan sistem yang diwariskan
diwariskan dari zaman Adityawarman, Raja Pagaruyung yang hidup dan dibesarkan di keraton
Majapahit®. |

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kebudayaan Indonesia memang terdapat

dua tradisi kedaulatan, yaitu Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Rakyat. Bahkan kadang-kadang,

7 Hitman Hadilusuma, Op.Cit., hal 105.

¥ Selain kepuiusan bertingkat ini, pengambilan keputusan juga dilakukan melalui pembahasan mendalam seperti yang di-
kenal di masyarakat subz Sasak (Lombok} dengan "begundem®. Lihat Mohammad Koesnae, pidato Guru Besar di Kotholieke

Universiteit te Nijmegen, Belonda, "Musjawarah: Een Wijze van Volksbesluit-vorming Volgens Adatrecht™, 20 Marer 1969,
hal 11-15.

®  Hilman Hadikusuma, Op.Cit,, hal. 103.
® Mansocr, dkk., Scjarah Minangkabau, Bhratara, Jakarta, 1970, hal. 55.
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ada pula gagasan kedaulatan Tuhan yang menyatu dengan Kedauiatan Raja seperti di Jawa
yang atas pengaruh agama Hindu menganggap raja sebagai salah satu unsur tritunggal
kekuasaan®. Kedaulatan raja-raja berlaku di kerajaan, kedaulatan rakyat berlaku di pedesaan.
Kedua tradisi kedaulatan ini dipertentangkan secara diametral oleh para tokoh pergerakan,
sehingga dikenal istilah "Daulat Rakyat" versus "Daulat Tuanku" yang dipopulerkan Hatta™,
Agaknya, tradisi daulat rakyat yang tumbuh dari desa inilah yang menjadi pilihan pendiri
republik sebagai acuan dalam merumuskan prinsip dan lembaga permusyawaratan-perwakilan
dalam UUD 1945. Sayangnya, tradisi demokrasi desa ini, setelah diambil inspirasinya dalam
rangka perumusan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, tidak memperoleh peluang yang cukup
untuk berkembang lebih lanjut dalam praktek setelah kemerdekaan. Setelah jiwanya disarikan
menjadi rumusan UUD, lembaga demokrasi desa itu cenderung mengalami kemunduran yang
sistematis selelah kemerdekaan. Dalam kasus demokrasi di pedesaan Jawa, misalnya,
kemunduran itu disebabkan karena terjadinya polarisasi masyarakat setelah kemerdekaan dan
konflik mengenai ‘land-reform’ pada tahun 1960 dan sebelum G.30 S./PKI®. Selain itu,
program-program pembangunan pertanian oleh Pemerintah sejak 1960-an, terutama setelah
percobaan kudeta gagal tahun 1965, juga mempercepat peningkatan fungsi ekonomi kepala
desa sehingga para lurah lebih berfungsi administralif untuk melayani kepentingan Pemerintah
Pusat™. Kedua fakior ekonomi dan politik ilu mempercepat proses transformasi struktural
masyarakat desa, sehingga polarisasi yang terjadi dengan munculnya sistem kekuasaan penjajah

yang dilanjutkan dengan birokrasi baru setelah Indonesia merdeka menyebabkan lembaga-

M Yaitu Dewa, Puhito dan Raja. Sartono, Op.Cit,

53 [Istilah ini dewasa ini dipopulerkan kembali aleh Sri Edi Swasono dalam berbagai tulisannya, Lih. tulisan-tulisannya

mengenai ini yang baltkan secara khusus dilimpunnya dalam satu buku berjudul "Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyai®,
Op.Cit.

B Prijono Tjiptoherijonto, Deniokrasi di Pedesaan Jawa, Sinar Harapan dan LPFE, Jakarta, 1983, hal 101-102.

¥ Dua kejadian pokok yang menurut Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono paling berianggung-jawab afas peru-
bahan itu adalah: "Pertama, fransisi dalam ekonomi desa, yang mulai tampak pada periode penjajahan {pleh karena per-
tumbuhan penduduk dan semakin erainya hubungan antara lurah dengan orang-orang luar desa) dan ini dipercepat pula eleh
program-program pembangunan pertanian pada tahun 1960-an. Kedua, transisi politis yang memperkuat pembatasan wewe-

nang lurah oleh Pemerintall Pusat, terutama yang terjadi beberapa wakiu sebelum tahun 1955 dan tekanan militer seteloh
it " Ihid., hal. 102,

41

Gagasan kedaulatan rakyat..., Jimly Asshiddigle, PASCASARJANA-UI, 1993



lembaga dan tradisi kedaulatan rakyat pedesaan mengalami kemunduran. Setelah merdeka
merdeka, yang diharapkan adalah berkembangnya kedaulatan rakyat gaya baru dalam konteks
negara kesatuan RI. Secara retorik sering dikemukakan oleh para pejabat bahwa gagasan
demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu merupakan pengembangan moderen atas
warisan tradisi kedaulatan rakyat pedesaan Indonesia sendiri yang di desanya telah mengalami
kemunduran ilu. Tetapi masalahnya kemudian sejaumana tradisi kedaulatan rakyat yang dimak-

sud itu benar-benar berhasil dibangun atas dasar UUD 1945 yang mengandung gagasan kedau-

latan rakyat yang telah dimodernisasikan.

3. Kedaulatan Rakyat di Bidang Politik dan Ekonomi dalam Konstitust Berbagal Negara.

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat, teriebih dahulu -
perlu dibahas bagaimana gagasan itu mencakup pengertian demokrasi politik dan ekonomi, dan
bagaimana pula hal itu dirumuskan dalam konstitusi berbagai negara. Kedaulatan rakyat
sebagai konsep mengenai kekuasaan, secara teoritis memang dapat dilihat dar dua hal pokok.
Pertama, menyangkut persoalan ruang lingkupnya, dan kedua berkaitan dengan soal jangkauan
konsepnya. Ruang lingkup kedaulatan itu menyangkut aktifitas alau kegiatan apa saja yang
tercakup di dalam fungsi kedaulatan; sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa
yang menjadi ‘subject and sovereign’ dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu®.

Dalam hubungannya dengan ruang lingkup, pada pokoknya, gagasan kedaulatan rakyat
meliputi wewenang mengambil keputusan, baik di bidang legislasi maupun pelaksanaannya®.
Atlinya, rakyal mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu
ketentuan hukum, dan otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan
ketentuan hukum itv. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa rakyat itu berdaulal, baik dalam

perencanaan, penetapan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap produk-produk hukum yang

# Bandingkan dengan analisis Jack H.Nagel mengenai ‘scope and domain of power', The Descriptive Aralysis of Power,

Op.Cit. yang juga dibahas dalam Mirtam Budiardjo (ed.), Ancka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawe, Op.Cit,, hall4,

% Dalam Encyclopedia Inicrnational, vol.17, Grolier, New York, 1970, hal. 242, dinyataken ..., the individual or group
that legislotes and adminsiters the function of government).”
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mengatur proses pemerintalian yang berkaitan dengan nasib dan masa depan mereka sendiri
sebagai pemilik negara yang bersangkutan. Artinya, dalam konsep demokrasi, pemerintahan

negara merupakan ‘government or rule by the people’™. Hanya saja, dalam pengertian

moderen pengertian pemerintahan di sini tidak lagi bersifal langsung, melainkan pemerintahan

tidak langsung atau perwakilan (representative povernment)®. ‘Representative government’
ini kemudian dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi yang dewasa ini, atas jasa Montesquieu
umumnya dibagi ke dalam tiga fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi judikatif”.
Dalam suatu negara yang benar-benar menganut kedauiatan rakyat, pembagian dalam
ketiga fungsi pemerintahan itu, sama sekali tidnk mengurangi makna bahwa yang se-
sungguhnya berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi pemerintahan itu tunduk kepada kemauan
rakyat atau majelis yang mewakilinya. Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otorilas tertinggi
untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu produk legislatif. Di bidang eksekutif, rakyat
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda
pemerintahan, menjalankan peraturan hukum yang ditetapkannya sendiri. Begitu pula di bidang
judikatif, pada hakikatnya, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan terlinggi untuk mengambil
keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi judikatif ini. Siapapun yang melaksanakan
fungsi-fungsi itu di dalam praktek penyelenggaraan negara, sumbes kekuasaan yang dimilikinya

pada dasamya adalah daulat rakyal.

Sementara itu, dalam kailannya dengan jangkauan kedaulatan (domain of sovereignty),
perlu dikemukakan hubungan antara ‘subject’ dan ‘sovereign’®. Yang dipersoalkan siapakah
yang berdaulat dan apa atau siapa yang didaulat. Mengenai yang perlama, sebagaimana di-

uraikan di muka, dikenal adanya 5 ajaran mengenai kedaulatan dalam sejarah, yaitu Kedaulatan

¥ Miriam Budiardjo, Op.Cit,
% *In modern democracy, both ideals (individual rights and equality: pen) find their highest fulfilment and justification in
the citizen's right fo participation in government, the ‘Govemment of the People’ (Lincoln). This, in modem states, means
representative government through elected deputies.” Wolfgang Friedmann, Legal Theory, Stevens & Sans, London, 1967,
hal 419.

¥ Baron de Montesquieu, L'Esprit des Lois, 1748.
®  HLAHar GpCit.
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Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Rakyat serta Kedaulatan Hukum.
Namun, sejauh mengenai apa atau siapa yang didaulat oleh pemegang kedaulatan ini, timbul
problem ilmiah yang tidak mudah. Secara teoritis alau demikianlah kenyataannya dalam
sejarah, yang dapat didaulat itu adalah orang atau barang. Dalam sejarah, kedua hal ini
dibedakan orang sejak zaman Romawi kuno melalui konsep ‘imperium’ versus ‘dominium’.

‘Dominium’ merupakan konsep mengenai ‘the rule over things by the individuals’, sedangkan

‘Imperium’ merupakan konsep mengenai ‘the rule over all individuals by the prince’®

Pembedaan antara konsep kekuasaan politik dan ekonomi tersebut mudah dipahami, jika
hubungan kekuasaan yang dipersoalkan adalah dalam konteks ajaran Kedaulatan Raja. Jika
yang berdaulat itu adalah Raja, maka yang didaulat oleh Raja itu dari segi politik tentunya

adalah rakyatnya (rule over individuals by the prince) dan dad segi ekonomis adalah kekayaan

kerajaan itu (rule over things by individuals). Karena itu, memang relevan untuk membedakan

antara konsep ‘sovereignly’ dan ‘property’ seperli terjadi dalam sejarah. ‘Sovereignty’
(kedaulatan) adalah konsep mengenai kekuasaan Raja terhadap orang, sebagaimana ‘imperium’
yang merupakan wilayah politik yang dikuasai oleh Raja. Sedangkan ‘property’ (hak milik)
adalah konsep mengenai kekuasaan Raja terhadap benda sebagaimana ‘dominium’ dalam
sejarah Romawi®2. Tetapi, dalam paham kedaulatan rakyat, yang didaulat daci segi politik
tentu saja bukan person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai ke-
seluruhan. Hubungan kedaulatan bukan lagi terjadi antara Raja dengan Rakyatnya, letapi antara
rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara itu sebagai keseluruhan. Karena
itu, tidak lagi relevan untuk memisahkan kedua konsep ‘imperium’ versus ‘dominium’ itu
secara diametral. Rakyat menurut paham moderen sekarang, berdaulat baik di lapangan politik
maupun di lapangan perekonomian.

Dengan demikian, sebagaimana kekuasaan Raja dalam paham Kedaulatan Raja yang
meliputi aspek politik dan ekonomi, maka kedua aspek politik dan ekonomi ini tetap tercakup

dalam kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat dalam paham Kedaulatan Rakyat. Artinya,

af

Baron de Montesquieu, L*Esprit des Lois, Book XXVI, Chapter 15, 1748, dalam Morris R. Cohen, Op.Cit., hal.41-49.
a2 .H?_ld_
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datam paham kedaulatan rakyat, gagasan mengenai kekunsaan fertinggi itu tetap meliputi
bidang polilik dan bidang ekonomi. Rakyat berdaulat untuk mengambil keputusan final, baik
mengenai kehidupan politik maupun perekonomian negara. Karena itu, dalam hubungannya
dengan pengerlian ‘subject and the sovereign’, periu dikemukakan adanya pengertian mengenai
kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam kedua bidang ini. Kedaulatan rakyat di bidang politik
dapat disebut demokrasi politik, sedangkan kedaulatan rakyat di lapangan ekonomi dapat di-
sebut sebagai demokrasi ekonomi.

Pembedaan kedua konsep ini selama ini harus dipahami semata-mata karena produk
sejarah yang timpang atau ‘tidak‘ senonoh’ seperti istilah Hatta. Seperti dikemukakan di atas,
gagasan yang diwarisi peradaban moderen dari tradisi Romawi, memang memisahkan
pengertian ‘dominium’ dari ‘imperium’ secara diametral. ‘Dominium’ dipahami sebagai konsep

mengenai ‘the rule over things by the individuals’, sedangkan ‘Imperium’, konsep mengenai

‘the rule over all individuals by the prince’®. Perbedaan ini terus dikembangkan dalam

sejarah sampai sekarang, bahkan dilembagakan dalam studi ilmu hukum melalui pembedaan

antara konsep hukum publik dan hukum privat. Kedua bidang hukum ini dikembangkan

dengan objek yang terpisah satu sama lain. Hukum publik menyangkut kepentingan umum,
sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Seperti dikatakan oleh
Montesquieu, dengan hukum publik (political law), kita memperoleh kebebasan (liberly);
sedangkan dengan hukum perdata (civil), kita memperoleh hak milik (property). Keduanya,

menurut Montesquieu, tidak boleh dicampuradukkan dan dikacaukan satu sama lain, "... we

must _not apply the principles of one to the other", katanya®.

Akibatnya, bersamaan dengan berkembangnya gagasan kedaulatan rakyal di Eropah

maka pengertian demokrasi atau kedaulatan rakyat itupun memperoleh tekanan hanya pada

aspek politiknya saja. Inilah yang dikatakan oleh Hatta sebagai perkembangan gagasan

& jbid, hal 41.

“ Ibid,
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kedaulatan rakyat yang berjalan tidak senonoh®. Rakyat dipahami hanya berdaulat di bidang
politik, sedangkan nasib mereka di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemauan
masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya. Kenyataan
bahwa ada di antara mereka yang miskin atau tidak berhasil, itu semata-mata karena kesalahan
mereka sendir. Inilah prinsip-prinsip yang dijalankan sistem demokrasi liberal dimana setiap
manusia dianggap bertanggung jawab unluk dan atas dirinya sendiri.

. Karena itu, sejalan dengan berkembangnya gagasan konstitusionalisme moderen,
pandangan seperti ini, mempengaruhi proses perumusan konslilusi di banyak negara barat.
Masalah susunan sosial dan ekonomi rakyat dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak ada
sangkut pautnya dengan negara. Kegiatan manusia dibagi secara diamelral antara yang bersifat
publik dan privaat, dimana negara hanya mengurus soal-soal publik. Karena itu, susunan sosial
dan ekonomi masyarakat tidak mendapat tempat dalam naskah konstitusi. Hal ini, selanjulnya
mempengaruhi pula sistem hukum yang dijabarkan dari sumber konstitusi itu, dimana hukum
publik dan hukum privaat dipisahkan menjadi dua dunia yang sama sekali terpisah satu sama
lain.

Dalam berbagai teks konstitusi negara-negara barat®, seperi AS¥, Perancis®,

Belanda®, Swiss™, Austria”, Belgium™, Denmark”, Finlandia™, Irlandia®,

% DR Tahun I No.l, hal 2.

% Albert Dlaustein & Gisbert Flanz (ed), Consfitutions of the Couniries of the World Occana, Dobbs Ferry, NY, dengan
suplemen edisi Mei 1991; alau AJ.Peaslee, Constitutions of Nations, Vol.lll, Martinus Nijhoff, The Hague, 1963,

% David P. Curric, The Constitution of the United States: A Primer For the People, The University of Chicago Press,
Chicage-London, 1988.

Y Peaslee, Qp.Cit,, hal 312-329.

Terakhir diubal tahun 1963, Albert Blaunsiein & Gisbert 11.Flanz, Op.Cit; Amos Peaslee, Op.Cit,, hal652-684.

Konstitusi Swiss, terakhir diubah tahun 1964, Blannstein, Op.Cit.; Peaslee, hal932-962; dan Prajudi, Op.Cit.
Konstitusi Austria, terakhir diubah tahun 1964, Amas J. Peaslee, Ibid, hal 24-70.
Konstitusi Belgium, terakhir diubal saliun 1921, Amos I. Peaslee, Ihid., hal 76.91.

»  Konstitusi Denmark 1953, Ibid,, hal253-264.
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Luxemburg’® dan sebagainya, kecenderungan serupa ini jelas terlihat. Soal bagaimana susunan
sosial dan ekonomi masyarakat harus diatur, sama sekali tidak dicantumkan dalam konstituti
karena dianggap bukan merupakan aktifitas negara. Kecenderungan demikian ini juga terlihat
dalam konstitusi negara-negara Asia seperti Jepang’’, semuanya tidak menyinggung soal
sistem perekonomian. Kalaupun ada aspek perekonomian yang dimuat dalam ketentuan
konstitusi-konstitusi itu, hal itu hanya berkenaan dengan kewajiban pajak dan ketentuan
mengenai sistem kevangan dan anggaran negara seperti terlihat dalam UUD Singapura™.
Sedang mengenai sistem sosial dan ekonomi masyarakat sama sekali tidak diatur oleh
konstitusi-konstitusi itu.

Sebaliknya, konstitusi negara-negara eks Uni Soviet”, RRC¥, Vietnam”,
Cekoslovakia®, Bulgaria®, Syria®, Iran™ dan bahkan Republik Federal Jerman®
(sebelum bergabung dengan Jerman Timur), memuat ketentuan mengenai aspek sosial dan

ekonomi ini. Pada umumnya, konstitusi negara-negara komunis, memuat ketenluan mengenai

™ Konstitusi Finlandia, terakhir diubak tahun 1957 Ibid., hal271-286.

Konstitusi Irlandia, teraldiir diubal taliun 1941, Ibid., hal 463-404.

Konstitusi Luxembourg, terakhir diubah talun 1956, Ibid, hal 554-564

Konstitusi Jepang, Ibid., juga lihat Prajudi Atmosudirdjo dkk (ed.), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
Konstitust Singapura, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Ibid.

Konstitusi Soviet, 1986, Ibid,

Konstitusi RRC, 1987, Ibid.

#  Konstitusi Vietnam, 1987, Ibid,

Konstitusi Cekoslovakia 1960, 1987, Ihid,
Konstitusi Bulgarta, 1987, Ibid,

Konstitusi Syria, 1987, Ibid.

Konstitusi Republik Islam iran, 1987, 1bid,

Konstitusi Republtk Federal Jerman, 1987, Ibid,
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tata sosial dan ekonomi ini. Selain negara-negara komunis, negara-negara yang tercatat
mencantumkan ketentuan mengenai hal ini dalam konslilusinya hanya beberapa negara saja,
antara lain yaitu Republik Islam Iran® yang memang memiliki UUD yang agak khas di
zaman moderen sekarang ini. UUD terakhir ini, dapa: dianggap sebagai ‘penyimpangan’ dari
kecenderungan umum negara-negara barat dimana konstitusinya biasanya hanya memuat
ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal-soal politik.

Namun demikian, terlepas dari adanya penyimpangan ini, yang jelas tedihat adanya
kecenderungan bahwa negara-negara Eropah Timur pada umumnya mencantumkan ketentuan
mengenai tata-sosial dan ekonomi ini secara tegas dalam konstitusinya. Sedangkan dalam
konstitusi negara-negara Eropah Barat, pada umumnya tidak memuat soal kekuasaan negara
di bidang ekonomi itu dalam konstitusinya. Hal ini, sebenarnya, dapat dihubungkan dengan
cara berpikir masyarakat Eropah Timur yang bersifat sosialistis atau karena adanya faktor
ideologi negara yang komunistis, yang anti liberalisme dan individualisme ekonomis.
Sedangkan masyarakat Eropah Barat sangat mengagungkan paham liberalisme dan
individualisme, sehingga secara politik semua warganegara mempunyai otonominya
sendiri-sendiri dan secara ekonomis kehidupan mereka tidak terlalu memerlukan atau menuntut
peranan negara. Malahan, pada mula perkembangannya, paham ini justeru menghendaki
peranan negara sekecil mungkin.

Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai tata sosial dan perekonomian itu, timbul
pertanyaan sejauhmana hal itu menunjukkan dianutnya pengectian bahwa kedaulatan itu tidak
saja meliputi kedaulatan politik, tetapi juga dan ekonomi sekaligus. Benarkah negara-negara
Eropah Barat, pada umumnya, menganut pengertian bahwa kedaulatan itu hanya menyangkut
pengertian politik. Sedangkan negara-negara Eropah Timur, pada umumnya, memahami bahwa
pengertian kedaulatan itu meliputi pula dimensi yang bersifat ekonomis. Untuk menyebut
beberapa contoh, berikut ini dapat diperbandingkan struktur atau susun an dari kedua jenis

konstitusi lersebut di atas. Konstitusi-konstitusi jenis pertama, yaitu yang tidak memuat

gagasan mengenai susunan sosial dan ekonomi, misalnya:

¥ Konstitusi Republik Istam Iran, Ibid.
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1) Susunan Konstitusi AS lerdiri atas 26 pasal, tanpa bab. Tak satupun di antara ke 26 pasal
itu yang mengalur mengenai susunan sosial dan ekonomi masyarakat AS®.

2) Susunan Konstitusi Republik Federal Jerman (sebelum bersatu dengan Republik Demokrasi

Jerman)®;

Bab I : Hak-Hak Asasi.

Bab Il  : Federasi dan Negara-Negara Bagian (Laender).
Bab III  : Parlemen Federal (Bundestag).

Bab IV  : Dewan-Dewan Negara Bagian (Bundesrat),
Bab V  : Presiden Federal.

Bab VI : Pemerintah Federal.

Bab VII : Kekuasaan Legislatif Federasi,

Bab VIII : Eksekusi UU Federal dan Administrasi Federal.
Bab Villa : Tugas-Tugas Bersama.

Bab IX : Administrasi Kehakiman.

Bab X  : Keuangan.

Bab XI : Keadaan Bahaya.

Bab XII : Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Kesimpulan.

3) Susunan Konstitusi Swiss®:

Bab 1 :  Ketentuan-Ketentuan Umum,
Bab II : Kekuasaan Federal.
I. Sidang Federal.
A. Dewan Nasional.
B. Dewan Negara.
C. Kekuasaan Sidang Federal.
II. Dewan Federal.
1lI. Konsulat Federal.
IV. Pengadilan Federal.
V. Ketentuan Lain-lain.
Bab Il : Perubahan Konstitusi Federal.
Ketentuan Peralihan.

®  David P. Currie, The Constitution of the United States: A Primer Far the People, Op.Cit,, hal95-116.

¥ Prajudi Atmosudirdjo dkk. (ed.), Konstisusi Republik Federal Jerman (Jerman Barat), Op.Cit.

¥ Konstitusi Swiss, Op.Cir.
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4) Susunan Konstitusi Jepang’':

Bab I :  Kaisar.

Bab Il : Penolakan terhadap Perang.

Bab III : Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Rakyat.
Bab IV : Diet.

BabV : Kabinet.

Bab VI : Kehakiman.

Bab VII : Keuangan.
Bab VIII : Pemerintahan Daerah.

Bab IX : Perubahan-Perubahan Undang-Undang.
Bab X : Undang-Undang Tertinggi.
Bab XI : Peraturan-Peraturan Pelengkap.

5) Susunan Konstitusi Singapura®;

Bagian [ :  Pendahuluan.

Bagian II :  Republik dan Konstitusi.

Bagian IIl  : Perlidungan terhadap Kedaulatan Republik Singapura.

Bagian IV  : Kemerdekaan/Kebebasan Fundamental.

Bagian V . Pemerintahan.

Bagian VI : Kekuasaan Legislatif,

Bagian VII : Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas.

Bagian VIII : Kekuasaan Yudikatif.

Bagian IX : Pelayanan Umum.

Bagian X : Kewarpanegaraan.

Bagian XI : Ketentuan tentang Kevangan.

Bagian XII : Kekuasaan Khusus untuk Menghadapi Kekuatan Subversi dan Keadaan
Darurat.

Bagian XIII : Ketentuan-Ketentuan Umum.

Bagian XIV : Ketentuan-Ketentuan Peralihan.

Dari susunan bagian dan bab-bab konslitusi-konslitusi di atas, dapat diketahui adanya
kecenderungan umum bahwa UUD negara-negara non-sosialis/komuunis, tidak memuat ke-
tentuan mengenai struktur sosial-ekonomi. Kecenderungan seperti terli hat di hampir semua

negdra barat non-komunis maupun di negara-negara Asia, Afrika dan Amerka Latin yang

L

Konstitusi Jepang, Op.Cil.

% Konstitusi Singapura, Op.Cit,
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banyak dipengatuhi oleh negara-negara barat sepexti Perancis, Inggeris, Belanda dan AS™.

Sebaliknya, UUD negaca-negara sosialis-komunis selalu mencantumkan ketentuan mengenai

struktur sosial ekonomi itu menjadi corak khasnya. Kecenderungan demikian itu, terlihat,

misalnya, dalam konstitusi-konslitusi berikut ini:

1) Susunan Konstitusi eks Uni Soviet™:

I. Dasar Sistem Sosial dan Politik URSS.

I1.

Bab 1 : Sistem Politik.

Babll : Sistem Ekonomi.

Bab Il : Perkembangan Sosial dan Kebudayaan.

Bab IV : Politik Lvar Negeri.

BabV  : Pertahanan Tanah Air Sosialis.

Negara dan Individu,

Bab VI : Kewarganegaraan URSS, Persamaan Hak Warpa Negara.

Bab VII : Hak-Hak, Kebebasan-Kebebasan dan Kewajiban Kewajiban Utama
Warga-Negara URSS.

111.Struktur Nasional Kenegaraan URSS.

Bab VIII : URSS Negara Uni.

Bab IX : Republik Uni Soviet Sosialis.
Bab X : Olonomi Republik Soviet Sosialis Otonom.
Bab XI : Daerah Otonom dan Distrik Otonom.
IV.Soviet Perwakilan Rakyat dan Prosedur Pemilihannya.
Bab XII : Sistem dan Prinsip-Prinsip Kegiatan Dewan-Dewan (Soviet) Perwakilan
Rakyat.

Bab XIII : Sistem Pemilihan.
Bab XIV : Wakil Rakyat.

V. Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan URSS.

Bab XV : Soviet (Dewan) Tertinggi URSS.
Bab XVI : Dewan Menlteri URSS.

¥ Di kawasan Pasifik, misalnya, banyak sekali negara yang konstitusinya dipengaruli oleh Konstitusi AS. F.E.Cameron
(¢d.), The Influence of the UL.S. Constitution on Pacific Nations, The Foundation Jor the 21st Century Kapalua Pacific Center,

25-26 September, 1987.

¥ Ammosudirdjo did {ed.), Konsiitusi Soviet, Op.Cit,
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VI.Prinsip-Prinsip Dasar Struktur Badan-Badan Kekuasaan Negara dan Pemerintahan
Republik-Republik Uni.

Bab XVII : Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Republik
Uni.

Bab XVIII : Badan-Badan Terlinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Republik
Otonom.

Bab XIX : Badan-Badan Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Setempat.
VII.Peradilan, Arbitrase dan Kejaksaaan.

Bab XX : Peradilan dan Arbitrase.
Bab XXI : Kejaksaan.

VIIL.Lambang, Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Ibukota URSS.
IX. Kekuasaan Hukum UUD URSS dan Prosedur Pengubahannya.

2) Susunan Konstitusi Vietnam®:

Bab 1 : Sistem Politik Republik Vietnam.

Bab Il : Sistem Ekonomi.

Bab III  : Kebudayaan, Pendidikan, Ihnu dan Teknologi.
Bab IV : Pertahanan Tanah Air Sosialis.

Bab V  : Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara.
Bab VI : Majelis Nasional.

Bab VII : Dewan Negara.
Bab VIII : Dewan Menteri (Kabinet).

Bab IX : Dewan-Dewan Rakyat dan Komile-Komite Rakyat.

Bab X  : Pengadilan Rakyat dan Komisi Pengawas Rakyat.

Bab XI : Bendera Nasional, Lambang Negara, Lagu Nasional, dan Ibukola Nasional.
Bab XII : Kekuatan Hukum Konslitusi dan Prosedur untuk Mengamankan Konstitusi.

2) Susunan Konstitusi Cekoslovakia®:

Bab I : Tata Sosial.

Bab Il  : Hak-Hak dan Kewajiban Warga-Negara.
Bab 111, IV, V, dan VI : (dihapus).

Bab VII : Komite-Komite Nasional.

Bab VIl : Pengadilan-Pengadilan dan Kejaksaan.

% Konstitusi Victnam, Op.Cit.

¥ Konstitusi Cekoslovakia, Op.Cit,
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Bab IX : Ketentuan-Ketentuan Umum dan Akhir

4) Susunan Konstitusi Bulgaria®:

Bab 1l : Hak-Hak Dasar dan Kewajiban Warga Negara.
Bab IV : Majelis Nasional.

Bab V  : Majelis Negara.

Bab VI : Dewan Menteri (Pemerintah).

Bab VII : Majelis Rakyat.

Bab VIII : Pengadilan dan Penuntut Umum.

Bab IX : Lambang, Cap Resmi Negara, Bendera, Ibukota.
Bab X : Pembuatan dan Perubahan Konstitusi.

5) Susunan Konstitusi Syria®:

BAGIAN PERTAMA : Landasan-Landasan Dasar.

Bab 1 : Landasan-Landasan Politik.
Bab 11 1 Landasan-Landasan Perekonomian.
Bab Il : Landasan-Landasan Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab IV : Kebebasan, Hak dan Kewajiban Publik.
BAGIAN KEDUA : Kekuasaan-Kekuasaan Negara.

Bab | :  Kekuasaan Legislatif.
Bab I : Kekuasaan Eksekutif.
(1) Presiden Republik.
(2) Kabinet.
Bab III : Kekuasaan Kehakiman (Judicial).
(1) Hakim dan Jaksa.
(2) Pengadilan Tinggi Konstitusional.

BAGIAN KETIGA : Perubahan Undang-Undang Dasar.

BAGIAN KEEMPAT : Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan,

Cara pandang bangsa-bangsa Eropah Timur dan negeri-negeri sosialis tentang kedautatan

#  Konstitusi Bulgaria, Op.Cit., 1987.

W Konstitusi Syria, Op.Cit, 1987.
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yang meliputi aspek ekonomi itu, sebenarnya lumbuh sebagai reaksi terhadap tradisi Eropah
Barat yang menganggap kedaulatan itu hanya bersifat politik. Datam sejarah, dapat ditelusuri
bahwa paham sosialisme dan komunisme Eropah memang berkembang sebagai reaksi terhadap
liberalisme dan individualisme Eropah Barat. Jadi, wajarlah jika hampir semua konstitusi
negara Eropah Timur yang memuat ketentuan mengenal tata ekenomi yang mereka cila-
citakan. Karena, menurut Stefapovich dalam tradisi yang berkembang di lingkungan
negara-negara sosialis, Hukum Tata Negara dipandang sebagai suatu keseluruhan aturan hukum
yang mencerminkan dan mengatur prinsip-prinsip penting, baik mengenai pemerintahan
maupun mengenai struktur sosial masyarakatnya®.

Khusus untuk lingkungan benua Eropah, misalnya, perbedaan lingkup muatan isi dari
kedua tipe konstitusi ini sangat jelas terlihat, sehingga konstitusi negara-negara Eropah dapat
dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dapat disebut konstitusi politik (political
constitution) seperti terlihat dalam UUD negara-negara Perancis, Belanda, Belgia, Austria,
Swiss, Cyprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, irlandia, Luxemburg, Monaco, dan
Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara-negara USSR,
Buigaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Byelorussia, dan Hongaria yang dapat disebut sebagai

konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social

constitution)'™.

Dari kedua kelompok itu, dapat diketahui bahwa semua negara yang menganut ideologi
komunis, seialu mempunyai UUD dengan tipe kedua, yaitu tipe konstitusi ekonomi dan bahkan
sosial. Artinya, selain berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik, konstitusi negara-negara
komunis itu juga berfungsi sebagat hukum dasar di bidang ekonomi dan bahkan sosial. Tetapi,
tidak semua negara yang mempunyai UUD jenis ini adalah negara komunis. ltalia, misalnya,

bukanlah negara komunis. Demikian pula di beberapa negara non-komunis Asia, konstitusi

w Stefanovitch, Ustavno P'ravo FNR Jugosiavite i Komparativng, 1956, dalam [sivan Kavacs, New Elemenis in the Evolution
of Socialist Constitution, Akademiai Kiado, Budapest, 1968, hal.72. "... the totality of the rules of law *which represent and

bring under regulation the essential principles of the governmental and social struciure™,

1% Mengenai konstitusi-konsitusi ini {ihat Albert Blaustein & Gisbert }.Flanz {ed), Op.Cit.
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sosial ini juga dapat dijumpai. UUD Taiwan (Cina Nasionalis), Syria dan Kuwait, misalnya --

meskipun bukan negara komunis -- dapat dikategorikan sebagai konstitust sosial. Bahkan, di-

adopsinya gagasan sosialis seperti dalam UUD kerajaan Kuwait, sama sekali juga tidak ada

hubungannya dengan gagasan sosialisme, karena Kuwait sendiri bukan negara sosialis (kanan),

apalagi komunis (sosialis kiri). Karena itu, seperli dikemukakan di atas, lebih aman untuk

mengatakan bahwa UUD tipe kedua ini sebagai konstitusi sosfal dimana di dalamnya terdapat

ketentuan dasar mengenat susunan polilik dan sekaligus susunan ekonomi dan balkan susunan
sosial. Tetapi, adanya sifat sosial dalam UUD Kuwait dan Taiwan yang bukan negara sosialis

ataupun komunis itu, tetap menunjukkan bahwa cita-cita sosialisme turut berpengaruly dalam

perumusannya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam gagasan moderen mengenai kedau-

latan rakyat, sejak awal abad ke-20 berkembang pemikiran baliwa rakyat tidak hanya berdaulat
di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi.

Dalam hubungan ini, menarik untuk dikemukakan pendapat seorang sarjana Soviet,
V.F.Kotok mengenai lingkup isi UUD Uni Soviet yang menurutnya mengatur mengenai dua
ketentuan dasar, yaitu kedaulatan rakyat Soviet (termasuk soal dasar ekonomi dari kedaulatan
itu) dan badan-badan kenegaraan Soviet yang merupakan wahana dengan mana kedaulatan
rakyat itu dijamin dan diwujudkan'®. Pendapat Kotok ini mencerminkan pandangan dasar
yang dianut oleh negara-negara yang memiliki konstitusi sosial tersebul di atas mengenai
lingkup ketentuan yang yang hams dimuat dalam UUD. Karena, negara-negara jenis ini
semuanya mengklaim mendasarkan diri kepada paham kedaulatan rakyat. Kuwait sendiri
meskipun negaranya berbentuk kerajaan, tetapi secara formal di dalam konstitusinya diakui
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu pula dalam UUD Taiwan, Syria, Italia dan
negara-negara sosialis maupun komunis, kedaulalan itu berada di tangan rakyat. Rakyat lidak

hanya berdaulat di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi.

Bt Kotok, ‘On the Systent of the Science of Seviet Constitutional Law, SGP, 1959, No.6, hal.70, dalam Isivan Kevacs, 1bid,
hal. 142. Menurutnya, konstitusi Soviet tahun 1936 mengatur dua ketentuan dasar: "(a) the sovereignty of the Sovier people
(including the economic basis of the sovereignly of the Soviet people, the class composition ...; (b} the agencies of the Soviet

state are the carriers of the sovereign power and are called to sufeguard the sovereignty of the Soviet people and the
sovereign independence of the Soviet nations.”
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Memang ada kritik terhadap pandangan ini seperli yang dikemukakan oleh Islvan
Kovacs, seorang sarjana Hongaria, dan juga oleh Kravtsov, seorang sarjana Soviet. Kovacs
cenderung pada pendapat Kravisov yang mengelompokkan lingkup isi UUD negara-negara
sosialis menjadi dua, yaitu "the rules governing the social order" dan "the rules governing Lhe
governmental organization"'®% Jadi, menurutnya yang diatur dalam UUD itu, selain soal
organisasi pemerintahan bukanlah kedaulatan rakyat, tetapi pada pokoknya adalah susunan
sosial masyarakatnya. Istvan Kovacs sendiri cenderung pada pandangan Kravtsov yang ber-
pendapat bahwa soal hak dan kewajiban warga-negara lebih berkaitan dengan soal kepribadian
daripada soal kedaulatan rakyat. Karena itu, menurutnya materi konstitusi Sovietl selain
mengenai organisasi negara itu lebih berkaitan dengan soal susunan sosial daripada soal
kedaulatan rakyat'®.

Namun, tanpa bermaksud untuk turut terlibat dalam perdebatan di antara ketiga sarjana
aliran sosialis di atas, sebenarnya kedua kelompok pendapat ini tidaklah berbeda secara
prinsipil. Memang benar bahwa prinsip-prinsip yang dialur dalam UUD negara-negara sosialis
tersebut di atas meliputi ketentuan mengenai susunan sosial dan politik. Akan telapi, konsep
mengenai susunan sosial (termasuk susunan ekonami) dan politik itu, berkaitan erat dengan
asumsi dasar bahwa keduanya merupakan perwujudan dari gagasan kedaulatan rakyat. Rakyat
dianggap berdaulat, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dan sosial. Gagasan
kedaulatan rakyat yang meliputi kedua bidang ini, kemudian diorganisasikan sedemikian rupa
melalui mekanisme kelembagaan pemerintahan negara sebagai saIuraﬁ bagi pelaksanaan

kedaulatan rakyat itu. Karena itu, dengan kata lain, UUD sosialis itu mencakup ketentuan dasar

17 Menurutnya: "The two principal scopes are (a) the rules governing the social order, here included the civie rights and
duties, and (b) the rules governing the governmental erganization.™ Ihid.

! Oleh Kovacs dinyatakan: "} am ... in agreement with Kravisov's remark that the opinion advanced by Kotok necessarily
relegated to the background relations of the civic rights and duties which are associated with the personality of the citizens
rather than with popular savereignty. It is for this reason that the subject-matter of the first principal scope is here aitached
to the category of the social order and not that of popular sovereignty. The dispute has nof yer been setiled. Yer whatever the
last ward witl be, it remains the merit of Kotok that he was the first to altempt a definition of the principal scepes as problems
of primary significance from considerations of the whole system of a constitution.” Ibid,, hal, 143.
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mengenai susunan sosial dan mengenai susunan organisasi negara, seperti yang dikemukakan
oleh Kravtsov maupun Kovacs tersebut di atas.

Pandangan yang berkembang di kalangan sarjana sosialis ini, menawarkan perspektif
yang tidak lazim dalam studi hukum tata negara pada umumnya, dan karena itu cukup menarik
untuk itu cukup menarik untuk dijadikan bahan perbandingan dalam rangka memahami
gagasan-gagasan yang berkembang di Indonesia. Setidak-tidaknya, dari kutipan dan uraian di
atas, dapat di ketahui bahwa ternyata secara konseptual pembahasan mengenai cakupan‘
pengertian gagasan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi, memang telah
berkembang di kalangan ahli hukum tata-negara sosialis, Karena itu, UUD 1945 yang juga
memuat gagasan kedaulatan rakyat dengan cakupan makna politik dan ekonomi seperti
dikemukakan dalam bab terdahulu, merupakan fenomena yang juga lazim terjadi di lingkungan
negara-negara sosialis. Keccndeningan unluk mengartikan konsep kedaulatan mencakup aspek
politik maupun sosial-ekonomi inj, muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kelemahan yang
timbui karena perkembangan demokrasi liberal yang dikritik oleh Hatta sebagai perkembangan
yang tidak ‘senonoh’'®.

Dengan demikian, tidaklah rasional unluk membatasi cakupan makna kedaulatan rakyat
sebagai konsep kekuasaan teninggi, hanya dalam bidang politik saja. Karena, baik aspek politik
maupun aspek ekonomi, secara potensial, dapat saja menjadi objek kekuasaan. Politik,
ekonomi, ataupun sosial, tidak lebih daripada ‘atribut’ belaka dari objek kekuasaan. Dalam
konsep klasik mengenai hak milik, objek pemilikan dapat berupa benda ataupun manusia.
Orang yang memiliki benda milik tertentu, memiliki kekuasaan (ekonomi) atas benda itu,
seperti halnya orang yang memiliki budak, mempunyai kekuasaan (politik) atas budak yang
dimilikinya. Begitu juga hubungan atasan-bawahan dalam pengertian otoriter, meskipun derajat
hubungannya lebih lunak dibandingkan antara tuan dan budak, tetapi atasan dalam pengertian
tradisional mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertentu terhadap bawahannya. Karena itu,
dalam hubungan dengan gagasan kedaulatan rakyat, dapal dikatakan bahwa bidang ekonomi

maupun politik sama-sama merupakan kategori dari objek kekuasaan yang dimiliki rakyat.

™ Hatta, DR, No.1Jl, hal 2.
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Seperli dikemukakan di atas, dalam tradisi Romawi, keduanya memang dipisahkan.
Tetapi, dalam tradisi Yunani pembedaan keduanya tidak dikenal. Baik ‘imperium’ maupun
‘dominium’ menyatu dalam konsep Yunani mengenai kekuasaan'®®. Artinya, pembedaan ini
semata-mata karena kebuluhan praktis yang dalam perkembangan sejarah kemudian
dilanggengkan melalui proses pelembagaan sedemikian rupa, sehingga orang tidak lagi
mengenal bahwa pada mulanya keduanya berasal dari satu konsep yang sama, Karena jtu,
dalam kaitannya dengan kebutuhan sekarang, sekurang-kurangnya untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, pemisahan kedua konsep ini, dapat saja dipersoalkan kembali. Apa lagi, dalam
perkembangan studi hukum dewasa ini, pemisahan yang kaku antara hukum perdata versus
pidana, atau antara hukum privaat versus hukum publik sudah tidak lagi dapat dipertahankan
secara mutlak sebagaimana sebelumnya'. Konsep kedaulatan itu sepalutnya dipahami
kembali secara utuh dalam arti mencakup, baik dalam dimensinya yang bersifat politik maupun
ekonomi. Dalam hubunganonya dengan paham kedaulatan rakyat, yang harus dikuasai oleh
rakyat tidak hanya aspek politik dari kehidupan bernegara, tetapi juga sumberdaya ekonomi.
Sehingga, yang disebut demokrasi atau kedaulatan rakyat itu secara lengkap sebenarnya
meliputi pengertian demokrasi politik maupun ekonomi. Artinya, yang menjadi subjek
kedaulatan yang dipegang sang ‘Sovereign’, dapat meliputi subjek di bidang politik, yaitu
individu-individu manusia ataupun keseluruban individu yang menjadi subjek hukum dalam
suatu negara, dan dapat pula meliputi objek hak milik ekonomis. Sehingga, di samping
berdaulat secara politik, rakyat pemegang kedaulatan itu juga berdaulat dalam ekonomi.

Pengertian demikian inilah yang melahirkan konsepsi mengenai demokrasi ekonomi dan
politik di zaman sekarang, yang pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia sudah dibahas
secara luas oleh tokoli-tokoh pergerakan. Soekarno sendiri mempergunakan istilah demokrasi

politik dan demokrasi ekonomi untuk menyebut gagasan kedaulatan rakyat yang ingin di-

15 Ibid, hal. 65-67.

10 Jimly Asshiddigie, Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi itu, konsep mengenai kekuasaan tertinggi otau kedaulatan sudah
Islam dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hulum Pidana di Indonesia, tesis 52, Fakultas Pasca Sarjena Bidang Hatu
Hulam, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
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kembangkan dalam rangka Indonesia merdeka'”. Gagasan inilah yang kemudian dirumuskan
menjadi pokok pikiran UUD 1945. Tidak jelas, apakah justeru Soekarnolah yang pertama kali
menggunakan istiah demokrasi ekonomi dalam literatur politik dan hukum. Sebelumnya,
Hatta sendiri hanya menggunakan istilah kedaulatan rakyat bidang ekonomi'® sebagai
antitesis gagasan kedaulatan rakyat bidang politik. Tetapi, baik Soekarno maupun Hatta pada
pokoknya mempunyai maksud yang sama yaitu melakukan kombinasi kreatif terhadap paham
demokrasi liberal yang sedang mengalami krisis dengan gagasan-gagasan koleklivisme baru
yang juga sedang populer di Eropah sendiri, terutama atas pengaruh aliran sosialisme'®.
Sebelum Soekarno dan Hatta, istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi memang
belum begitu dikenal. Begitu juga aspek ekonomi gagasan kedaulatan rakyat, belum banyak
dibahas dalam tulisan sarjana liberal barat tentang kedaulatan rakyat. Tulisan-tulisan tentang
demokrasi ekonomi yang jelas-jelas menggunakan istilah demokrasi ekonomi, baru muncul
sekitar paruh ketiga abad ke-20 seperti dari Martin Carnoy dan Derek Shearer (1980)'°,
Geoff Hodgson (1984)'!, Robert Dahl (1985)''? dan lain-lain. Tulisan-tulisan lain,
umumnya tidak secara jelas memakai istilah ini, meskipun bermaksud mengemukakan hal yang
sama ferutama atas pengaruh aliran sosialisme modcren. Kecenderungan seperii ini dapat

ditemukan, misalnya dalam karya-karya para ahli seperti Brian Barry (1970)'", Arhuc

17 Soekarno dalam Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, mengenai demokrasi politik + demokrasi ckonomi = demokrasi sosial
yang dijadikan konsep dasar perumusan demokrasi dalare UUD 1943; Karangan ini berasal dari "Demokrasi Politik dan

Demokrasi Ekonomi®, FR. No. 13 Tahun I, 23 Okicber 1932, hal 2-3 yang disambung dalom No. 19 Tahun I, 4 Nopember
1932, hal. 3;

48 Bandingkan FR No.13/ dan No.19/l, Ibid. dengan tulisan Hatia yang justeru lebil dulu daripada Sockarno, dalam DR.
edisi No.1 Tahun I, 20 September 1931, hal. 2.

1% Lihat tulisan Hoita dalam DR, edisi No.1 Tahun I, 20 September 1931, hal. 2, dalam DR. No.I2 Telun I, 10 Januari
1932, hal 2-3 tensang "Demokrasi Asli Indonesia dar Kedaulatan Ra’jat*, atau dalam tulisan-tulisan lainnya yang tersebar.

" Martin Carnoy and Derek Shearer, Economic Democracy. The Challenge of the 1930's, Sharpe, New York, 1930.

' Geoff Hodgson, The Democratic Economy: A New Look At Planning, Markets and Power, Penguin Books, 1984.

M2 Robert Dahl, A Preface to Economic Demacracy, The Universily of Chicage Press,Clicago, 1956.

' Brian Barry, Sociologists, Economisis and Democracy, Collicr-MacMillan, London, 1970,
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Brittan (1977)'", Fredreick Hayek (1973)'", Michael Poole (1986)"¢, Anthony Downs
(1957 dan sebagainya, termasuk dalam karya tokoh berpengaruh seperti Joseph
Schumpeter (1943)""°.

Munculnya corak sosial-ekonomi dalam konsep kedaulatan rakyat ini, berkaitan dengan
munculnya aliran sosialisme dan konsep ‘welfare stale’ di Eropah. Kegiatan sosial-ekonomi
yang sebelumnya dianggap sebagai kegiatan privaat tiap pribadi rakyat di luar jangkanan fungsi
negara, berubah menjadi bagian dari lingkup tanggung jawab negara kesejahteraan. Akibatnya,
pandangan mengenai lingkup matetri yang harus dicakup dalam konstitusipun mengalami
perubahan. UUD, yang dalam tradisi negara-negara Eropah barat dan Amerika, hanya bersifat
politik berkembang menjadi konstitusi sosial dan ekonomi seperti yang terlihat dalam UUD
negara-negara sosialis. Perkembangan ini terutama terjadi setelah munculnya pengaruh
sosialisme terhadap perumusan UUD, dimulai dengan perumusan UUD Uni Soviet tahun
1936'"°, Sejak itu, selain memuat ketentuan mengenai susunan kenegaraan, materi UUD
negara moderen juga dimuat ketentuan dasar mengenai susunan sosial dan ekonomi
masyarakat.

Dari vraian di atas, dapat diketalini bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang kemudian
menjadi muatan UUD 1945 memang diliputi oleh pemikiran khas Indonesia. Berbagai pemi-
kiran maupun pengalaman praktek yang pernah tumbuh dalam praktek di berbagai masyarakat

Nusantara, dikembangkan menjadi pilihan konseptual dalam rangka kebutuhan akan konslitusi

14

Arthur Brittan, The Privatised World, Routledge & Kegan PPaul, London, 1978.

"5 Fredreick Hayek, Economic Freedom and Representative Governnient, 1973,

M4 Michael Poole, Towards A New Industrial Democracy, 1936.

1w Anthony Downs, An ficonomic Theory of Democracy, Harper and Row, New York, 1957,

1 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen & Unwin, London, (1943-) 1961,

19 Aliran sosialisme ini juga berpengaruh terhadap perumusan Konstitusi Liberal. Tetapi berbeda dari konstitusi sosialis
yang mengembangkan gagasan kedaulatan rakyal, pengaruh sosialisme terltadap konstitusi negara-negara liberal terlihat
dalam perluasan pengertian mengenai HAM yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi liberal itu, sehingga mencakup di-

mensinya yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya seperti yang terecrmin dalam kovenan-kovenan yang diletapkan oleh PBB
seielah Pernyaiaan Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948.
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Indonesia moderen. Pilihan konseplual itu juga dirumuskan sebagai kombinasi yang seimbang
antar berbagai pemikiran dan pengalaman berbagai negara barat moderen, sehingga perumusan
gagasan kedaulatan rakyat Indonesia tidak terjebak dalam ekstrim individualisme ataupun
ekstrim kolektivisme. Semangat yang sama juga tercermin dalam gagasan mengintegrasikan
pengertian demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam konsep kedaulatan rakyat itu. Para
pendiri republik, di salu pihak, menerima gagasan kedaulatan rakyat sebagai konsep politik
seperti berkembang dalam tradisi Eropah barat dan negara-negara liberal lainnya, dan di pihak

lain menerima pula gagasan kedaulatan rakyat sebagai konsep ekonomi seperti yang ber-

kembang di lingkungan negara-negara sosialis.

B. KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945,

1. Ajaran Kedaulatan dalom UUD 1945,

Lazim dipahami bahwa UUD 1945 menganul ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara
tegas dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"'?®. Akan tetapi,
apabila diteliti lebih mendalam terutama dengan turut mempertimbangkan perumusan dan
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD
1945 itu, dapat dikatakan bahiwa UUD 1945 itu juga menganut ajaran kedaulatan selain
kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan dipahami sebagai konsep mengenal kekuasaan tertinggi,
maka konsep mengenai ke-Maha Kuasaan Tuhan yang dirumuskan dalam alinea ketiga
Pembukaan UUD 19435, misalnya, adalah juga merupakan konsep mengenat kekuasaan tertinggi
itu.

Dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, digunakan istilah "Atas berkat rahmat

Allah Yang Maha Kuasa"'?, sedangkan dalam rumusan Pancasila yang lertuang dalam alinea

®  Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit.

Bt naias berkat ralnat Allalt Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkchidupan

kebangsazn yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Ibid.
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keempat UUD 1945, istilah yang digunakan adalah "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Demikian
pula perkataan yang digunakan dalam rumusan Pasal 29 ayat (1), adalab *Ke-Tuhanan Yang
Maha Esa", bukan "Ke-Tuhanan Yang Maha Kuasa". Artinya, dalam UUD 1945 ini diakui
adanya konsep mengenai "Ke-Maha Esaan Tuhan" dan "Ke-Maha Kuasaan Tuhan" sekaligus.

Dalam UUD 1945, cita ke-Tuhanan dapat ditemukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kalj
dalam Pembukaan dan satu kali dalam Batang Tubul. Sedangkan kata >agama’ dirumuskan dua
kali, masing-masing dalam Pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Waki! Presiden, dan
Pasal 29 ayat (2) tentang kemerdekaan beragama. Karena itu, cita ke-Tuhanan dan keagamaan
merupakan dua hal yang erat berkaitan dalam UUD 1945'2 Dalam rumusan Pancasila yang
tercantum pada alinea keempat Pembukaan ditegaskan bahwa kemerdekaan kebangsaan
Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula dalam rumusan Batang Tubuh UUD 1945, paham ke-Tuhanan Yang
Maha Esa ini juga ditegaskan sekali lagi dalam Pasal 29 ayat (1) yang dilengkapi pula dengan
jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu seperti dirumuskan dalam ayat (2) Pasal 29
itu. Bahkan, dalam Pasal 9 ditentukan pula bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden
dan Wakil Presiden diwajibkan bersumpah menurut agamanya dengan didahului oleh kata-kata
"Demi Allah, saya bersumpah..."'”. Semua ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengandung

pengakuan yang sangat tegas mengenai cita ke-Tuhanan dan keagamaan bangsa Indonesia

3 Pasal 20 ayat (2} yang sering ditafsirkan memberikan dasar bagi adanya aliran kepercayaan non-agama, sebenarnya
tidak mungkin dilepaskan dari cita keagomaan itu. Bab XI UUD 1945 yang berisikan Pasal 29 ayat (1) dan (2) ifu sendiri
adalak Bab mengenai Agama. Karena itu, rumusan "Negara menjamin kemerdckaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 29 ayat (2} ity, tidak dapat
sidak, haruslah dipahami sebagai jaminan kemerdekaon beragama dalam arti positif dan jaminan kemerdekaan unfuk
menjalankan ibadat menurut agama yang dipeluk masing-masing ifu,

123 I_!ﬁ-
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dalam konteks kehidupan kenegaraan.

Dengan demikian, baik konsep "Ke-Maha Esaan Tuhan" maupun "Ke-Maha Kuasaan
Tuhan" yang berkaitan erat dengan cita keagamaan dalam rumusan UUD 1945 itu, merupakan
kerangka pikiran yang penting sebagai perwujudan cita ke-Tuhanan bangsa Indonesia dalam
konteks kehidupan bernegara. Konsep ke-Maha Esaan Tuhan dirumuskan dalam Pembukaan
(alinea keempat) maupun dalam Batang Tubuh (Pasal 29 ayat 1), sedangkan konsep ke-Maha
Kuasaan Tuhan dirumuskan dalam alinea ketiga Pembukaan'®.

Kedua konsep ini, jika dihubungkan dengan pandangan Islam mengenai negara, nampak
sangat mirip. Dasar kekuasaan negara itu dalam pandangan Islam, seperli sudah diuraikan
terdahulu dilandasi oleh konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah) dan konsep kedaulatan Tuhan
(ke-Maha Kuasaan Tuhan)'®. Dengan konsep ke-Maha Kuasaan Tuhan, manusia dituntut
untuk memutiakkan Allahj dan dengan konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Tuhan), manusia
dituntut untuk menafikan (imenegasi) semua benluk *tuhan’ yang selain Allah dan menyembah
hanya kepada Allah Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang patet disembal.
Artinya, dengan konsep Tauhid ilu, semua orang dan semua makhluk Tuhan haruslah
dinisbikan (relatif), tidak mutlak'®, Karena itu, dalam rumusan Pancasila, sila kemanusiaan
yang adil dan beradab adalah rumusan sila kedua setelah sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Hubungan-hubungan kemanusiaan itu merupakan konsekuensi langsung dari konsepsi Pancasila

dan UUD 1945 mengenai konsep ke-Tuhanan YME dan konsep ke-Maha Kuasaan Tuhan.

br g M

1B Seperti dikatakan olch Muhammad Asad, berdasarkan al-Quran suvat Ali Imran ayat 26, kekuasaan yang dimiliki manusia

itu pade pokoknya hanyalal sekedar amanat dari Allal SWT., Sebuali Kajian tentang Sistem Pemeriniahan islam, SALMAN,
Bandung, 1985, hal.72.

1 Menurut Said Ramadhan, beriolak-belakang dengan konsep ‘teokrasi’ (barat), konsep Islam tentang kekuasaan merupakan

pemberoniakan rotal terhadap segala bentuk pennhanan terhadap sesama manusia. Islamic Law: Its Scope and Equity, dalam
Salim Azzam, Reberapa Pandangan tentang Pemerintalian Islam, MIZAN, Bandung, 1983, hal. 127,
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Karena itu, sangatiah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran
kedaulatan rakyat, juga menganut ajaran Kedaulalan Tuhan'®’, Bahkan, seperli dikemukakan
oleh Ismail Suny, UUD 1945 menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan
Kedaulatan Hukum sekaligus'®, Ajaran terakhir ini, secara jelas dapat dilihat dalam rumusan
UUD 1945 mengenai konsep ’rechtsstaat’ seperti yang disebut dalam Penjelasan Umum dan
Penjelasan Bab [X mengenai Kekuvasaan Kehakiman yang menegaskan kekuasaan kehakiman
sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh Pemerintah'®.

Selain itu, dianutnya ajaran kedaulatan hukum dalam UUD 1945 dapat pula diterangkan
secara filosofis dalam hubungannya dengan Kedaulatan Tuhan maupun Kedaulatan Rakyat.
Menurut Ismail Suny, kedaulatan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah
SWT®, Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat.
Rakyatlah kemu dian yang memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme
kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu, pada hakikatnya,
adalah penyelengga raan kedaulatan Tuban oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba
Tuhan. Pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, betbangsa dan

bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantaraan wakil-wakilnya. Hasil per-

1% Dianutnya tcori Kedaulatan Tuhan disini haruslah dibedokan dori ajaran Kedaulatan Tuhan dalam konsep “ieokrasi’ yang
pernalt muncul dalam sejarah barat, Dalam teckrasi barat, perwujudan Kedaulatan Tuhan itu dalam prakzek dijelmakan dalam
pribadi Raja (Kepala Negara) ataupun dalam Hukun: yang penafsirannya diluasai olel Raja juga. Karena itu, muncul konsep
‘Raja-Pendeta’ seperti halnya konsep 'Raja-Dewa’ dalam sejarah Kerajaan Hindu-Jawa tempo dulu (fih. Sartono Kartodirdjo,
Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium, Jiltd I, Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 48).
Berlainan dengan itu, gagasan Kedaulatan Tuhan dalam perspekiif Pancasila ini, justeru terjelma dalom pahom Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab, yang tidak boleh memuilakkan sesama manusia. Karena ifu, dalam hubungan kenegareen, Kedaulatan
Tuhan itu terjelma pula dalom palam Kedaulatan Rakyat yang cgaliter. Oleh sebab itu, gagasan Kedaulatan Tuhan dalam
UUD 1945 sama sekali tidak bersifat teckratis. Istilah teokrasi itu sendiri, menurut Majid Khadduri, pertama kalt dipakai oleh
Flavius Josephus untuk memperlilathan ciri negara Yahudi pada permulaan era Kristen (kL 37-100 Maschi), tetapi kemudian
dipergunakan oleh J. Wellhausen secara tidak tepat untuk menyebut tipe negara-negara Arab. Lih. Tahir Azhary, Negara
Hulaim: Suaiu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periade Madinah dan
Masa Kini, disertasi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jokarta, 1991, hal. 100.

2 Irmail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hal. 8.

¥ "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung

dengan itu, harus diadakan jaminan dolam undang-undang tentang kedudukan para hakim.” Penjelasan Pasal 24 UUD 1945,
Op.Cit.

10 Jsmail Suny, Opt.Cit. hal.7

64

Gagasan kedaulatan rakyat..., Jimly Asshiddigle, PASCASARJANA-UI, 1993



musyawaratan rakyat itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam
bentuk ketetapan-ketetapannya, dan oleh DPR bersama-sama Presiden dalam bentuk undang-
undang. Artinya, kedaulatan rakyal itu dalam kenyataannya tercermin dalam produk-produk
MPR dan produk kekuasaan legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan

DPR"™. Karena itu, secara filosofis, semua TAP MPR dan UU harustah mencerminkan asas

kedaulatan rakyat itu.

2. Perumusan Paham Kekeluargaan dan Hak Asasi Manusia

Kedaulatan rakyat, pertama kali dircumuskan dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang
menyatakan "... Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat"'’’.. Kalimat ini selanjuluya menjadi rumusan
Pembukaan UUD 1945, dan mempengaruhi pula rumusan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR"'®,

Dalam pernyataan ini terdapat dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaituv kedaulatan
negara dalam RI itu berada di tangan rakyat dan kedaulalan rakyat itu diorganisasikan melalui
MPR. Sehubungan dengan yang pertama, timbul soal mengenai arti kata ‘rakyat’. Dalam
paham yang menekankan individu, pengedtian kata rakyat di sini bersifat individuil dalam arti
setiap rakyat sebagai perseorangan. Setiap pribadi rakyat dipandang sebagai individu-individu
otonom yang memiliki hak-hak dan kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan negara. Karena
itu, kedudukan individu dan hak asasinya mendapatkan penekanan di atas negara sebagai
bentuk koleklif masyarakat warganegara. Adanya kolektivitas negara dianggap sebagai hasil
dari kesepakatan bersama antar individu dalam suatu perjanjian bersama. Pandangan seperti

inilah yang populer dalam paham demokrasi liberal barat yang dikenal dengan aliran teori

B Ibid, hal 8.

M1 Berita Repoeblik Indonesia, Tahoen I No.7, Op.Cit.
1 rbid.
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perjanjian masyarakat (kontrak sosial)'® seperti yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes,
John Locke, J.J.Rousseau dan lain-lain'*.

Sebaliknya, dalam paham yang lebih mementingkan masyarakat kolekiif daripada
individu, negaralah yang berada di atas individu rakyal. Kalaupun, gagasan yang dianut adalah
kedaulatan rakyat, maka kata rakyat ilu tidak dilihat sebagai ‘entitas’ (totalitas), bukan sebagai
individu. Diakui bahwa yang berdaulat memang rakyat, tetapi bukan rakyat sebagai individu
seperti dalam paham individualisme dan liberalisme. Akibatnya, individuatitas rakyat cenderung
dianggap kurang penting dibandingkan dengan koleklivitas seperti yang umumnya terdapat
dalam paham fascisme dan totalitarianisme.

Pola hubungan ketiga yang dapat pula dikemukakan adalah pandangan yang didasarkan
kepada paham komunisme yang membagi pengertian rakyat dalam golongan-golongan. Sebagai
contoh, Konstitusi Uni Soviet juga menganut paham kedaulatan rakyat. Telapi, pengertian kata
rakyat disini, bukanlah rakyat sebagai individu, melainkan rakyat sebagai keseluruhan yang
meliputi berbagai golongan dalam masyarakat'*.

Ketiga pola hubungan itulah yang disebut oleh Soepomo sebagai tiga teori yang
mendasari aliran pikiran kenegaraan, yaitu aliran perorangan (individualisme), aliran teori

golongan yang komunistis, dan aliran teori integralistik yang bersifat totaliter™’”. Dalam teori

perseorangan, individulah yang diutamakan, sehingga negara dipandang sebagai masyarakat
hukum yang disusun atas dasar perjanjian bersama antara seluruh individu rakyat dalam

masyarakat yang bersangkutan. Dalam teori golongan, seperti disebut di atas, golongan-

1M Dengan variasi dan perbedaan di sana-sini, cukup banyak ahli yang mendusarkan pemikirannya pada asemsi perjanjian
masyarakal fni.

15 Lihat misalnya Rousseau, Kontrak Sosial, Dian Rakyal, Jakarta, 1939,

M Prajudi Atmasudirdjo dkk (ed.), Konstitusi Soviet, Ghalia Indonesia, Jakaria, 1986, hal 23. Dalam Pasal 1 dan 2
Konstitusi Uni Soviet 1977, misalnya, dinyatakan: “Uni Republik-Republik Soviet Sosialis adalah negara sosialis milik selurult
rakyat, mencerminkan kehendak serta kepentingan-kepentingan haum buruh tani, dan cendekiawan, rakyat pekerja dari selurudt
bangsa dan suku bangsa negeri ini”. "Selurul kekuasaan di USSR berada di tangan rakyat. Rakyat melaksanakan kekuasaan

negara melalui Soviet-Soviet (Dewan-Dewan) Perwakilan. Semun badan negara lainnya berade di bawah pengawasan dari
dan beranggung jawab pada Soviet-Soviet Perwakilan Rakyat”.

7 Lih Pidato Sidang BPUPK! tanggal 31 Mei 19435, dalam Yamin, Op.Cit, hal, 110-£13.
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golongan rakyatlah yang menjadi dasar susunan masyarakat, sehingga negara dipandang
sebagai alat golongan yang kuat (borjuis) untuk menindas golongan lain yang lebih lemah.
Karena itu, Marxisime menganurkan agar golongan yang lemah bangkit mengadakan
perlawanan untuk menindas golongan borjuis itu melalui jalan revolusi. Sedangkan dalam
aliran ketiga, tidak ada pertentangan antara negara dan rakyat. Aliran pikiran keliga ini
memandang hubungan antara rakyat dan negara dalam pengerlian yang total, dan integral.
Aliran ketiga ini disebut sendiri oleh Soepomo sebagai ‘idee totaliter’™®, dan bersifat
integralistik yang menuruinya sesuai dengan aliran pikiran ketimuran'®,

Mengenai corak pandangan integralistik yang bersifat totaliter ini, jika dibaca dalam
konteks sekarang memang terdengar agak janggal. Karena sifat “totaliter’ biasanya selalu
dipahami secara negatif. Akan tetapi, apabila dihubungkan dengan keadaan Indonesia di masa
perjuangan kemerdekaan, terutama pada periode antara Perang Dunia Perlama dan Perang
Dunia Kedua, makna istilah itu memang belum mengandung konotasi yang senegalif
sekarang'®, Dalam bahasa politik kaum pergerakan kemerdekaan, yang menjadi ‘momok’
dan balikan ‘hantu’, bukanlah totalitarianisme, melainkan kotonialisme dan imperialisme yang

diidentikkan dengan paham yang mendasarinya, yaitu individualisme-liberalisme dan

kapitalisme.

1 Istilah *totaliter’ ini dipergunakan sendiri oleh Soepomo beberapa kali dalam mencolba menghubungkan kesesuaian antara
aliran pikiran integralistik yang diprakickkan di Jerman dan Jepang dengan corak susunan fala-negara asli di Indonesia,
dengan menyatakan bahwa “Inilah idee totaliter, idee intcgralistik dari bangsa Indonesia, jang berwudjud djuga dalam
susunan tatanegaranja jang asli.” 1bid, hal. 113. Juga pada hal. 117 dengan menyatakan *Olch karena itu, sasja mengandjur-
kan dan saja mupakat dengan pendirion jang hendak mendirikan negara nasional jang bersatu dalam arti, totaliter seperti
Jang saja uraikan tadi®. Tetapi dalam salah satu makalalinya, Padmo Waliyono mengganii istilal ini dengan ‘totalitas’. Padmo
Walyono, "Integralistik Indonesia®, Jakarta, 1990, hal.2. Dalam catatan kaki mengenai penggantian istilalt ini, Padmo Wal-
yono menyatekan "Pada naskalt asfli teriulis ‘totaliter’, yang menurut hemat kami seharusnya ‘toialitas’, mengingat yang
dimaksudkan adalah suaiu kesatuan yang utul (manunggal-Ganzheit).” Dalam buku beliau yang terbit terakhir sebelum me-

ninggal, makalal ini dimuat kembali, tetapi penggantion istilah tersebut tidak nampak lagi. Padmo Wahyono, Membudayakan
Undang-Undang Dasar 1945, Ind-Hild Co, Jakarta, 1991, hal 27.

% Ibid, hal 112.

1 Seperti dikemukakon oleh Hannah Arrent "Afier the First World War, a deeply anti-democratic, prodidatorial wave of
semitotalitarian and totalitarian movements swept Europe; Fascist movements spread from Italy to nearly all Ceniral and
Eastern European couniries (the Czech part of Czechoslovakia was one of the notable exceptions); yet even Musolini, wiho

was so fond of the term ‘totalitarian state’...”, Totalitarianism (Part Threc of The Origins of Totalitarianism), A Harvesi/iIDJ
Book, 1968, hal 6.
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Komunisme sendiri, meskipun seperti yang dikemukakan dalam bab terdahulu juga tidak
terlalu populer dan bahkan banyak juga ditentang secara eksplisit oleh kalangan pergerakan,
tetap dianggap sebagai musuh terutama karena dalam Perang Dunia Kedua berada dalam satu
front dengan pasukan sekutu yang kolonialistis dan imperialistis. Sehingga kekuatandunia yang
menjadi simbol perfawanan bangsa-bangsa terjajaly, terutama di Asia ketika itu adalah Jepang
dan Jerman.

Dalam sidang-sidang BPUPK], suasana yang meliputi para tokoh pergerakan penuh
dengan ‘heroisme’ anti kolonialisme dan imperialisme. Sehingga, apa saja yang berbau
individualisme dan liberalisme, langsung dikaitkan dengan kolonialisme dan imperialisme yang
dibenci mendarah-daging oleh setiap tokoh pergerakan ketika itu'*'. Adtinya, pikiran-pikiran
yang berbau individualisme memang sangat lidak populer. Sebaliknya, pikiran-pikiran,
pendapat ataupun paham yang menentang atau melawan kolonialisme barat, jusieru populer
atau setidak-tidaknya tidak dikecam sebagai musuli oleh tokoh-tokoh pergerakan ini. Sebagai
contoh, pernyataan tokoh-tokoh seperti Soekarno sendiri, Soepomo dan lainlain dalam
perdebatan di sidang-sidang BPUPKI itu menempatkan Jepang sebagai sahabal. Ini dapat

dimaktumi, karena Ketua BPUPKI sendiri, meskipun tidak aktif dalam rapat-rapat, sebenarnya

adalah seorang perwira Jepang.

Malahan, pendapat-pendapat yang dikemukakan Soepomo, dalam sidang-sidang BPUPKI
sering mengacu kepada strategi Asia Timur Raja buatan Jepang'*?. Kestika menguraikan
pandangannya mengenai leori negara integralistik, Soepomo bahkan merujuk kepada negara

Jerman maupun Jepang, yang ketika itu memang berada dalam satu front melawan sekutu yang

M Karena itu, seperti dikatakan Radjiman sebagai Ketua Sidang BPUPKI ketika itu: "... bahwa Undang-Undang jang kita

bentuk buaf Indoncsia merdeka ini, sidak sadja tidak berdasar pada individualisme tefopi menentangnja duga, memcras,
melebar, memusnahkan individualisme.” Yamin, Op.Cit., Jilid I, hal. 298.

Y1 Qleh Soepomo misalnya, dikatakan: "Tadi sudah diuraikan oleh Ketua Panitia Penjelenggara Undang-Undang Dasar
balwa negara kita bersifat kekeluargaan jalah berdasar atas hidup kekeluargaan, dan bukan sadja hidup kekeluargaan ke
dalam, akan tetapi djuga keluar. Hal ini telal termakiub dalarm pembukaan undang-undang negara jang mengadakan hidup
kekelrargaan Asia Timur Raya. Djadi, dengan demikion, dengan menerima pembukaan itu, kita menerima djuga aliran pikiran
Jjang akan membentuk negara jang berdasar kekeluargaan, tidak sadja terhadap keluarga negaranja, akan tetapi terhadap
keluar, jaitu sebagai anggota dari pada persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun
kita insaf atas kedudukan Indonesia sebagai negara dalam linghungan Asia Timur Raya.”™ Yamis, Op.Cit., hal, 303.
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terdiri dari negara-negara yang menganut paham individualisme-liberalisme seperti Amerika,
Inggeris, Perancis dan negara yang menganut komunisme, yaitu Uni Soviet. Menurut Soepomo,
paham negara liberal yang individualistis maupun paham komunis yang didasarkan atas teori
kelas, sama-sama tidak cocok untuk Indonesia'®. Sebaliknya, paham yang cocok adalah
seperti yang diterapkan di Jerman dan Jepang. Paham yang diterapkan di kedua negara ini
ketika itu, meskipun lazimnya disebut sebagai fascisme dan totalilarianisme, akan tetapi oleh
Soepomo dipuji karena memandang hubungan anlara pemimpin dan rakyat dalam kesatuan'*.

Dari kutipan di atas, jelas bahwa di satu pihak Soepomo -- dan ini mempengaruhi jalan
pikiran banyak anggota BPUPKI lainnya -- menolak pahatn yang berkembang di negara-negara
sekutu yang bersifat liberal dan komunis yang berada dalam satu front dan dianggap
mendukung kolonialisme dan imperialisme; di pihak lain, Soeporno memuji negaratotaliter dan
facist seperti Jerman dan Jepang. Dalam suasana demikian, semua tokoh pergerakan bersikap
sangat anti barat, anti individualisme-liberalisme yang diidentikkan dengan kolonialisme-

imperialisme. Jerman dan terutama Jepang ketika itu menjadi semacam simbol anti

imperjalisme di kalangan tokoh-tokoh pergerakan'*.

¥ Ibid., hal. 110-111.

¥ Menurutnya: "Lain negara, ialah negara Djerman nasional sosialis sebelumnja menjeral dalam peperangan sekarang.
Negara itu berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, ‘das Ganze der politischen Einheir des Volkes’ (integrate theory).

Prinsip ‘pimpinen’ (Fulwung) sebagai Kernbegriff (ein totaler Fulircrstaat) dan sebagai prinsip jang dipakainfa djuga talah
persamaan darah dan persamaan dacrah (Blut und Boden Theoric) antara Pimpinan dan Rakyat”, "Tuan-tuan jang lerltarmat,
dari aliran pikiran nasional sosialis, ialalt prinsip persatuan antara pimpinan dan rakjat dan prinsip persatuan dalam negara
selurulnja tjotjok dengan aliran pikiran ketinuran.” "Kita sekarang menindjau negara Asia, ialah dasar nzgera Dai Nippon.
Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan Iahir dan batin jang kekal antara J ang Malia Mulia Tenno Heika, negara dan
rakjat Nippon seluruhnja. Tenno adalah pusat rachani dari selurult rakjat. Negara bersandar atas kekeluargoan. Keluarga

Tennoo jang dinamakan: ‘Koshitu' ialah keluarga jang terutama.” "Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sestai pula
dengan (jorak masjarakat Indonesia.” Ibid, hal 112,

1% Seperti diakui sendiri oleh Soekarnao: "Apa sebabnja, maka misalnja bangsa Asia selurulinja serempak gembira dengan

kemenangan Dai Nippor pada Rusia pada tahun 1905 ? Tak lain dan tak bukan, olch karena dalam kalbu seluruh bangsa
Asia semua terkandung kehendak meneniang segala pengaruh dari pada imperlisme itu." "Pada wakiu meriam Daf Nippon
ity mengguntur, menggeledek di Port Ariliur dan Selat Tsushima, pada wakiu tentara Rusia berteluk lutut di hadapan
Dijenderal Nogi dan Laksamana Togo, bersuka-rialah segenap bangsa Asia.” "Dalam tahun 1933 Daj Nippon Teikoku mening-
gatkan kursi Volkenbond. Akibatnja perbuatan Dai Nippon Teikoku ini, disambut dengan suka-ria oleh selurult bangsa Asia,
Tidak lain tidak bukan olch karena di dalam kalbu bangsa Asia adalah djiwa dan tenaga menentang imperlialisme sckutu tadi
itw.” "Tuan-tuan jang terhormat! Apa sebabnja ada rasa keketjewaan dalam kalbu bangsa-bangsa Asia, sesudah Dai Nippon
Teikoku selalt menaklukkan Rusie ? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon Teikoku kemudian bekerdja terlalu rapat, terlalu
bersaltabat dengan negara-negara imperialisme. Tidakiah kita melifat, bahwa politik Dai Nippon sesudalt tehur 1905 itu ke-
mudian mendjadi satu politik jang terlalu menjatakan bersahabatan dengan negara-negara imperialisme ? Apa sebab kita
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Jadi, sikap anti imperialisme itu sudah sedemikian rupa sehingga Jepang dan begitu pula
Jerman dianggap sahabat dan bahkan simbol perlawanan terhadap imperialisme. Karena itu,
apresiasi terhadap paham yang dianut oléh Jerman dan Jepang ini oleh kalangan tokoh-tckoh
pergerakan juga harus dimaklumi. Dalam paham kenegaraan di kedua negara ini, terdapat per-
satuan yang erat antara pimpinan dan rakyat. Hubungan antara rakyat dengan Pemerintah diikat
oleh tali kekeluargaan, atau setidak-tidaknya hubungan itu dipersepsikan sebagai hubungan
yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong, tanpa konflik satu sama lain, Paham demikian
ini, di satu pihak dianggap cocok dengan ciri-ciri kultural masyarakat tradisional Indonesia
sendiri, dan juga dipandang penting untuk membangun dan membangkitkan kesatuan per-
lawanan terhadap imperialisme. Persatuan dan kekeluargaan yang dimaksudkan di sini, bahkan
diperluas maknanya tidak hanya ke dalam (internal) tetapi keluar {eksternal) antar seluruh
bangsa Asia di bawah simbol perlawanan Jepang. Karena itu, wajar sekali jika kemudian tidak
ada orang yang menolak dirumuskannya gagasan kekeluargaan dan golong royong untuk di-
jadikan dasar paham kenegaraan Indonesia merdeka. Soekarno dan Soepomo sendiri berhasil
pula menguraikan konsep negara kekeluargaan itu secara jitu, sehingga kesimpulan yang di-
capai bahwa dalam paham kekeluargaan tidak perlu ada asumsi yang bersifat konflik dalam
merumuskan konsep hubungan antara rakyat dan negara, sangat mempengaruhi jalan pikiran '
sebagian besar anggota BPUPKI. Karena itu, dari satv segi, paham kekeluargaan yang di-
rumuskan dalam Penjelasan UUD 1945 sangat mudah sekali dipahami sebagai konsep
kolektivisme ekstrim, dalam arti bahwa paham-paham yang menekankan kedudukan individu
sama sekali dianggap asing dari pikiran kenegaraan Indonesia. Dalam Penjelasan mengenai

pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengatasi segala paham

selurah bangsa-bangsa Asia sedikit ketjewa kepada politik demikian, jung didjalankan olch Dai Nippon Teikoku ? Tidak lain
tidak oleht karena rasa menentang tidok merasa puas dengan adanja politik Dai Nippon Teikoku jang terlalu rapat kepada
negara-negara imperialisme tadi itn.” "Tetapi, sesudal mulai dengan ralun 1933, Dai Nippon Teikoku meninggalkan politik
persahabatan dengan negara-negara imperialisme, meningggaltkan kursi Volkenbond, mendjalankan politik jang semata-mata
dipusatkan kepada Asia, hiduploh lagi kegembiraan itu.” "Tuan-tuan dan njonja-njonja jang teshormat! Kegembiraan itu tim-
bul pula daripada kejakinan seluruly bangsa Asio bahwa untuk menhantjur-leburkan, menggugurkan imperialisme jang hendak
menguasai bangsa-bangsa Asia, adalak sjarat mutlak, jakni persatuan segenap bangsa-bangsa Asio, Persattian segenap tenaga

gerakan Asia. Coordinatic daripada tenaga-tenaga itu, scbagai tuan-tuan dan njonja-njonja mengetahui, terdjadilah di dajam
perang Dai Nippon sekarang ini.” [bid,, hal 204.205,
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golongan dan segala paham perseorangan’,

Dengan pernyataan bahwa negara Indonesia mengatasi segala paham golongan maupun
paham perseorangan, mudah dipahami baliwa paham yang dianut oleh UUD 1945 tidak di-
dasarkan atas teori individualistis ataupun teori golongan seperti dikemukakan oleh Soepomo.
Negara Indonesia itu adalah negara yang mengandung persatuan antara rakyat dan pimpinan-
nya, persis seperti yang dimaksud oleh Soepomo dengan Leori integralistik. Dari segi ini, corak
negara Indonesia itu bersifat sangat kolektivistis dan malah dapat mengabaikan individualitas.
Karena itu, meskipun semula banyak yang mengusulkan agar soal HAM dimuat datam UUD,
Soekarno dan Seopomo berkeras untuk konsisten dengan sistemalika pemikiran integralistik
yang menolak HAM. Menurut kedua tokoh ini dalam pikiran kekeluargaan, HAM itu sudah
dengan sendirinya diakui, sehingga tidak perlu lagi dicantumkan dalam UUD. Dalam Pidato
Soekarno mengawali Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945, dikemukakan dengan tegas
penolakannya untuk mencantumkan rumusan HAM ini dalam UUD'.

Menurut Soekarno, UUD yang sedang dirancang itu adalah UUD yang didasarkan
kepada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu, "Kedaulatan rakyat, sekali lagi, dan
bukan kedaulatan individu", katanya'®. Dengan kata lain, pengerian rakyat itu menurut

Soekarno adalal rakyat sebagai ‘totalitas’. Pendek kata, Soekarno dan juga Soepomo berusaha

M9 "Negara® -- begitu bunjinja -- ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruls tumpah darah Indonesia dengan ber-

dasar atas persatuan dengan mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia’. Dalam ‘Pembukasn’ ini diterima
aliran pengertian Negara Persatuan, Negara jung melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja, Jadi Negara meng-
atasi segala paham golongan, mengatasi segala paliam perseorangen. Negara menurut pengertian ‘Pembukaan’ itu meng-

hendaki persatuan, meliputi scgenap bangsa Indonesia seluruhnja. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.”
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit.

17 rSebenamja soal systeem, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun tidak berupa sebagai kepatusan jang njata daripada
Dolarritsu Zyumbi Tyoosakni, sudalilal kita tentukan. Saja kira, saja bolelt mengatakan bahwa senwa anggota-anggota tefal
memufakati dasar jang didalam sidang pertama daripada Dokuritsu Zyzahi Tyoosakai, jaitu dasar kekeluargaan atau daser
jang saja namokan dasar golong rojong. Tetapi meskipun kita telah deagan diaom-diam menjetudjai dasar kekeluargaan atou
dasar gotong rojong ini, make sesudah ramtjangan UUD ini dibagikan di kalangan anggota-nnggot, kami Penitia didatangi
oleh banjak sekali anggota-anggota jang menanjakan apa sebabnja di dalan: UUD jang kita rantjangkar, misalnja tidak di-
maktubkan hak-hak manusia, hak-lak warganegara, tidak diterangkan disizu, balwa kitapun menghendaki di dalam UUD it
apa jang dinamakan ‘droit de l'homme el du cifoyen’ atau ‘riglys of the citizen’. Kenapa di dalam UUD ini idak dinjatakan.
dengan tegas bahwa misalnja manusia mempunjai hak akan kemerdekaan, bahwa misalnja didjamin keamanan rumali-fangga,
bahwa misalnja didjamin kerahasiaan surat, balvwa misolnja didjamin kemerdekaan mengcluarkan pikiran, balwa misalnja
didjamin hak bersidang dan berkumpul dan lain-lain scbagainja?” Yamin, Op.Cit,, hal. 287-288.

2 Ibid., hal. 297.
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keras meyakinkan bahwa dalam paham kekeluargaan yang hendak dijadikan dasar penyusunan
konstitusi negara Indonesia merdeka, gagasan HAM itu tidak dapat diterima. Apalagi, mereka
berdua sama-sama duduk dalam Panitia UUD dan menjadi Panitia Perancang UUD. Sedangkan
Hatta dan Yamin, tidak termasuk Panitia UUD'". Karena itu, meskipun banyak yang tidak
setuju, tetapi suvasana perjuangan ketika itu memang diwarnai oleh sikap anti-barat yang
individualistik-liberalistik dan kolonialistik-imperialistik, ditambah lagi dengan argumentasi
Soekarno dan Soepomo yang sangat meyakinkan mengenai gagasan anti-individualisme iiu,
maka sebagian besar anggota BPUPKI tidak dapal berbuat apa-apa'®. Perbedaan pandangan
mengenai HAM ini, terutama seperti yang terlihat dalam perdebatan antara Hatta-Yamin di satu
pihak dengan Soekarno-Soepomo di pihak yang lain, pada pokoknya mencerminkan perbedaan
pemikiran mengenai konsep negara kekeluargaan. Di satu pihak, Soekarno-Soepomo menekan-
kan corak kalektivisme. Di pihak lain, Hatta-Yamin meskipun menerima kolektivisme, telapi
diimbangi dengan unsur individualisme paham HAM, yang dianggap sebagai perlindungan
yang sudah seharusnya dijamin dalam UUD untuk menghindarkan kemungkinan menjadi

negara kekuasaan, Karena itu, Hatta dan Yamin berkeras mengusulkan agar perlindungan HAM
ini tetap dimuat dalam UUD',

' Hatta sendiri, datam Rapat Besar BPUPK] yang dipimpin olelt Radjiman tanggal 11 Juli 1945, ditunjuk menjadi Ketug
Fanitia Keuangan dan-Ekonormi, sedangkan Yamin sebagai salah seorang anggota. Afas pembagian ini, Yamin mengajukan
proles agar ia dipindahkan ke Panitia UUD. Akan tetapi, meskipun sebelumnya Soekarno sendiri meminta kepada Ketua Si-

dang agar Yamin dimasukkan ke kelompok yang dipimpinnya, yaitu Panitia UUD, Radjiman tetap tidak memenuhinya. ibid,
hal. 253-254,

®  Karena itu, dengan sedikit bernadn emosionil, Yamin menyatakan: "Supaja amran kemerdekann warga negeri dimasukkan ke
dalam Undang-Undang Dasar dengan seluas-luasnja. Saja menolak segata alasan-alasan Jang dimadjikan unituk tidokmemasukkannja
dan selerusnja dapatiah saja madjukan beberapa alasan puln, sclain daripada jeng dimadjukon cleh anggota jang terhormat Drs.
Moh.Haita tadi. Segala constitusion lama dan baru di atas dunig berisi perlindungan aturan dasar ilu, misalnja WD Dai Nippon,
Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Afuran dasar tidakiah berlutbungan deagaon tiberalisme, melainkan semata-maie suatu
keharusan perlindungan kemerdekaar, jang harus diakui datam UUD. Tetapluft saja minta, su-paja kol ini diundf untuk dimasukkan
afau tidak dalam lukum dasar kita. Alasan-alasan lain dapatlah saja berikan kepada Panitia Perantjung.” {bid,, kal. 330,

B Hatta menyatakan: "Memang kita harus menentang individualisme dan saja sendiri boledt diketakan lebil dari 20 tahun
berdjtiang untuk menentung individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royeng dan hasil usaha ber-
sama. Tetapi satu hal jang saja khawatirkan kelau tidak ada satu kejakinan atau satu pertanggungan kepada rakjal dalam
UUD jang mengenai hak uniuk mengeluarkan suora, jaitu balwa nanti di atas UUD Jang kita susun sekarang ini, mungkin
terdjadi suatu bertukan negara jang tidak kita seiudjui®. "Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin fimbui
suatu keadaan ‘kadaver dicipline’ seperti jang kita liat di Rusia dan Jermau, inilah jang saju Fhawatirkan.” =...*droit de
l'homme et du citoyen’ memang tidak perlu dimasukkan di sini sebab itu semata-mata adalah sfurat-sjarat unfuk memper-
tahankan hak-hak orang seorang terhadap kezalikan raja-raja di masa daludu. Hak-hak ini semata-mata untuk menentang
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3. Pengorganisasian Kedaulatan Rakyat.
a. Penjelmaan Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan rakyat yang merupakan amanat dan bersumber dari Kedaulatan Tuhan ngg
Maha Kuasa seperti diuraikan di atas, dalam kenyataannya diorganisasikan sedemikian rupa
sehingga kedaulatan rakyat terjelma dalam institusi kenegaraan MPR. Dalam hubungan antara
rakyat dengan kekuasaan negara sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu
teori demckrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (representative
democracy). Arinya, kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung di mana rakyat
sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Akan tetapi, di zamnan
moderen sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, hal ini hampir tidak
mungkin lagi dilakukan. Karena itu, yang lebih populer sekarang ini adalah ajaran demokrasi
tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan.

Untuk itu, semua negara moderen pada umumnya mempunyai badan atau lembaga per-
wakilan rakyat yang bertindak sebagai pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat itu dalam
mekanisme kenegaraan sehari-hari. Pengisian jabatan keanggolaan lembaga perwakilan ini,
biasanya dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diikuti oleh partai-partai politik
yang menghimpun dan mengorganisasikan aspirasi, pendapat dan suara rakyat yang berdaulat
itu. Oleh karena ilu, sistem demokrasi atau paham kedauiatan rakyat di zaman moderen ini
tidak dapat dilepaskan dari soal pemilithan umum dan Kepattai-politikao.

Apabila kita tinjau ketentuan UUD 1945, kedua hal ini sama sekali tidak disinggung
secara tegas. UUD 1945 tidak menentukan keharusan dilakukannya pemilihan umum secara
berkala yang dapat memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam pengambilan kepulusan politik
kenegaraan. Kalaupun, misalnya, hendak dilakukan pemilihan umum, bagaimana mekanisme
pelaksanaannya juga tidak disebut dalam UUD 1945, UUD 1945 hanya menentukan adanya

mekanisme permusyawaratan rakyat yang harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam

kezaliman itu, Akan tetapi, kita mendirikan negara jang baru. Hendaklalh kita memperhatikan sjarat-sjarat supoja negara jang
kita bikin jangan mendjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masjarakat baru jang
berdasar kepada gotong rojong, usaha bersama®. Yamin, Op.Cit., hal . 297-298.
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lima tahun'® yang berhubungan erat dengan masa jabatan Presiden yang ditentukan untuk
masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali'®.

Periode lima tahunan ini, apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) mengenai
pengisian keanggotaan MPR, yang harus terdiri atas anggota-anggola DPR ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan
dengan UU'®, dapat ditafsirkan hubungannya dengan pemilihan umum yang hatus dilakukan
uniuk mengisi keanggotaan DPR dan MPR ilu. Apa lagi, dalam Penjelasan UUD 1945
dinyatakan bahwa MPR adalah penjelmaan selurzh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan

penjeimaan selurub rakyat di sini adalah penjelmaan kehendak selurul rakyat (Vertretungs-

organ des Willens des Staatsvolkes). Artinya, keberadaan Majelis ini didasarkan pada

kehendak (aktif) rakyat. Kehendak rakyat itu sendiri seperti diakui dalam Penjelzsan Pasal 3,
bersifat dinamis dan berkembang'®.

Karena itu, Majelis ini haruslah memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran
pikiran yang berkembang untuk menentukan haluan-haluan yaong perlu ditetapkan. Arlinya, ke-
hendak rakyat benar-benar harus dihimpun atas tindakan aktif rakyat itu sendiri. Dalam rangka
penyaluran kehendak rakyat yang demikian itulah diperlukan mekanisme yang lazim dikenal
dengan Pemilu. Bahkan lebih jauh, apabila asas kedaulatan rakyat ini benar-benar sudah
membudaya dalam segenap aspek kehidupan dan di segala lapisan serta golongan masyarakat,
sudah seharusnya semua unsur anggota MPR didasackan pada pilihan kehendak rakyat it
sendiri. Arlinya, bukan hanya anggota MPR yang berasal dari anggota DPR yang harus dipilik

_oleh rakyat, tetapi seluruh wakil golongan dan ulusan-utusan daerah harus benar-benar

mencerminkan kehendak rakyat. Utusan Golongan harus dipilih oleh anggota golongan yang

52 Pasal 2 ayat 2 UUD 1945.
1 pasal 7 UUD 1945.

™ Pasal 2 ayas (1) UUD 1945.

B Bunyi Penjelasan Pasal 3 ini adalah: *Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, naka
kekuasacnnya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dolam 5 tahun Majelis memperhatikan segefa yang terjadi
dan aliran-aliran pada waktu ite dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari”
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diwakilinya dan Utusan Daerah harus dipilih oleh masyarakat daerahnya masing-masing.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme Pemilu oleh rakyat/warga itu merupakan
prosedur yang niscaya dalam rangka penyaluran kehendak rakyat. Hanya dengan demikianlah,
Majelis yang merupakan lembaga pelaku (pelaksana) kedaulatan rakyat itu dapat disebut
benar-benar sebagai penjelmaan (kehendak) seluruh rakyat Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi dengan sistem kepartaian. Karena singkatnya UUD 1945 ini,
ketentuan mengenai partai politik ini juga tidak dimuat. Namun demikian, karena keanggolaan
MPR sebagaimana disebut di atas antara lain terdiri atas anggota DPR, maka untuk mengisi
jabatan keanggotaan DPR itulah diperlukan partai politik. Hal ini didukung pula oleh sikap
politik Pemerintah sendiri yang menghendaki segera tumbuhnya Partai Politik. Hal ini terlihat
dalam berbagai maklumat yang dikeluarkan Pemerintah sejak masa awal kemerdekaan!,
Bahkan dalam terbitan Kementerian Penerangan mengenai "Arli Partai Politik di dalam
Demokrasi” pada awal kemerdekaan, misainya, dinyatakan bahwa kedaulatan rakyat hanya
mungkin diwujudkan dengan perantaraan partai politik'*’. Bahkan oleh Pemerintah dianjurkan
agar masyarakat luas mengambil prakarsa untuk mendirikan partai-partai politik'*®. Artinya,
dalam pelaksanaan kedaulatan yang menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu ada di tangan
rakyat, kedudukan partai-partai politik itu sangal penting. Akan tetapi, dalam rangka pengisian
keanggotaan DPR dan MPR itu menurut sistem UUD (945, kedudukan partai politik itu sendiri
juga bukanlah segalanya. Karena, keanggotaan MPR selain diisi oleh anggota DPR, juga diisi

oleh utusan-ulusan daerah-daerah dan utusan-utusan golongan-golongan. Dalam Penjelasan

B¢ Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945, Berita Republik Indonesia Tahun I No.I, hal.3 kolom 4. *(1} Peme-
rintal menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanja partij-partif itulah dapat dipimpin ke djalan jang teratur
segala aliran paham jang ada dalam masyarakat, (2) Pemerintah berharap supaja partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja
dilangsungkan pemilihan anggouta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946",

17 *Kedaulatan rakjat hanja moengkin diwoedjocdkan dengan perantaraan partai-partai politik... Kalau kita menjetocdjosi
adanja Pemililian Oemoem oentoek membentoek Dewan Perwakilan Rakjal, maka pembentockan partai-partai isoe sebeloem

pemililion oemoem haroes kit setoedjoei poela.” Kemenizrian Penerangan, Arii Partai Politik di dalam Demakrasi, Serie
Pepora, tanpa faliun, hal 20-21.

9 Maklumat Pemerintah No.2 tahun 1945. "Untuk mendorong dan memadjukan tumbulinja pikiran-pikiran politik, maka
Pemerintah Republik Indonesia mengadjurkan kepade rakjat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran

politik dalam negara. Bibit-bibit dari beberapa pariai politik itu sudal timbul sebelum pendjadjshan Djepong, akan tetapi
terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintahan Djepang disini.®

75

Gagasan kedaulatan rakyat..., Jimly Asshiddigle, PASCASARJANA-UI, 1993



Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa komposisi keanggotaan MPR yang demikian ini
dimaksudkan supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah mempunyai wakil dalam
Maijelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebapai penjelmaan seluruh
rakyat. Malah dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ilu juga dinyatakan pula bahwa perumusan
ayat ini berkaitan pula dengan anjuran untuk mengadakan sistem koperasi dan badan-badan
kolektif lainnya seperti Serikat Sekerja dan lain-lain'®.

Dengan demikian, ketentuan yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini, tidak
hanya menampung aspirasi politik rakyat melalui partai, tetapi juga semua jenis aspirasi rakyat
baik menurut daerahnya maupun menurut golongannya ditampung agar mempunyai wakil-
wakilnya di MPR. Menurut Padmo Wahjono, pemerintahan demokrasi perwakilan ini dalam

praktek terdapat dua pola. Pertama, pemerintahan berdasarkan golongan polilik atau partai

yang disebut sebagai "Government by Amateurs". Kedua, pemerintahan yang didasarkan

kepada golongan fungsional yang disebut sebagai "Government by Professionals"'™.

Kedua-dua pola tersebut di alas, pada pokoknya teriniegrasi di dalam ketentuan mengenai
susunan keanggotaan MPR yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 di atas.
Karena itu, selain parai politik, kedudukan badan-badan kolektif di bidang ekonomi
seperti Serikat Pekerja, dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakalan lainnya juga penting dalam
rangka mengisi keanggotaan MPR, sehingga majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadaannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat inilah, MPR
itu dapat dikatakan sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang memegang mandat sepenuhnya
sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, perlu dicatat baliwa menurut Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945, "Kedaulatan itu adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuh nya oleh MPR."

Timbul pertanyaan apakah yang dimaksudkan dengan kata "sepenuhnya" dalam ayat ini?

9 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, Op.Cit. yang menyatakan: "Yang disebut golongan-golongan, ialah badan-badan
seperti Koperasi, Serikat Sekerja, dan lain-lain badan kolcktif. Aturan denikian memang sesnai dengan aliran zaman. Ber-

hubung dengan anjuran mengadakan sistim koperasi dalam ekanomi, maka ayat ini mengingat akan adanja golongan-golongan
dalam badan-badan ekonomi.”

12 Padmo Walijong, Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 115-116.
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Terhadap perianyaan ini, ada dua kemungkinan pengertian yang dapat diambil. Pertama,
kata ‘sepenuhnya’ ilu merujuk kepada pengertian kedaulatan rakyat. Jadi hal ini berarti balhwa
kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu sepenuhnya atau seluruhnya diserahkan kepada MPR
yang akan menjadi pelaku atau pelaksananya dalam mekanisme kenegaraan. Kedua, kata 'se-
penuhnya’ itu menunjuk kepada lembaga MPR, sehingga artinya menjadi lembaga satu-satunya
yang melakukan kedaulatan rakyat. Jika dihubungkan dengan teori Rousseau, kehendak rakyat
yang berdaulat itu (citoyen) dapat disalurkan melalui dua cara. Yang pertama adalah kehendak
seluruh rakyat yang biasa disebut ‘Volonte de tous dan yang kedua disebut “Volonte generale,
yaitu kehendak umum, yang tidak harus berarti seluruh rakyat'®, Kehendak rakyat yang per-

tama, juga biasa disebut "political sovereignty" (kedaulatan politik), dan kehendak yang kedua

disebut "legal sovereignty” (kedaulatan “hukum’)'®.

Dalam sistem hukum Indonesia, kedaulatan politik rakyat itu (volonte de tous)
disalurkan melalui pemilihan umum yang diadakan secara periodik setiap 5 tahun. Dengan
Pemilu ini akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang akan mengisi keanggotaan DPR yang
bersama-sama dengan uvlusan-utusan daerah-daeral dan utusan-utusan golongan-golongan akan
menjadi anggota MPR. Setelah Majelis ini terbentuk, maka lembaga inilah yang menjadi
pemegang kedaulatan rakyat itu (legal sovereignty) secara hukum (volonte generale).

Akan tetapi, sekali lagi karena MPR itu keanggotaannya berjumlah cukup besar, maka
tidak mungkin baginya untuk melakukan sendiri kegiatan pemerintahan rakyat. Untuk itu,
dalamn proses selanjutnya MPR akan menyerahkan lagi mandat kepada lembaga tinggi negara
yang berada di bawalhnya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang diterimanya dari
rakyat. Dalam hubungan ini, menurut Padmo Wahjono, dalam pelaksanaannya kedaulatan

rakyat itu berdasarkan UUD 1945, tidak hanya dikuasakan kepada MPR, tetapi juga kepada

1 Roussean, Kontrak Sosial, Op.Cit.

17 Jstilah kedaulatan hukum dalam arti Megal sovereignty' inj harus dilicdokan deari istilalt kedaulatan hukum dalam arti
"sovereignly of law”. Yang ferakdiir ini menunjuk kepada teori kedaulatan hukum yang menyatakan balwwa hukumiah yang
pada hakikatnya berdaulat. Sedangkan kedaulatan 'hukum” dalam arti "legal sovereignty” adalah kedaulatan yang bersifat
Juridis. Lihat juga Sri Seemantri Marioseowignjo, "Masalah Kedaufatan Rakyat berdasarkan UUD 1945" dalam Padmo Wah-
yone, Masalal Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 67-63.
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lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu DPR, Presiden/Mandatatis MPR, Malikamah
Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'®.

Pendapat Padmo Wahjono di atas, menarik untuk disimak karena rakyat diasumsikan
mempunyai hubungan langsung tidak hanya dengan lembaga MPR dan DPR, tetapi juga de-
ngan semua lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang dikenal dalam UUD
1945. Pendapat ini berbeda dari pendapat Hamid S. Attamimi yang, dengan merujuk kepada
pendapat Soepomo, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR itu, dalam
pelaksanaannya, ‘mengalir’ kepada Presiden'®’, Dalam menanggapi pendapat Latuharhary
mengenai rumusan Rancangan Pasal 21 dan Pasal 22 (sekarang Pasal 20 dan 21 UUD 1945)
dalam Sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, Soepomo -- selaku Ketua Panitia Kecil UUD --

memang berpendapat: "... yang merupakan ‘penjelmaan’ kedaulatan rakyat ialah Presiden,

bukan Dewan Perwakilan Rakyai, .."'. Karena itu, menurut pendapat terakhir ini,

Presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat itu dalam praktek. Menurut Hamid
S. Attamimi, yang dimaksudkan olehi Soepomo dengan ‘penjelmaan kedaulatan rakyat’ pada
Presiden itu adalah bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang berasal dari kedaulatan rakyat

yang di-lakukan oleh MPR atas nama seluruh rakyat itu, ‘mengalir’ melalui mandat yang
diberikannya kepada Presiden.

Namun demikian, jika pendapat ini diterima, berarti diterima pula pikiran bahwa

Presidenlah yang menjalankan kedaulatan rakyat itu dalam praktek sehari-hari. Arlinya, dalam

1 Padmo Waljono, Negara Republik Indonesia, Op.Cit,, hal. 117-118. Menurutnya, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) rakyat
ite, sesuai dengan UUD 1945 diluasakan oleh rakyat, masing-masing: "Pertama, rakyat mewakilkan kepada Majelis Per-
musyawaratan Ralkyat dalam hial menetapkan Undang-Undang Dasar; dan dalam hal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara; serta dalam hal meneniukan Mandataris/Presiden dan wakilnya.* "Kedua, rakyat mewakilkan kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Megora dalam bentuk penctapan undang-undang ber-
sama-sama dengan Presiden; dalam ‘menerjemalkan’ Garis-Garis Besar Haluan Negara setiap tahunnya dalam bentuk Ang-
garan Pendopaion dan Belanja Negara bersama-sama dengan Presiden; mengawasi jalannya pemeriniahan yang diseleng-
garakan oleh Presiden.” "Ketiga, rakyat mewakilkan kepada Malhkamah Agung Republik Indonesia, melampauifberdasarkan
Undang-Undang untuk melaksanakan kekuosaan kehakiman yang merdeka.* "Keempat, rakyat mewakilkan kepada Presiden/
Mandataris melampani Undang-Undang Majelis Permusymwaratan Rakyat (TAP MPR) untuk melaksanakan Garis—Garis Besar
Haluan Negara,” "Kelima, rakyat mewakilkan kepada Badan Pemeriksa Kenangan melampaui Undang-Undang untuk men-
jalankan pemeriksann keuangan negara don menyampaikan hasil pemeriksaanaya kepada Dewan Parwakilan Rakyat.”

0 Lihast Yamin, Jilid I, Op.Cit,, hal 263.

1 Hamid S. Attamimi, Op.Cit., hal. 167,
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pelaksanaannya, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam kedaulat an (Kepala) Negara. Padahal,
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jelas ditegaskan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenulinya oleh MPR. Arlinya, hanya MPR sajalah yang dapat dianggap
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat itu, bukan badan yang lain. Dalam Penjelasan UUD 1945
memang di sebutkan bahwa Presiden adalah Mandataris Majelis. Tetapi, penjelasan ini disebut
dalam rangka menjelaskan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara'.

Dari kutipan di atas, jelas terlihat baltwa kata "mandataris" yang dipergunakan dalam
Penjelasan itu dipergunakan untuk menegaskan kedudukan Presiden itu di bawah Majelis.
Presiden hanyalah pelaksana dari ketelapan-ketetapan Majelis. Dari sini tidak dapat ditafsirkan
bahwa Presiden merupakan pelaksana sepenuhnya dari mandat MPR seperti halnya dengan
MPR yang merupakan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Lagi pula, memahami mekanisme
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 ini tidak dapal hanya disandarkan kepada
pendapat Soepomo di atas. Dalam hubungan ini, perlu dikemukakan pendapat Sukiman dalam
Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 berkenaan dengan hubungan antara MPR dengan DPR.
Menurut Sukiman, supaya ada garis atau sistem yang praklis, maka DPR hendaknya disusun
oleh dan dari pada anggota MPR, sehingga yang menjadi mandataris atau kuasa kedaulatan
takyat itu ada dua badan yakni Presiden dan DPR'Y. Yang tegas ditolak dari usul Sukimau
itu, dalam sidang BPUPKI itu, hanyalah mengenai pemilihan anggota MPR secara langsung

oleh rakyat'®, Tetapi, kesimpulannya bahwa DPR juga merupakan mandataris MPR selain

1% Dalam Penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara Rumawi Il nomer 3, dinyatakan: "Kedaulatan Rakyat dipegang
oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penajelmaan scluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan
des Willens des Staats-volkes). Majelis ini menctapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan ne-
gara. Majelis ini mengangkas Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang me-
megang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis bevar yang
telak ditetapkan olel Majelis. Presiden yang diangkat olch Majclis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, Ia

falah “mandataris” dari Majelis, ta berwajib menfalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben”, akan tetapi
"untergeordnet” kepada Majelis.” Penjelasan UUD 1945, Qp.Cit.

7 Yamin, Op.Cit,, jilid I, hal. 327.

8 Ysul Sukiman agar anggota MPR secara langsung dipilili oleh rakynt ini sebenarnya dapaf saja diterima, asalkan yang
dimaksud dengan pemilihan di sini tidak harus dipahami dalam pengertian yang ieknis. Karena anggota MPR uu ierdiri dari
anggota DPR yang dipilih, ditambah dengan Utusan Daerah dan Uiusan Golongan, memang sulit diterapkan jika yang dimak-
sudkan di sini adalah bahwa ketiga unsur anggota MPR ini sama-sama dipilih dalam wakea yang bersamaan, Akan fetapi,
apabila kita konsekucn dengan paham kedaulatan rakyat dan bahwa Pemilihan Unam itu harus mencerminkan keliendak se-
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Presiden, sama sekali tidak ditolak. Dengan demikian, pandangan demikian ini dapat
dibenarkan sebagai muatan maksud dari ketentuan UUD 1945 mengenai soal ini. Ini logis
karena Presiden dan DPR berada dalam posisi yang sederajat menurut UUD 1945. Keduanya
sama-sama berada di bawah MPR. Penjelmaan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR
itu dapat pula dilihat dari perspektif fain seperti dikemukakan oleh Sri Soemantri. Menurut
Guru Besar Hukum Tata Negara ini, kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilakukan
sepenuhnya olebh MPR itu, dalam pelaksanaannya di dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, yaitu UUD, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR'®. Artinya,
kedaulatan rakyat itu dalam prakiek tidaklah terwujud dalam institusi, melainkan dalam
hukum'?.

Baik pendapat Padmo Wahyono maupun pendapat Sri Soemantri, jika dihubungkan,
sebenarnya tidaklah berientangan. Jika hubungan antara DPR dengan MPR dilihat secara
mekanis, khususnya dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat, maka hubungan yang bersifat
Iangsung memang hanya terdapat di antara rakyat dengan MPR. Secara institusional (struktural)
dari MPR-lah kemudian proses pemberian legitimasi kekuasaan dan mandat untuk melak-
sanakan kedaulatan rakyat itu mengalir kepada lembaga-lembaga tinggi negara lain yang berada
di bawah MPR dan bertanggung jawab kepadanya. Sedangkan dari segi idiil dan substantif,
gagasan kedaulatan rakyat itu terjelma dalam produk-produk hukum yang ditetapkan. Dengan
perkataan lain, kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu, secara struktural, terwujud dalam
kewenangan instilusional Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yang ada

di bawahnya (Teori Padmo Wahyono). Sedangkan secara substansial, kedaulatan rakyat itu

lurul rakyat yang berdaulat, maka pada hakikatnya, semua anggota MPR itu memang haruslah mencerminkan kehendak rak-
yal atas dasar penentuan kehendak oleh rakyat sendiri melalui Pemililan Umum.

19 Sri Soemantri, Prosedur dan Sisters Perubahan Konstitusi, Alumni, Dandung, 1979, hal.138.

1™ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 yang menentukan "kedaulatan Republik Indonesia adalah
di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintalh bersama-samn dengan DPR”, Dalam hubungan dengan perundang-undangan,
keluiasaan Pemerintah bersama-sama dengan DPR ini dibatast olelt Pasal 89 sepanjang vidak menyangkut Undang-Undong
Dasar seperti dimaksud dalam Pasal 140. Artinya, kedaulatan rakyat unfuk menetapkan dan mengubah UUD, menurut keten-

fuan Pasal 89 ini tidak dilakukan oleh Pemeriniah bersama-sama dengan DPR, melainkan harus terlebil dahulu diterima oleh
Majelis Perubahan UUD seperti dimaksud dalam Pasal 140 ftu.
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tercermin dalam ketetapan-ketetapan Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara itu (Teori
Sri Soemantri).

b. Supremasi MPR dan Supremasi UUD.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UUD 1945 menganut prinsip supremasi Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Secara formal, di MPR-lah lempat menjelmanya kedaulatan rakyat
itu sehari-hari'”. Namun demikian, selain itu, kedaulatan rakyat Indonesia itu pada
pokoknya, juga tercermin dalam dan menjadi jiwa UUD. Menurut Sri Soemantri, kedaulatan
yang berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenchinya oleh MPR itu, dalam pelaksanaannya
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu UUD, Ketetapan dan Keputusan
MPR!™2,  Dengan perkataan lain, dalam sistem ketatangeraan Indonesia dianut prinsip
supremasi MPR dan sekaligus supremasi konstitusi. Artinya, kedaulatan rakyat itu dalam
praktek selain terwujud dalam institusi, juga terwujud dalam hukum.

Karena itu, MPR yang merupakan pelaku kedaulatan rakyat, tidak boleh melanggar
prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam konstitusi sebagai hukum dasar. Mengenai scal
{fi, memang ada pendapat seperti yang dikembangkan oleh Hamid S. Attamimi bahwa MPR
itu mempunyai dua kualitas. Pertama, MPR yang membentuk UUD dan karena itu beracti
berada di atas UUD 1945; Kedua MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat yang melaksanakan
UUD 1945 dan karena itu berada di bawah UUD 1945'P. Secara teoritis, mungkin
pembedaan ini memang ada faedahnya. Akan tetapi, ada kesulitan praktis untuk menerima teori
ini di mana MPR dalam kualilas pertama yang seolah-olah berada di atas UUD 1945. Pertama,
karena secara historis ketika UUD 1945 pertama kali ditetapkan maupun ketika ia ditelapkan
kembali berlakunya pada tahun 1959, UUD ini tidaklah dibuat atau ditetapkan oleh MPR;
Penetapan UUD 1945 dalam kedua peristiwa di atas lebih didasarkan oleh keadaan politik

7t Ismail Sunty, Mencari Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 449.

173 Sri Soemaniri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1979, hal 138.

73 Hamid S. Atiamimi, Op.Cit., hal.8.
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daripada oleh landasan juridis. Kedua, secara teoritis, penetapan suatu UUD baru --jika ini
ingin dilakukan-- sebagai pengganti atau perubahan terhadap UUD yang lama, maka penetapan
UUD baru atau pun perubahannya itu secara juridis haruslah didasarkan kepada ketentuan
UUD yang lama.

Dengan demikian, jika seandainya MPR yang ada sekarang ingin melakukan perubahan
ataupun penggantian terhadap UUD 1945 yang sekarang ini berlaku, maka perubahan atan
penggantian itu haruslah didasarkan kepada ketentuan mengenai perubahan UUD yang ter-
cantum dalam Pasal 37 UUD 1945 dan beberapa keten tuan lainnya mengenai perubahan
konstitusi, yaitu TAP MPR dan UU tentang referendum'™. Artinya, MPR yang menetapkan
UUD (baru) itu haruslah tetap tunduk kepada ketentuan UUD (lama). Baru setelah UUD lama
itu dinyatakan tidak berlaku bersamaan dengan diberlakukannya UUD yang baru, maka MPR
itu akan tunduk kepada UUD yang baru. Dengan demikian, MPR yang ‘supreme’ tetap harus
tunduk kepada prinsip ‘supremasi konstitusi’, meskipun konstitusi itu (baru) dibualnya sendiri.
Karena itu, dalam kenyataannya, pembedaan antara apa yang disebut sebagai MPR dalam
kualitas yang pertama dan MPR dalam kualitas kedua, tidak berdampak penting secara ilmiah.
Jika dikatakan bahwa MPR dalam kualitasnya yang pertama itu berada di atas UUD, malah
menimbulkan kesan bahwa perubahan ataupun penggantian UUD dapat dilakukan secara

inkonstitusionnal. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip supremasi

MPR dan supremasi konstitusi berjalan secara bersamaan,

c. Hubungan antara MPR dan DFR dalam Rangka Kedaulatan Rakyat.

Seperti dikemukakan di atas, DPR sebagai Lembaga Tinggi MNegara -- seperti halnya
dengan Presiden -- berada di bawah MPR. Kedua Lembaga Tinggi Negara ini sama-sama
tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden memperoleh mandat dari MPR (mandat
dari rakyat melalui MPR) untuk menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sedangkan
DPR memperoleh mandat dari MPR (mandat rakyat melalui MPR) untuk mengawasi Presiden

kafl kekliasaan legisialif berSama DPR. Yang menjadi perianyaan kemudian

P4 Ketetapan MPR NolVIMPR/1983 tentang Referendum dan UU No. 5/1985 tentang Refercndum (LN.1935 No.29).
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apakah perbedaan antara mandat rakyat (melalui MPR) kepada Presiden dan kepada DPR itu.
Perbedaan ini dapat dilihat pertama-tama dari sudut pengisian jabatan keanggotaan
kedua lembaga ini. Sejalan dengan pendapatnya yang dikutip di atas, Sukiman mengusulkan
agar rumusan Pasal 18 ayat (1) Rancangan UUD diubah menjadi "DPR disusun oleh dan dari
anggota MPR", Sayangnya, usulannya ini tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya,
sehingga materi rumusan rancangan Pasal 18 ayat (1) tetap dipertabankan, dan bunyinya
menjadi seperti dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sekarang'”. Dengan adanya perumusan
demikian ini, maka seolah-olah MPR-lah yang dibentuk dari anggota DPR, bukan sebaliknya.
Karena itu, dari sudut kelender ketatanegaraan, DPR lebih dahulu dibentuk daripada MPR.
Padahal, MPR merupakan majelis pemegang dan pelaku kedaulatan rakyat yang tertinggi.
Namun demikian, dalam sistematika perumusan materi UUD 1945, MPR jelas disebut
lebih dahulu daripada DPR. Mengenai MPR ini diatur dalam Bab 11 yang berisi 2 pasal, se-
dangkan DPR diatur dalam Bab VIl yang berisi 4 pasal. Memang benar bahwa dalam Pasal
2 ayat (1) dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan
utusan-utusan dari Daerab-Daerah dan gologan-golongan menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.'™ Unsur-unsur keanggotaan MPR itu, meliputi anggota DPR, Utusan
Daerah, dan Utusan Golongan. Secara induktif, unsur-unsur harus terlebih dahulu ada barulah
‘entitas’nya. Akan tetapi, jika pendekatan yang dipergunakan bersifat pormatif dan deduktif,
maka ‘genus’ atau MPR haruslah terlebih dahulu ada, baru ‘species’nya (DPR). Memang
benar bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) itu dinyatakan bahwa MPR yang terdiri atas anggota-
anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan itu ditetapkan menurut aturan UU.
Dengan ketentuan ini berarti babhwa UU mengenai hal ini, haruslah ditetapkan lebih dahulu

barulah MPR itu dibentuk. Akan tetapi, untuk kekuasaan membentuk undang-undang itu,

Y5 Rumusan Pasal 2 ayai (1) UUD 1945 ini semula berbunyi: "Badan Permusjawaratan Rakjas terdiri atas anggauta-
anggauta Dewan Perwakilan Rakjaf, ditambaly dengan utusan-utusan dari daerch-daeral dan golengan-golongan menurut
aturan jang ditetapkan dengan undang-undang” Lihat Yamin, ibid, hal. 266, Dalam rumusan UUD 1945 yang disalkan
kemudian, bunyinya menjadi "Madjelis Permusjawaratan Rakjat ferdiri atas anggota- anggota Dewan Perwalkilan Rakjai,

ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-dacrah dan golongan-gelongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-
Undang.®

¥ Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit.
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menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), ada pada Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, DPR
memang harus dibentuk lebih dahulu.

Akan tetapi, jika perdebatan ini diteruskan, pertanyaan normatif lain dapat juga diajukan
bahwa Presiden itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan membenluk undang-undang, ber-
dasarkan Pasal 6 ayat (2) dipilih oleh MPR. Jadi, bagaimana undang-undang dapat dibentuk,
jika MPR yang akan memilih Presiden yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang
itu sendiri belum dipilih dan diangkat. Prosesnya sama dengan ayam dengan telur, tidak akan
ada habis-habisnya. Karena ilu, persoalannya dapat dikembalikan kepada sejarah, di mana
dalam proses pembentukan Negara RI senditi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
Sidang PPKI pada tanggal 18 Agusius 1945 sebelum lembaga MPR dan DPR sebagaimana
dimaksud oleh UUD 1945 ijtu sendiri dibentuk. Selanjutnya proses pembentukan DPR dan
MPR itu sendiri sangat bervariasi, sejak masa awal kemerdekaan dengan difungsikannya KNIP
sebagai lembaga legislatif pertama, kemudian dilanjutkan dengan DPR-RIS, DPRS dan DPR
di bawah UUDS 1950, MPRS dan DPR-GR di bawah rezim Demokrasi Terpimpin maupun
di masa awal Orde Baru, dan seterusnya DPR/MPR hasil Pemilu di masa Orde Baru. Jadi,
yang mana yang lebih dahulu ditetapkan pembentukannya antara DPR atau MPR ini semata-
mata menyangkut masalah administratif. Kita tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai
kalender ini hanya dengan merujuk kepada konvensi yang dilakukan selama ini. Karena itu,
kita perlu kembali ke usul Sukiman yang dikemukakan di atas bahwa secara juridis MPR-lah
yang pada hakikatnya lebih dahulu terbentuk, yang kemudian memberikan mandat kepada
lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya untuk melaksanakan kedaulatan
rakyat itu sesuai dengan bidang tugas danm fungsinya masing-masing. Dengan demikian,
pendapat Padmo Wahjono di atas dapat diterima dengan dikembangkan bahwa proses
pemberian mandat atau kuasa itu dilakukan oleh rakyat kepada MPR, dan kemudian MPR-lah
yang membagikan mandat yang diterimanya itu kepada berbagai lembaga tlinggi negara yang
berada di bawahonya, yaitu: Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa
Kevangan. Dalam konstruksi seperti ini, hanya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sajalah

yang tidak mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan rakyat.
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Dengan demikian, dalam pendapat di atas, mudah dipahami bahwa pokok pikiran yang
terkandung dalam UUD 1945 yang disusun oleh ‘the founding fathers’ Republik Indonesia itu
memang ingin menjelmakan kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Lembaga inilah yang mencerminkan atau merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia
yang berdaulat. Karena itu, terlepas dar persoalan kalender ketatanegaraan yang menyangkut
mana yang lebih dahulu harus dibentuk antara MPR atau DPR, yang jelas adalah bahwa
anggota DPR secara otomatis adalah juga anggota MPR. Hanya fungsi kedua lembaga ini
berlainan. Dalam hubungannya dengan DPR, maka para wakil rakyat yang duduk di dalamnya
menjalankan tugas dan fungsi DPR. Telapi, dalam hubungannya dengan MPR, maka wakil-
wakil rakyat itu menjalankan tugas dan fungsi MPR.

Selain pendapat pertama itu, perbedaan antara MPR dengan DPR dapat pula diterangkan
dengan memahami hakikat rakyat yang duduk di lembaga permusyawaratan (MPR) dengan
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan (DPR). Menurut Hamid S. Attamimi, rakyat yang
duduk di MPR adalah rakyat yang berdaulat (citoyen). Sedangkan wakil-wakil rakyat di DPR
adalah rakyat yang diperintah (suyel)'”’. Pendapat ini menarik karena dapat dipakai untuk
membantu menjernihkan perbedaan kedudukan rakyat di kedua lembaga ini. Wakil-wakil
rakyat yang duduk di DPR tidaklah mencerminkan kedaulatan rakyat secara langsung,
Kalaupun mereka dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, hal itu haruslah dikaitkan
dengan kedudukan mereka sebagai anggota MPR, bukan dalam kedudukan mereka sebagai
anggota DPR.

Jika pendapat Hamid Attamimi ini diikuti dengan konsisten, maka Pemilu yang
diselenggarakan setiap 5 tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk
rakyat yang diperintal (Suyet, bukan rakyat yang berdaulat (Citoyen. Dalam konstruksi

demikian, pemilihan umum tidak dapat disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan

7 Hamid S. Attamimi, Op.Cit,, hal.133-134,
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rakyat'™, Pemilu hanya berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat menurut sistem
perwakilan di DPR. Bahwa para anggota DPR ini juga sekaligus akan menjadi anggota MPR,
tentu saja tidak perlu dipersoalkan. Tetapi, tujuan uwtama dari Pemilu itu adalah memilih wakil
rakyat untuk duduk di DPR. Karena itu, tidak seorangpun yang dapat ditetapkan secbagai
anggota DPR tanpa melalui proses Pemilu'™. Setelah DPR terbentuk, barulah timbul
kebutuhan untuk membentuk MPR yang dibadiri atau beranggotakan orang-orang yang
mencerminkan seluruh lapisan dan golongan rakyat serta daerah-daerah seluruh Indonesia.

Untuk menjamin agar Majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat, maka

ditentukan bahwa keanggotaannya meliputi:
1) Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR;
2) Utusan Golongan-Golongan yang ada dalam masyarakat menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

3) Utusan Daerah-Daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketika para wakil rakyat dan para utusan-utusan tersebut berhimpun dalam majelis,
maka pada saat itulah mereka -- baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama --
mencerminkan seluruh rakyat yang berdaulat (citoyen). Hanya saja, perlu dipertegas bahwa
agar supaya majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat, penetapan para anggota
MPR itu sendiri haruslah dilakukan secara demokratis. Pertama, rekruitmen seluruh anggota
DPR benar-benar dilakukan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia,
atau seperti yang dipraktekkan pada Pemilu 1955, asas pemilihan itu ditambah pula dengan
asas berkesamaan. Kedua, penetapan Utusan Golongan-Golongan menjadi anggota MPR

harusiah benar-benar mencerminkan sikap anggola atau warga dari golongan-golongan yang

" Bandingkan dengan rumusan Pasal 1 ayat 1 UU No.1/1985 yang menyatakan bahwa pemilihan umam adalak sarana pe-
laksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. (LN 1985 No.l, TLN No.3281)
Bandingkar juga dengan pendapat Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa salah satu tujuan

pemilihan umum adalah uniuk melaksanakan kedaulatan rakyat, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit., hal 330.
¥  Dengan ketentuan demikion ini, maka UU No.5/1985 tentang Perubahan UU No.16/1969 sebagaimana telah diubah

dengan UU No.5/1975 yang memungkinkan adanya pengangkatan 20 persen dari jumlah anggota DPR, perlu diadakan penye-
suaiar. Lilat LN 1969 No.59, TLN Ne.2915; LN 1975 No.39, TLN No.3064; dan LN 1985 No.2, TLN No.3282.
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bersangkutan. Ketiga, penetapan Utusan Daerah menjadi anggota MPR juga haruslah benar-
benar mencerminkan suara dari daerah-daerah yang bersangkutan. Uniuk itu, perlu diadakan
pengaturan mengenai Golongan-Golongan dan Daerali-Daerah yang akan mengirimkan utusan-
nya menjadi anggota MPR. Mengenai daerah, pengiriman utusan itu tentu saja didasarkan pada
jumlah propinsi dengan Pemerintahan Daerah Tingkat 1 seperli yang dipraktekkan
sekarang'®. Akan tetapi, sistem utusan daerah ini di masa mendatang dapat pula ditentukan
berdasarkan Pemerintahan Daerah Tingkat Il, sejalan dengan rencana akan diadakannya
otonomi Daerah Tingkat 11 di masa mendatlang. Sedangkan mengenai Utusan Golongan, dapat
ditentukan ber-dasarkan klasifikasi organisasi kemasyarakatan seperli dimaksud dalam UU

No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan'™ ataupun berdasarkan klasifikasi bentuk

usaha unluk organisasi di bidang ekonomi'®,

d. Pemilu sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulalan Rakyat.

Seperti dikemukakan di atas, fungsi utama dari Pemilihan Umum sebenarnya bukanlah
untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam pengertian yang langsung dan hakiki. Akan
tetapi, dalam teori mauvpun praktek di Indonesia, Pemilu memang lazim dikaitkan dengan
fungsi pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan berulang-ulang dalam TAP
No.VIII/MPR/1973, TAP No. VII/MPR/1978, TAP No.IV/MPR/1983 dan TAP No.llI/MPR/
1988. Dalam Pasal 1 TAP No.VIII/MPR/1973 dinyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan

berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan azas Kedaulatan Rakyat dalam

1 Dalam Pasal 1 ayat 4 a jo Pasal 8 ayat 2 UU No.2{1985 tentang Perubahan UU No.16/1969 tentang Susunan dan Ke-

dudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telali diubali dengon UU No.5/1975, diteniukan bahwa Utusan Daerah dipilik
ofelt DPRD Tingkat I. LN 1985 No.2.

1 Dalam Pasal 1 UU ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Qrganisasi Kemasyarakatan itu adalah organisasi yang

dibentuk oleh anggota masyarckat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hegiatan, profesi,
Jungsi egama, dan kepercaycan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadal Negara Kesatvan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. LN-RI 1985 No 44,

2 Misalnya, untuk badan-badan koperasi diwakili oleh Dewan Koperasi Indonesia dan Induk-Induk Koperosi; untuk badan

usala milik negara dan badan usaha swasta diwakili oleh himpunan-himpunan pengusaha sejenis dan Kamar Dagang dan
Industri (KADIN).
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Negara RI'™. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP No.VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa Pemilu
adalah sarana peiaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila'®. Kemudian, baik
dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No.IV/MPR/1983'® maupun Pasal 1 ayat (2) TAP No.
III/MPR/1988"% hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya, secara juridis, pemilu di
Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Akan tetapi,
seperti diuraikan di atas, dalam pengertian yang bersifat langsung, pemilihan umum sebenarnya
bertujuan untuk memilih anggola DPR yang mewakili golongan-golongan politik yang
tercermin dalam sistem kepartaian. Pemifu berdasarkan UUD 1945 tidaklah dimaksedkan untuk
melaksanakan asas kedaulatan rakyat dalam arti memilih wakil-wakil rakyat sebagai ‘citoyen’.
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, mekanisme Pemilu itu hanya
mempunyai fungsi tidak langsung, khususnya karena émggota DPR adalah juga merupakan
anggota MPR.

Namun demikian, mengingat MPR itu sendiri dinyatakan sebagai penjelmaan seluruh

rakyat, maka semua unsur dalam anggota MPR itu benar-benar harus mencerminkan kehendak

rakyat yang berdaulat (des Willens des Staatsvolkes)'. Jika anggota DPR yang akan
merangkap menjadi anggota MPR dipilib langsung melalui pemilu, dan Utusan Daerah dipilih
oleh DPRD Tingkat I, maka Utusan Golongan yang merupakan unsur yang tidak dipilih
melalui pemilu harus pula benar-benar menceminkan golongannya masing-masing. Dalam
hubungan ini, ada dua hal yang penting uniuk diatur. Pertama, seperti yang telah diuraikan di

atas, perlu diatur mengenai organisasi apa saja yang mewakili apa yang disebut sebagai

8 Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI No.VIIIMPRI1973 tentang Pemilitan Umum.,

™ Ibid, Ketetapan MPR-RI No.VII/MPR{1978 tertang Pemililan Umum.

W Ibid., Ketetapan MPR-RI No.IVI{MPRI1983 tentang Pemilihan Umum.

™ Ibid, Ketetapan MPR-RI No.li{MPR{I083 tentang Pemililian Untum.

% Bandingkan dengan penafsiran yang dimajukan olel Ismail Suny terhadap ketentiwan Pasal 2 UUD 1945 yang membeda

kan istilah "anggota®” untuk DPR dan "wlusan” uniuk Utusan Dacralt dan Ulusan Golongan. Menurut Ismail Suny, dengan
pembedaan ini, maka ‘Utusan Dacrah dan Utusan Golongan tidak perlu dipilih, tetapi cukup diutus oleh DPRD dan Golongan

Organisasi yang bersanghutan unfuk menjadi anggota MPR. Lilat Mencari Keadilap, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, hal. 446.
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golongan-golongan itu. Kekuasaan untuk menentukan golongan organisasi mana yang perlu
diminta untuk mengajukan utusannya menjadi anggota MPR, tidak boleh hanya diserahkan
semata-mata kepada Presiden. Hal ini perlu diatur dengan UU. Kedua, mekanisme penentuan
utusan itu sendiri di lingkungan organisasi atau golongan-golongan itu masing-masing juga
perlu diatur, Hal ini diperlukan agar dapat dihindari adanya budaya politik yang tidak
demokratis di tingkat infra struktur politik organisasi kemasyarakatan. Utusan Golongan
diangkat dari unsur organisasi kemasyarakatan, koperasi, serikat sekerja dan lain-lain itu juga
harus dipilih secara sah dan demokratis oleh para anggotanya masing-masing'®. Dengan
demikian, MPR benar-benar mencerminkan kehendak aktif seluruh lapisan dan golongan rakyat
Indonesia yang berdaulat.

Sehubungan dengan prinsip pencerminan kehendak rakyat ini, timbul pula masalah
jumlah yang dipersyaratkan untuk sahnya Pemilu itu, Kehendak rakyat yang disalutkan melalui
pemilu itu, idealnya adalah kehendak seluruh rakyat (volonte de tous). Akan telapi, dalam
prakiek, pemilu yang dilakukan di manapun selalu saja terdapat unsur yang tidak menggunakan
hak pilihnya, yang dalam bahasa politik Indonesia disebut "Golongan Putih" yang bersifat aktif
ataupun pasif. Karena itv timbul pertanyaan berapakah jumlah pemilih dalam Pemilu yang
dapat dianggap sah menurut UUD 1945, Seperti dikemukakan di atas, pemilu adalah sarana
pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang bersifat langsung. Dalam sistem hukum Indonesia,
kedaulatan rakyat yang bersifat langsung itu dilakukan dengan dua cara yang masing-masing
ditujukan untuk maksud membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (termasuk juga DPR)
dan untuk menetapkan UUD. Tujuan yang terakhir ini, dapat dilihat pada ketentuan mengenai

referendum yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pasal 37 UUD 1945, Dalam TAP MPR

B Dengan adanya ketentuan demikian ini, maka budaya demokrasi di lingkungan organisasi-organisasi kemasyarakatan
dapat dikembangkan menjadi perilaku dalam praktele Peranghat peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sarana
perekayasaan yang progresif ke arah pembudayaan asas kedaulatan rakyai itu dalam kenyataan di linglaungan infra-struktur
politik. Dengan demikian, tugos pembinaan yang dilokukan Pemerintah seperti yang ditentukarn dalam UU No.5 tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat diisi dengan cita-cita kedaulatan rakyat ini, sehingga pembangunan supra-siruktur

politik yang berkedaulatan rakyat dapat secara langsung dikaithan dengan pengembangan budaya kedoulatan rekyat pada
tingkat infra-siruktur politik.
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No.IV/MPR/1983 tentang Referendum'® dan UU No. 5/1985 tentang Referendum'®,
ditegaskan bahwa apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD, maka terlebih dahulu
harus diadakan referendum untuk memperoleh persetujuan rakyat mengenai rencana perubahan
UUD itu. Artinya, untuk membentuk MPR dan menetapkan UUD, suatu mekanisme yang
menghimpun kehendak rakyat yang berdaulat (citoyen) secara langsung haruslah
diorganisasikan. Untuk tujuan pertama, diadakan pemiliban umum, dan untuk lujuan yang
kedua diadakan referendum, sehingga kedua ketelapan itu benar-benar didasarkan kepada
kehendak rakyat yang berdaulat.

Namun, setelah kehendak rakyat itu diperoleh, khusus untuk ketetapan yang menyangkut
UUD, MPR yang merupakan penjelamaan Ffiktif dari seluruh kehendak rakyat itu harus pula
mencapai korum. Dalam Pasal 37 UUD 1945, ditentukan bahwa syarat korum itu adalah
sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota MPR seluruhnya, dan keputusan hanya
sah apabila disetujui oleh sekurang-kurang dua-pertiga jumlah anggota yang hadir'®’. Dengan
ketentvan Pasal 37 ini, maka uniuk perubahan ataupun penggantian UUD, ditentukan syarat
kuantitatif jumlah rakyat yang harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk keabsahan Pemilu memang belum ada ketentuan yang mengatur syarat kuantitatif
seperti ini. Tetapi, apabila ketenluan Pasal 37 itu ditafsirkan secara meluas dengan
mempergunakan analogi syaratl keterlibatan rakyat yang berdaulat (citoyen) dalam mengambil
keputusan yang didasarkan atas asas kedaulatan rakyat yang bersifat langsung seperti diuraikan
di atas, maka syarat kuantitatif dalam Pasal 37 UUD 1945 juga dapat diberlakukan untuk
Pemilu. Dengan demikian, sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah seluruh rakyat yang
berdauviat yang secara juridis mempunyai hak pilih (yang memenuhi syarat menurut UU)

haruslah hadir dalam Pemilu dan dua-pertiga dari jumlah suara mereka yang hadir itu harus

% Republik Indonesia, Ketetapan MPR No.IVIMPR[1983 tentang Referendum.

¥ UU No. 5/1985 tentang Referendum (LN.1985 No.29).

¥ Dalam Pasal 37 UUD 1945 ini dinyatakan "(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, selurangkurangnya 2/3

daripada jumlch anggata Majelis Permusyawaraten Rakyat harus hadir; (2) Putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-lurangrya 2/3 daripada jumial anggota yang hadir.”
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sah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa dalam setiap pemilu, tidak selalu seratus
persen rakyat yang mempunyai hak pilih sah itu hadir seluruhnya. Artinya, fenomena Golput
ini, baik dalam arti aktif maupun pasif, merupakan gejala yang wajar dalam zaman moderen.
Pemilu lebih merupakan hak daripada kewajiban. Karena itu, tidak ada alasan juridis untuk
memaksa tiap orang melaksanakan hak pilihnya itu. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah
bahwa terhadap tingkat kuantitas "Golongan Putih" perlu ditentukan batas toleransinya. Angka
normatif untuk membatasi tingkat toleransi ini penling untuk menjamin agar Pemilu yang
diadakan tetap benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan Pemilu itu sendiri benar-benar
merupakan sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Karena itu, seperti dikemukakan di atas,
angka 2/3 atau 66 persen seperli ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 haruslah dijadikan
ukuran normatif. Angka ini dapat diterapkan dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1) Tingkat Pendaftaran Pemilih (masalah administrasi).

2) Tingkat Kehadiran Pemilih (penentuan korum Pemilu).

3) Tingkat Pengambil Keputusan Pemiliban (suara yang sah).

Pada tingkat pertama, jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih harus terdafiar menurut
ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini mewajibkan kepada Petugas Pendaftaran
melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya agar hak rakyat pemilih untuk mendaftarkan diri
dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Jika jumlab pemilih terdaftar ini kurang dan 2/3
sebagaimana seharusnya, akibat kelalaian ataupun karena kelemahan dalam sistem administrasi
petugas, maka rakyat yang berhak dapat saja mengajukan pugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk menuntut haknya. Pada tingkat kedua, syarat 2/3 itu juga harus terpenuhi dalam
arti bahwa yang menghadiri Pemilu dan benar-benar melakukan pencoblosan harus berjumlah
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pemilih terdaftar. Jika tidak mencapai target angkal ini, maka
Pemilu itu dapat dituntut pembatalannya melalui Pengadilan oleh salah satu dari organisasi
pesetta Pemilu yang berkepentingan. Pada tingkat ketiga, yaitu menyangkut jumlah karlu suara
yang sah, juga haruslah memenuhi syarat minimal 2/3 dari jumlah peserta pemilih yang hadir
dan melakukan pencoblesan. Jika, misalnya, tecjadi dimana lebih dari sepertiga (1/3) kartu

suara yang masuk, baik karena pemilih tidak mencoblos salah satu pilihan yang ditentukan atau
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mesmilih secara tidak sah, misalnya, menusuk semua pilihan yang ditentukan, maka kariu suara
yang masuk itu tidak mencapai angka minimal untuk sahnya keputusan dalam Pemilu itu.

Dalam kasus seperti ini, menurut pendapat penulis, hasil pemilu tersebut harus dianggap batal

demi hukum dan pemilu serupa harus diulangi lagi.

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berorganisasi.

Selain melalui mekanisme Pemilu, pengorganisasian kedaulatan juga lazimnya
diwujudkan melalui organisasi-organisasi sosial-politik. Pembicaraan mengenai organisasi
sosial-politik itu secara langsung berkaitan dengan parlai politik dan secara tidak langsung
dapat dihubungkan dengan keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Semua organisasi
ini pada dasarnya mencerminkan pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 yang berisi jarninan hak
asasi warganegara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara merdeka. Pasal
28 ini secara lengkap berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."'"

Pasal ini jelas merupakan jaminan konstitusional terhadap hak asasi warganegara (baca:
rakyat) dalam mengorganisasikan kedaulatan mereka dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Jaminan ini sekaligus juga mewajibkan Presiden dan DPR untuk
menetapkan UU yang diperlukan sebagai pelaksanaaﬁ jaminan itu. Sebelum Pasal 28 ini
dirumuskan seperti sekarang, oleh Soepomo, selaku Ketva Panitia Kecil Perancang UUD,
dikemukakan bahwa meskipun ketentuan ini tidak dimasukkan dalam naskah UUD tidakiah
berarti bahwa rakyat tidak mempunyai kemungkinan bersidang atau berkumpul dan lain-lain.
Karena dalam negara moderen, dengan sendirinya hal itu tentu diatur dalam UU'". Akan
tetapi, karena banyak di antara anggota yang menginginkan juga dicantumkannya pasal itu
dalam UUD, maka akhirnya Soepomo mengambil jalan kompromi dengan menyesuaikan

redaksinya,

Semula rumusan Pasal 28 ini diusulkan oleh Hatta dengan bunyi "Hak rakjat untuk

™ Upndang-Undang Dasar 1945, Op.Cit,

¥ Yamin, Op.Cit., hal. 357.
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menjatakan perasaan dengan lisan dan tulisan...". Akan tetapi, menurut Soepomo, kata ‘hak’
di sini menunjukkan adanya perientangan antara rakyat dan negara yang tidak sesuai dengan
sistematik kekeluargaan'™, Berkat sikap kompromi Soepomo itulah, rumusan Pasal 28 ini
dimuat seperli sekarang. Artinya, yang dipersoalkan oleh Soepomo hanya soal asumsi
pertentangan dalam rumusan yang diusulkan oleh Hatta itu. Sejak semula Soepomo sendiri
setuju bahwa setiap warganegara itu dengan sendirinyé memang mempunyai hak untuk
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Hanya saja, yang dibayangkan oleh Soepomo
adalah bahwa jaminan HAM atau warganegara itu sudah semestinya diatur dalam UU, bukan
dalam UUD. Sedangkan Yamin dan Halta berkeras menginginkan agar jaminan HAM itu
dirumuskan secara tegas dalam UUD,

Dengan perkataan lain, setelah rumusan Pasal 28 itu diterima, jelaslah bahwa UUD 1945
memberikan jaminan perlindungan kemerdekaan bagi setiap warganegara untuk berserikat,
berkumpui dan mengeluarkan pikiran. Memang dalam rumusan terakhir ini, yaitu dalam UUD
1945, tetap tercantum baliwa kemerdekaan itu akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam
UU. Tetapi, UU menunut jalan pikiran Soepomo di atas, jelas mempunyai kedudukan yang
berbeda dengan UU menurut jalan pikiran Hatta seperti yang dirumuskaa dalam UUD 1945
sekarang. UU yang dimaksud dalam rumusan Pasal 28 UUD 1945 yang ada sekarang
merupakan aturan yang bersifat pelaksanaan. Artinya, UU itu tidak boleh membuat penafsiran
tersendiri terhadap substansi dari apa yang dimaksud denpan kemerdekaan berserkat,
berkumpul dan menyatakan pikiran yang dirumuskan dalam Pasal 28 itu. Baik Presiden
maupun DPR tidak berwenang membuat penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan
kemerdekaan yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945 itu. Dalam Pasal 4 ‘b’ Peraturan
Tata Tertib MPR tahun 1973'%%, 1978'%, 1983'7 dan 1988'" yang masih berlaku

Ief :"JJ!.
5 TAP MPR No.JIMPR}1973.
1 TAP MPR No.liMPRII978.

¥ TAP MPR No.J/MPR/1983.
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sampai sekaiang, dinyatakan bahwa Majelis mempunyai wewenang untuk memberikan
penjelasan yang bersifat penafsiran tethadap putusan-putusan Majelis. Jika hal ini dikaitkan
dengan Pasal 3'® jo Pasal 6 ayat (2)*® UUD 1945, berarli bahwa lembaga yang berwenang
untuk memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap Pasal 28 UUD 1945 itu,
sebelum diletapkan UU-nya, adalah MPR. Karena itu, sebelum UU yang mengatur atau
membawa implikasi operasional terhadap Pasal 28 UUD 1945 itu ditetapkan, terlebih dahulu
harus ada TAP MPR mengenai hal itu, kecuali jika UU yang dimaksud tidak membawa
dampak penafsiran terhadap Pasal 28 itu. Hal ini akan sangat berbeda, jika rumusan Pasal 28
itu tidak dimuat dalam UUD 1945. Dalam hal ini, maka akan berarti bahwa baik substansi
maupun teknis pelaksanaan kemerdekaan itu diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk UU
untuk mengaturnya.

Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945, UU yang menyangkut kebebasan berserikat,
berkumpul dan menyatakan pikiran yang dijamin dalam Pasal 28 itu haruslah terlebih
dijelaskan substansinya dalam ketetapan MPR. Penjelasan atau penjabaran ini harus bertitik
tolak dari pemahaman baliwa terlepas dard soal rumusannya yang menghindari kesan
pertentangan antara negara dan rakyat, kemerdekaan yang dimaksud mencerminkan
perlindungan hak asasi warganegara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pikiran, baik
secara lisan dan tulisan serta lain-lainnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa
pasal ini memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis
dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan®®. Karena itu penafsiran

terhadap Pasal 28 ini, menurut Ismail Suny, tidak dapat lain bahwa semua UU yang dibuat

berdasarkan pasal ini haruslah sesuai dengan sifat negara yang demokralis dan

% TAP MPR No.JiIMPR}1988.

1% MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara (Pasal 3).

Presiden dan Wakil Presiden dipililh oleh MPR dengan suara yang terbanyak (Pasal 6 ayar [2]).

¥ Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit.
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berperikemanusiaan®?.  Artinya, kekuasaan perundang-undangan apapun yang berada di
bawah UUD 1945, tidak dapat meniadakan ataupun mengurangi kemerdekaan yang dijamin
dalam Pasal 28 itu. Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri, menurut Ismail Suny, haruslah
diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan itu harus dijamin oleh alat-alat penegak hukum dimana
penyalahgunaannya dapat dihindarkan secara institusional®”,

Dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu, tercakup juga
pengertian saling menghargai perbedaan pendapat. Jika hal ini dihubungkan dengan penafsiran
terhadap Pasal 28 UUD 1945 di atas, dapat pula dikemukakan bahwa kecenderungan
sentralisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan mengadakan pembatasan agar dalam
suatu bidang tertentu hanya terdapat satu perhimpunan atau perkumpulan, tidaklah berdasar.

Ketentuan semacam ini bertenlangan dengan prinsip kemerdekaan berserikat, betkumpul dan

menyatakan pikiran yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 itu™,

4. Kedaulatan Rakyat di bidang Ekonomi (Demokrasi Ekonomi)

a, Perumusan Gagasan Demokrasi Ekonomi.

Selain gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat sebagaimana diuraikan di atas, dalam
UUD 1945 juga dicumuskan mengenai gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Hal ini
berbeda dengan kecenderungan umum konstitusi di berbagai negara lain yang bissanya tidak
memuat gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi ini dalam konstitusinya. Oleh ‘the
founding fathers’ Indonesia, gagasan kedaulatan rakyat ite, baik di bidang politik seperti yang
diuraikan di atas maupun di bidang ekonomi, dirumuskan sekaligus dalam UUD 1945. Jika
gagasan politik mengenai kedaulatan itu memperoleh rtumusannya dalam Pasal 1 dan Pasal 2,

maka gagasan ekonomi ini dimumuskan dalam Pasal 33, di bawah judul Bab Kesejahteraan

22 Ismail Suny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 402-403.

2 ibid., hal 407.

1bid,, hal, 403,
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Sosial (Bab XIV)®. Pasal ini dirumuskan oleh Hatta sebagai dasar politik perekonomian
dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya®. Perumusannya dilakukan dengan
pertimbangan terjadinya perubahan di Eropah (terutama Belanda) dimana kapitalisme liberal
berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat, Hatta berpendapat
bahwa kecenderungan global yang terjadi di dunia ketika itu adalah bahwa dasar perekonomian
berkembang kian jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolektivisme
yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama®®.

Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan inilah yang menjiwai perumusan
gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian fakyat dalam UUD 1945 seperti dikutip
di atas. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak,
dikuasai oleh negara. Hanya cabang-cabang produksi yang tidak penting atau tidak menguasai
hajat hidup rakyat banyak saja yang dapat dikembangkan di luar kekuasaan negara. Semua
sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara itu, baik berupa bumi, air dan kekayaan alam yang

terdapat di dalamnya, haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat®®,

¥ Bunyi Pasal 33 ini selengkapnya adalah: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan; {2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh
negara; (3) Bumi dan air dan kekayasn alom yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.” Menurut Sri Edi Swasono
dalam Pasal 33 ini terdapat 9 masalah krusial yang perlu diperhatikan, yaitu: (i) Perekonomian disusun, (i) usaha bersama,
(ifi} asas kekeluargaan, (iv} penting bagi negara, {v) hajat hidup orang banyak, (vi) diluasai oleh negara, (vii) kekayaan alam
yang terkandung, (viii) sebesar-besarnya kemalonuran rakyat, dan (ix} orang seorang. Lihat Sri Edi Swasono, Demakrasi
Ekonomi: Keterkaiian Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, KOPKAR, DEKOPIN, Jakaria, 1990, hal. 36.

8  Lihat pidato yang diucapkannya sebagai Wakil Presiden di depan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, tanggal 3 Februari
1946, dalam Sri Edi Swasono (ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Ul Press, Jakarta, 1985, hal.1.

7 Selanjutnya, oleh Hatta disebutkan: "Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita idup Indonesia. Sudah dari
dahulu kita masyarakat Indonesia -- seperti juga dengan masyarakail Asia lainnya -- berdasar kepada kolekiivisme itu, yang
terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong rayong).” Sri Edi Swasonoe, Ibid., hal. 3.

% Dalam Penjelasan pasal ini, dinyatakan: "Produksi dikerjakan oleh semus, unfuk semua di buwah pimpinan atau
penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakailal yang diutamakan, bukan kemalonuran orang scorang,
Sebab ttu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar afas asas kekeluargaan. Bangun perusahagn yang sesuaf
dengan ita ialah koperasi.” "Perekonomian berdasar atas demokrasi ek i Kk Jmuran bagi a orangl Sebab itu,
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dilauasai oleh negara.
Kalau tidak tampuk produksi jotult ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.”™ "Harnya
perusahaan yang fidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.® "Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalal pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara
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Pasal 33 berikut Penjelasannya ini jika dikaitkan dengan judul Bab XIV (Bab
Kesejahteraan Sosial) dapat pula dilihat secara lebih luas. Dalam Bab X1V ini, selain Pasal 33,
juga dimuat Pasal 34 yang menentukan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara cleh
negara". Dalam Penjelasan, Pasal 34 ini disebut "telah cukup jelas, lihat di atas". Dengan
penjelasan yang menunjuk kepada penjelasan di atas, arlinya Pasal 34 ini berkaitan erat
dengan Pasal 33. Karena itu, peranan negara yang dimaksud dalam pasal ini, harus pula
dikaitkan dengan peranan yang harus dimainkan oleh negara dalam menjamin agar
sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33 dapat turut dinikmati oleh golongan
masyarakat fakicr dan miskin, sehingga sumber-sumber kemakmuran itu benat-benar
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kata "fakir miskin" itu sendiri, dalam pengeriian sehari-hari biasanya dipahami sebagai
satu perkalaan yang menunjuk pada golongan masyarakat yang berada di bawah garis
kemiskinan. Akan tetapi, dalam bahasa al-Quran, dari mana perkataan ini dipinjam menjadi
bahasa Indonesia, kata "fakir" dan "miskin" ilu mempunyai arli yang berbeda secara gradual.
Perkataan "fuqoro® wal masakin” (fakir dan miskin) disebut berulang-ulang dalam al-Quran
dengan menyelipkan kata "wa" (dan).

Dari kacamata ajaran Islam, yang dimaksud dengan "fuqoro’ dalam al-Quran adalah
golongan masyarakat yang dapat berusaha, tetapi hasil usaha mereka itu tidak mencukupi
kebuluhan hidup minimalnya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan "masakin” adalah
golongan masyarakat yang tidak mampu berusaha sama sekali. Dengan demikian, kondisi
ekonomi kaum "miskin" lebih lemah daripada orang "fakir". Karena itu, meskipun dalam
pengertian sehari-hari orang lazimnya memahami babwa "fakir" itulah yang lebih lemab, tetapi
menurut pengertian aslinya orang miskinldh sebenarnya yang lebih lemah. Dengan demikian,
perkataan "fakir miskin dan anak terlantar” dalam Pasal 34 itu seharusnya ditulis "fakir, miskin
dan anak terantar”. Karena, lebih lemah dari pada miskin adalah anak-anak yang terlantar,
yang bukan saja tidak mampu berusaha tetapi juga misalnya tidak mempunyai orang tua yang

memeliharanya dan mengurus pendidikannya, dan sebagainya.

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penjelasan UUD 1945, Op.Cit.
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Penyebutan "anak terlantar" ini dapat pula dikaitkan dengan pengertian "anak yatim"
yang juga disebut berulang-ulang dalam al-Quran dan sering dikelompokkan dalam golongan
fakir dan miskin. Dalam ketenluan mengenai "mustahik zakat" (kelompok orang yang berhak
menerima zakat), orang-orang yang fakir, miskin dan anak yatim ini dikelompokkan dalam satu
golongan. Tetapi, yang dimaksud dengan anak yatim yang berhak atas zakat disini bukan hanya
bahwa anak-anak itu telah ditinggal wafat oleh ayahnya, tetapi juga anak-anak yang ditinggal
wafat oleh ayahnya itu dalam keadaan tidak mampu. Apalagi jika dikaitkan dengan situasi
sosial keluarga bangsa Arab di zaman Rasulullah, dimana sumber penghasilan keluarga
biasanya ditumpukan kepada peranan ayah, maka pemberian "zakat wajib" kepada anak yatim
ini merupakan sesuatu yang niscaya. Namun, dalam pengertian sehari-hari, orang sering
memahami bahwa yang dimaksud dengan "anak yatim" itu adalah anak yang dilinggal-mati
oleh ayahnya tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial-ekonomi. Diduga, para perumus
UUD 1945 juga terpengaruh dengan pengertian sehari-hari ini, sehingga perkataan yang
dipergunakan dalam Pasal 34 ini adalah anak terlantar yang mengandung makna lebih luas.
Adinya, meskipun anak itu mempunyai ayah dan ibu, jika orangtuanya ifu tidak mampu
memelihara dan bahkan mentelantarkan kehidupan anaknya itu, maka anak-anak ini wajib juga
dipelihara oleh negara.

Terlepas dari pengertian harfiah tersebut, dalamn pengertian yang luas, perkataan orang
fakir, orang miskin, dan orang (anak) terlantar dalam Pasal 34 UUD 1945 haruslah dipahami
sebagai 3 konsep yang menunjukkan 3 tingkatan kelompok yang mempunyai kondisi ekonomi
paling lemah dalam masyarakat. Ketiganya dapat dilihat sebagai konsep mengenai pelaku
ekonomi dan sekaligus sasaran kemakmuran yang dijadikan ukuran paling utama dalam upaya
pemerataan kemakmuran bersama yang dimaksudkan dalam dalam ketentuan Pasal 33 UUD
'1945. Menurut Pasal 34 ini, Pemerintah diwajibkan memelihara ketiga kelompok simbolis yang
dianggap paling lemah itu. Pada tingkat yang paling rendah, tindakan-ltindakan yang harus

dilakukan oleh Pemerintah, dapat bersifat konsumtif berupa:-

1) Tindakan pemeliharaan dan penyantunan yang bersifat langsung, misalnya dengan

mendirikan Panti-Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, dan sebagainya.
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2) Tindakan pemeliharaan dan penyantunan yang tidak langsung, misalnya dengan mendorong
dan memberikan segala bantuan kepada badan-badan sosial seperti Yayasan Panti Asuhan,
dan lain-lain.

3) Ataupun tindakan-tindakan pengaluran melalui peraturan perundang-undangan yang
menjamin agar proses pemerataan kesejahteraan sosial-ekonomi yang menjangkau lapisan
masyarakat yang kurang mampu, dapat terwujud.

Dengan demikian, meskipun kedua pasal ini sama-sama berada dalam bab yang sama
(Bab Kesejahieraan Sosial) ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 bersifat memperjelaskan
tanggung jawab sosial Pemerintah untuk menyantuni dan memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat tidak mampu. Sedangkan kelentuan yang dimuat dalam Pasal 33, selain ditujukan
kepada negara juga ditujukan kepada golongan yang mampu berusaha. Untuk itu, dalam Pasal
33 ini juga dimuat ketentuan mengenai ‘spirit’ kebersamaan (semangat kekeluargaan), bangun
dan wadah usaha, mengenai sumber-sumber ekonomi yang hams digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ukuran yang paling rentan dalam usaha mewujudkan
kemakmuran bersama itu adalah terpenuhinya kebutuhan-kebuluhan minimal orang fakir,
miskin dan anak-anak terlantar seperti yang diatur dalam Pasal 34.

Tindakan penyantunan terhadap kelompok fakir, miskin dan terlantar ini, tentu saja,
harus diatur agar tidak menimbulkan kemanjaan. Santunan dari Pemerintah itu harslah
diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan produktif dari yang bersangkutan, sehingga mereka
mampu berusaha sendiri dan naik peringkat menjadi subjek ketentuan Pasal 33. Misalnya,
-mereka dapat mengembangkan usaha bersama melalui wadah koperasi atau mengembangkan
usaha perorangan yang bersifat informal. Menjadi pedagang asongan, misalnya, ataupun
menjadi pedagang kaki lima dan sebagainya dapat dikatakan sebagai usaha produkiif yang jauh
lebih baik dari menjadi pengemis yang terlantar yang menunggu uluran tangan Pemerintah
untuk melaksanakan kewajibannya memelihara mereka. Namun demikian, timbul pertanyaan,
jika para pengemis itu, misalnya berhasil mengembangkan sendiri, apakah lalu dengan
demikian kewajiban Pemerintah sudah selesai. Menurut penulis, kewajiban untuk memberikan

santunan konsumlif memang menjadi hilang. Akan tetapi, bantuan dan dorongan agar mereka
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dapat meningkatkan pendapatan tetap menjadi kewajiban Pemerintah atas dasar keharusan
untuk membangun basis kemakmuran bersama yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33. Karena kelompok pengusalia sektor informal dan fakir miskin tidak dapat
dilepaskan dari pembicaraan mengenai pelaku ekonomi dan wadah usaha berdasarkan
demokrasi ekonomi. Bahkan, dalam kedua Pasal 33 dan Pasal 34 ini, dapat pula ditarik adanya
ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku
usahanya (subjek), bentuk-bentuk usahanya, cara-cara penggunaan objek usaha itu (proses
produksinya) serta tujuan akhir kegiatan usaha itu, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, apabila dirinci,
gagasan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (i)
Sumberdaya ekonomi sebagat pokok-pokok kemakmuran rakyat; (ii) Pelaku ekonomi sebagai

subjek usaha kemakmuran bersama (jii) bentuk-bentuk usaha sebagai wadah pengembangan

sumber-sumber kemakmuran; (iv) Proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber

kemakmuran; (v) tujuan produksi dan pengelolaan sumber kemakmuran itu dan bangun atau
jiwa dad kegiatan usaha itu bersifat kooperatif atas dasar kekeluargaan dan gotong royong.
1) Objek kemakmuran dan kesejahteraan.

a) Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak (harus dikuasai oleh Pemerintah),

b) Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi Negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup
orang banyak (dapat dikuasai oleh Pemerintah).

¢) Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi Negara, tetapi menguasai hajat hidup
orang banyak (tidak perlu dikuasai oleh Pemerintah).

d) Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi Negara dan tidak menguasai hajat

hidup orang banyak (tidak boleh dikuasai oleh Pemerintah).

2) Pelaku usaha (subjek);

a) Negara (Pemerintah), yang dapat berupa Perusahaan Negara, yang dapat berbentuk

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan
(Persero);
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b) Masyarakat, yang dapat berupa Perusahaan perorangan (Swasta) atau Perusahaan
kolektif (Koperasi sebagai bentuk perusahaan) ataupun Badan Sosial, yang dapat
berbentuk Yayasan-Yayasan dan badan-badan santunan sosial, LSM (Lembaga-Swadaya

Masyarakat) atau LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat).
3) Bentuk usaha sebagai wadah;

a. Usaha Perekonomian (Perusahaan).

Dapat berbentuk Perusahaan Negara, Perusahaan Koperasi, atau Perusahaan swasta.

b. Usaha Kesejahteraan Sosial Non-Perusahaan.

Selain itu, ada pula bentuk non-perusahaan seperti Badan-Badan Sosial, dan
LSM/LPSM yang harus dilihat dalam konteks Pasal 34 UUD 1945.
4) Proses produksi dan kesejahteraan sosial (Aktifitasnya):

a) Mengerjakan secara bersama (pola manajemen kebersamaan dan partisipatifseperti yang
tercermin dalam prinsip tripartite dalam Hubungan Perburuhan Pancasila).

b) Menguasai (tidak harus memiliki, tetapi dapat juga dengan cara pemilikan), yaitu
melalui mekanisme Pemilikan saham; dan atau Pemilikan hak suara.

c) Menanggung dan memelihara orang miskin dengan membagikan prosentase keuntungan
kepada rakyat miskin (i) Melalui koperasi (bersifat produktif), (ii} Melaiui Badan Sosial

(bersifat konsumtif), (iii) Melalui LSM atau LPSM (bersifat pembinaan atau dalam
rangka riset dan pengembangan).

5) Tujuan usaha.

Semua kegiatan usaha dalam berbagai bentuknya tersebut di atas, dikerjakan untuk

kemakmuran bersama, bukan untuk kemakmuran orang-seorang. Ideologi usahanya haruslah
berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Karena itu, sistem kesejahteraan sosial dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 itu, dapat
diskemakan sebagai berikut:
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Skema 1
Sistem
Kesejahteraan Soalal
Bab XIV UUD 1845

T
Pelaku Fkonomi

1
Hagg;a Hasyarakat

Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong

BUMH= | |
Padan Kolektif Badan Usaha
Individu Pe
*parian Konesumt: 1 £ Produktif milik Kapl-
tal Swasta.
*Parumn Fakir-miekin,||Perusahaan
anak tflantar Roperasi
*p'gara dan LSH amerta
Yaypn Soaial. iy
- sekto
L I e — = =~ — —>—| Informal
Pal 34 uvuD 45

> Pasal 33 gup 45 <

Dalam skema di atas, terlihat bahwa Sistem Kesejahteraan Sosial (SKS) berdasarkan
Bab XIV UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan beniuk usaha ekonomi dalam
arti sempit, tetapi juga pelaku dan bentuk usaha kesejahleraan dalam arti luas. Semangat
kekeluargaan dan golong royong harus mendasari semua bentuk usaha kesejahteraan itu. Para
pengusaha lemah di sektor informal harus pula diperlakukan sebagai bentuk informal dari
usaha perorangan yang harus dicakup dalam SKS, dan karena itu harus mendapat perlindungan
hukum yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2)*®. Bahkan jika ada
warga-pegara yang fakir miskin dan terlantar serla tidak mempu melakukan usaha sendiri,
maka Pasal 34 mewajibkan kepada Pemerintah untuk memelihara mereka. Karena itu, bagi
mereka yang mampu berusaha kecil-kecilan dan bersifat informal, Pemerintah wajib melakukan
segala tindakan untuk membantu dan mendorong perkembangan usaha mereka itu, baik melalui
kegiatan koperasi maupun melalui kegiatan pembinaan yang melibatkan partisipasi

lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga-lembaga pengembangan swadaya
masyarakat.

™ Pasal ini berbunyi (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeriniaban dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuahnya (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
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b. Pelaku Ekonomi dan Bentuk Usaha Bersama,

Dari uraian maupun skema di atas, dapat dikatakan bahwa dalam Sistem Kesejahteraan
Sosial (Bab XIV UUD 1945) terdapat dua pengerlian usaha, yaitu usaha kesejahteraan sosial
dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan usaha disini
adalah usaha bersama di lapangan ekonomi (perusahaan). Sedangkan dalam arti luas, tercakup
juga pengeriian usaha meningkatkan santunan sosial seperti yang dilakukan oleh badan-badan
sosial?® dan pengembangan kesejahteraan sosial pada umumnya seperti yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Semua kegiatan dalam rangka kedua
jenis usaha, dalam berbagai bentuknya, haruslah dilakukan untuk tujuan kemakmuran dan
kesejahteraan bersama, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan orang-seorang. Semangat
dan jiwa yang mendasari setiap usaha ekonomi dan sosial berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34
UUD 1945 itu, haruslah didasarkan atas asas kekeluargaan.

Mengenai pelaku kedua jenis usaha di atas dalam hubungannya dengan bentuk usaha,
seringkali dipahami secara rancu oleh para penulis. Banyak yang memahami bahwa pelaku
ekonomi itu adalah Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Badan Usaha Swasta, Padahal
ketiga hal yang terakhir ini, bukanlah pelaku ekonomi, melainkan bentuk atau wadah

usaha®!. Menurut Padmo Wahyono, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 pelaku kegiatan

ekonomi ialah negara atau orang seorang?? Keduanya dikategorikan mempunyai kemampuan

untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu ada pula yang tidak mampu melaksanakan

kegiatan perekonomian, yaitu fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan ketentuan Pasal
34 UUD 1945,

Mengapa koperasi tidak disebut oleh Padmo Wahyono sebagai pelaku ekonomi, karena

M0 Lihat ketentuan mengenai ini dalam Undang-Undang No.6 tahun 1974 tentang Ketenfuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial (LN. 1974 No.53 dan TLN No.3039).

M Lihat Sri Edi Swasono, Op.Cit.

2 padmo Wahyono, Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945, fnd-Ifild-co, Jakarta, 1991, hal 268.

M Menurut penulis istilah ‘orang-seorang’ tidaklah tepat. Agar tidak menimbulkan kesalohpahaman selubungan dengan
paham individualisme, kedua pelolu ini sebaiknya disebut: negara (Pemerintalt) dan masyarakat (rakyat},
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koperasi itu sendiri dipahami Padmo sebagai wadah, sebagai bentuk usaha, bukan pelaku.
Menurutnya, benluk kegiatan perusahaan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dikenal hanya dua,
yaitu; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN
dapat berbentuk Perusahaan Jawatan (Petjan), Perusahaan Umum (Perum), Persero dan
Koperasi (sebagai lembaga pendidikan pencerdas kehidupan perekonomian). Sedangkan BUMS
dapat berupa IMA (Indische Maatschappij op Aandelen), Firma, CV (Commanditaire
Vennootschap), Perseroan Terbatas dan Koperasi (sebagai pelaku)®.

Datam hal ini, Padino membedakan bentuk koperasi itu dalam dua pengertian, yaitu
sebagai lembaga pendidikan ekonomi rakyat, dan lembaga usaha ekonomi. Artinya, koperasi
dapat didirikan dan dikuasai oleh Pemerinlah seperti Koperasi Unit Desa dan dapat pula
didirikan oleh masyarakat. Kedua bentuk koperasi di atas maupun bentuk-bentuk usaha lainnya
harus tunduk kepada jiwa Pasal 33 UUD 1945. Disini, Padmo Wahyono agaknya cenderung
tidak mengacaukan peranan Pemerintah yang kuat dalam pembinaan koperasi (KUD) dengan
hakikat pemilik koperasi itu sendiri, sehingga ia menganggap koperasi seperti KUD dan
koperasi pada umumnya berbeda secara prinsipil. Dari segi lain, wadah usaha ekonomi itu
dapat meliputi wadah yang bersifat individualisilis dan wadah yang bersifat kolektif. Yang

bersifat kolektif, dapat bersifat koleklivisme negara (BUMN) dan dapat pula bersifat
kolektivisme rakyat (Koperasi).

Skema 2
Pasal 33 uup 45
Pelaku E‘(onomi

egara [ Masyarakat
Pe%sero Parum Pe#jan
Kolektifisme Kolektifleme Individualigme
Rakyat Hegara y
Jiwa Koperasl = Semangat Kekeluargaan.
Perusahaan|<———|pPerusahaan| < Parusahaan
Koperapl |——> Hegara —————> | Perorangan
8 . T
: fungsl pepgimbang j

Menuju Keselmbangan antara Indivi-
dnalifas dan Kolektifitas Pemilikan
dan Penguasaan Keglatan Usaha dalam

Rangka Kemakmurxan Berxgama

M Padma Walyono, Op.Cit,, Ial 256.
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Ada pendapat lain mengenai penggolongan bentuk usaha ini seperti yang dikemukakan

oleh Potan Arif Harahap. Menurutnya, penggolongan usaha itu seharusnya adalah®’:

r 1. Perusahaan

Negara/Daerah. > Badan Hukum
Masyarakat Kope- l. PT.
rasi Indonesia. l.Badan Hukum [:
2. Koperasi.
2. Perusahaan
Swasta 1. Firma
2 .Bukan Badan
Hukum 2. CV.

3. Percrangan.

Namun demikian, semua bentuk perusahaan tersebut di atas haruslah berjiwa koperasi.
Segala macam perusahaan, mempunyai hak hidup dan boleh beroperasi, asal saja dikelola
dengan jiwa dan semangat koperasi®*'® itu sesuai dengan maksud perkataan "bangun usaha
koperasi" yang digunakan dalam Penjclasan Pasal 33 UUD 1945, yang menurut pendapatnya
berarti "semangat" atau "jiwa"?'’, Dalam skema penggolongan demikian, koperasi dalam
bentuknya yang tersendiri telap dipertahankan untuk sementara waktu oleh Potan sebagai salah
satu bentuk Badan Hukum Perusahaan Swasta, di samping PT. Namun demikian, jika
pemikiran Potan ini diikuti, kedua bentuk perusahaan swasta ini sama sekali tidak ada lagi
bedanya. Keduanya sama-sama swasta, sama-sama harus terbuka, bahkan disarankannya agar
koperasi -- seperti halnya dengan PT -- dapat didirikan oleh dua orang saja, tidak perlu dibatasi
minimal 20 orang seperti sekarang. Pemasukan modal tidak harus sama dan dengan begitu
keuntunganpun dibagi menurutl partisipasi modal masing-masing anggota koperasi, seperti
halnya dalam PT. Demikian pula dengan jenis-jenis usaha yang boleh dikembangkan oleh
koperasi haruslah terbuka seluas-luasnya, seperti halnya PT. Beda anlara keduanya, menurut

Potan paling-paling soal perlakuvan pajak, misalnya kepada koperasi dapat diberikan fasilitas

U5 Potan Arif Haralap, Landasan Yuridis Sistem Ekanomi Pancasila, makalah Simposium Selari tentang Landasan Yuridis
Sistem Ekonomi Pancasila, yang diadakan oleh Fakultos Hulum Universitas Indonesia dalam rangka memperingati Dies
Natalis Ul ke-36. Lihat Sri Edi Swasong, (ed.), Op.Cit,, hal 111.

3 1bid,, hal. 110.

A7 1bid., hal 101-105.
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perpajakan dan perkreditan yang lebih ringan®®.

Sebenarnya, jika Potan Arif Harahap konsisten dengan pendapatnya, fasilitas perpajakan
dan perkreditan yang bersifat khusus itupun tidak lagi diperlukan bagi koperasi yang sudah
diperlakukan sama dengan PT. itu. Bukankah PT-pun dalam pandangan Poian harus
disesuaikan dengan jiwa koperasi, sehingga pada akhimya antara koperasi dan PT tidak lagi
relevan untuk dibedakan. Malahan, sebagai akibat dari idealisme Potan Arif Harahap untuk
mewujudkan Masyarakat Koperasi Indonesia dimana segala macam perusahaan berjiwa
koperasi, maka semua Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah juga harus menyesuaikan
diri dengan cara menjual sahamnya kepada masyarakat, sehingga akhirnya akan berubah pula
menjadi koperasi. Inilah yang diidam-idamkan oleh Polan Arif Harahap.

Pendapat Potan ini memang menarik, tetapi agak berbahaya. Karena, meskipun adanya
pengertian koperasi sebagai jiwa dan koperasi sebagai bentuk usaha memang harus dibedakan,
tetapi adanya koperasi sebagai bentuk usaha tetap harus dipertahankan. Koperasi sebagai
bentuk usaha tidak hanya perlu dilihat sebagai bentuk usaha itu “an sich’, tetapi juga dalam
hubungannya dengan fungsi sebagai alat untuk mendemokratisasikan sumber-sumber
kemakmuran bersama. Koperasi juga harus dilihat fungsinya dalam rangka menggerakkan
potensi ekonomi rakyat di pedesaan, di daerah kumuh dan sektor informal perkotaan, dan untuk
menggerakkan iaotensi ekonomi rakyat yang berpenghasilan rendah yang masih menempati
posisi dominan dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sekarang. Keberadaan
kelompok-kelompok ekonomi lemah ini, seperti terlihat dalam pengalaman negara-negara maju,
tetap akan ada dalam struktur sosial-ekonomi Indonesia sampai kapanpun. Tetapi, karena di-
dorong oleh idealisme untuk mewujus]kan Masyarakat Koperasi Indonesia yang diiddamkannya,
Potan malah menawarkan pemikiran untuk menghapuskan keragaman bentuk usaha itu pada
akhir masa perjuangan pembangunan ekonomi Indonesia yang entah kapan akan terlaksana itu.
Ada kemungkinan bahwa yang terjadi justeru sebaliknya, yaitu kolektivisme koperasi malah
akan terhisap ke dalam alam pikiran individoalisme dan liberalisme yang menggunakan nama

atau baju koperasi. Koperasi nantinya, seperti yang dibayangkan oleh Potan Arif Harahap,

8 Ibid, hal112.
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dapat didirikan oleh hanya 2 orang saja. Lalu, apa arlinya semangat kekeluargaan dan gotong
royong untuk kemakmuran bersama yang dicita-cilakan dalam UUD 19457

Lagi pula, secara juridis, Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebulkan bahwa
perusahaan yang lidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.
Artinya, dalam UUD 1945, diakui adanya beniuk-bentuk usaha yang didasarkan kepada paham
individualisme, tetapi harus berada dalam posisi ‘marginal; dalam sistem ekonomi Indonesia,
tidak dominan seperti yang terjadi sekarang. Jika perusahaan-perusahaan jenis ini berkembang
menjadi besar dan dominan, maka kepadanya harus pula diterapkan ketenluan yang

mewajibkannya menerapkan prinsip-prinsip koperasi, agar rakyat banyak dapat turul menikmati

keuntungan yang diperolehnya.
Dengan demikian, konsisten dengan uraian di atas, kegiatan usaha yang diakui menurut
Pasal 33 UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu: _
1) BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dapat berupa Perjan, Perum atau Persero.
2) Koperasi yang dapat berupa koperasi yang mengandung unsur pendidikan seperti pendapat

Padmo Wahyono dan koperasi yang murni sebagai unit usaha bersama seperii perusahaan
lain.

3) BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang dapat berupa PT, CV atau Firma.
4) BUSI(Badan Usaha Sektor Informal) yang tidak mempunyai bentuk hukum dalam

pengerlian yang formal.

¢. Koperasi sebagai Jiwa, Gerakan dan Bentuk Usaha.

Dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa bangun perusahaan yang
sesuai dengan asas kekeluargaan yang harus menjadi dasar usaha bersama sebagai susunan
ekonomi Indonesia yang berkedaulatan rakyat, adalah koperasi®’®. Arinya, selain dari

koperasi dinyatakan tidak sesuai untuk itu. Karena ilu wmuncul tiga kelompok tanggapan

9 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan

itu jalah koperasi®. "Perckonomian berdasar aias demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orangl Sebab itu,
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup crang banyak harus dikuasai oleh

negara...” "Hanya perusahaan yang lidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang”.
Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit.
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terhadap hal ini. Untuk sederhananya dapat dikalakan bahwa masing-masing terwakili dalam
pemikiran Polan Arif Harahap, Widjojo Nitisastro dan Sri Edi Swasono. Pertama, seperti
dikemukakan oleh Potan Arif Harahap yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata
"bangun" dalam Penjelasan itu bukanlah koperasi sebagai "bentuk usaha", tetapi koperasi
- sebagai "jiwa"”®. Dengan demikian, koperasi dapat dilihat dari segi jiwa dan dari segi
bentuk usaha. Sebagai jiwa, maka jiwa koperasi itu harusiah mewarnai semua bentuk
perusahaan yang diakui dalam hukum Indonesia. Arlinya, baifc BUMN, BUMS maupun
Perusahaan Koperasi haruslah berjiwa koperasi. _

Ada lagi sarjana yang berpendapat seperii terlihat dalam pandangan Widjojo Nitisastro
dalam perdebatannya dengan Wilopo tahun 1955 bahwa bentuk usaha koperasi, BUMN dan
BUMS itu sendiri memang diikat oleh kepentingan usaha bersama dalam memajukan
kemakmuran masyarakat sebagai keseluruhan?®'. Karena itu, baginya tidak ada masalah
dengan BUMS yang ada, meskipun mereka ini diikat oleh ketentuan hukum eks-kolonial yang
didasarkan kepada paham individualisme-liberalisme.

Sebaliknya, Sri Edi Swasono menganggap bahwa semua benluk usaha yang didasarkan
kepada peraluran peninggalan Belanda berupa NV, CV dan Firma harslah
di-Pasal-33-kan*2. Maksudnya, semua bentuk perusahaan perorangan yang didasarkan

kepada paham individualisme-liberalisme itu harus ditransformasikan ke dalam jiwa demokrasi
ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, susunan ekonomi Indonesia
diharapkan secara radikal direstrukturisasikan sesuai dengan kebutuhan untuk membangun
susunan ekonomi usaha bersama alas dasar asas kekeluargaan. Menurut, Sri Edi Swasono
pembangunan ekonomi Indonesia lebih daripada sekedar soa! pilihan bentuk usaha, juga

merupakan problem transformasi slruktural. Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah

™ Potan Arif Harahap, Op.Cit, dalam Sri Edi Swasono, (ed.), Op.Cit,, hal.101-105.

Bl Widjojo Nitisasiro, Suatu Penafsiran Terhadap Ayat 1 Pasal 38 Daripada UUD Semeniara RI (Tanggapan Terhadap

Penafsiran Wilopo), dalam Ibid, hal. 3240,

™ Lihat berbagai fulisan Sri Edi Swasono mengenai soal ini, misalnya Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif
vs Konsentrasi Ekononti, Kopkar, DEKOPIN, Jakarta, 1990, hal 25-29.
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kebijaksanaan yang bersifat tambal sulam, melainkan perubahan mendasar yang menuntut suatu
gerakan massif yang didukung oleh struktur dan perangkat hukum yang sesuai dengan gagasan
demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Dari ketiga pandangan ini, dapat dilihat adanya tiga cara yang diperlukan untuk
mengartikan kata "koperasi" dalam UUD 1945. Pertama, koperasi sebagai prinsip dan
nilai-nilai usaha bersama yang bersifat kekeluargaan; Kedua, koperasi sebagai wadah usaha
atau bentuk unit usaha ekonomi seperti halnya dengan benluk perusahaan lainnya. Hanya sifat
dan hakikatnya yang berbeda yaitu dijiwai oleh asas kekeluargaan. Keliga, koperasi sebagai
gerakan sosial-ekonomi ke arah perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang
mencerminkan asas kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ketiga konteks pengertian inilah
yang biasanya luput dari perhatian orang ketika membicarakan mengenai koperasi di Indonesia,
sehingga perdebatan mengenai soal ini terasa jalan di tempat. Apa lagi, jika dikaitkan dengan
kenyataan bahwa koperasi dituntut bersaing dengan badan-badan usaha lainnya yaitu dengan
BUMN vyang didukung oleh fasilitas langsung dari negara dan BUMS yang pada umumnya
berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan koperasi. Dalam
konteks persaingan yang tidak seimbang ini, yang dipahami sebagai koperasi disini tentulah
koperasi dalam arli bentuk usaha koperasi. Akibatnya, pembicaraan terjebak hanya dalam soal
bentuk usaha. Padahal, seperti yang tergambar dalam pandangan Sri Edi Swasono di atas,
problem koperasi bukanlah sekedar masalah persaingan dengan bentuk usaha lainnya. Problem
koperasi adalah problem pembangunan demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan UUD 1945

yang belum lagi jelas perumusannya hingga kini, sehingga mudah dipahami bersama oleh
semua pihak yang terkait.

d. Koperasi Sebagai Unit Pelayanan dan Unit Produksi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono seperli dikemukakan di atas,
nampak adanya usaha untuk membedakan antara koperasi yang didirikan oleh Pemerintah dan

koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri®”. Pembedaan ini seperti diuraikan di atas,

2 pPadmo Wahlyono, Op.Cit., hal 256.
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tidaklah tepat. Akan tetapi, kebutuhan unluk membuat garis pembeda antara dua jenis bentuk
usaha koperasi dalam praktek, memang harus dipertimbangkan.

Seperti diuraikan di atas, sebagai peletak dasar koperasi dalam UUD 1945, Hafta
memahami gagasan ini dalam konteks kolektivisme-produksi®!. Antinya, badan usaha ini
pertama-tarna harusiah dipandang sebagai unit produksi. Akan tetapi, dalam praktek koperasi
lebih sering dilihat sebagai unit pelayanan anggotanya semata. K-operasi cenderung dianggap
sebagai wadah usaha yang semata-mata bertujuan untuk melayani kebutuhan anggotanya.
Karena itu, pilihan jenis usaha yang dapat dikembangkan, juga dibatasi sepanjang menyangkut
kebutuhan langsung dari kepentingan ekonomi para anggotanya. Akibatnya, perkembangan
koperasi menjadi sangat lamban. Koperasi sefalu dikonotasikan dengan pengertian yang
‘lemah’, ‘kecil’, ‘miskin’ dan perlu pembinaan serta bantuan fasilitas dari Pemerintah. Akibat
lebih lanjut adaiah peranan Pemerintah menjadi sangat dominan dalam pengembangan koperasi.
Inilah yang agaknya menyebabkan munculnya pendapat seperti dikemukakan oleh Padmo
Wahyono di atas, yang membedakan secara diametral antara koperasi negara dan koperasi
masyarakat.

Karena itu, sebaiknya pengertian koperasi sebagai bentuk usaha itu dalam kebijaksanaan
perkoperasian di Indonesia, dibedakan dalam dua fungsi. Ada koperasi yang tetap berfungsi
sebagai unit pelayanan, tetapi ada pula koperasi yang dilihat semata-mata sebagai unit produksi
dalam arti usaha bersama dalam arti yang seluas-luasnya. Di daerah pedesaan ataupun di
daerah-daerah perkampungan kumuh, sangal boleh jadi koperasi jenis pertama itulah yang lebih
dibutuhkan. Akan tetapi, meskipun koperasi pelayanan itu tetap diperlukan juga di
daerah-daerah perkotaan, koperasi yang berfungsi sebagai unit produksi tentu saja sangat
diperlukan, terutama untuk melayani sekelompok orang yang ingin bergotong-royong

mendirikan badan usaha bersama dalam arli yang seluas-luasnya. Sebagai contoh, ketika Bank

M Lihat Chatib Sulaiman yang menyatakan bahwa kolektivisme PN ... adalah "Collectivisme van voortbrengsel®, sedangkan
kolektivisme komunis adalah "Collectivisme van bexit (eigendom)”. DR. No.59, Tahun 1933, hal 91-92.
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Mu‘amalat Indonesia hendak didirikan®”, timbul persoalan mengenai bentuk badan
hukumnya, apakah akan menggunakan bentuk koperasi atau PT (Perseroan Terbalas).
Namun, karena kesulitan administratif dan juridis yang dianggap dapat timbul jika
bentuk koperasi yang dipilih, maka para pendiri Bank Mu‘amalat Indonesia memilih bentuk
hukum PT. Akan tetapi, karena prakarsa pembentukannya didukung dan diprakarsai oleh
banyak orang, maka akhirnya PT Bank Mu‘amalal Indonesia itu didirikan oleh lebih dari 200
orang pendiri*®. Hal ini tentu agak menyalahi peraturan mengenai pendirian PT yang
berlaku. Tetapi, karena adanya kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar dan berkat dukungan
Presiden Soecharlo akhirnya PT. Bank ini didirikan juga secara bergotong-royong oleh 103

orang pendiri. Jumlah pendiri sebanyak ini, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai pendir
koperasi daripada PT.

C. PERUMUSAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI RIS 1949.

1. Perumusan Kedaulatan Rakyat di Bidang Politik.

Dalam Konstitusi RIS 1949, yang merupakan produk kompromi antara Pemerintah RI
dengan Pemerintah BFO® dalam suasana perundingan Konferensi Meja Bundar dengan

Pemerintah Belanda di Den Haag™®, rumusan mengenai kedaulatan rakyat sebagaimana

5 Penulis sendiri terlibat akiif dalam proses persiapan pendivian Bank Mu‘amalat Indonesia ini sebagai Sekretaris Panitia
Persiapan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dan juga sebagai Sekretaris Tim Hukum yang dibentuk oleh Ikatan
Cendekiawan Muslim Se-Indonesia dalam rangka mendukung prayek Majelis Ulama Indonesia ini.

3 Alda Notaris Yudo Paripurno,SH. No.I tanggal 1 Nopermber 1991, yang disahkan dengan Kepufusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No. C2.2413.1IT.01.01. talun 1992, ranggn! 21 Maret 1992, Berita Negara Republik Indonesia 1992 No.34,
tertanggal 28 April 1992,

7 Kedua Pemerintahan ini menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) anitara tanggal 23 Agustus - 2 Nepember 1949 di
Den Haag. Acara pokok yang dibahas di dalam konferensi ini adalal soal penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda

kepada Indonesia. Mengenat BFO (Bijeenkomst veor Federaal Overleg) ini lthat Ida Anak Agung Gde Agung, Dari Negara
Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 19835.

2 Konstitusi RIS ini disusun bersama oleh pitiak Republik Indonesia dan pihak Pemerintalt BFO yang berada di Den Haag
dalam rangka menghadiri KMB. Penyusunannya dilakukan di luar KMB dan tidak merupakan bagian dari KMB itu sendiri.,
Setelch selesai, penandatangannya dilakukan pada tanggal 29 Okiober 1949 di bandar Scheveningen, Belanda. Lihat Deliar
Noer, Mohammad Hatta: Biograft Politik, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 359. Lihat juge Muhammad Yamin, Naskah Persiapan
Undang-Undang Dasar 1945, Jilid It, 1960, hal. 82, Sebenarnyalal, sebelum menghadiri KMB ini di Den Hueag, rancangon
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dalam UUD 1945 itu, tidak nampak lagi. Baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh
Konstitusi RIS, pernyalaan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tidak lagi tercantum.
Oleh karena itu, timbul perlanyaan, siapakah yang merupakan pemegang kedaulatan dalam
negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS 1949. Menurut Muhammad
Yamin®®, sebenarnyalal pemegang kedaulatan dalam negara RIS itu ialah negara, karena
negaralah yang memegang kedaulatan itu sebagaimana yang dapat dibaca pada kalimat akhir
dari Mukaddimah Konstitusi RIS, yaitu: "... Negara hukum Indonesia yang Merdeka dan
berdaulat sempurna..."”. Kalimat yang sama juga dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 1
ayat (1) Konstitusi RIS, yaitu: "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat">!,
Namun, emusan "Negara RIS yang ... berdaulat” itu, sebenarnya haruslah dilihat dalam
kaitannya dengan hasil perundingan KMB tahun 1949 yang menghasilkan naskah Konstitusi
ini dan menyebabkan terjadinya penyerahan atau pemulihan kedaulatan Indonesia sebagai
negara merdeka®?. Suasana pembahasan mengenai gagasan kedaulatan dalam proses
penyusunan konslitusi ini memang berbeda dengan suasana ketika UUD 1945 dirumuskan.
UUD 1945 lahir sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia menghadapi Pemerintah Jajahan,
dengan kemenangan di pihak rakyat, sedangkan Konstitusi RIS lahir dari hasil perjuangan
Pemerintah (RI) berhadapan dengan Pemerintah BFO yang merupakan Pemerintah boneka
Belanda. Karena itu, wajar jika perumusan gagasan kedaulatan dalam Konslitusi RIS itu

dipengaruhi oleh suasana pertentangan antara kepentingan negara asing dengan negara

konstitusi itu sudeh dibuat sejak dari Indonesia oleh Panitia Hukatm dan Kelaianegaraan yang dipimpin glch Seepomo.
Malahan, meskipun agak tergesa-gesa, persiapan mengenai ini juga sudah dilakukan sejak pertemuan pertemuan antara wakil

RI dan wakil BFFO di Yogyakarta, tanggal 19-22 Juli dan di Jakarta tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1949 yang disebut sebagai
Konferensi Antar Indonesia. Lih. Deliar Noer, Op.Cit. hal. 353-353.

® Mulammad Yamin, Proklamasi dan Kenstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 56.

Ibid., hal. 56, lih. Konstitusi RIS 1949, Keputusan Presiden RIS No.48, tanggal 31 Januari 1950, LN-RI 1950 No.3.
an !!’.L‘-

2 Menurut Ismail Suny, sebagai hasil KMR yang menyebabkan Kerajaan Belanda terpaksa memulitkan kedaulatan atas

wilayah Indonesia, penyerahan kedaulatan iiu terjadi secara bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949 dari Kerajaan

Belanda kepada RIS dan dari R kepada RIS secara langsung. Ismail Suny, Pergeseran Keluasaan Ekselaitif; Aksara Baru,
Jakarta, 1986, hal, 77.
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Indonesia yang diakhiri dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan di Scheveningen™,
Pertentangan kepentingan yang terjadi bukan lagi antara rakyat dengan Pemerintah, tetapi
antara Pemerintah suatu negara merdeka dengan Pemerintah (asing) ataupun dengan Pemerintah
boneka asing. Issue yang dipersoalkan adalah kedaulatan negara yang menolak untuk dijajah
kembali ataupun dijadikan boneka oleh suatu negara asing. Jadi, yang dimaksud dengan
kedaulatan dalam rumusan di atas, sebenarnya adalah kedaulatan dalam hubungan antar negara
yang tidak relevan untuk dibahas disini. Dengan demikian, secara internal, dianut tidaknya
gagasan kedaulatan rakyat dalam Konstitusi RIS tidak dapat dikaitkan dengan rumusan
Pembukaanoya ataupun dengan Pasal 1 ayat (1) seperti yang dikemukakan oleh Muhammad
Yamin di atas.

Dalam hubungan antara negara, baik UUD 1945 maupun UUDS 1950 juga manganut
ajaran kedaulatan negara. Kedua konstitusi itu sama-sama menegaskan bahwa Republik
Indonesia merupakan negara yang berdaulat penuh sebagai negara yang merdeka. Artinya,
gagasan kedaulatan negara yang dirumuskan dalam Konstitusi RIS merupakan konsekuensi
logis saja dari pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terganggu oleh
keinginan pihak Pemerinlah Kerajaan Belanda uniuk menjajah kembali yang kemudian berakhir
dengan persetujuan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan negara Indonesia itu sepenuhnya
kepada pihak Pemerintah Indonesia®™. Dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945%° dan
begite pula dalam alinea keempat Pembukaan UUDS 1950%% memang disebut mengenai
Indonesia sebagai negara berdaulat. Artinya, UUD 1945 dan UUDS 1950 seperti Konstitusi

RIS 1949, juga menganut ajaran kedaulatan negara yang bersifat eksternal itu dalam hubungan

Y Muhammad Yamin, Op.Cit., hal.82, dan juga Deliar Noer, Op.Cit, 357.
2 Ibid,

U5 Disini dinyatakan: "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara indonesia, yang
merdeka, bar- satu, berdoulat, adil dan makmur®, Pembukaan UUD 1945, Op.Cit.

¥ Disini dinyatakan: "Maka demi ini karti menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbeniuk
Republik kesatuan, berdasarkan..., untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjalteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna”. UU No.7 Tahun 1950, 15 Agustus 1950, L.N.
Tahun 1950 No.56, dengan Penjelasan dalam TLN 1950 Ne. 37,
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dengan negara lain. Akan tetapi, tentu saja, hal ini belum dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan bahwa UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu tidak menganut ajaran
kedaulatan rakyat. Untuk memahami apakah konstitusi-konstitusi itu, terutama dalam hal ini
Konstitusi RIS, juga menganut ajaran kedaulatan rakyat masih perlu dilakukan penejaahan,
terlepas dari adanya rumusan mengenai kedaulatan negara dalam kalimat terakhir Pembukaan
Konstitusi RIS itu maupun dalam rumusan Pasal 1 ayat (1)-nya sebagaimana pendapat
Muhammad Yamin tersebut di atas™’.

Meskipun pernyataan yang tegas mengenai kedaulatan rakyat ini tidak tercanium dalam
Konstitusi RIS, tetapi seperti juga dikatakan oleh Yamin sendiri, “tinjavan mengenai kedaulatan
apakah yang menjadi sumber konstitusi ini, diserabkan saja kepada ilmu penge;tauan"m.
Dalam hal ini, Yamin cenderung pada pendapat bahwa ajaran kedaulatan negaralah yang
dianut. Tetapi, penulis berpendapat bahwa yang dianut tetap ajaran kedaulatan rakyat. Baik
dalam Pembukaan UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950, gagasan kerakyatan tetap
dipertahankan dalam rumusan mengenai Pancasila®™®, Rumusan dan urutan kelima sila itu
dalam Pembukaan ketiga konstitusi itu masing-masing adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945%:
a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. -

e. Keadilan sosial bagi selurub rakyat Indonesia.

B Muhammad Yamin, Op.Cit, hal. 56-57. Lilat juga naskah Konstitusi RIS, Qp.Cit, (diumumkan pada fanggal 6 Februari
1950).

2 Yamin, Op.Cit., hal 56.

¥ Unluk studi yang khusus mengenai soal ini, baca discrtasi A.M.W.Pranarka, Sejaralt Perkembangan Pemikiran tentang
Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara den Sumber Hukium, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 15 Oktober 1983,

" Keppres No.150/1959, LN 1959 No.75, Op.Cit.
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2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949%'";
a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. b. Peri-kemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kerakyatan.
e. Keadilan Sosial.
3. Undang-Undang Dasar Semenlara 1950*%
a, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b. Peri-kemanusiaan.
¢. Kebangsaan.
d. Kerakyatan.

e. Keadilan Sosial.

Meskipun perumusan Pembukaan UUD 1945 dan kedua konstitusi lainnya berbeda satu
sama lain, tetapi gagasan kerakyatan merupakan pokok pikiran yang konstan, yang tak
terpisahkan dari paham kenegaraan yang tumbuh sejak masa awal kemerdekaan dan
berlangsung terus hingga berlakunya Konstitusi RIS dan kemudian UUDS 1950, Bahkan
lambang negara, yang sekarang ini dikenal dengan Garuda Pancasila, pertama kali disahkan
sebagai Lambang Negara Indonesia dalam Sidang Dewan Menteri RIS yang diadakan tanggal
11 Februari 1950, Lambang ini direncanakan oleh Panitya Lentjana Negara menurut bagian III
Pasal 3 Konstitusi RIS*™. Dalam Ictisar Parlemen No.2/1950 dinyatakan bahwa dalam
fambang ini, terdapat perisai yang terbagi ke dalam lima bagian, yang menggambarkan lima
sila Pancasila. Bintang melambangkan sila Ke-Tuhanan (di tengah), kepala banteng
melambangkan Kedaulatan Rakyat, pohon beringin untuk Kebangsaan, padi dan kapas

melambangkan Keadilan sosial, dan rantai baja melambangkan Peri-kemanusiaan.?*

M Iembaran Negara Tahun 1950 No.3.

M yuDS 1950, UU. No.7 Tahun 1950, tertanggal 15 Agustus 1950, L.N. 1950 No. 56, diumumbkan tanggal 15 A gusius 1950,
dan T.LN. Tahun 1950 No.37.

M Kementerian Penerangan, "Ichtisar Parlemen”, Perijeiak- an Negara RIS, Jakarta, Djum'at 17 Februari, 1950, hal.10,

kit d ﬂ’i‘i
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Jadi, setelah berlakunya Konstitusi RIS, yang dipahami sebagai sila kerakyatan dalam
Pancasila yang termaktub dalam pembukaannya itu, tidak lain adalah kedaulatan rakyat yang
dilambangkan dengan kepala banteng dalam lambang Garuda. Jadi, meskipun tidak secara.
eksplisit dinyatakan dalam batang tubuhnya, Konstitusi RIS tetap menganut ajaran kedaulatan
rakyat seperti UUD 1945. Malah, jika ditelaal, pasal-pasal yang memuat gagasan kedaulatan
rakyat dalam Konstitusi ini cukup tegas. Dalam Pasal 34 Konstitusi RIS, misalnya, dinyatakan _
bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa®®. Demikian pula dalam Pasal 1
ayat (1) yang dijadikan dasar oleh Yamin di atas, juga dinyatakan bahwa "RIS jang merdeka
dan berdaulat jalah svatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.**
Perbedaannya hanya dalam soal pengorganisasiannya saja. Tidak seperti ketentuan UUD 1945,
kedaulatan rakyat RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat?”,

sedangkan dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang berada
di atas Pemerintah (Presiden)?*®

Dalam rangka pengorganisasian gagasan kedaulatan rakyat ini, dalam Pasal 118 ayat (2)
Konstitusi RIS diatur pula mengenai prinsip kabinet bertanggung-jawab (responsible
government) (kepada DPR). Dalam Pasal 122 dinyatakan "DPR jang ditundjuk menurut Pasal
109 dan 110, tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan
djabatannja."** Arinya, secara terbalik, DPR yang akan disusun menurut Pasal yang lain,

yaitu Pasal 111 ayat (1) melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia, ditentukan dapat

5 "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalant pemilihan berkals yang jujur dan

yang dilakukan menurut hok pilih yang sedapat munghkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara
yang rahasia alaupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” Konstitusi RIS 1949, 1bid,

M Keputusan Presiden RIS No.43/1950, Op.Cit.

¥ Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS berbunyi: "Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat™.

M8 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenulnya oleh Majelis
Permusyawaraian Rokyat™. Sebenarnya, datam prakiek, kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 inipun dilakukars oleh Presiden
{Pemerintah) yang merupakan mandataris dari Majelis. Walaupun demikian, secara formil, kedaulatan rakyal itu tetap berada
di tangan Majelis yang merupakan penjeimaan seluruh rakyal.

M Kepuiusan Presiden RIS No.18/1950, Op.Cit, Menurut Ismail Susny, ketentuan ini sifatnya sementars. Sesudah masa
transisi dilalui, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen itu akan diadakan. Ismail Suny, Op.Cit, hal, 106.
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menjatuhkan kabinet. Karena itu, secara juridis, Konstitusi inipun sebenarnya menganut sistem
demokrasi juga sepenti ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "RIS jang merdeka dan
berdaulat jalah suatu negara hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.">®

~ Dalam pelaksanaannya di tingkat pusat, kedaulatan rakyat itu diorganisasikan secara
horizontal ke dalam fungsi-fungsi yang terwujud dalam enam alat perlengkapan federasi RIS,
yaitu Presiden, Menter-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas
Keuangan®'. Fungsi eksekutif berada di tangan Presiden bersama-sama dengan Mentesi®Z,
Fungsi legislatif berada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan DPR. Khusus untuk
perundang-undangan mengenai daerah-daerah bagian atau mengenai hubungan antara RIS
dengan negara bagian, kekuasaan perundang-undangannya dipegang oleh Pemerintah bersama-
sama dengan DPR dan Senal™. Sedangkan fungsi judikatif berada sepenuhnya di bawah
kekuasaan pengadilan yang bebas dari campur tangan alat perlengkapan negara yang bukan
perlengkapan kehakiman®!, di mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan federal
tertinggi®.

Melalui pengorganisasian itu, hubungan antara negara dengan rakyat diharapkan
memungkinkan rakyat dapat turut serta dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Salah satu
ketentuan penting yang bermaksud menjamin prinsip kedaulatan rakyat itu adalah jaminan
HAM. Konstitusi RIS dengan tegas mencanlumkan ketentwan hak-hak dan
kebebasan-kebebasan dasar manusia ini dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Perumusan

ketentuan mengenai HAM di sini, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan perumusan UUD

Keppres RIS No.48{1956, Op.Cit.

B Ketentuan Umum Bab I tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS 1949.

B2 Pasal 68 ayat (1) Konstiiusi RIS menyatakan: "Presiden dan Menteri2 bersama-sama merupakan Pemerintah.”

B Pasal 127 Konstitusi RIS, Masing-masing ketiga badan ini sama-sama berhak mengajukan RUU untuk dibahas di DPR.

Uniuk pengesahannya oleh Presiden, ketiganya harus sama-sama menyetujui suatu RUU yang diajukan oleh salah satu pihak

*  Pasal 145 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi: "Segala tjampur tangan, bagaimanapun djuga, oleh alar2 perlengkapan
Jjang bukan perlenghapan kellakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.”
B8 Pasal 147 ayat (1) yang berbunyi: "Malkamah Agung Indonesia jaleh pengadilan federal tertinggi.”
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1945. Malahan, konsensus mengenai ketentuan hak asasi manusia yang diambilkan dari
Deklarasi Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia ini®® sudah disepakati sejak Konferensi
Antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta® bulan Juli 1949, Dalam konferensi
yang merupakan perlemuan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak BFO®®, kedua
pihak menyetujui pembentukan RIS yang demokratis, dilengkapi dengan DPR dan Senat.
Dalam konferensi ini disepakati beberapa materi yang akan dijadikan isi Konstitusi RIS yang
akan dibentuk, yang antara lain misalnya mengenai kekebalan anggota DPR dan jabatan
Presiden yang bersifat konstitusional dan sebagainya.

Selain itu, yang penting untuk disebut adalah bahwa kedua belah pihak, juga menerima

baik Pernyataan HAM PBB (The Universal Declaration of Human Rights) tanggal 10

Desember 1948%°. Pernyataan HAM ini disetujui masuk dalam rencana Konstitusi RIS yang
akan disusun®®. Setelah rencana diselesaikan dan disetujui serta diratifikasi oleh DPR-RIS

dan BFO, Konstilusi RIS disahkan pada tanggal 31 Januari 1950*'. Ternyata bahwa mater

%6 Piagam PIB tentang Hak Asasi Manusia, likat terbitan PBB atau Paul S. Baut dan Benny Harman X, Op.Cit.

B7  Konferensi ini diadaken atas undangan pihak NFO, tetapi tuan rumalnya adalah RI yang dipimpin oleh Hatta. Dalam
pembukaary, ada tiga pidate sambutan, masing-masing oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamid sebagai Ketua BFO dan Hatta
sebagai Ketua delegasi RI. Deliar Nocr, Molammad Hatta: Riogrefi Politik, Op.Cit,, hal.353-354. Konferensi berakhir 22
Juli 1949, kemudian dilanjutkan di Jakarta 31 Juli - 2 Agustus 1949 yang membahas prosedur pembuatan konstitusi
sementara, garis-garis besar politik, ekonomi, keuangan dan masalah Uni Indonesin-Belanda. Kanferensi ini juga berhasil
membeniuk Panitia teknis yang akan menyiapkan Rancangan Konstitusi RIS, Notulen Konferensi Jakarta ini selengkapnya
dapot dilihat dalam dokumen Haita, Deliar Nocr, Ibid.,, hal. 354, catatan No. 125, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemerterian

Pencrangan, Jht., 1952, hal, 310-320; Juga Ida Anak Agung Gde Agung, Dari Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat,
Op.Cit., hal. 590-609.

B3 Dalam konferensi di Jakarta ini, kedua pihak memang sepakal scpakat balwa rancangan naskah konstitusi akan dibawa
ke Belanda dalam rangha menghadiri KMB dengan pihak Belanda. Selama di Belanda akan diadakan pembicaraan mengenai
rencana pembentukan RIS dalam pertemuan terpisah sanpa diladiri ofeh piak Belanda. Deliar Noer, Qp.Cit,, hal 355.

e ¥ enfang PBB, terbitan PIB, Piagam Hak Asasi Manusia, Paul 5.Bawt dan Beny Harmaon K., Kompilasi Deklarasi Hak
Asasi Manusia, Op.Cit,, hal.75-85.

¥ Deliar Noer, Qp.Cit, hal. 354,

*!  Disalkan dengan Keppres RIS No.48/1950, 31-1-1950, tetapi baru diumumkan pada 6-2-1950. Jika dibandingkan antara
naskalt Rancangan dengan naskeh Konstitusi IS yang menjadi lampiran Keppres No.48{1950 ini, nampaklah bahwa di antara
keduanya hampir tidak ada perbedaan sama sckali. Hal ini patur dimaklumi karena pembalasan Rancangan Konstitusi RIS
ini oleh DPR-RIS memang sangat terdesak olel wakiu, mengingat naskah konstitusi ini diharapkan oleh Pemerintah (Hatta)
agar sudah disaltkan sebelum penyrahan kedaulatan. Karena itw, tidak ada jalan lain bagi DPR kecuali menyetujui
sepenuhnya rancangan yang diajukan oleh Pemerintah itu, meskipun ternyata akhirnya bahwa penyerahan kedaulatan dari
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Pernyataan Hak Asasi Manusia se-Dunia itu memang kemudian diadopsi menjadi materi
Bagian V dari Bab 1, yaitu mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 Konstitusi RIS*2
Dengan jaminan ini, maka prinsip kedaulatan rakyat yang dianut kian tegas, meskipun asas

kedaulatan rakyat itu sendiri tidak tercantum secara eksplisit dalam batang tubuhnya.

2. Perumusan Gagasan Kedaulatan Rakyat di bidang Ekonoml.

Berbeda dari UUD 1945, Konslitusi RIS tidak memuat rumusan gagasan kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi. Konstitusi RIS memuat 6 bab yang masing-masing yaitu Bab I
(Negara RIS) terdiri dari 6 bagian®*, yaitu (i) Bentuk Negara dan Kedaulatan, (ii) Daerah
Negara, (iii) Lambang dan Bahasa Negara, (iv) Kewarganegaraan dan Penduduk Negara, (v)
Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia dan (vi) Asas-Asas Dasar. Bab II (RIS dan
Daerah-Daerah Bagian) terdiri dari 3 bagian, yaitu (i) Daerah-Daerah Bagian, (ii) Pembagian
Penyelenggaraan Pemerintahan Antara RIS dengan Daerah-Daerah Bagian, (iii) Daerah-Daerah
Swapraja. Bab 111 (Perlengkapan RIS) terdiri dari 5 bagian, yaitu (i) Pemerintah, (ii) Senat, (iii)
DPR, (iv) Mahkamah Agung dan (v) Dewan Pengawas Keuangan. Bab IV (Pemerintahan) 6
bagian, yailu (i) Ketentuan-Ketentuan Umum, (ii) Perundang-undangan, (iii) Pengadilan, (iv)
Keuangan, (v) Perhubungan Luar Luar Negeri, (vi) Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan
Umum. Bab V (Koastituante) terdiri dari 4 pasal. Bab VI (Perubahan, Ketentuan-Ketentuan
Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup), 3 bagian, yaitu (i) Perubahan, (ii)
Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan (iii) Ketentuan-Ketentuan Penutup.

Dalam Konstitusi RIS tidak tergambar mengenai bagaimana susunan sosial dan ekonomi

hendak dibangun. Hampir semua isinya hanya mengatur soal susunan politik negara RIS,

Belanda kepada pemerintah Indonesia dilakukan pada 27-12-1949, sedangkan Konstitusi RIS baru disahkan dengan Keppres
RIS pada 31 Januari 1950,

¥ Mengenai HAM iiu lillat Pasal-Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 dan 33 Konstitusi RIS 1949, Op.Cit.

) Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No.48 ini (LN Tahun 1950 No.3), diumumbkan tanggal 6 Februari 1950, Op.Cit.
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sedangkan mengenai susunan perekonomian seperti dalam UUD 1945, tidak dimuat sama
sekali®'. Karena itu, dari segi isinya, Konstitusi RIS mirip dengan konstitusi negara-negara
Eropah Barat yang hanya memuat ketentuan mengenai susunan politik. Ketentuan mengenai
susunan sosial dan ekonomi justeru berkembang di antara konstitusi-konstitusi negara-negara
sosialis dan komunis, tidak di lingkungan negara-negara liberal barat.

Corak Konstitusi RIS demikian ini dapal dipahami karena penyusunan dan
perumusannya sangat dipengaruhi oleh suasana dan bahkan dapat dikatakan merupakan produk
kompromi antara Pemerintah Rl dengan kepentingan Belanda®®, sehingga cara berpikir
mengenai tata negara Belanda, sedikit banyak juga mempengaruhi proses perumusannya pada
tahun 1949. Konstitusi RIS dapat dikatakan juga menganut paham kedaulatan rakyat yang
bersifat liberal seperti yang dipahami dalam tradisi Eropah Barat. Kedaulatan rakyat dalam
UUD ini hanya bersifat politik dan didasarkan pada individualisme. Karena itu, bersamaan
dengan diadopsinya gagasan kedaulatan rakyat yang bersifat politik, Konpstitusi RIS juga
mengadopsi konsep HAM. Tanpa keraguan, para perumusnya -- termasuk Soepomo® yang
dikenal gigih menentang rumusan pasal HAM dalam UUD 1945 -- menerima perumusan HAM
dalam Konstitusi RIS. 27 Pasal HAM dalam konstitusi ini secata tegas dirumuskan dalam Bab
1 Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia®’. Demikian pula
dengan konsep hak milik, ciri liberalisme itu juga terlihat dalam konslitusi ini. Mengenai soal

ini, dalam Pasal 25 Konstitusi RIS ini, misalnya, dinyatakan bahwa setiap orang berhak.

¥4 Bab XIV ini terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 berbunyi: "(I) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara danyang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemaknuiran Rakyat.” Sedanghan Pasal 34 berbunyi: "Fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipcliliara oleh Negara.”

¥ Seperti diuraikan sebelumnya, Konstitusi ini disusun dan disepakati dalam pertemuan delegasi RI don BFO dalam
suasana Sidang KMB di Scheveningen (Belanda) tahun 1949, Dalam pengantar untuk buku Fwa Kusuma Sumantri, Ke Arah
Perumusan Konstitusi Bary, 1958, Ahmad Soebardjo, misalnya, menyatakan bahwa konstitusi ini merupakan "hasil dari suaiu
kompromi {persefujuan) antara kolonialisme (penjajahan) yang sedang runtult dan nasionalisme yang sedang terdesak ke
sudut.™ Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Op.Cit,, hal. 108.

8 Dalam perfernuan di Scheveningen, Soegromo sendiri adalalt Ketua Tim Konstitusi dari pihak Republik Indonesia,

¥ Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 Konstitusi RIS, Op.Cit,
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mempunyai milik dan tidak seorangpun yang boleh dirampas miliknya dengan
semena-mena’®,

Menurut Wilopo, hak milik yang dilindungi di sini mirip dengan konsep hak milik
dalam paham liberalisme?”. Individualitas ‘rakyal’ sangat ditekankan dengan segala haknya
yang otonom. Karena ilu pula, kedaulatan rakyat dengan segala hak yang dimilikinya
cenderung dilihat hanya dari sudut politik, yang diorganisasikan dalam bentuk susunan politik
dalam rumusan konstitusi. Yang lebih ditekankan di sini, seperti umumnya konstitusi negara
liberal adalah peruinusan mengenai jaminan HAM, bukan ketentuan mengenai susunan sosial
dan ekonomi masyarakat yang menjadi ciri UUD negara-negara sosialis dan komunis. Karena
itu pula, pengertian kedaulatan rakyat dalam konstitusi ini dikatakan bersifat individualistis dan
liberal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengertian kata ‘rakyat’ dalam ‘kedaulatan

rakyat’ menurut Konstitusi RIS ini adalah rakyat sebagai individu, bukan sebagai ‘totalitas’.

D. PERUMUSAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUDS 1950

1. Perumusan Kedaulatan Rakyat di bidang Politik

Tidak seperti Konstitusi RIS yang tidak memuat rumusan kedaulatan rakyat, dalam
UUDS 1950, gagasan kedaulatan rakyat kembali memperoleh pernyataan yang eksplisit dalam
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan baliwa Kedaulatan Republik Indonesia adalah
di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR™. Rumusan
Pasal 1 ayat (1) ini sebenarnya berasal dari Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang

disempurnakan dengan menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat*™. Hanya saja,

X Pasal 25 Konstitusi RIS 1949 berbunyi: "(1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain.” "(2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.”, 1bid,

*?  Likat pendapat Wilopo dalam "Suatu Tafsiran Terhadap Ayat I Pasal 38 Daripada UUD Sementara RIL", dalam Sri-Edi
Swasong, Sistem Ekononti dan Demokrasi Ekonomi, Op.Cit., hal. 29.

———

™ UUDS Republik Indonesia 1950, UU No.7 Tahun 1950, LN. 1950 No.56 dan TLN 1950 No.37.
Tt Konstitusi RIS Talun 1940, Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No48, LN. 1950 No.3, Op.Cit.
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jika dalam Konstitusi RIS kedaulatan itu dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan
DPR dan Senat, maka pelaku kedaulatan mepurut UUDS 1950 adalah Pemerintah
bersama-sama dengan DPR. Sedangkan dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat itu dilakukan
sepenuhnya oleh MPR,

Akan tetapi, jika dihubungkan dengan teori mandataris, kedaulatan rakyal yang
dilakukan MPR itu diserahkan kepada dua lembaga, yaitu Pemerintah (Presiden) dan DPR yang
akan mengawasi pekerjaan-pekerjaan Presiden. Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa
Presiden ialah mandataris MPR yang tunduk dan bertanggung jawab kepadanya. Demikian pula
dengan DPR, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, dapat juga disebut mandataris MPR
yang juga tunduk dan bertanggungjawab kepadanya. Hal ini dapat dilihat dari pokok pikiran
yang diajukan Sukiman dalam sidang BPUPKI yang tidak ditolak oleh anggota BPUPKI
lainnya bahwa mandataris MPR itu meliputi tidak hanya Presiden, tetapi juga DPR*?.
Keduanya sama-sama merupakan mandataris MPR dalam rangka kedaulatan rakyat yang
dipegangnya. Jadi, perbedaan ketentuan UUDS 1950 ini dengan UUD 1945 hanyaterletak pada
adanya MPR yang merupakan institusi perantara antara rakyat yang berdaulat dengan pelaksana
kedaulatan dalam praktek kenegaraan schari-hari, yaitu Pemerintah dan DPR.

Dengan demikian rumusan kedaulatan rakyat dalam ketiga UUD ini memang mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi perumusannya tidak pernah hilang dari cita-cita
Konstitusi Indonesia. Hal ini terlihat dalam rumusan cita kerakyatan dalam Pancasila yang
tidak mengalami perubahan (kecuali redaksinya) dalam Pembukaan ketiga konstitusi itu. Dalam
Pembukaan UUD 1945, Pancasila dirumuskan menjadi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS, dirumuskan
menjadi: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, perikemanusiaan, Kebangsaan, kerakjatan dan keadilan
sosial"?, Sedangkan dalam UDUDS 1950, sama dengan UUD RIS, Pancasila diuraikan

menjadi Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan

™ Yamin, Qp.Cit., Jilid I, hal. 327.

7 LN-RI 1950, NO.3, Op.Cit.
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Sosial*™,

Malahan, ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 ini, yaitu: "Republik
Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan
berbentuk kesatuan". Negara RI di bawah UUDS 1950 ini dinyatakan sebagai negara hukum
yang demokratis, yang di dalam Pasal 35-nya ditegaskan lagi dengan pernyataan bahwa
kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa’” yang merupakan penegasan atau
penyempurnaan terhadap rumusan Pasal 34 Konstitusi RIS?,

Seperti halnya dalam Konstitusi RIS, untuk menjamin pelaksanaan asas kedaulatan
politik rakyat ini, dalam UUDS 1950 dicantumkan dengan jelas jaminan-jaminan HAM dan
hak-hak warga-negara. Pencantuman jaminan ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya
paham Negara Hukum dalam UUD ini*”. Seperti dikutip di atas, dalam Pasal 1 ayat (1)
dinyatakan bahwa RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokratis
dan berbentuk kesatuan. Rumusan ini berasal dari Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang diubah
dari bentuk federasi menjadi kesatuan. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Konstitusi ini adalah: "Republik

Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan

T4 Bandingkan LN-RI 1950 No.3 dcngan LN-RI 1950 No.56, Op.Cit.

7 "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam Pemifiltan Urium berkala yang jujur
dan yang dilakukan menturut hak pilth yang bersifat umum dan berkesamaan, seria dengan pemungutan suara yang rohasia
afaupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” LN 1950 No. 56.

T Pasal ini berbunyi: "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan
berkala yang jujur dan yang diokukan menurut hak-pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta
dengan pemunguian suara yang rahasia ataupen menuruf cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.™ Dengan
membuang kata "sedapat munghin® ini, rumusan Pasal 35 UUDS 1950 menjadi lebils tegas sebagai rumusan juridis, tidak
lagi bernada anjuran scperti dalam Konstitusi RIS, Pemilu diatur di dalam kedua konstitusi ini sama-sama mengandung asas
berkesamaan, di samping keempat asas lainnya yaitu: langsung, umum, bebas dan rahasia. Karena itu, Pemililian yang
pertema kali diadakan tahan 1955 di bawah UQUDS 1950, menerapkan kelima asas itu sekaligus. Dengan asas berkesamaan,

setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam Pemilu, Semua wakil rakyat dipilih secara berskesamaan, fidak
ada yang diangkat.

7 Baik dalam (radisi Eropah Kontinental {Recltsstaat) seperti yang dikemukakan Stahl, maupun menurut tradisi Anglo
Saxen (The Rule of Law) seperti yang dikemukakan AV, Dicey, unsur pengakuan, perlindungan alau jaminan hak asasi
manusia int bersifat mutlfak dalam Ronstitusi seliap negara moderen. Lihat Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal 57-58. Bahkan

dalam konstitusi negara-negora eks-komunispun gagasan HAM inipun diadopsi, meskipun dengan tambshan kualifikasi
ferientu,
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berbentuk federasi."*™ Rumusan HAM dalam konstitusi baru ini diambil langsung dari
rumusan HAM dari UUDS 1950 ditambah dari rumusan UUD 1945 dan perubahan di sana-sini
menjadi rumusan baru Pasal 7 sampai dengan Pasal 34 UUDS 195077.

Masuknya gagasan mengenai jaminan hak asasi manusia ini dalam naskah UUDS 1950
sama sekali tidak dikaitkan dengan paham liberal sebagaimana pemah diperdebatkan dalam
sidang-sidang perumusan UUD 1945%°, Padahal, semangat anti liberalisme dan kapitalisme
tetap vokal dalam sidang-sidang DPRS pada tahun 1950%. Bahkan, dalam pidato-pidato
Soekamo sendiri, semangat anti kolonialisme, liberalisme, dan kapitalisme tetap menonjol

selama tahun-tahun itu??.

Muhammad Yamin, yang dikenal sebagai seorang tokoh yang gigih mempertahankan

LM 1P o), Gty

i Bandingkan antara rumusan UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS I950. Pasal 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan
17 UUDS 1950 selengkapnya masing-masing berasal dari Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, I3, 14, 15, 16, dan 17 Konstitusi RIS;
Pasal 18 diringkas dari Pasal 18 Konstitusi RIS. Kalimat yang berbunyi: *"hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama
-.” dan seterusnya’ yang ferdapat dalam Pasal 18 Konstitusi IS, ditilan

gkan. Begitu juga Pasal 19 disempurnakan dari
Pasal 19 Konstitusi RIS. Sedangkan Pasal 21 UUDS sama sekali rumusan baru yang berbunyi: "Hak berdemonsirasi dan
magok diakui dan diatur dengan undang-

undang®. Selanjuinya, Pasal 22, 23, 24 dan 25 berasal dari Pasal 21, 22, 23, dan
24 Konstitusi RIS. Pasal 26 ayat (1) dan (2) berasal dari Pasal 25 ayat (1) dan (2) RIS, sedangkan ayat (3)-nya merupakan
ketentuan baru yang berbunyi: "Hak milik ite adalah suatu Junksi sasial”. Pasal 27 merupakan penyempurnaan dari Pasal
26 Konstifusi RIS; Pasal 28 merupakan gabungan rumusan dan penyempurnaan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan
Pasal 27 Kenstitusi RIS; Selanjutnya Pasal 29 sama dengan Pasal 28 RIS; Pasel 30 ayat (1) berasal dari rumusan Pasal 31
ayat (I) UUD 1945 dan 29 RIS; Pasal 31 merupakan penyempurnaan desngan penambahan terhadap rumusan Pasal 30 RIS;
Pasal 32 merupakan penyempurnaan dengan memadatkan ramusan Pasal 31 RIS, Selanjutnya Pasal 33 sampai dengan Pasal
36 sama dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Konstitusi RIS. Pasal 36 ayat (1) dan (2} berasal dari Pasal 35 ayat (I)
dan (2) RIS ditambah dengan ayar (3) yang berbunyi: "Penguasa mentjegal adanja arganisasi-organisasi jang bersifat
monopoli partikelir jang merugikan ekonomi rasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan denganundang-undang.”
Pasal 38 sama dengan Pasal 33 UUD 1945, Pasal 30 ayat (1) sama dengan Pasal 37 RIS dan ayat (2)-nya sama dengan
Pasal 34 UUD 1945. Pasal 40, 41, dan 42 sama dengan Pasal 38, 39, dan 40 RIS. Sedangkan Pasal 43 ayal (I) dan (2) sama

dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dan ayat (3) merupakan penyempurnaan terhadap Pasal 41 ayat (1) RIS.
Sedangkan ayat (4)-nya sama dengan Pasal 41 ayat (2} Konstitusi RIS.

M Lih perdebatan antara Hatta-Yamin di satu pihak deagan Sockarno-Soepomo di lain pihak dalam Yamin, Op.Cit, Jilid
L

¥ Rancangan UUDS ini sama sekali tidak mengalami perubahan melalui sidang DPRS karena urgensi mengejar wakiu.

Tapi pikiran-pikiran para anggota DPRS cukup banyak yang mengusulkan perbaikan. Dalam pidato-pidato selama sidang
dapat dilihat betapa semangat anti liberalisme tetap vokal. Baltkan dalam sidang-sidang itu, yang paling menonjol adalah
semangat anti federalisme dan sikap mengagunghan konsep negara kesatuan, Lihat misalnya pidato Arudji, Tambunan, Hamid
Algadrie, Latuharhary, Muhammad Yamin dan lain-lain, IP.No.100, 14 Agustus 1950, hal. 364-366.

1 Baca pidato Presiden Soekarno dan Pidato Perdana Menteri Mohammad Hatta pada talun 1950.
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perumusan HAM dalam konstitusi Indonesia bersama-sama Hatta, menyatakan dalam salah satu
bukunya bahwa hampir seluruh HAM mendapat tempat terkemuka dalam Konstitusi 1950°%.
Sambil menyatakan kegembiraannya bahwa jaminan HAM itu dimuat cukup lengkap, Yamin
tetap menganjurkan untuk diadakannya penyempurnaan dalam konstitusi mendatang dengan
cara memasukkan rumusan HAM yang belum tercakup dan memperbaiki rumusan pasal-pasal
yang kurang sempurna. Selanjutnya, Yamin juga menyatakan, karena HAM it mendapat
jaminan konstitusi, tidaklah diperkanankan dilakukannya pembatasan terhadap pelaksanaan
HAM itu oleh sesuvatu UU organik. Karena, menurut Yamin, pembatasan biasanya berarii
mengurangi alau memberi garis pembatas yang lebih sempil dari ketentuan yang telah dijamin
dalam UUD. UU boleh mengalur, telapi tak boleh mengurangi jaminan yang sudah diberikan.

Bahkan lebih jauh lagi, memurut Yamin, hukuman alas pelanggaran HAM itu sebaiknya
ditentukan harus diadili oleh mahkamah tertentu®®.

2. Kedaulatan Rakyat di bidang Ekonoml.

Ketentuan mengenai susunan perekonomian dalam UUD 1945, dirumuskan dalam Pasal
33%5, Dalam Penjelasan, pasal ini diuraikan sebagai ketentuan dasar mengenai demokrasi
ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan yang bercorak koleklivistis dengan lidak mengabaikan prinsip hak individu.
Ketentuan seperti tersebut tidak terdapat dalam Konstitusi RIS yang bersifat individualistis dan
liberalistis. Namun demikian, ketika UUDS 1950 dirumuskan, gagasan yang terkandung dalam

Pasal 33 UUD 1945 .ini, kembali muncul dan bahkan diambil oper sepenuhnya menjadi

B Menurat Yamin: "Sangatiah menarik perhation dunia para juris, bahwa hampir selurah hak-azasi kemanusiaan mendapat
tempuot terkemuka dalam Konstitusi 1950. Hendaklah diaraltkan pemandangan kepada beberapa hak-azasi jang belum termasuk

ke dalamnya. Rumusan beberapa pasal dapat diperbaiki.” Konstituante Indonesia Dalam Gelanggang Demokrasi, Diambatan,
Jakartn, 1956, hal. 183.

¥ x . hukuman pelanggaran hak azasi, ... sebaiknja ditentukan harus diadili oleh malkamals tertentu. Hak jang tak ada
antjaman hukuman apabila dilanggar, mendjadilah aturan jang tidak menarult kekuatan apa-apapun.” fhid

5 Pasal selengkapnya berbunyi: "(1) Perekonomian disusun sehagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” "(2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diluasei oleh Negara.®

(3) Bumi dan air dan keksyaan alam yang lerkandung di dalamnya dikuasai cleh Negara don dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.” UUD 1945, Op.Cit.
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rumusan Pasal 38 UUDS 1950%¢, Bahkan dalam rumusan UUDS ini prinsip hak individu
mendapat penegasan di samping prinsip hak milik yang berfungsi sosial, Jika Konstitusi RIS
hanya menekankan hak milik individu seperti dalam Pasal 25%7, maka dalam UUDS 1550,
kedua prinsip hak milik itu dirumuskan secara seimbang. Perlindungan hak milik individu yang
berasal dari rumusan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS diambil oper menjadi rumusan
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUDS 1950 dengan ditambah ayat 3 menyatakan bahwa hak milik
itu berfungsi sosial. Sehingga rumusan Pasal 26 UUDS 1950 selengkapnya berbunyi®®:

"(1)Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain."

"(2)Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena."
"(3)Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan gagasan kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi ini terdapat perubahan aliran pikiran dalam ketiga UUD itu. Gagasan
kombinasi yang tumbuh sejak sebelum kemerdekaan mula-mula memperoleh perumusan
konstitusional yang lebih condong ke koleklivisme, meskipun esensi gagasan kombinasi itu
tetap dapat ditelusuri di dalam rumusan UUD 1945 itu. Kemudian, dalam Konstitusi RIS,
gagasan kombinasi itu malah tegjebak ke dalam alam pikiran individealisme dan liberalisme.
Setelah berlakunya UUDS 1950, gagasan kombinasi antara paham individvalisme versus
kolektivisme itu kembali memperoleh tampat, bahkan mendapatkan perumusan yang lebih
eksplisit dan tegas.

Dari apa yang diuraikan di atas harus diakui bahwa gagasan kombinasi itu sendiri
mengalami perkembangan yang tidak mudah. Ini tercermin, misalnya dengan berkembangnya

dua penafsiran terhadap ketentuan Pasal 38 UUDS 1950 itu pada tahun 1950-an seperti yang

¥ Bedanya hanya terlefak pada redaksi ayat 1, yaitu kata "... berdasar afas asas kekeluargaan® dalam UUD 1945 menjadi
"... berdasarkan atas asas kekeluargaan® dalam UUDS 1950.

7 Pasal 25 inj berbunyi: “(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain.” "(2) Seorangpun tidak bolel dirampas miliknya dengan semena-mena.”

¥ UUD Sementara, Op.Cit.
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terlihat dalam perbedaan pandangan antara Wilopo dan Widjojo dalam Simposium yang
diadakan di Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1955%°, Dalam makalahnya, Wilopo
menyatakan dengan dimasukkannya Pasal 33 UUD 1945 itu menjadi tumusan Pasal 38 UUDS
1950 dengan ditambahkan pula materi Pasal 37°%, menegaskan bahwa negeri ini tidak
berdasarkan konsep liberalisme ekonomi, tetapi berdasar cara pendekatan yang berlawanan
dengan konsep itu. Menurut Wilopo, Pasal 38 UUDS 1950 merupakan ungkapan kepercayaan
pada sikap dasar anti-liberalisme. Memang tidak dapat ditemukan dalam UUDS 1950 itu
mengenai konsep-konsep khusus yang dapat dianggap sebagai penggarisan arah kegiatan yaog
pasti untuk mengimplementasikan sikap anti-liberalisme itu®"'.

Tafsiran Wilopo yang wmenekankan sifat anti-liberalisme dan bahwa susunan
perekonomian Indonesia merupakan antitesis yang beroposisi langsung terhadap liberalisme
ekonomi ini, sejalan pula dengan Keterangan Pemerintah pada tanggal 3 Apustus 1950 di
depan Parlemen yang menyalakan bahwa perekonomian Dengan perbaikan redaksi, Pasal ini
berasal dari rumusan Pasal 36 Konstitusi RIS, sehingga dalam UUDS 1950 bunyinya menjadi:
"(1) Penguasa terus menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat
dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan
martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. "(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan
yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka
kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan

masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri."

2 Simposium ini diadakan oleh Fakultas Ekonomi Ul pada tanggal 23 September 1955 dalam rangka Ulang Tahunnya yang
ke-5.

™  Dengan perbaikan redaksi, pasal ini berasal dari rumusan Pasal 36 Konstitusi RIS, selingga dalam UUDS 1950 bunyinya
menjadi: "(1) Penguasa terus menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban
senantiasa menfamin bagi setiop orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.”
(2} Dengan tidak mengurangi pembaiasan yang diteniukan uniuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-

undang, maka kepada sekalion orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing uniuk turui-
serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.”

® Menuruinya, perspektif-perspeltif yang dilukiskan dalam ketentuan-ketentuan Pasal 38 depat disamakan dengan suatu
sungai besar yang karena leharnya maka airnya mengolir agak lambat. Disana-sini air itu tentuiah dapat dibuat mengalir
lebih cepot. Pekerjaan untuk mendorong lebil derasnya arus itu havus dipelihara. Inilah pesan yang harus saya berikan

kepada kaum muda, khususnya mereka yang memilih untuk mempelajari ekonomi.” Lihat Sri-Edi Swasono, Op.Cil., hal. 30.
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Menurutnya: "Perspektif-perspektif yang dilukiskan dalam ketentuan-keteniuan Pasal 38
dapat disamakan dengan suatu sungai besar yang karena lebarnya maka airnya mengalir agak
lambat. Disana-sini air itu tentulah dapat dibuat mengalir lebih cepat. Pekerjaan untuk
mendorong lebih derasnya arus itu harus tetap dipelihara. Inilah pesan yang harus saya berikan
kepada kaum muda, khususnya mereka yang memilih untuk mempelajari ekonomi." Lihat. Sri
Edi Swasono, Op.Cit., hal.30.

Indonesia berlawanan dengan konsep liberalisme ekonomi*?. Karena itu, bagi Wilopo,
istilah "berdasarkan atas asas kekeluargaan" dalam Pasal 38 ayat (1) menunjukkan adanya
landasan bagi tanggung jawab bersama untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin
kemajuan bagi setiap peserta®™. Sebaliknya, Widjojo Nitisastro yang dalam perkembangan
sejarah di kemudian hari dikenal sebagai peletak dasar politik ekonomi Indonesia di masa Orde
Baru, dalam Simposium ini mengajukan tafsir berbeda mengenai Pasal 38 UUDS 1950 itu®,
Penafsiran Wilopo yang memahami Pasal 38 UUDS 1950 sebagai paham kolekiivisme yang
merupakan perlawanan total terhadap paham individualisme danliberalisme ekonomi, oleh
Widjojo dianggap kontradiktif. Menurulnya, penafsiran pasal ini harus dilakukan dengan
penjelasan analitis terhadap hakikat sistem ekonomi yang berproses dalam satu kesatuan unit
atau lebih®, Karena ilu, pengertian "kekeluargaan" dalam Pasal 38 ayat (1) menurutnya
tidak perlu dipahami dalam pengertian satu kesatuan unit biologis alaupun sosial yang terdiri
dari ayah, ibu dan anak. Istilah kekeluar gaan di sini, harus dipahami bahwa proses ekonomi
akan terjadi dalam saluy kesatuan unit atau lebih yang memiliki sifat-sifit hubungan

kekeluargaan. Di antara unsur-unsur khas hubungan kekeluargaan itu terdapat unsur hidup

™ Keterangan ini diberikan Pemerintali dalam menanggapi laporan Panitia Parlemen 3 Agusius 1950. Soepomo,
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, hal 52.

¥ Menurutnya: "Dalam sifat kolelaivitas inilah orang melihat perbedaan antara sistem ekonami yang dicita-citakan dengan

asas individualisme. Kegiatan ekonami tak lagi mengandung motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk mengabdi kepada
masyarakat demi kebaikan bersama.” Wilopo, Qp.Cit,, hal. 26.

¥ Widjojo Nitisastro, "Sualu Tafsiran Terhadap Apat 1 Pasal 38 Daripada UUD Sementara R (Tanggapan Terhadup
Penafsiran Wilopo)", Sri-Edi Swasona, Op.Cit., hal.33-35.

™ Ibid.
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bersama, unsur usaha bersama para anggota demi kebaikan bersama bagi seluuh keluarga,

dan unsur pembagian hasil usaha bersama di antara para anggola sesuai dengan kebutuhan

masing-masing."?%,

Dengan penafsiran demikian, menurut pakar ekonomi yang kemudian dikenal sebagai
perancang kebijakan ekonomi Orde Baru ini, Pasal 38 ayat (1) itu tidak perlu dipahami
seakan-akan membeti petunjuk mengenai bentuk usaha atau jenis usaha tertentu melalui mana
proses perekonomian harus dilaksanakan seperti yang terkesan dari penafsiran Wilopo
mengenai bentuk gagasan usaha koperasi. Menurut tafsiran Widjojo, unit (unit-unit) usaha yang
harus mengandung ciri-ciri hubungan kekeluargaan dan dalam mana proses ekonomi akan
terjadi, adalah masyarakat secara keseluruhan, bukan bentuk-bentuk atau jenis-jenis usaha
tertentu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Widjojo tidak memandang penting mengenai
asas koperasi sebagai suatu bentuk usaha. Karena hubungan kekeluargaan itu adalah proses
yang terjadi dalam masyarakat sebagai keseluruhan, maka logisnya bentuk-bentuk usaha
konkrit dapat saja disusun berdasarkan prinsip individualisme asal hubungan antar satu unit
usaha dengan yang lain terikat dalam mekanisme yang saling menunjang secara kekeluargaan
dalam arti luas itu. Artinya, sistem ekonomi yang hendak dikembangkan berdasarkan Pasal 38
UUDS 1950 itu tidak mengenal ‘preferensi’ mengenai bentuk usaha. Akibatnya dapat diduga
bahwa ‘preferensi’ bentuk usaha itu akan diserahkan saja kepada mekanisme pasar, sehingga
gagasan yang dikehendaki Widjojo ilu sebenarnya tidak lebih dari paham individualisme. Ini
semakin jelas jika dikaitkan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di kemudian
hari di mana Widjojo Nilisastro sendiri memegang peranan penling dalam merancang
‘celak-biru’ sistem perekonomian Indonesia, terutama di masa Orde Baru. Namun, sebelum
pembahasan sampai ke periode lerakhir, dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa
perbedaan di antara kedua tokoh yang mewakili dua generasi berbeda ini, menggambarkan
terjadinya perkembangan mengenai gagasan susunan perekonomian Indonesia ke dalam dua

kelompok pikiran. Kelompok yang pertama lebih menekankan corak berpikir kolektivisme,

sedangkan yang kedua lebih bercorak individualisme.

i Ibid., hal 35-36.
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Yang menjadi masalabh kemudian, bagaimanakah kedua corak pemikiran ini
dikembangkan dalam praktek. Sejauhmana keseimbangan antara paham individualisme dan
kolektivisme itu tercermin dalam praktek, terutama setelah berakhirnya masa Demokrasi
Parlementer? Bagaimana pula keseimbangan gagasan kedaulatan rakyat bidang ekonomi yang
dirumuskan dalam dua di antara 3 UUD itu dilaksanakan dalam prakiek selama masa

Demokrasi Parlementer sendiri? Pertanyaan-perlanyaan inilah yang akan dicoba untuk dijawab

dalam bab-bab selanjutnya.
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Bab III

KEBIJAKAN HUKUM DEMOKRASI POLITIK, 1945-1990:
(Dari Individualisme Ke Kolektivisme)

A. PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER: 1945-195%

1. Kebijaksanaan Umumn Demokrasi Parlementer dan Pengorganisasian Kedaulatan
Rakyat Melalui Parlemen.

Kegiatan legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selama periode
ini dapat dikatakan belum tertib dan stabil, baik dari segi peristilahan maupun susunan dan
hirarkinya. Lebih-lebih pada masa-masa awal kemerdekaan, keputusan-keputusan kadang-
kadang hanya dituapngkan dalam bentuk maklumat-makljumat'. Belum stabilnya kegiatan
legislasi ini mencerminkan situasi politik yang memang belum mantap, sehingga peraturan
perundang-undangan belum dapat dijadikan ukuran dalam menilai dinamika gagasan ke-
daulatan rakyat. Karena, peraturan ataupun keputusan-keputusan tertulis tidak selalu
mencerminkan kenyataan mengenai kebijakan yang secara riel ditempuh. Kadang-kadang,
kebijakan yang penting juga tidak diluangkan dalam bentuk tertulis seperti seharusnya. Karena
itu, telaah mengenai kebijakan kedaulatan rakyat di bidang politik tidak dapat di-dasarkan
semata-mata pada peraturan tertulis. Penelaahan harus dikaitkan dengan dukungan fakta-fakta
lainnya yang bersifat melengkapi. Apa lagi, seperti diuraikan dalam Bab Pen-dahuluan, studi
ini tidak akan mempergunakan pendekatan yang semata-mata tekstual dan dogmatis, melainkan
juga mempertimbangkan hal-hal yang hidup dalam kenyataan®.

Meskipun demikian, dengan turut memperlimbangkan berbagai fakla pendukung se-lain
peraturan dan keputusan tertulis, memang terlihat adanya kecenderungan yang bersifat liberal

dalam kebijakan hukum selama periode ini. Dalam banyak ketentuan yang ditelaah, sikap

! Lihat misalnya berbagai Berita Repoeblik Indonesia yang dikcluarkan pada tahun 1946 dan seierusnya, Padahal,

maklumat itu secara harfich arfinya pengumuman.
2

Pendckatars demikian ini dipergunakan, misalnya, oleh sarjana hukum sosiologis seperti Soerjono Soekanto dan juga
Satjipto Rahardjo. Misalnya, lih. Satjipto Rahardjo, Iimu ukum, Alumni, Bandung, 1982,

_— 7
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umum yang nampak adalah bahwa pabam kolektivisme politik yang sejak sebelum
kemerdekaan sangat diagungkan, kurang mendapat penekanan. Sebaliknya, unsur dan praktek
individualisme dan liberalisme mendapat perhatian yang besar. Setiap individu rakyat dianggap
mempunyai hak dan bahkan dianjurkan oleh para elile pemimpin untuk terjun dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Siapa saja yang berminat, diberi kesempatan
seluas-luasnya untuk ikut serta dalam partai politik ataupun untuk membentuk partai politik
tersendiri.

Demikian pula di parlemen, secara sendiri-sendiri para wakil rakyat mempunyai
kedudukan yang sangat kuat. Siapa saja yang ingin mengajukan usul inisiatif, resolusi, mosi
ataupun intecpelasi, dapal memulainya dengan tindakan pribadi dengan menghimpun dukungan
beberapa anggota parlemen lain’. Adinya, kedudukan anggota parlemcn'itu sedemikian rupa
sehingga tindakan yang dapat diambilnya tidak perlu harus terlebib dahulu disetujui oleh induk
partainya atau oleh fraksi di parlemen. Karena itu, tercatat banyak mosi, usul resolusi,
interpelasi dan bahkan usul-usul inisiatif pembuatan UU selama periode Demokrasi Liberal ini
yang berhasil dimajukan. Dalam periode DPRS tahun 1950-1956, misalnya tercatat 24 kali
interpelasi yang diajukan oleh anggota parlemen sementara ini’. Memang tidak semua disetujui
oleh Dewan karena tidak mendapat dukungan dalam pemungutan suara. Dari 24 kali interpelasi
itu, tercatat hanya 16 buah interpelasi yang disetujui DPRS, 2 ditolak sama sekali dan 6 yang
tidak dibahas lebih lanjut, sedangkan usul mosi atau resolusi yang diajukan berjumlah 82 buah,
21 di antaranya disetujui, 17 ditolak dan 44 ditarik kembalj atau tidak dibicarakan lebih
lanjut®. Tidak sedikit dari mosi-mosi ini yang malah menggoyahkan kabinet®. Mosi

Hadikusumo, misalnya menjadi salah satu sebab mundurnya Kabinel Natsir. Begitu juga

} Syarat dukungan ini diperlukan sebagai mekanisme untuk mengangkar usul mosi, rexolusi atau lain-lain itu dapat berubah

statusnya menjadi tindokan Dewan secara institusional,

4

Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republil Indonesia, Sckreiariat DPR-GR, Jakarta, 1983, hal 174,

¥ Diolah dari buku Seperempat Abad DIPPR-RI, ihid,

&

Fungsi Perwakilan dalam Sejarah; Studi temtang Parlemen RI 1950-1959 Penelitian Perkembangan Internasional dan
Nasional Yang Mempengaruhi Pembangunan Indonesia, Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIP, Jakarta 1988, hal.94.
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mosi-mosi yang lain, seperti Mosi Burhanuddin Harahap yang menyebabkan mundurnya
Menteri Pertabanan Iwa Kusumasumantri, dan kemudian disusul pula penyerahan mandat
Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada akhir tahun 19557,

Adapun mengenai usul inisiatif, tercatat bahwa dari 237 buah RUU yang diterima, 9
buah berasal dari inisiatif anggota parlemen. Ke-237 buah RUU tersebut, berhasil disetujui
menjadi UU sebanyak 167 buah, termasuk 5 di antaranya yang berasal dari usul inisiatif
anggota Dewan. Sisanya sebanyak 64 buah ditarik kembali dan lainnya belum atau tidak
diselesaikan lebih lanjut®. Mengenai mosi tersebut, dapat diberikan contoh yang diajukan pada
bulan September 1952 oleh Baharuddin dkk, yang antara lain kemudian menjadi penyebab
timbulnya peristiwa yang sangat penting dalam sejacal, yaitu peristiwa 17 Oktober 1952°.
Mosi Baharuddin dkk ini berisikan pernyataan tidak percaya terhadap kebijaksanaan Menteri
Pertahanan waktu itu (Sri Sultan Hamengkubuwono) dalam menyelesaikan pertikaian dalam
Angkatan Perang, dan mengusulkan segera dibentuknya UU Pertahanan Negara'®. Sedangkan
mengenai interpelasi, di antara yang cukup hangat diperdebatkan adalah interpelasi Iwa
Kusumasumantri dkk tentang kelambatan Pemerintah Wilopa mengajukan RUU ABN,
interpelasi Subadio Sastrosatomo mengenai AURI dan PP tentang Reorganisasi Pertahanan dan
interpelasi Djody Gondokusumo mengenai MSA (Mutual Security Act). Interpelasi terakhir ini,
malah menjadi salah satu penyebab mundurnya Kabinet Sukiman pada tanggal 23 Februari
19521,

Dari contoh-contoh prakiek demokrasi politik di atas, tergambar mengenai sikap dan

kebijakan Pemerintah di bidang ini, yaitu bahwa kedudukan rakyat dan wakil-wakilnya di

7 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya, Yayasan Idayu, Jakaria, 1978, hal.42.

*  Pada tanggal 17 Oktober 1952 ini terjadi demonsirasi oleh beberapa anggota tentara dan tokoh-tokols politik tertentu

pada pagi-pagi buta yang menyerbu gedung DPR di J1. Wahidin 1. Para demonsiran mengobrak-abrik ruangen sidang dan
sesudal ifu bergerak ke istana. Di depan gedung DPR yaitu di lapangan Banteng dan di depan istana kelihatan beberapa
buah meriam yang larasnya diaralkan ke istana dan ke gedung DPR itu. ™, hal 169.

% Ibid, hal.170.

I Ibid., hal 149,
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parlemen, secara individual mempunyai tempat yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa
corak liberalisme dan dengan sendirinya corak individualisme mewarnai kebijakan yang
ditempuh di masa Demokrasi Parlementer ini. Pernyataan ini, lentu saja, tidak perlu dilihat
sebagai penilaian baik buruk. Yang ingin dikemukakan adalah bahwa kedudukan individu
rakyat mendapat tempat di atas kolektivitas. Padahal, paham individualisme itu sama sekali
tidak mendapat tempat dalam berbagai perdebatan sebelum kemerdekaan. Yang diidealkan pada
masa-masa itu justeru kolektivisme dan semangat anti individualisme-liberalisme yang secara
populer dikaitkan dengan kolonialisme-imperialisme. Sebaliknya, di masa liberal ini, yang
terlihat justeru kebijakan hukum yang anti kolektivisme.

Malahan, kelika sistem kabinet yang di dalam rumusan UUD 1945 bersifat presidentil,
diubah dengan menjadi sistem parlementer'?, bersamaan dengan diumumkannya Pembentukan
Kabinet II (Kabinet Parlementer yang pertama)’, oleh Pemerintah sendiri dinyatakan bahwa
sistem baru itu adalah konsekuensi logis dari hasrat untuk menerapkan sistem demokrasi'.

Artinya, sistem yang berlaku sebelumnya dianggap tidak mencerminkan demokrasi,
meskipun hal itu jelas-jelas merupakan rumusan UUD 1945 yang merupakan hasil bahasan
intensif dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Karena itu, corak pelaksanaan gagasan
kedaulatan rakyat selama periode ini sangat liberal sifatnya. Apa lagi, setelah diubahnya sistem
kabinet menjadi kabinet parlementer, fungsi parlemen menjadi sangat besar dalam pentas
politik nasional.

Sebenarnya, dalam konsep kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945,
struktur kekuasaan negara berpuncak pada MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat,
di mana individualitas para anggotanya mempunyai kedudukan yang kuat sebagai wakil dari

individualitas rakyat yang memiliki kedaulaian. Lembaga-lembaga tinggi negara di bawah

1 Berita Repoeblik Indonesia Tahun § No.2 hal 11, kol.3.

Y Yaitu Kabinet Syahrir §, lih. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Napember I3,

Y "Pemerintah Republik Indonesia setelal mengalami udjian2 jang hebat..., dalam tingkatan periama dari usahanja mene-

gakkan diri, merasa balwa saat sckarang sudal tepat untul mendjalankan matjam2 tindakan darurat guna menjempurnakan
tata-usalia Negara kepada susunan demokrasi®. Ibid.
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MPR, terutama DPR dan Presiden (Pemerintah) bertanggungjawab kepada MPR. Tetapi, sesuai
dengan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal 1V, sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut
UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP. Pada masa
peralihan ini, kekuasaan formal Presiden sangat besar. Selain menjalankan kekuasaan Kepala
Pemerintahan ia juga menjalankan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki MPR, DPR dan
DPA. Tetapi kekuasaan Presiden itu dalam praktek diimbangi oleh peranan yang dimainkan
oleh KNIP yang didirikan berdasarkan keputusan Rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945%.
Komite ini untuk perlama kalinya diketuai oleh Mr, Kasman Singodimedjo®. Kedudukan
KNP ini dalam suasana semangat kemerdekaan setelah Agustus 19435, dapat dikatakan bersifat
sangat sentral. Pada tanggal 31 Agustus 1945, malah ada Maklumat Pemerintah yang menunda
segala aktifitas Partai Nasional Indonesia untuk maksud apar semua potensi dan perhatian
rakyat dapat dipusatkan ke dalam KNP'.

Karena itu, sebelum Majelis yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat terbentuk,
KNIP inilah yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat untuk sementara. KNIP menjadi pusat

perhatian rakyat dan tak ubahnya bagaikan suatu badan permusyawaratan atau perwakilan

B Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 (2605), antara lain ditetapkan bahwa pekerjaan Presiden untuk sementara

waldn dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Pembentukan Komite Nasional itu sendiri selanjutnya ditetepkan dalam sidang
tanggal 22 Agustus 1945, dilanjuthan dengon pelantikunnya pada fanggal 29 Agustus 1945. (Lilat Negara Republik Indonesia
hal.20, dalam Koesnodiprodio, Himpunan Undang?, Peraturan2, Penctapan2 Pemerintal Republik Indonesia, 1945, Seno,
Jakarta, 1951, hal. 121). Sehenarnya, cikal bakal Komite ini sudah ada sejak zaman Jepang yang berfungsi sebagai pembantu
Pemerintal. Karena itu, ketika kekuasaan sipil berhasil direbut dari tangan Jepang setelah kemerdekaan, para anggoia Komite
Nasional Indonesia yang kemudian dibersuk secara resmi oleli PPKI afas nama rakyat ini, segera berperan besar dalam
menggantikan kedudukan Pangreh Praja dan Kepolisian, di samping Pangrel Praja dan Polisi yang telah melepaskan diri

dari kekuasaan Jepang dan menjadi pegawai R, Liliat Penjelasan Undang-Undang No.1 talum 1945 oleh Mr. Hermani, dalam
Koesnodiprodja, Ihid., hal. 2.4-25,

! Susunan Pimpinan Komite Nasional ini pertama kali dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo scbagai Keiua, dan

Seefardjo, Latuharhary, dan Adam Malik masing-masing sebagai Wakil Ketua I, I, dan IH. Kemudian, untuk mengefektifkan
kegiatan Konmite ini sehari-hari, dalam sidangnya tanggal 16 Okiober 1945 disetujui dibentuk Badan Pekerja yang univk
perfama kali diketuai olel Sutan Syahrir. LIPI, Penelitian tentang Fungsi DPR dalam Teori dan Praktek (Periode 1945-
1950}, Jakarta, 1985, hal 16-20. Mengenai mustculnya Syalirir menjadi Ketua BP-KNIP ini, lihat pula Soebadio Sastrosatomo,
Perjuangan Revolusi, Sirar Harapan, Jakarta, 1987, hal.60.

7 Dalam Makdumat itu dinyatakan antara fain: "Berhubung dengan muha-pentingnja kedudukan dan anti Komite Nasional

untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakjat, maka gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia
unfuk sementara waktu ditunda dan segala aktiviteit harus ditjuralthan ke dalam Komite Nasional. Komite Nasional ini

hendaklah diperhebat sampai ke desa-desa, Komite Nasional boleh mengadakan rapat-rapat umum dan sebagainja.” Berita
Republik Indonesia Tahun I No.2, hal 10 kolom 3.
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rakyat yang sebenarnya. Peranannya berkembang pesat, sampai-sampai menjalankan kegiatan
yang sebenarnya menjadi lugas dan fungsi pemerintahan (eksekutif). Apa lagi, sepeti
ditetapkan dalam Aturan Peralihan UUD 1945, yang harus dibantu itu adalah Presiden.
Pengertian "bantuan kepada Presiden" ini, sebenarnya terbatas kepada bantuan kepada Presiden
dalam rangka menjalankan kekuasaan MPR, DPR dan DPA, sebelum lembaga-lembaga tersebut
dibentuk secara resmi berdasarkan UUD 1945. Akan tetapi, dalam salah satu keputusan yang
diambil oleh Rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dinyatakan bahwa "Pekerdjaan
Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional"'®. Akibatnya, dalam
pengertian bantuan termasuk pula bidang-bidang yang bersifat eksekutif seperti kekuasaan
kepolisian dan Pangreh Praja. Keadaan ini baru mengalami perbaikan setelah dikeluarkannya
Maklumat Wakil Presiden No.X, tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini dikeluarkan atas
desakan Komite Nasional sendiri'’. Namun demikian, selelah Badan Pekerja KNP atau
BP-KNIP terbentuk pada tanggal 16-17 Oktober 1945, masih juga timbul kesalah-pahaman
sehubungan dengan tugas dan fungsi BP-KNIP ini. Karena itu, pada tanggal 20 Oktober 1945
BP KNIP perlu mengeluarkan penjelasan mengenai perubahan kewajiban dan hak KNIP
sehubungan dengan Maklumat Wakil Presiden No. X itn®,

Dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X dan Penjelasannya oleh BP-KNI
ity, Komite Nasional yang kedudukannya berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan

pembantu Presiden ini berubah menjadi Badan Legislatif yang pekerjaannya sehari-hari

n Koesnodiprodja, Op.Cit., hal 113.

P Maklumat ini menctapkan: "Balova Komite Nasional Pusat, sehehum terbentuk Madjclis Permusjawaratan Rakjat dan

Dewan Perwakilan Rakjat, diveralii kekuasaan legislatif dan tkut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, serta
menyetujui bahwa pekerdjaan Komite Nasional sehari-hari berliubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebual
Badan Pekerdja jang dipililt di antara mercka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional.” [bid,, hal 58-59.

®  Dalam Penjelasan ini antara lain, dinyatakan bahwa: "Badan Pekerja berkewajiban dan berhak: (a) Turut menetapkan
garis-garis besar haluan Negara. Int berarti balwa Badan Pekerdja bersama-sama dengan Presiden, menztaphan garis-garis
besar haluan Negara. Radan Pekerdja tidak berliak tjampur dalam kebijaksanaan (dagelijks beleid) Pemeriniah sehari-hari.
ini tesap di tangan Presiden semata-mata. (b) Menetapkan bersama-sama dengon Presiden, Undang-Undang jang bolel: me-
ngenai segala matjam urusan Pemcrintahan, Jang mendjulunkan Undang? ini iulah Pemerintaly, artinja: Presiden dibantu
oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai jung dibawahnja.* "Berhubungan dengan perubahan dalam kedudukan dan ke-
wajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945, Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja)

tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemcrintahun (uitvoering).” Berita Republik Indonesia
Tahun I No.2, hal 10 kolom 4.
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dilakukan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional®. Karena itu,
komite ini dapat dianggap sebagai badan perwakilan dan permusyawaratan rakyat yang bersifat
sementara. Sejak awal, Komite ini sudah berfungsi secara aklif sebagai DPR yang menjalankan
hak inisiatif mengajukan rencana-rencana UU. UU No.1/1945% tentang Kedudukan Komite
Nasional Daerah, yang merupakan UU pertama dalam masa peralihan di zaman Indonesia
merdeka, misalnya, merupakan hasil rancangan Badan Pekerja Komite Nasional ini”. Dengan
demikian, meskipun sudah dibatasi hanya menjalan kan tugas-tugas MPR dan DPR yang belum
dibentuk menurut UUD 1945, KNIP tetap memegang peranan penting dalam kehidupan
ketatanegaraan sesuai dengan fungsinya sebagat badan legislalif sementara. Kedudukan penting
ini menjadi semakin kuat ketika pada tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat
Pemerintah mengenai Kabinet II RI yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui KNIP.
Dalam Penjelasan yang dikeluarkan Kementerian Penerangan tanggal 24 Nopember 1945,
dinyatakan baliwa perubahan ini sebetulnya tidak sesvai dengan UUD 1945. Tetapi, dikatakan

bahwa perubahan itu dapat saja dilakukan atas dasar konvensi®. Dalam Pengumuman BP

M Lihat juga Keterangan Badan Pckerja mengenai Rapat Pleno KNIP tanggal 25 dan 26 Nopember 1945, Berita Republik

Indonesia Talun I No.2, hal 12, kolom 2. Menurut Pasal IV Ataran Peralilian UUD 1945, Komite ini hanya berfungsi sebagai
pembantu Presiden dalan menjalankan kekuasaan MPR, DPR, DPA sepanjang lembaga-lembaga ini belum dibentuk berdasar-
kan UUD 19435. Tetapi, dengan adanya Maklumat ini, Komite Nasional mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai lembaga
legislatif. Kelak, pada tahun 1949, terbit pula UU No. 9 tahun 1949 yang dikeluarkan olch negara bagian RI di bawah
Konstitusi RIS 1949, yang memberi wewenang kepada Koniie ini untuk mengubal UUD bersama-sama dengan Pemerinial,
dengan ketentuan balvva sidang-sidang Komite Nasional untuk kepentingan ita cukup dihadiri oleh separol jumlah anggotanya
ditambah dengan saty, dan keputusan diambil dengan suara {erbanyok matlak. Dengan demikian, jelaslah baliwa Komiie ini
melalui Badon Pekerjanya scokan-ckan sudah merupakan DPR-MPR menurut UUD 1945.

# Undang-Undang ini ditetapkan oleh Presiden Sockarno pada tanggal 23 Nopember 1945.

®  Surat Pengantar Rantjangan Undang2 dari Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Presiden tertanggal 27 Oktober 1945

Ne.30/DP, Lilt Penjelasan UU ini, Op.Cit, hal24. Juga Pengumuman BP-KNIP No. 2 tanggal 30 Olgober 1945, Berita
Republik Indoncsia Taluin I No.l hal.d kolom 2.

¥ Dijelaskan bahwa "..., peraturan politik scperti mengenai tanggung-djawab Menteri Negara itu dapat pula djuga timbul

karena kebiasaan jang dalam bahasa Inggeris disebut ‘convention’. Dengan ijara kebiasaan politik itu make peraturan tang-
gung diowab Menieri dapat ditimbulkan di negeri kita.® "Apabila ‘convention’ itu terdjadi tcniulah bentuk dan tjara
bekerdjanja tanggung diowel Menteri itu akan bersifal sementara, seperii banjuk peraturan-peraturan baltkan Undang-
Undang Dasar kitapun pula sekarang int memang bersifat sementard. Sebogaimana umum telah mengetalui Badan Pekerdja
daripada Komite Nasional Indonesia djuga masih bersifat sementara.® Berita Republik Indonesia Tahun I No.2 hal 11, kolom
3. Lihat juga Pengumiman BP-KNH* No.5 tanggal 11 Nopember 1945,
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KNIP No.5/1945%, yang ditandatangani Syahrir (Ketua) dan Soewandi (Sekretaris), juga
dikemukakan alasan mengapa perubahan mekanisime itu diusulkan oleh KNIP, yaitu antara lain
untuk mempertegas prinsip kedaulatan rakyat®.

Jadi, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, KNIP dan BP-nya dapat
dikatakan cukup fungsional”, Fungsi Komite ini, lerus berkembang karena dukungan anggota
yang semakin profesional dan bekerja sepenuh waktu. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam UU
No. 9 Tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggota Komite Nasional Pusat tetanggal 14
April 1948%. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa anggota KNP tidak
boleh merangkap jabatan-jabatan penting seperti Presiden/Wakil Presiden, Menteri, Pejabat
tinggi Kemenlerian Negara, Pimpinan maupun anggota DPA, BPK dan Mahkamah Agung serta
jabatan-jabatan penting lainnya. Bahkan, anggota BP-KNP, menurut ayat (2) nya, tidak boleh
merangkap jabalan pegawai negeri, anggota Badan Eksekutif Badan Perwakilan Daerah dan

pegawai daerah olonom.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggola dijamin kedudukannya di depan hukum?,

¥ Berita Republik Indonesia Tahun ] No.I hal.4, kolom 4.

¥ Mengenai hal ini dinyatakan: "Supaja lebilt tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintahan Republik Indo-
nesia, maka berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihon Undang-Undang Dasar jang dinibah, Badan Perkerdja dalam rapatnja
telal membitjarakan seal pertanggungan-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rokjat (menurui susinan sementara
kepada Komite Nasional Pusat). Seperti diketahut, maka dalam Undang-Undang Dasar kita tidak terdapat pasal, baik jang
mewadjibkan maupun jang melarang para Menteri berfanggung djawab. Pada lain pihak, pertanggungan djowab Menteri ke-
pada Badan Perwakilan Rakjat itu, adalal sesuaiu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat. Maka berdasarkan alasan
terscbut, Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden uniuk niempertimbangkan adanja pertanggungan diawab itu dalam
susunan Pemerintahan. Presiden menerima baik wsul Badan Pekerdja, hingga dengan persciudjuan tadi dinniai adanja per-

tanggungan djnwab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”
Ibid,

¥ Mengenai susunan Komite Nasional Pusat ini lihat UU No.12 Talhun 1916 terianggal 8 Juli 1946, dalam Koesno-diprodjo,
Himpunan Undang?, Peraturan2_Penetapan2 Pemerintah Republik Indoncsia, 1946, Seno, Jakarta, 1951, hal 48-53.

#  Ibid, hal 29-33.

¥ Dalam Pasal 3 UU itu dischutkan: "(1) Anggauta Komite Nasional Pusar tidak bolch dituntut karena sesuatu jang di-
lahirkannja dengan lisan dalam rapat-rapat pleno atau rapat-rapat Punitya den seksi dari Komite Nasional Pusat atau dari
Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, atau dalam surat jang divampaikan kepada rapas-rapat tersebut.® *(2) Anggauta
Komite Nasional Puyat jang melakukan kedjahuian dan pelanggaran dalam ia mendjalankan hak dan kewadjibannja sebagai
Anggauta Komitc Nasional Pusat di luar rapat-rapat (Radan Pekerdja) Komite Nasional Pusat dengan menjimpang dari keten-
tuan jong berlalu untulk Malkamaly, diadili oleh Mahkamah Aging dalam peradilan pertama dan terachir.” "(3) Perkara-per-
kara di luar daripada jang discbuthkan dalam ajat 2 pasal ini tetap diadili oleh pengadilan biasa.” Ibid,, hal.30. Undang-
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Dengan kekebalan ini, setiap anggota Komite Nasional Pusat mempunyai kedudukan yang kuat
dalam hukum untuk mengemukakan pendapatnya dalam rangka menyuarakan kepentingan
rakyat. Karena itu, dalam sidang-sidang seperti yang dapat dilihat dari risalah sidang Komite
ini sampai tahun 1950-an, sering kali suara anggota Komile ini secara individual sangat kritis
kepada kebijaksanaan Pemerintah. Keadaan ini, tenfu saja sangat mempengaruhi berfungsinya
lembaga perwakilan rakyat sementara’ ini dalam rangka mengawasi kekuasaan Pemerintah.
Keadaan ini terus berlangsung sampai dibentuknya DPR hasil Pemilu tahun 1955%,
Pada pokoknya, kelentuan-ketentuan mengenai keanggotaan badan perwakilan rakyat seperti
yang dilentukan terhadap anggola Komite Nasional, oleh UU ini tetap diberlakukan untuk
anggota DPR yang akan dibentuk. Ketentuan tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No0.9/1948 juga dirumuskan dalam Pasal 1ayat (3) UU
N0.27/1948"" dengan perubahan bahwa perangkapan itu dimungkinkan hanya untuk jabatan
Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri atau Menteri*®. Dengan kedudukan anggota yang
demikian, tidak sulit untuk memahami mengapa ‘parlemen sementara’ ini sangat besar
peranannya dan banyak inisialif yang diambilnya untuk kepentingan negara. Munculnya
gagasan pertama kali untuk menerapkan sistem demokrasi parlementer dimana para Menteri
berlanggung jawab kepada Parlemenpun justeru lahir dari kalangan anggota Komite
Nasional®. Seperti diuraikan di alas, pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP juga

didasarkan atas usul mereka sendiri yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan yang dikenal

Undang ini, pada talun 1949 mengalami penyempurnaan dengan UU No.8/1949 tertanggal 5 Desember 1949 yang menam-
baltkan satu ayat pada Pasal I-nya yaitu "Anggauta Komite Nasional Pusat jang memanghu djabatan Kepola Negara atau
Daeraly, Menteri, anggauta-anggauta Dewan Pervakilun Negara atuu Dacrah dan Pegawai Tinggi (hoofdambtenaar) bukan
dari Republik Indonesia, dianggap tidak mendjadi anggauta lagi dari Komite Nasional Pusal.”

¥ Dilaksanakan berdasarkan UU No,7[1953 yang diundangkan tanggal 4 April 1953. IN 1953 No.29.

M UU No.27/1948 tanggal 28 Agustus 1948 tentang Susunan DPR dan Pemilihan Anggauta-Anggautanja. Berita Republik

Indonesia Tahun 1948 No.50.

2 Dengan catatan balwa yang bersangkutan fidak bolch mempergumukan hak aton melakukan kewadibannja sebagai

anggauta DI'R selama ia memanghu jubatan tersebut.

¥ Lihat Pengunuman Badan Pekerja No.5 tanggal 11 Nopember 1945 tentang usul BP-KNIP yang telah diselujui oleh

Pemerintal tentang Pertanggungan-tawab Mcnteri kepada Badan Perwakilan Rakyat. (Berita RF tahun [ No.I, hal.4, kol.4).
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dengan Maklumat Wakil Presiden No. X*. Dalam hal perumusan pemikiran mengenai garis
besar haluan perjuangan yang dikenal sekarang dengan GBHN®, Komite ini juga memegang
peranan penling. Dalam rangka perjuangan mengisi kemerdekaan, sejak masa paling awal
Komite Nasional juga berhasil merumuskan pokok pikiran mengenai hal ini*, sehingga dalam
waktu hanya dua bulan sejak kemerdekaan, dengan persetujuan KNIP, Pemerintah telah
mengumumkan Haluan Politik Negara yang pertama kali®.

Masih di tahun 1945, KNIP juga mengambil prakarsa untuk mengusulkan kepada
Pemerintah agar segera dibentuk suatu Komisi Perekonomian yang akan memikirkan dan
mempersiapkan perencanaan pembangunan ekonomi™. Usul inilah yang antara lain
mendorong Pemerintah menetapkan pembentukan Panitia Siasat Ekonomi pada bulan April
1947%. Meskipun Panitia ini tidak efektif dan kemudian dibubarkan kembali oleh Presiden
Soekarno pada bulan Agustus tabun yang sama™, tetapi sekurang-kurangnya menujukkan
bagaimana badan perwakilan rakyat sementara itu berfungsi. Meskipun para anggota KNIP ini,
karena sifat kesementaraannya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hubungan dengan
rakyat juga cukup terbuka. Hal ini antara lain disebabkan karena komitmen pimpinan Komite
yang menghendaki agar pekerjaan-pekerjaan Komite bersifal terbuka untuk diikuti rakyat

banyak. Kecenderungan ini dapat dilibat dengan adanya pengumuman-pengumuman dan ajakan

M Maklumat Wakil Presiden tahun 1945 No.X tanggul 16 Oktober 1945 tentang pemberion kekuasaan legislatif kepada

Komite Nasional Pusat. (Berita Republik Indonesia Yahun I No.2, hal 10 kolom 3). Penjelasannya lihat Derita Republik
Indonesia Tahun I No.1 hal 3, kolom 1,

¥ Istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang biasa dipakai sekarang dengan singkatan GBIIN merupakan salah satu

bentuk haluan negara seperti dimaksud dalam Pasal 3 UUD 1945,

¥ Pengumumam Dadan Pekerdja No.f tanggal 1 Nopember 1945 hal Badan Pekerdja telah memadjukan pemandangannja
tentang perdjoangan bangsa kita dan garis-garis besar haluan politik negara. (Berita RE Tahun | No.I hal. 4 kolom 4).

¥ Maklumat Politik. Haluan dari Politik Pemcrintaht Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Badan Pekerja KNI
(Berita RI Tahun I No.l hal 2 kolom 3/4).

¥ Pengumuman Badan Pckerdja No.12 tentang Usul Badan Pekerdja supaya Pemerintal membentuk Komisi Perekonomian.
(Berita RI Talun I No.3 hal, 16, kolom 2).

¥ Penetapan Presiden No.2/1047 tertanggal 12 April 1947 tentang Pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonom:.
®  Penctapan Presiden No.5[1949 tertanggal 3 Agustus 1949 tentang Pembubaran Panitya Pemikir Siasat Ekonomi.
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yang dikeluarkan oleh BP KNIP agar masyarakat luas akrab dengan ‘parlemen’,

Banyak lagi usaha-usaha yang dapat dikemukakan mengenai keprakarsaan KNIP ini
pada masa-masa awal kemerdekaan seperii inisinlif pengajuan Rancangan UU*, usul kepada
Pemerintah agar masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai
politik® dan sebagainya. Hal ini menyebabkan naiknya citra dan wibawa Komite ini, baik di
mata masyarakat pada umumnya maupun di mata Pemerintah. Apa lagi, sebagai konsekuensi
perubahan ke sistem parlementer ini, kewibawaan Ketua Parlemen menjadi semakin penting,
sehingga pada tahun 1949 dikeluarkanlah UU yang menentukan bahwa jika Presiden dan Wakil
Presiden berhalangan tetap dalam masa jabatannya, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
dapat menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden itu*., Hal ini tentu saja, memang

sejalan dengan mekanisme sistem parlementer yang diterapkan itu®.

# Lihat Pengumuman BP-KNIP® No.1, 21 Oktober 1945, perihal mengadakan pengumuman mengenai segala hal jang dibi-

tjarakan oleh Badan Pekerja untuk memberim kesempatan kepada umum meninjan pembifjaraan? itu. (Berita RI Talun I No.1
hal 4 kolom I1). Juga Pengumuman BP-KNIP dan No.9, 5 Descmber 1945 balwa fadan Pckerja harus berhubungan erat de-
ngan masjarakal dan ingin mencrima usul dari partai-partai. (Berita RI Tahun ! No.3 hal 15 kolom I4). Lilat juga
Pengumuman B1* KNII* No.8 yang berisi anjuran kepada masyaraket di daerali.dacrah agar menguius wakil-wakil daerah
unfuk duduk dalam BP KNIP don memberi keterangan jong up-to-date mengenai dacrahnja masing2 kepada BP KNIP. (Berita
R Tahun I No.3 hal. 15 kolom 4),

7 Seperti Rencana Undang-Undang tentang Komite Nasional Dacrah yang kemudian diterima olch Pemerintalk dan di-
tetapkan menjadi undang-undang. Lihat Pengumunan Badan Pckerdja No.2 tanggal 30 Okiober 1945 tentang usul Badan
Pekerdja kepada Pemerintah dengan menyampaikan rentjana Undang-Undang tentang Kedudukan Konite Nasional Daeral,
(Berita RI Tahun § No.l hald kolom 2); dan Ul NO.1{1945 tertanggal 23 Nopember 1945 tentang Pembeniukan Komite
Nasional Daerah. (Berita Republik Indonesia Tahun [l No.7, hal.56, kolom 1).

Y Pengumuman Badan Pekerdja No. 3 tanggal 30 Oktober 1945 usul Radan Pekerja kepada Presiden supaja rakjat diberi

kesempatan selpas-luasnja uniuk mendirikan partai-partai politik, (Berita R Tahun I No.l hal. 4 kolom 3).

* YU No.7 tahun 1949, 5 Desember 1949, temtang Penunjukan Pemanglu scmentara djabatan Presiden R

" Perubahan ini sebenarnya menyimpang dari ketentuan UUD 1945, Akan tetapi, sesuai dengan pendapat Pemerintah,
perubahan ini dianggap sah atas dasar ‘convention’ yang kemudian dikenal dengan ‘Konvensi Spalwrir’ (Ketika itu, Syahrir
menjabat sebagai Ketua BP-KNIF). Lilat Penjelosan Pemerintah mengenai Tanggung Jawab Menteri iertanggal 24 Nopember
1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I No.2, hal.1}, kolom 3), jo Pengumuman BP KNIP No.5 tanggal 11 Nopember 1945
(Berita Republik Indonesia Tahun | No.1 hal.d, kolom ). Untiik meresmikan perubahan ini, BP-KNIP mempersiapkan pula
rencana perubahtan UUD, lihat Pengumuman BP-KNIP No.10 tanggal 5 Desember 1945 tcntang persiapan perubahan UUD
yang berkenaan dengan pertanggung-jawaban kabinet kepada BP-KNIP. (Berita RI Tahun I No.3 hal. 16, kolom 1). Terhadap
perubahar sistem kabinet inj, banyak sarjana yang menolak alasan ‘convention’. Ini semata- mata dianggap sebagai pe-
fanggaran, klwususnya ferhadap ketentuan Pasal 1V Aturan Peralihan jo Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945, Lil. Bambang Da-
roese dan Sugeng Suryanto, Undeng-Undang Dasar 1945 dan Gerak Pelaksanaannya, Erlangga, Jakarta, 1933, hal 48, Me-
rurut kedua penulis ini, yang dianggap sebagai konvensi itu tidak pernal bersifat tetap, berhubung apabila terjadi keadaan
yang genting, sclalu terjadi tindakan kembali ke kabinet Presidentil. Pengambilalilan kckuasaan Pemerinial oleh Presiden
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Sejak tahun 1945 sampai dengan 1949 tercatat pula 113 buah UU yang dihasilkan
oleh KNIP¥, yang masing-masing 1 buah pada tahun 1945, 24 tahun 1946, 41 tahun 1947,
35 tahun 1948, dan 12 UU pada tahun 1949*, Selain fungsi pembuatan UU, KNIP melalui
Badan Pekerjanya juga sangat aktif melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak bertanya,
hak interpelasi, hak angket dan hak mengajukan mosi*. Banyak sekali mosi, terutama mosi
kepercayaan, yang dikeluarkan oleh KNIP selama masa tugasnya, sehingga tidak mudah
ditelusuri. Mosi-mosi ini biasanya diprakarsai oleh anggota KNIP secara indvidual, tetapi
kemudian diajukan secara berkelompok, seperti, misalnya, Mosi Baharuddin dkk*, Mosi
Mangunsarkoro dkk®' dan lain-lain.

Salah satu sebab mengapa kedudukan ‘parlemen sementara’ ini demikian kuatnya ialah
karena sikap Pemerintah sendiri memang menginginkan badan ‘perwakilan’ rakyatini kuat. Hal
ini dapat dilihat pada sikap Pemerintah yang berusaha memusat kan perhalian, pikiran, dan
tenaga rakyat untuk membesarkan Komite ini sejak masa paling awal. Keputusan Rapat PPKI

22 Apgustus 1945 yang membentuk Partai Nasional Indonesia, ditunda pelaksanaannya dengan

terjadi antara ranggal 29 Juni 1946 dun 2 Okiober 1946 kelika Presiden Sockarno, atas persefujuan Kabinei Syahirir, meng-
ambil alil kekuasaan Pemerintah (Maklumal Presiden No.d dan No.2 Talun 1946). Kedua, terjadi antara tanggal 27 Juni
sampai dengan 2 Juli 1947, sekali lagi Presiden Sockarno mengarmbil alth kekuasaan Pemerintahan Kabinet Syahirir (Maklu-
mat Presiden No.G Tahun 1947). Yang ketiga tcrjadi antara tanggal 23 Tanuari sampai dengan 29 Januari 1948. (Maklumat
Presiden No. 2 dan No. 3/1948). Mengenai perubahan-perubahian Kabinet ini, lihat Susan Finch dan Daniel 8.Lev, Republic
of Indonesia Cabincts, 1945-1965, Interim Report Series, Cornell University, Ithaca, New York, 1965.

“  Setelah berdirinya RIS, status KNIP ini diciutkan menjadi lembaga yang setinghat dengan DPR di negara bagian Ri-
Yogyakarta, 1IPI, Op.Cit., hal. 28.

7 Seperempat Abad Dewan Pervwakilon Republik Indanesia, Sekretariat DPR-GR, Takarta, 1970, hal 481-488.

Ibid,, dan juga dalam Penclitian tentang Fungsi DIPR dalam Teori dan Prakick Op.Cit., hal.29.

®  Secara umum, menurut Nyoman Dekker, hak yang dimiliki olel KNIP adalal hak mengajukan usul, hak inferpelasi, hak

mengadakan pengusutan (budget), dan hak mengajukan pertanyaan, lihat "Pertumbuhan Lembaga Legislalif di Indonesia®
(disertasi Doktor Universitas Brawjaya, 1979: manuskrip), kal. 154,

¥ Mosi mengenai perlunya reorganisasifrasionalisasi Angkatan Perang yang kemudian dikonkritkan dengan rancangan
undang-undang usul inisiatif KNIP. Scperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., hal.75.

H  Mosi ini mendesak Pemerintah agar melepaskan sikap mengikat diri untuk tidak akan memperluas luhungan luar negeri

selama perundangan dengan Delanda (September 1948). 1hid.
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maksud untuk memusatkan semua potensi rakyat ke dalam Komite Nasional®?. Demikian pula
dengan berbagai usul dan saran dari pihak Komile Nasional, pada umumnya sungguh-sungguh
diperhatikan oleh Pemerintah. Malahan, seperti diuraikan di atas, banyak di antarausul Komite
yang dipenuhi apa adanya cleh Pemerinlah, seperti mengenai perubahan sistem kabinet, usul
RUU mengenai Komite Nasional Daerah, dan sebagainya. Dengan demikian, meskipun Komite
ini sifatnya hanya sementara, ia telah menjalankan fungsi yang memadai sebagai sebuah badan
perwakilan rakyat. Dengan kata lain, meskipun DPR secara resmi belum terbentuk, KNIP pada
pokoknya sudah berfungsi sebagai sebuah SPR seperti yang dimaksud oleh UUD 1945.
Malahan, dengan ditetapkannya UU No.9 pada tahun 1949, Komite Nasional juga memperoleh
tambahan fungsi lagi, yailu unluk bersama-sama Pemerintah mengubah UUD. Perkembangan
ini baru berubah setelali Sidang Pleno di Yogyakarta untuk mengesahkan hasil-hasil KMB yang
merupakan sidang plena terakhir dalam fungsi KNIP sebagai badan legislatif tingkat pusat®.
Ketika Pemerintahan RI-Yogyakarta dibentuk dalam susunan RIS, KNIP ini hanya berfungsi
sebagai parlemen negara bagian, setingkat dengan parlemen negara bagian lainnya. Salah satu
parlemen sangat berpengaruh ketika itu ialah parlemen Negara Indonesia Timur™.

Setelah itu, di tingkal nasional didirikan parlemen ‘bikameral’ yang terdiri alas DPR dan
Senat®™. Anggota DPR-RIS berjumlah 150 orang, dimana 50 orang di antaranya di-tetapkan
harus diambil dari RI-Yogyakarta, yaitu diambil dari anggota Badan Pekerja (BP) KNIP yang
terakhir’®, Hanya beberapa orang dari mereka itu yang tidak ditarik menjadi anggbla
DPR-RIS, karena diperlukan untuk tugas-tugas lain seperti Mr. Asaat yang ketika itu adalah

Ketua KNIP dan dr.Halim, karena keduanya diangkal masing-masing menjadi Penjabat

% Himpunan Koesnodipradjo, Qp.Cit,, hal.117, jo Makluniai Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 tentang penundaan akii-

viteif Partai Nasional Indonesia dengan maksud supaja aktiviteit ini ditjurahken ke dalam Komite Nasional, dst. 1bid., hal.46.

5 Penelitian tentang Ffungst DPR dalam Teori dan Prakick (Periode 1945-1950), Op.Cit., hal.23-24.

¥ Ibid, hal28.

Likat Pasai 830-112 Konstitusi RIS 1049, Mengenai Senat dintur dalap Pasal 80-97, sedang DPR dalam Pasal 98-7112.
% Hingga KNIP bergabung dalam susunan RIS, anggotanya yang diangkat baru berjumlak 46 orang. 43 oreng berasal dari
anggota yang diangkat sejok Sidang Pleno Malang (25 Februari-6 Maret 1947) yang ketika itu menetapkan anggota KNIP
ini berjumlah 47 orang. Penclitian tentang Fungsi DPR dalam Teori dan Prakick {Periode 1945-1950), Op.Cit,, hal.24-25.
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Presiden dan Perdana Menteri RI-Yogyakarta”. Karena itu, praktis pembahasan mengenai
pengorganisasian kedaulatan rakyat melalui parlemen ini pada periode selelah berdirinya RIS
perlu dibahas tersendiri dalam kerangka Konstitusi RIS. Seperti disebut di atss, organisasi
parlemen berdasarkan Konstitusi RIS berbeda dari struktur yang dianut dalam UUD 1945 yang
mengenal lembaga DPR dan MPR. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya dua kamar parlemen
yang terpisah satu sama lain (bikameral), yaitu Senat dan DPR®. Hanya saja, sesuai dengan
umur Konstitusi RIS, kedua parlemen ini tidak berusia panjang. Rapal pertama berupa Sidang
Gabungan dalam rangka pembukaan DPR dan Senat dilakukan tanggal 15 Februari 1950%,
sedangkan Rapat gabungan terakhir diadakan tanggal 15 Agustus 1950%. Namun, selama
waktu 6 bulan itu, banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan. UU yang berhasil ditetapkan
berjumlah 7 buah®, yaitu:
1) UU tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia®.
2) UU teniang Menetapkan UU Darural tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita
Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunja UU Federal

dan Pengumuman Pemerintah®.
3) UU tentang Permohonan Grasi®,

4) UU tentang Penggantian Kerugian Anggota DPR-RIS®.

7 Ibid, hal 24,

¥ Mengenai pembentukan parlemen RIS yang fterdiri dari dua kamar ini, lihParlemen RIS dan Suasana Yang
Melatar-Belakanginya, Laporan Penelitian, LiIVl, Jakarta, 1987

% Risaleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indenesia Serikat, Tahun Sidang 1950, hal 1-9,

Ichtisar Parlemen, Kementerian Penerangan, Djakarta, Selasa, 8 Agustus 1950, hal 343.

™ Enam di antaranya diselesaikan dalam 5 bulan pertama, masing-masing 3 pada masa sidang babak I dan 3 pada babak

i1, Lihat Risalah DPR-RIS, Op.Cit,, hal 523.
YU No.1j1950, LN, 1950 No.30.
T UU No.2/1950, LN. 1950 No.32.
UU No.3/1950, LN. 1950 No.40.

S Ul No4/1950, LN. 1950 No.45.
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5) UU tentang Menetapkan UU darurat tentang Susupan dan Kekuasaan Pengadilan/
Kejaksanaan dalam fingkungan Peradilan Ketentaraan®®,

6) UU tentang Menetapkan UU darurat lentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan
Tentara®.

7) UU tentang Perubahan Konstilusi Sementara RIS mendjadi UUD Sementara RI%,

Meskipun struktur parlemen RIS berbeda dari struktur parlemen sebelumnya, tetapi
suasana penyaluran suara rakyat tidak jauh berbeda. Selama persidangan babak kedua sampai
Juni 1950, misalnya, tercatat empat buah mosi yang berhasil diselesaikan, yaitu mosi Sakirman
dkk dan mosi Natsir dkk mengenai Vietminh, mosi Iwa Kusumasumantri tentang Anggaran
Belanja Negara (ABN), dan mosi Siauw Giok Tjhan tentang Dewan Pengawas Keuangan®.
Pertanyaan-peranyaan gencar yang diajukan anggota DPR kepada Pemerintah, selama kurun
waktu tersebut, cukup banyak. Yang paling penting di antaranya adalah mengenai masalah
pertahanan yaitu sebanyak 21,05 persen, masalah kesejahleraan sosial dan kemakmuran 20,47
persen, dan masalah politik dalam negeri 11,70 persen’.

Selanjutnya, setelah kembali ke Negara Kesatuan dalam kurun waklu antara tahun
1950-1959, terdapat dua periade parlemen, yaitu: antara 16 Agustus 1950 sampai dengan 26
Maret 1956 (Dewan Perwakilan Rakyal Sementara) dan antara 26 Maret 1956 sampai dengan
22 Juli 1959 (DPR hasil Pemilihan Umum 1955). Secara formal lidak terdapat perbedaan
kedudukan dan kekuasaan, karena keduanya didasarkan kepada UUDS 1950 dan Peraturan Tata
Tertib DPR yang sama’. Bahkan, dalam praktek, kedudukan dan peranan parlemen kedua

periode di atas merupakan kelanjutan logis saja dari parlemen di masa RIS mavpun di masa

% UU No.5/1950, LN. 1950 No.52.
5 YU No.6/1950, LN. 1950 No.53.
o UU No.711950, LN. 1950 No.56.

Risalah DPR-RIS, Qp.Cit,, hal.528, kolor: 2.

Diglah dari laporan atau Pidate Pembukaan Rapat ke-5 DPR-RIS, 1bid,, hal 520, kolom 1.

" Fungsi Perwakilan dalam Sejarah: Studi Tentang Porlemen R 1950-1959, Penelitian LIPI, Jakarta, 1988, hal. hal.49.
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KNIP di bawah UUD 1945. Karena sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan sejak
Oktober 1945 terus dipraktekkan, maka kedudukan parlemen di bawah UUDS 1950 inipun
pada pokoknya sama. Apalagi suasana dinamika politik dan partisipasi rakyat dalam kegiatan
kenegaraan juga sangal tinggi intensitasnya. Hal ini mempengaruhi sikap dan peranan lembaga
perwakilan rakyat ilu sendiri dalam berhadapan dengan Pemerintah.

Namun demikian, apabila dibandingkan, parlemen di bawah UUDS 1950 ini memang
mempunyai perbedaan mendasar dengan parlemen di bawah Konstitusi RIS 1949. Dalam Pasal
122 Konstitusi RIS dinyatakan balwa DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing
menteri untuk meletakkan jabatannya. Tetapi, dalam UUDS 1950, DPR diberi hak untuk
menjatuhkan kabinet. Karena itu, sebagai imbangannya, pada Pasal 84 juga ditentukan bahwa
Presiden berhak untuk membubarkan DPR, bila memang dianggap tidak mampu dan dalam
waktu 30 hari kemudian diadakan Pemilu guna memilih anggota DPR yang baru. Karena ituy,
pada masa DPRS maupun DPR RI selelah berlakunya UUDS 1950, pengaruh parlemen
terhadap pemerintah kuat sekali. Ini dapat dilihat dengan jatuh bangunnya kabinet pada masa
itu™, karena tidak lagi mendapat dukungan di parlemen. Pergantian kabinet selama masa
DPRS terjadi 5 kali dan pada masa DPR hasil Pemilu terjadi 2 kali. Kabinet pertama yang
dipimpin Muhammad Naltsir hanya bekerja 6 setengah bulan, dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman
yang hanya sepuluh bulan. Kemudian Kabinel Wilopo bekerja hanya 1 tahun 2 bulan, Kabinet
Ali Sastroamidjojo [ 2 tahun, hingga Kabinet Burhanuddin Harahap yang hanya 6 setengah
bulan. Kemudian pada masa DPR, yang dijatubkan adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan
Kabinet Karya pimpinan Djuanda™.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak kemerdekaan sampai menjelang tahun
1959, muncul anggapan bahwa sistem demokrasi parlementer itulah yang lebih demokratis dan
perlu dikembangkan. Bersamaan dengan perubahan menjadi sistem parlementer, kedudukan

parlemen menjadi kuat dan pada gilirannya kedudukan partai politik juga menjadi kuat. Tidak

7 Susan Finch dan Daniel §. Lev, Qp.Cit.

?  Jatuhnya Kabiret Djuanda inilal yang menandai berakhirnya masa Demokrasi Liberal dengan tindakan Presiden mem-

bubarkan DPR hasil Pemilu dan mengefuarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menjadi konstitusi
Ri
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ada satupun kebijaksanaan yang bersifat prinsipil yang terlepas dari sikap kritis para anggota
parlemen untuk turut memperdebatkannya baik melalui forum parlemen maupun secara

sendiri-sendiri.

2. Kebebasan Berserikat dan Kebijaksanaan Kepartaian,

Selama periode Demokrasi Parlementer ini, kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan
menyatakan pendapat sangat dihargai. Setiap individu rakyat dijamin haknya unluk bersuara
dan menyalurkan serta mengorganisasikan aspirasi politiknya secara liberal. Bahkan, setiap
individu yang merasa perlu menyalurkan aspirasi rakyat yang belum terwakili oleh partai-partai
yang ada, diberi kesempatan untuk ikut-serta dalam Pemilu sebagai calon perorangan.
Banyaknya jumlah partai yang bermunculan sejak awal kemerdekaan memang diinginkan pula
oleh Pemerintah sendiri. Ini terjadi karena pertimbangan bahwa dinamika masyarakat perlu
digerakkan untuk mendukung perjuangan menegakkan negara Indonesia merdeka melalui partai
politik.

Kebutuhan untuk mendorong pembentukan partai-partai ini semula didukung oleh alasan
yang rasional agar potensi rakyat dapat dilibatkan dalam membangun negara yang baru
didirikan melalui perjuangan bersama seluruh rakyat. Komitmen untuk mendorong lahirnya
partai politik dengan sistem liberal ini bahkan sudah dimulai sejak keluarnya Maklumat Politik
1 Nopember 1945 tentang rencana akan diadakannya pemilu™, disusul oleh Maklumat 3

Nopember 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai seluas-luasnya kepada

™ Berita Republik Indanesia Talun I No.1 hal. 2 kolom 3/4. Dalam Maklumal Pemerintah ini dimuat Haluan Politik Peme-

rintah Rl yang iclah disetujui oleh Badan Pekerja KNIP, yang antara lain menyebut "Sedikit hari lagi kita akan mengadakan
Pemilihan Umum sebagai bukii bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman peng-
hidupan masjarakat dan Negara kita. Mungkin schagai akibat pemililian ity Pemerintah akan berganti dan UUD lata akan
disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjok.”

P Maklumat Pemerintals ini dimuat dalam Rerita Republik Indonesia Tahun I No.2, hal9 kolom 314, Berita Republik Indo-
nesia Tahun I No.1 hal.3 kelom 4. Dalam Maklumai ini, Pemerintalt mencgaskan kembali pendirian yang telah diambil se-
belumnya, yaitu "(1) Pemerintals menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-pariij itulch dapat di-
pimpin ke djalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. (2) Pemerintah berharap supaja partij-partif

itu telah fersusun, scbelumnja dilangsunghken penilihan anggauta Baden-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari
1946~
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seluruh potensi rakyat™. Akan tetapi, kemudian anjuran ini disambut dengan sangat antusias
oleh masyarakat yang baru terbebas dari penjajahan. Berbagai kelompok politik dan organisasi
pergerakan yang sudah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan memperoleh kesempatan
untuk tumbuh dan berkembang sebagai partai politik yang diakui. Karena itu, ketika pemilu
berhasi! diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955, tercatat ada 28 parai yang ikut
menjadi peserta pemilu”. Malahan, ketika itu, ada pula kontestan yang bersifat perorangan,
tanpa parlai. Karena itu, pada tahun 1955 itu, terdapat ratusan buah partai politik dan
perorangan yang ikut pemilu. Akibatnya, dalam pemilu itu, tercatat tidak kurang dari 172 tanda
gambar dari peserta yang ikul pemilu™. Dari jumiah ini, sebagian yang bersifal nasional dan
sebagian lagi hanya bersifat lokal di daerah-daerah iertentu. Sebagian merupakan tanda gambar
partai politik, dan sebagian lagi tanda gambar partai perorangan.

Banyaknya partai ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda. Sejak Volksraad
berdiri, banyak partai yang dibentuk sebagai wadah perjuangan pelitik rakyat. Pada tahun 1939,
lerdapat 3 partai yang berjuang melalui parlemen jajahan ini yaite Fraksi Nasional pimpinan
Husni Thamrin, "Perhimpunan Pegawai Bumi-Putera” pimpinan Prawote Mangkusasmito dan
"Indonesische Nationale Groep" pimpinan Yamin™. Di luar Volksraad, ada pula organisasi
politik yang sejak tabun 1937 menghimpun kekuatan dalam benluk gabungan partai yang
diharapkan menjadi semacam dewan perwakilan. Beberapa gabungan/perhimpunan itu,
misainya jalah Majelis al-Islam A‘la Indonesia (MIAI) yang dibentuk tahun 1937 sebagai
gabungan partai beraliran Islam. Pada tahun 1939 berdiri Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

yang merupakan gabungan pariai-partai beraliran nasional. Kemudian ada pula Majelis Rakyat

76 _”)_l-‘ti.

7 Ke-28 peserta Pemilu 1955 itu jalak PNI, Masjumi, NU, PKI, PSH, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI, Perti, PRN,
Partai Buruh, GPPS, PRI, P3RI, Murba, Bapcrki, PIR-Wongsonegoro, Grinda, Permai, Persatuan Daya, PIR-Hazairin, PPPTI,
AKUI, Partai Rakyat Desa, PRIM, ACOMA, dan R.Sudjono.

78

Alfian, Hasil Pemilihan Umum 1055 Untuk DPR, LEKNAS, 1971, hal. 4, lih. Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilon
dan Pemilihon Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hal.216.

®  Miriam Budiardjo, Op.Cit.,, hal.171.
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Indonesia (MR} yang merupakan gabungan berbagai organisasi buruh®. Di zaman Jepang,
partai-partai ini dilarang mengadakan kegiatan. Karena itu, ketika Pemerintah membuka
kesempatan seluas-luasnya untuk membentuk partai politik, serta-merta diterima semua
golongan dengan antusias. Inilah yang mendorong lahitnya banyak partai ketika negara
Indonesia sendiri masih sangat muda. Karena itu, terjadi apa yang disebut Danie! S. Lev
"gejala kekacauan yang tidak asing bagi sistem multi-partai"®’.

Sejalan dengan apresiasi terhadap prinsip kemerdekaan berserikat dan penerapannya
dalam kebijakan kepartaian, pada masa awal kemerdekaan terjadi pula perubahan sistem
kabinet. UUD 1945 yang menentukan sistem kabinet bersifal presidentil, atas usul KNIP
diubah menjadi sistem parlementer sehingga lerbentuklah Kabinet ke-2 di bawah Sutan Syahrir,
yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Pekerja KNIP, sebagai Perdana Menteri pertama®™.
Dalam Maklumat yang dikeluarkan Pemerintah mengenai pembentukan Kabinet II ini,
dinyatakan bahwa perubahan sistem kabinet ini memang telah lama dirasakan perlunja, akan

tetapi berhubung dengan beberapa keadaan maka terpaksalah ditunda sampai ada kesempatan

jang baik.®:

® Ibid

4 Menurut Daniel 5.Lev: "Sistem partai di Indonesia menunjukkan gejala beberapa ke-kacauan yang tidak asing bagi sts-

fem multi-partai di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauli iebih besar daripada dukungannya dalam
masyarakat; di samping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penul seperti yang biasa-
nya terdapat pada pariai yang menguasas penicrintahan tanpa kealisi. Lagi pula, sistem parlementer (di Indonesia) tidak
pernah memiliki kekuasaan sepenulinya, kewenangan dan keabsahan dalam tata-tertib politik don juga tidak dapat menguasai
segala aspek situasi konflik politik, Pada akltiraya, pemerintahan parlementer dijatulikan oleh kckuatan-kekuatan exira par-
lementer seperti Presiden dan tentara. Akan teiapi, partai politik juga tidak luput dari tantangan dari kalangan mereka sen-

diri. Dan hal ini juga membanty timbulnya Demokrasi Terpimpin”. "Political Parties in Indonesia” dalam Party Systems of
Southeast Asia, Journal of Southcast Asian History, Marct 1967, hal 58. ibid., hal 172.

8 Pengumuman tanggal 14 Nopember 1945, kil juga Susan Finch dan Daniel S.Lev, Op.Cit,, hal 5.

& Maldumat Pemerintah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun I No.2, hal. 9 kolom 3/4. Di sini antara lain
dinyatakan: "Qlch karena Kementerian periama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara wakty, tatkala saatnja
genting dalam sedjaral Negara, maka sudal semestinja bahwa bagian-bagian Pemerintah sedi menundjukkan tanda-tanda
fergesa-gesa itw. Pembaruan dari Kabinet memang telah lama dirasakan perlunja, akan tetapi berlubung dengan beberapa
keadaan maka terpaksalah ditunda sampai ada kesempatan jang baik.” "Pemerintalt Republik Indonesia sdelah mengalami
udjian-udjian jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanja menegakkan diri, merasa bahwa saat se-
karang sudali tepat uptuk mendjalankan matjam-matjam tindakan darurat guna menjempurnakan fata-usaha Negara kepada

susunan demokrasi.” "Jang terpenting dalam perubalian-perubahion susunan Kabinct buru itu ialaht bahwa tanggung djawab
adalal di dalem tangan Menteri.”
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Yang menarik untuk diperhatikan dari Maklumat itu ialah bahwa susunan kabinet
sebelumnya yang bersifat presidentil diangap sebagai susunan sementara yang bersifat
tergesa-gesa. Pembaruan susunan semenlara yang bersifat presidentil itu diakui telah lama
dirasakan perlunya, tetapi berhubungan keadaan belum memungkinkan, baru pada tanggal 14
Nopember 1945 itulah dianggap sudah tepat waktunya untuk melakukan tindakan untuk
menyempurnakan tata-usaha Negara yang bersifat demokratis. Dari sini dapat dikatakan bahwa
Pemerintah menganggap sistem presidentil yang dirumuskan dalam UUD 1945 itu bersifat
sementara dan kurang demokratis. Perubahan ke arah sistem parlementer sudah lama dirasakan
perlunya, tetapi belum dapat dilakukan berhubung karena pertimbangan keadaan.

Harus diakui bahwa komitmen Pemerintah ketika itu untuk melaksanakan asas
kedaulatan rakyat atau demokrasi itu, sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan,
memang sangat besar. Ini tercermin dalam Maklumat tersebut di atas®. Akan tetapi,
komitmen itu dikembangkan atas asumsi bahwa sistem yang dirumuskan dalam UUD 1945
sama sekali belum bersifat demokratis dan UUD 1945 itu bersifat sementara belaka. Bahwa
UUD 1945 ini bersifat sementara, tentulah tidak perlu dipersoalkan. Bahkan Soekarno sendiri
seperti diuraikan dalam Pendahuluan, menyatakan bahwa UUD ini adalah UUD kilat,
‘revolutie grondwet’®. Akan tetapi, yang menarik untuk diperhatikan dalam hubungan ini
adalah bahwa dengan adanya Maklumat Pemerintah tersebut di atas terlihat bahwa sejak masa
paling awal dari masa pemerintahan Indonesia, tidak tergambar adanya usaha untuk mencoba
menerapkan terlebih dahulu gagasan-gagasan kreatif yang telah dihasilkan dalam perumusan
UUD 1945 itu secara konkrit. Karena itu, dapat pula dikatakan bahwa gagasan krealif yang
mencoba mengkombinasikan gagasan kedaulatan rakyat dalam pengalaman masyarakat barat

liberal dengan pikiran-pikiran kolektivistis sosialisme moderen dan yang mencoba

¥ Dalam Moklumat itu juga dinyatakan: "Tindakan-tindakan demokratis jang lain jang segera harus didjalankan ialah
mengadakan Pemililtan Umum supaja wakil-wakil rakjat jang terpililt dengan merdeka dapat mengambil balagian jang tepat
dalam mendjalankan politik Pemcrintalt dan menentukan haluan Negara.® "Dengan kesempurnaan dari Pemilihan Umuns ini,
maka habislah dengan seadivinga pckerjaan Badiun Pekerdja sckarang, jang baru-baru ini disusun, jang buat sementora wakiu
mendjalankan pekerdjaan MPR dan Dewan Pembentukan Undang-Undang,™ 1bid.

% Pidato Sockarno dalam Sidang PPKI, 18 Agustus 1945, lihat Yamin, Op.Cit., 1959, hal. 470,
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menyerasikannya dengan tradisi budaya lokal, tidak memperoleh peluang secara proporsional
untek diuji-cobakan dalam praktek. Malahan, untuk membenarkan penerapan sistem
parlementer, sebagai ganti dari Kabinet Presidentil yang dibentuk sebeluminya, Pemerintah
mengidentikkan sistem parlementer itu dengan sislem demokrasi, yang berarli bahwa sistem
Presidentil tidak dianggap sebagai demokrasi. Padahal, demokratis atau tidaknya suatu sistem
tidaklah tergantung kepada salah satu dari kedua sistem pemerintahan itu.

Dengan perubahan ini, pengorganisasian kedaulatan rakyat dan sistem pertanggung-
jawaban Pemerintah juga berubah. Akibatnya, kedudukan DPR menjadi kuat dan memang
dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara efektif dengan menjatuhkan pemerintah jika
dianggap lidak berhasil memenuhi aspirasi rakyat. Perkembangan seperti ini, jika dipandang
secara sempit hanya dari segi demokrasi politik saja, dapat dianggap sebagai kemajuan penling.
Tetapi, apa bila dilihat secara lebil luas, sistem yang dipraktekkan ini sekurang-kurangnya
mengandung dua kelemahan sekaligus. Pertama, sistem yang diterapkan hanya berorientasi
kepada demokrasi palitik, sehingga menyebabkan dimensi perekonomian rakyat terabaikan.
Kedua, demokrasi politik yang dijalankan secara penub dengan lanpa mempertimbangkan
tingkat perkembangan kecerdasan dan kematangan politik rakyat, dapat menimbulkan
permasalahan tersendiri. Ini terbukti dengan terganggunya tertib ketatanegaraan sampai
menjelang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Beberapa peristiwa yang dapat dianggap
sebagai bukti atas terganggunya tertib ketatanegaraan itu antara lain adalah terjadinya beberapa
kali pengambilalihan kekuasaan pemerintahan dan pembubaran DPR oleh Presiden serta
macetnya pengambilan keputusan di Konstituante. Namun demikian, meskipun sistem kabinet
sudah diubah, tetapi dalam praktek, tertib kelalanegaraan berdasarkan sistem inipun tidak
diterapkan secara konsekuen. Pada tahun 1948, setelah Kabinet Amir Syarifuddin 1l
mengundurkan diri*® berdasarkan ketetapan Presiden No.3 tahun 1948, dibentuklah Kabinet

Presidentil yang dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad

¥ Kabinet Amir Syarifuddin I ini mengundurkan diri 23 Januari 1948, tetapi terus bekerja sampai tanggal 29 Januari 1948
ketika Kabinet Ifatta 1 schagai penggantinya dibentuk.
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Hatta®. Dengan diselingi Kabinet PDRI antara 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949, sistem
presidentil terus dipertahankan dalam susunan Kabinet Hatta II sampai 20 Desember 1949,
meskipun secara resmi kedudukan Hatta sendiri sebagai pimpinan tetap disebut Perdana
Menteri®.

Oleh beberapa sarjana, inkonsistensi penerapan sistem parlementer itu dikaitkan dengan
tindakan Presiden mengambil alih kekuasaan pemerintah apa bila terjadi keadaan genting®.
Praktek pengambil-alihan kekuasaan Pemerintah ilu antara tahun 1945 sampai dengan tahun
1959 terjadi tiga kali berturut-turut pada tahun 1946, 1947, dan 1948. Berdasarkan Maklumat
Presiden No.1/1946 dan Maklumat Presiden No0.2/1946, kekuasaan pemerintahan dinyatakan
kembali berada di tangan Presiden”, kemudian pada tahun 1947 berdasarkan Maklumat
Presiden No.6/1947% dan ierakhir antara tanggal 15 September sampai dengan 15 Desember
1948 dengan Maklumat No.3 tahun 1948”. Pengambilalihan kekuasaan ini menunjukkan
bahwa sistem parlementer bukanlah pilihan ideal bagi Indonesia. Pengambilalihan itu
mencerminkan realitas politik yang belum stabil, terutama di masa pertumbuhannya setelah
kemerdekaan. Ketidakstabilan kabinel inilah yang justeru tampak sebagai ciri langsung dari
diterapkannya sistemn parlementer antara tahun 1945-1965. Menurut Susan Finch dan Daniel
S.Lev, selama masa 30 tahun itu tercatat tidak kurang 23 kabinet yang jatuh bangun®.

Balikan, jika Kabinet PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dihitung sebagai

Susan Finch and Daniel 8.Lev, Op.Cit., hal. J4-15.

®  Ibid, hal16,

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksckutif, Op.Cit., hal. 74.

®  DBambang Daroeso dan Sugeng Suryanio, Undung-Undang Dasar 1945 dan Gerak Pelaksangannya, Frangga, Jakarta,
1933, hL48.

! Moklumai No.2 tahun 1946.

Maklumat No.6 tahun 1947
)

Makiumar No.3 tahun J948.

Susan Finch, Op.Cit,
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kabinet yang berdiri sendiri, jumlahnya menjadi 24 kabinet™. Artinya, hampir setiap tahun
terjadi pergantian kabinet®.

Jadi, kuvatnya kedudukan parlemen dalam sistem parlementer, tidaklah menjamin
tegaknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan yang sistematis dalam
upaya mencapai masyarakat adil-makmur, tidak dapat memperoleh momentum karena tidak
adanya pemerintahan yang stabil. Adopsi lerhadap sistem parlementer di masa laly, telah gagal
membuktikan keunggulannya sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Apa lagi,
penerapannya sendiri jelas iidak sesuai dengan UUD 1945 yang menghendaki sistem
presidentil.

Dengan demikian, selama periode ini individualitas rakyat mendapat tempat yang
penting dalam kebijakan politik. Karena itu, dua UUD yang dirumuskan selama periode ini
(Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950) sama-sama mencantumkan pasal-pasal HAM secara
lengkap dan tegas seperti dalam Deklarasi PBB*. Semua ini menunjukkan bahwa praktek
yang dibangun lebih bercorak individualisme dan liberalisme dalam arti bahwa individualitas
rakyat lebih dihargai di atas kolektivitas. Tindakan Pemerintah yang menerapkan sistem kabinet
parlementer dan membentuk partai politik dengan sislem multi-partai tanpa disadari telah
menggiring pelaksanaan kedaulatan rakyat ke arah liberalisme. Dalam kondisi negara baru yang
belum stabil, kedua tindakan itu menyebabkan tumbuhnya dinamika politik luar biasa sehingga
sistem politik berkembang ke arah paham liberalisme yang tidak berbeda dengan yang terjadi
di Eropah Barat yang justeru sangat dilentang oleh para tokoh pergerakan sendiri. Karena itu,

periode ini sering disebut Demokrasi Liberal. Kedaulatan rakyat bidang politik dilaksanakan

% Ibid, hal 16.

®  Angka ini merupakan salah setu ‘record’ pergantian kabinet parlementer teriinggi di dunia. Bandingkan dengan India,

Pakistan, Malaysia dan beberape ncgara Eropah yang juga mencrapkan sistem pariementer yang labil, tetapi ridak mencapai
pergantian satu kali setalun seperti Indonesia,

¥ Deklarasi ini diterima oleh Sidang SU-PBBE tanggal 10 Desember 1948 yang kemudian oleh SU-PBB tahun 1950 ditetap-

kan sebagai Hari Ilak Asasi Manusia. Lih, United Nations, Basic Facts about_the United Nations, UN., New York, 1989,
hal 144,
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melalui kebijaksanaan yang menekan dimensi individualitas. Dengan kata lain, kombinasi yang

ingin diwujudkan dalam kebijakan politik, ternyata lebih condong kepada individualisme.

3. Apresiasi Terhadap Masalah Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang juga penting untuk diperhatikan ialah soal
hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara sehari-hari. Menurut John Locke, adanya
organisasi dan pemerintahan negara, tidaklah menghilangkan hak rakyat untuk turut serta
menentukan jalannya negara itu®®, Dasar pemikiran filsafat John Locke inilah, menurut
Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak
asasi manusia (HAM), sebagaimana kemudian terlihat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikat tahun 1776%. Namun, seperti dikemukakan terdahulu, dalam perdebatan di
sidang-sidang BPUPKI, paham mengenai HAM itu kurang populer. Ini terjadi karena pengaruh
Soepomo yang mengemukakan pandangannya mengenai teori negara integralistik atau negara
kekeluargaan yang bertitik tolak dari paham yang sangat anti-individualisme, Terlepas dari
kenyataan bahwa paham ini mengalami sedikit revisi setelah diterimanya rumusan yang
kemudian menjadi Pasal 28 UUD 1945, yang jelas adalah bahwa paliam HAM memang kurang
populer sebelum Indonesia merdeka.

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, seperti dikemukakan terdahulu terlihat
bagaimana aspirasi anggota BPUPKI untuk mencantumkan ketenluan HAM ini dalam
rancangan naskah UUD kurang mendapat tanggapan yang populer. Setelah diketahui bahwa
rancangan naskalh UUD yang disusun oleh Panitia UUD yang diketuai oleh Soekarno tidak

mencantumkan ketentuan mengenai hak asasi manusia (HAM), banyak anggota yang berusaha

®  Menurut Locke, hubungan antara rakyat dengan negara diikat olch dua instansi perjanjian, ‘facium unionis’ dan “factum

subjectionis’. Dalam instansi pertama yang melahirkan pembentukan negara dimana rakyat menyeralkan haknya kepada
penguasa, tetapi disini tidak semua hak it hilang. Hok-hak yang bersifat dasar tetap berada di tangan rakyat dengan mana
setiap persetujuan (crbeniuk atas dasar suara mayaoritas. John Locke, "An Essay Concerning the True Original, Extent and

of Civil Government®, ch.Vill, dalam S.Comming and Rolrert N.Linscost (eds.), Man and the State: The Political Philasophers,
Moaodern Library, Random House, 1753, hal 111,

% Mol Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS-HTN, FHUI, Jakarta, cet. 1983,
hal 309.
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mengusulkan agar soal ilu tidak dilupakan'®.

Soekarno menyampaikan penolakan Panitia yang dipimpinnya kurang lebih dengan
alasan bahwa paham HAM it didasarkan pada alam pikiran individualisme-liberalisme yang
mengandung teori konflik. Paham individualisme dan liberalisme yang diajatkan ocleh
tokoh-tokoh seperti Rousseau, Mantesquieu, John Locke, Hobbes dan Emmanuel Kant inilah
yang justeru harus ditentang dan karena itu tidak perlu dicantumkan dalam UUD. Kedaulatan
rakyat, menurut Soekarno, bukanlah kedaulatan individu. "Kita rantjangkan undang-undang
dasar dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu", katanya'®’. Dalam sidang-sidang
yang penuh ‘heroisme’ ini, apa saja yang berbau individualisime dan liberalisme, langsung
dikaitkan dengan kolonialisme dan imperialisme yang dibenci mendarah-daging oleh setiap
tokoh pergerakan keltika itu'®, sehingga pikiran-pikiran yang berbau individualisme memang
tidak populer.

Sebaliknya, pikiran-pikiran, pendapat, ataupun paham yang menentang atau melawan
kolonialisme barat, jusieru populer atau setidak-tidaknya tidak dikecam sebagai musuh oleh
tokoh-tokoh pergerakan ini. Sebagai contoh, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh seperti
Soekarno sendiri, Soepomo dan lain-lain dalam perdebatan di sidang-sidang BPUPKI itu
menempalkan Jepang sebagai sahabat. Ini dapat dimaklumi karena Ketua BPUPKI sendiri,
meskipun tidak aktif dalam rapat-rapat, sebenarnya adalah seorang perwira Jepang. Soepomo
sendiri, di satu pihak menolak paham yang berkembang di kalangan negara-negara sekutu baik
yang bersifat liberal maupun komunis yang berada dalam satu front mendukung kolonialisme

dan imperialisme; di pihak lain, Soepoimo memuji negara totaliter dan fasist seperti Jerman dan

1% Ini diakui olch Sockarno dalam pengantarnya unfuk Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945, dengan mengatakan: "... meski-pun
kita telal dengan diam-diam atau tidak dengan diam-diam menjetudjui dasar kekeluargaan atas dasar golong reyong ini,
maka sesudah rantjengan Undung-Undang Dasar ini dibagikan di kalangan anggota-anggota, kami Panitia didotangi oleh
banjak sckali unggota-anggota jang menanjakan apa sehabmjin di dafem Undung-Undang Dusar, Undang-Undang Dasar jang

kita rantjangkan misalnje tiduk dimaktubkan hak-hak manusis, hak-liok worganegurs, tidek diterangkan disitu, ..." Yamin,
Op.Cit., hal, 287.

Bt Yamin, Qp.Cit, Jilid 1, hal. 208.

%2 Karena itu, seperti dikatakan Radjiman sebagai Ketua Sidang BPUPKI ketika itu: *... bahwa Undang-Undang jang kita

bentuk buat Indonesia merdeka ini, tidok sadja tidak berdasar pade individualisme tetapi menentangnja djuga, memeras,
melebur, memusnahkan individualisme.™ hid,
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Jepang. Tentu saja, dalam suasana perjuangan kemerdekaan, semua lokoh pergerakan bersikap
sangat anti barat, anli individualisme-liberalisme yang diidentikkan dengan kolonialisme-
imperialisme. Jerman dan terutama Jepang ketika ilu menjadi semacam simbol anti
imperialisme di kalangan tokoh-lokoh pergerakan. Sikap anti imperialisme itu sudah
sedemikian rupa sehingga Jepang dan begitu pula Jerman dianggap sebagai sahabat dan bahkan
simbol perlawanan techadap imperialisme. Karena itu, apresiasi terhadap paham yang dianut
baik oleh Jerman maupun Jepang ini oleh kalangan tokoh-lokoh pergerakan juga harus
dimaklumi. Dalam paham kenegaraan yang diterapkan di kedua negara ini terdapat persatuan
yang erat antara pimpinan dan rakyat. Hubungan antara rakyat dengan Pemerintah diikat oleh
tali kekeluargaan atau selidak-tidaknya hubungan itu dipersepsikan sebagai hubungan yang
bersifat kekeluargaan dan gotong royong tanpa konflik satu sama [ain.

Paham demikian ini, di satu piliak dianggap cocok dengan ciri-ciri kultural masyarakat
tradisional Indonesia sendiri, dan juga dipandang penting untuk membangun dan
membangkitkan kesatuan perlawanan terhadap imperialisme. Persatuan dan kekeluargaan yang
dimaksud disini bahkan diperluas maknanya, tidak hanya ke dalam (internal) tetapi juga kelvar
(eksternal) antar seluruh bangsa Asia di bawah simbol perlawanan Jepang. Karena itu, wajar
jika tidak ada orang yang menalak cita kekeluargaan dan gotong-royong untuk dijadikan dasar
paham kenegaraan Indonesia merdeka. Scekarno dan Soepomo sendiri berhasil pula
menguraikan konsep negara kekeluargaan itu secara jitu sehingga kesimpulan yang dicapai
bahwa dalam paham kekeluargaan itu tidak diperlukan adanya asumsi-asumsi yang bersifat
konflik dalam merumuskan konsep hubungan antara rakyat dan negara, sangat mempengaruhi
jalan pikiran sebagian besar anggota BPUPKI. Karena itu, meskipun semula banyak yang
mengosulkan agar soal HAM itu dimuat dalam UUD akhirnya semua anggota tidak lagi banyak
bersuara. Yang agak berkeras mengusulkan agar perlindungan HAM ini tetap dimuat dalam
UUD hanya Hatta dan Yamin. Berkal kegigihan mereka berdua inilah kemudian Soepomo
sendiri akhirnya mengambil sikap kompromi dengan menerima usulan untuk memasukkan
pasal HAM itu, terutama rumusan mengenai Pasal 28 UUD 1945 dengan eatatan bahwa kesan

yang mempertentangkan antara rakyat dan negara dihilangkan. Karena itu, seperti dikemukakan
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terdahulu, dapat dikatakan bahwa setelah UUD 1945 ditetapkan, gagasan kedaulatan rakyat itu
merupakan kombinasi antara individualisme dan kolektivisme.

Kemudian, selelah Indonesin merdeka, suasana pemikiran yang berkembang justeru
sebaliknya. Masuknya secara lengkap pasal-pasal mengenai HAM, baik dalam naskah
Konstitusi RIS maupun dalam UUDS 1950, kiranya dapat menjelaskan perubahan apresiasi
terhadap HAM ini. Padahal, baik dalam penyusunan dan perumusan Konstitusi RIS maupun
UUDS 1950, tokoh yang sangal memegang peranan adalah juga Soepomo, yang ketika me-
nyusun UUD 1945 sangat menentang gagasan HAM itu.

Perkembangan sikap Scepomo sendiri, yang sangat besar jasanya dalam perumusan
ketiga konstitusi ini, patut dihargai. Mungkin juga bahwa perubahan sikap di atas tidak harus
dipahami sebagai perubahan pendapat pribadi Soepomo sendiri mengenai soal ini. Sangat boleh
jadi bahwa Soepomo hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran di kalangan
pemimpin dan tokoh masyarakat serta prakiek kenegaraan selama periode demokrasi
parlementer. Akan letapi, yang pasti ialah bahwa dalam perkembangan bangan penyusunan
kedua konstitusi terakhir ini, tidak diperoleh informasi mengenai pendapat Soepomo mengenai
HAM ini. Karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik dari besarnya peranan
Soepomo dalam merumuskan naskah Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 adalah bahwa
pandangan Soepomo sendiri sudah mengalami penyesuaian yang mendasar mengenai soal ini.
Namun, terlepas dari kemungkinan perubahan dalam pandangan Soepomo ini, yang jelas
praklek-praktek ketata negaraan yang kemudian diterapkan selama periode Demokrasi
Parlementer, menunjukkan pula terjadinya perubahan apresiasi di kalangan para pemimpin

Indonesia mengenai konsep HAM ini. Individualitas rakyat semakin dianggap penting dalam

kehidupan kenegaraan sehari-hari.
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B. PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN: 1959-1966

1. Kebijaksanaan Umum Demokrasi Terpimpin

Segera setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959'%, ditetapkan pula Penetapan
Presiden No.1/1959 dan No.2/1959'* yang mengatur pembentukan DPR dan MPRS. Penpres
ini ditkuti Keputusan Presiden No.199/1960 yang menetapkan jumlah anggota MPRS sebanyak
616 orang dengan perincian 257 orang anggota DPRGR, 241 orang dari Golongan Karya dan
118 Utusan Daerah. Dalam tugasnya, MPRS ini berhasil mengadakan tiga kali Sidang Umum,
yaitu antara tanggal 10 Nopember sampai dengan 7 Desember 1960, anlara tanggal 15 sampai
dengan 22 Mei 1963, dan Sidang Umum keliga pada bulan April 1965'%. Dalam
sidang-sidang ini, gagasan uniuk mengembangkan kombinasi paham yang menekankan
kedudukan individu dengan paham yang menekankan kolektivitas kembali muncul ke
permukaan.

Dalam periode Demokrasi Parlementer, sintesis antara paham individualisme dan
kolektivisme tidak berhasil dicapai. Ini terbukti dengan menonjolnya praktek liberalisme dalam
proses politik nasional di satu pihak, dan kuatnya kontrol Pemerintah terhadap dunia usaha
sehingga kekuatan usaha-usaha individu tidak berkembang di bidang ekonomi. Dengan kata
lain, gagasan kedaulatan rakyat selama periode ini, di bidang politik lebih menonjolkan sifat
liberal dan individualisme eksirim sedangkan di bidang ekonomi, lebih menonjolkan
kolektivisme ekstrim. Situasi demikian mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang isinya dianggap lebih menjamin stabilitas karena kedudukan sentral Presiden yang
ditetapkan di dalamnya. Dengan UUD 1945 ini, kedudukan Presiden menjadi sangat kuat dan
lebih menjamin proses kesinambungan pembangunan nasional yang lebih sistematis. Karena

itu, langkah pertama yang dilakukan olelh MPRS yang dibentuk menyusul diberlakukannya

) Keppres No.150/1959, LN-RI 1959 No.75.

14 Penpres No.111959 tentang DPR, LN.Tahun 1950 No.76 dengan Penjelasannya TIN No.1815. Penpres No.2{1959 tentang
MPRS, LN.1959 No.77, dengan Penjelasan dalam TLN 1959 No,1816.

Jos

Inventarisasi dan Himpunan Keretapan-Keietapan MPR-RI_1960-1988, Pencrbit Alda, Jakarta, 1989, lal. 4.
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kembali UUD 1945, dalam Sidang Umumnya yang pertama pada tanggal 10 Nopember - 7

Desember 1960, ialah menetapkan'®:

1) TAP MPRS No.l/1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara'®;

2) TAP MPRS No.ll Tahun 1960 tentang Haluan Pembangunan'®,

Pada tahun 1963, diadakan lagi Sidang Umum MPRS yang juga menghasilkan 2
ketetapan, yaitu'®”:

1) TAP MPRS No.ll1/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung
Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

2} TAP MPRS No.IV/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan
Negara dan Haluan Pembangunan.

Pada tahun 1965, sekali lagi MPRS mengadakan Sidang Umum dan menghasilkan 4
ketetapan, yaitu''®:

1) TAP MPRS No.V/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/
Mandataris MPRS Yang Berjudul "Berdikari" Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam
Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan MANIPOL dan Landasan Program Perjuangan
Rakyat Indonesia. \

2) TAP MPRS No.VI/1965 tentang Banting Stir Untuk Berdid Di Atas Kaki Sendiri di Bidang

Ekonomi dan Pembangunan.

3) TAP MPRS No.VII/1965 tentang "GESURI", "TAVIP", "THE FIFTH Freedom Is Our

% thid, hal3.

7 Dalam TAP ini, dinyatakan balwa MPRS "memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai
Garis-Garis Besar [aluan Negara®™, sedangkan amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semes-
ta Berencana tanggal 28 Agustus 1959 ditctapkan schagai "Garis-Gariy Besar Haluan daripada Pembangunan®, LN, 1960
No.138, ditctapkan tanggal 19 Nopember 1960 dan diundungkan 23 Nopember 1960,

¥ Materi dasar TAP MPRS No Hi1960 ini, diambil dari Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Se-
mesia Berencana Talun 1961-1969 yang merupakan karya Depernas. LN 1960 No.152, ditetapkan tanggal 3 Desember dan
diundangkan tanggal 13 Desember 1960. Dengan ditetapkannya TAP MPRS int, maka untuk pertama kali Indonesia memiliki

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sertesta Berencana, Ditetapkan di Bandung dalam Sidang Pleno ke-5 tanggal
3 Desember 1960. LN. 1960 No.152.

% Inventarisasi dan Himpunan, Op.Cit., hal A
M0 Ihid., hal 4-5.
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Weapon" dan "The Era of Confrontation" Sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan
Manifesto Politik RI.

4) TAP MPRS No.VIII/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam
Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/
Perwakilan.

Dari ke delapan TAP MPRS itu, yang perlu dicatat antara lain adalah TAP MPRS
terakhir, yaitu TAP MPRS No. VIII/1965 yang berisikan prinsip-prinsip musyawarah untuk
mufakat (musykat) dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi MPRS dan DPRGR'"!.
TAP ini dapat dikatakan mencerminkan sikap dan kebijakan politik Pemerintah mengenai
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi topik disertasi ini. Gagasan demokrasi politik dan
ekonomi yang selama periode Demokrasi Parlementer berkembang terpisah, diikhtiarkan untuk
kembali utuh, di mana keberadaan individualilas dan kolektivitas berada dalam keseimbangan.
Dalam Bab II Pasal 5 TAP MPRS No.VIII/1965 ini dikemukakan 4 ciri khas demokrasi

terpimpin, yaitu bahwa'';

"1}  Demokrasi Terpimpin berientangan dengan demokrasi liberal dan bukan diktatur,
tetapi adalalh Demokrasi Gotong Royong dari semua golongan yang mendukung
Revolusi Indonesia menentang kapitalisme, imperialisme, feadalisme, kolonialisme,
dan neo-kolonialisme.

2) Demokrasi Terpimpin bukan medan pertempuran antara oponen-oponen satu sama
lain, medan hantam-hantaman antara antagonisme, medan unluk mencari kemenagan
satu golongan atas golongan yang lain, medan unink merebut kekuasaan oleh satu
golongan terhadap yang lain. 3)Demokrasi Terpimpin mencari sinthese, mencari
akumulasi pikiran dan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.

4} Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti-Nasionalisme anti-Agama Anti-
Komunisme, ietapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progressit-

revolusioner."
Artinya, paham Demokrasi Terpimpin diorientasikan pada usaha mencari sintesis antara
berbagai pandangan dalam rangka melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. Demokrasi

Terpimpin dirumuskan sebagai sintesis antara paham liberalisme dan paham diktatur yang

MY Ditetapkan dalam Rapar Paripurna ke-2 di Bandung, tanggal 16 April 1965 (Sidang Umum ke-IIl}, 1bid, hal75-83,

2 Ihid, hal 79.
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mencerminkan semangat mencari penyelesaian pertentangan antara paham yang menekankan
individualitas dan yang menekankan kolektivitas (lama). Hanya saja, dalam demokrasi
terpimpin  yang disebut demokrasi gotong royong ini, semua isme dan paham yang
berbeda-beda itu diusahakan untuk dihimpun menjadi satu isme, yaitu NASAKOMisme
(Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Artinya, yang dilakukan bukan lagi sintesis,
melainkan sinkretisme. Lagi pula, dalam prakteknya, apa yang disebut sebagai gotong royong
adalah gotong royong yang terbatas pada golongan-golongan:

1) Yang menentang kapitalisme, imperialisme, feodalisme, kolonialisme, dan neo-

kolonialisme.

2) Yang mempunyai aliran progresif-revolusioner yang tidan anti-Nasionalisme, Anti- Agama
dan Anti-Komunisme (NASAKOM).

Yang tidak memenuhi ke 2 syarat ilu, tidak dianggap termasuk golongan Demokrasi
Gotong Royong. Yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin ini adalak kesamaan
pendapat, akurnulasi pikiran dan lenaga. Akibatnya, ruang gerak untuk perbedaan pendapat
yang menjadi unsur utama dalam sistem demokrasi, menjadi hilang. Unsur "Demokrasi" dan
unsur "Terpimpin" yang menurut Bab II Pasal 2 butir (1) TAP ini, "bergandengan mutlak satu
sama lain, dua unsur ‘loro-loroning atunggal’" lebih menonjolkan unsur "Terpimpin” daripada
"Demokrasi"'"®. Menurut Pasal 2 butir (2), yang dimaksud dengan kata "Terpimpin" itu
adalah dipimpin oleh Pancasila, baik oleh ideologi maupun cara-cara bekerjailya. Dalam
praktek, yang menentukan cara-cara melaksanakan keterpimpinan oleh ideologi Pancasila itu
adalah Presiden. Sehingga praktis yang dimaksudkan dengan Demokrasi Terpimpin adalah
Demokrasi yang dipimpin dan ditentukan oleh Presiden. Puncak perkembangan demokrasi yang
tergantung kepada Presiden ini dapat dilihat dengan ditetapkannya TAP MPRS No.III/1963

yang mengangkat Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Indonesia

seumur hidup'“.

W 1bid., hal.78.

™ Ditetapkan dalam dalam Rapat Paripurna ke-3 Sidang Umum ke-1l di Bandung tanggal 18 Mei 1963. thid, hal.49-50.
Predikat Pemimpin Besar Revolusi, berdasarkan TAP MPR No XVII[1966, dinyatakan tidak membawa wewenang lhuikum, dan
balkan TAP MPRS NoIllf1963 ini kemudian dicabut dengan TAP MPR No XXXV/1067.
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Semua isi TAP MPRS lain yang ditetapkan selama periode Demokrasi Terpimpin ini,
pada dasarnya mencerminkan besarnya kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang
mempunyai kekuasaan lerpusat. Isi TAP MPRS No.I/1960, misalnya, berasal dari isi dan hanya
menegaskan berbagai Amanat Presiden sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, Garis-Garis
Besar Haluan Pembangunan, Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Indonesia dan
bahkan memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden untuk melaksanakan putusan-putusan
MPRS yang memberikan kekuasaan besar kepada dirinya sendiri. Bahkan ucapan Presiden
Soekarno dalam berbagai kesempatan juga dikutip apa adanya, meskipun ditulis dalam bahasa
asing'”, Hal yang sama juga terlihat pada judul TAP MPRS No.V1/1965 tentang "Banting
Stir Untuk Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Di Bidang Ekonomi dan Pembangunan". Judul dan
isi TAP ini diambil dari amanal politik Bung Karno yang berjudul "TAVIP" tanggal 17
Agustus 1964,

Dengan demikian, sintesis yang dimaksudkan untuk dicapai dalam perumusan ga-gasan
kedaulatan rakyat selama periode ini malah terjebak kepada kolektivisme yang totaliter.
Kekuasaan politik, dalam prakteknya terpusat di tangan Presiden yang bergelar sebagai
Pemimpin Besar Revolusi. Semua kebijakan politik mengacu kepada tafsiran Pemimpin Besar
Revelusi mengenai cara-cara menjabarkan dan melaksanakan Pancasila. Hal ini lercermin
dalam produk-produk perundang-undangan yang mengalur mengenai pengorganisasian
kedaulatan rakyat melalui lembaga permusyawaralan/perwakiian maupun mengenai partai
politik. Karena itu, individualitas rakyat yang berdaulat tunduk secara mutlak di bawah
kehendak kolektivitas yang diwakili oleh Presiden yang mengatasnamakan kehendak rakyat

seluruhnya. Dengan doktrin NASAKOM yang didasarkan kepada Manifesto Politik Soekamo,

15 Dalam Pasal 1 TAP MPRS No.VII} 1965, nisalnya, ditefapkan: "A manal-amanat{Pidato-pidato Presiden/Pemimpin Desar
Revolusi: ‘GESURI', ‘TAVIP', ‘The Fifth Freedom Is Our Weapon®, dan ‘The Era of Confrontation’ adalah Jjuga sebagai
pedoman-pedoman pelaksanasn Manifesto Politik Republik Indonesia, baik untik bidang dalam negeri maupun bidang luar
negen.” Inventarisasi dan [limpunagn, Op.Cit.,, hal72-73.

M6 Butir 1 diktum TAP ini menegaskan: *M